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KATA PENGANTAR EDITOR 
 
 
 

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan 

peradaban manusia saat ini berkembang pesat dalam berbagai 

bidang termasuk bidang ekonomi, industri dan sistem keungan 

dengan teknologi yang berbasis digital yang dikenal sebagai era 

industri 4.0 berbasis cyber physical system. Ekonomi digital 

merupakan bagian industrialisasi teknologi menjadi keniscayaan 

yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia yang menganut 

sistem ekonomi terbuka. Ekonomi digital banyak membantu 

dalam pengembangan usaha usaha kecil, mikro dan menengah 

(UKM) melalui pelayanan perdagangan jaringan maya dan 

perbankan elektronis. Adanya transaksi ekonomi digital dapat 

mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam 

pengambilan keputusan ekonomi dan transaksi yang lebih 

efektif dan efisien. 

Sistem keuangan syariah tidak hanya fokus pada pembahasan 

agama dan keyakinan, akan tetapi kesejahteraan sosial masyarakat, 

etika, moral dan hak asasi manusia merupakan ruang lingkup 

pembahasan yang harus lebih serius untuk dikaji. Krisis global 

2008 yang terjadi memberikan pelajaran bahwa pentingnya saling 

tolong menolong. Kondisi ini menyebabkan banyak negara 

mempraktekkan prinsip syariah agar dapat bertahan dari krisis 

ekonomi. Pada konteks bisnis, diperlukan adanya transparansi 



 

ii 

untuk menghasilkan keberlangsungan bisnis. Konsep akad dalam 

sistem keuangan syariah mengajarkan pentingnya transparansi 

agar setiap pihak tidak merasa dirugikan. Book Chapter ini hadir 

untuk membahas isu dan problem tentang ekonomi digital dan 

sistem keuangan Islam. Selamat membaca! 

 

 

 

Yogyakarta,   Mei 2023 

Editor, 

 

 

M. Zidny Nafi’ Hasbi 
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TRANSFORMASI DIGITAL  

LAYANAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA 

 
Abdul Aziz 

IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

abdulazizmunawar11@gmail.com 

 

Pendahuluan  

Era Industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan anugerah yang 

luar biasa (Aziz et al., 2022; & Aziz, 2021) dari fadzîlah Allah 

SWT., (Djubaedi & Aziz, 2022) sehingga dengan era itu mem-

bawa kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, keberkahan 

yang tiada tara sekaligus menjadi ujian bagi kita apakah mau 

mensyukuri atau inkar (Aziz, 2013). Secara khusus, transformasi 

teknologi digital (Aripin et al., 2022), ini sangat berdampak pada 

kemudahan dan percepatan untuk pelayanan publik tak terkecuali 

pada lembaga keuangan syariah di Indonesia (Shabri, 2022). 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia baik lembaga per-

bankan maupun non-perbankannya apabila tidak menggunakan 

inovasi teknologi canggih yang satu ini (Ngamal & Perajaka, 

2022), maka akan ditinggalkan nasabahnya karena pesaing baru 

ber-munculan dengan pelayanan mudah dan super cepat (Winasis 

& Riyanto, 2020), melalui teknologi digital telah meningkatkan 

transaksi jauh berlipat lebih cepat (Abubakar & Handayani, 

2022). Hal ini tentu menjadi tantangan lembaga keuangan syariah 

sekaligus potensi besar dalam meningkatkan kinerjanya (Buwono 

et al., 2022). Kehadiran financial tehnologi era disrupsi (Ginantra 

et al., 2020), ini sangat memudahkan pelayanan yang berkualitas 

mailto:abdulazizmunawar11@gmail.com
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(Hartono & Atmaja, 2021). Bagi eksistensi kelembagaan ke-

uangan syariah di Indonesia, baik perbankan, asuransi, nasabah 

(Wijoyo, 2021), maupun pihak ketiga lainnya, seperti e-Com-

merce, marketplace, e-toko, e-wallet, startup digital, dan lain 

sebagainya saling berintegrasi satu sama lain (Mutiasari, 2020). 

Apalagi pada saat pandemi Covid-19, ketika interaksi sosial 

dibatasi dunia industri kebingungan, maka kebutuhan transfor-

masi terhadap digital sangat dibutuhkan terutama sektor industri 

keuangan syariah (Iqbal & Nasution, 2022) harus beradaptasi. 

Pasca pandemi Covid-19 bukan berarti teknologi digital pada 

lembaga keuangan syariah harus ditinggalkan, justru menjadi era 

keunggulan daya saingdikuatkan, karena terbukti transformasi 

digital melalui fintech sangat efektif dan efisien dalam meng-

urangi biaya operasional yang besar dan mempermudah pelaya-

nan publik (Dz, 2018), serta jalinan kerjasama semakin luas dan 

terintegrasi dengan berbagai jaringan terkait mudah (Husna, 

2020). Bahkan dengan transformasi tekfin (teknologi finansial) 

pada lembaga keuangan syariah dapat dioptimalisasi-kan fungsi 

dan peran sosialnya (Syafitri & Nasution, 2023), lebih men-

jangkau secara luas, dan memudahkan layanan transaksi namun 

tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syujai, 2022).  

Pembahasan 

Revolusi Teknologi Keuangan 

Dalam tulisan Ashta & Biot‐Paquerot (2018), berjudul 

“FinTEch evolution: Strategic value management issues in fast 

changing industry” menjelaskan bahwa perubahan radikal tekfin 

(teknologi finansial) bermula dari perpaduan telepon seluler dan 

blockchain hasilnya sangat efektif dan ternyata mampu mem-

perluas jaringan pasar global. Menurutnya, diadaptasi dari tek-

nologi telepon seluler untuk menjangkau batas ruang melalui 

jaringan internet, sementara penggunaan teknologi blockchain 
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yang berbasis pada big-data yang disimpan oleh ribuan jaringan 

computer melalui kriptografi dapat dimanfaatkan untuk jaringan 

bisnis yang lebih luas. 

Menurut Alt et al. (2018), dalam buku “FinTech and the 

transformation of the financial industry” menyatakan bahwa pada 

dasarnya aplikasi keuangan telah mengalami evolusi yang pan-

jang dari aplikasi BioTech, pertama kali saat lembaga keuangan, 

baik perbankan, asuransi, perusahaan sekuritas pada dunia tahun 

1472 didirikan. Perusahaan-perusahaan tersebut, kata Zhu et al. 

(2004), bergerak di bisnis keuangan, tepatnya penyedia layanan 

keuangan dalam bentuk pialang hipotek, bank komersial, bankir 

investasi satu sama lain berinteraksi. Selanjutnya, dari BioTech 

bertransformasi menjadi FinTech di saat era digital berkembang 

maju. Secara umum teknologi yang merupakan suatu alat penge-

lola yang bertugas mengkoordinasikan suatu proses agar lebih 

mudah (Bouwman et al., 2005). FinTech pertama kali muncul di 

tahun 1990-an akibat terjadi difunsi internet, meskipun evolusi-

nya jauh-jauh sebelumnya (Lee & Shin, 2018). Bahkan sebenar-

nya perkembangan TekFin dimulai sejak pertengahan abad 19. 

Gambar, 1. Evolusi Teknologi Keuangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Alt (2018) 

Pertama sejak kehadiran lembaga keuangan dan perusahaan 

bisnis seperti di atas, jelas bahwa moda transformasi fisik men-

jadi andalan aplikasi teknologi pertama yang digunakan berbasis 

media fisik, seperti kertas dan koin sangat terbatas, maka dengan 
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munculnya transformasi teknologi informasi dan komunikasi 

perubahan cepat berbasis elektrik, kata Malone et al. (1987), 

memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis yang 

lebih luas meskipun masih bertumpu pada teknologi analog 

sampai dengan pertengahan abad 20 sebagai fase kedua evolusi 

teknologi keuangan. Menurut Gomber et al. (2017), bahwa 

FinTech bisa dikatakan juga “e-Finance” merupakan babak baru 

era keuangan digital merupakan hasil transformasi rekayasa 

inovasi teknologi informasi dan komunikasi mulai dikenalkan. 

Arner et al. (2016), menjelaskan bahwa di akhir tahun 1980-

an berkat transformasi digital, layanan lembaga keuangan, pelaku 

pasar keuangaan, dan pelanggan di penjuru dunia sudah mulai 

beralih ke media elektronik. Menurut Bons et al. (2012) dan 

Marinč (2013), bahwa mata rantai transformasi penggunaan 

teknologi digital pada lembaga keuangan berpusat pada pelang-

gan seperti ritel, komersial dan investasi, saluran cabang, broker, 

web, seluler, dan sosial. Penyedia layanan keuangan seperti, bank 

dan non-bank, serta penyedia antar bank, bursa, dan jaringan.  

Tabel, 1. Spesifikasi FinTech pada tiga tingkat transformasi 

Tingkat 

Transformasi 

TI Perbankan (hingga 

sekitar tahun 2008) 

FinTech  

(setelah 2008) 

Organisasi eksternal 

 Regulasi 

 

Persyaratan ekuitas dan  

pengawasan rendah 

Aturan yang lebih 

ketat; perlindungan 

yang kurang 

 Inovasi model 

bisnis 

Bisnis cabang & layanan 

offline 

Layanan online dan 

seluler 

 Perkembangan 

Infrastruktur 

Lembaga terpusat sebagai 

perusahaan fokus 
Pembagian tugas 

 Jenis Mayoritas pelanggan Pembayaran non 
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Tingkat 

Transformasi 

TI Perbankan (hingga 

sekitar tahun 2008) 

FinTech  

(setelah 2008) 

pembayaran menggunakan uang tunai tunai meningkat 

Organisasi jaringan 

 Jaringan 
Sejumlah kecil mitra 

jaringan 

Banyak mitra 

khusus 

 Margin dan 

strutkur biaya 

Margin tinggi dalam bisnis 

inti 

Margin yang lebih 

rendah, kompetisi 

yang lebih tinggi 

 Pesaing 
Penyedia layanan keuangan 

tradisional lainnya 

Start-up, pendatang 

lateral 

 Budaya Hirarkis Kooperatif, gesit 

 Retensi 

pelanggan 
Loyalitas pelanggan tinggi 

Mengurangi biaya 

switching 

Internal organization 

 Focus bisnis Beroreintasi proses Berpusta pelanggan 

 Interasksi 

pelanggan 
Luring terlebih dahulu 

Online dulu, omni-

channel 

 Kompetensi 

inti 
distribusi, produk, transaksi 

Distribusi online; 

platform 

 Integrasi 

vertikal 
integrasi tinggi Integrasi rendah 

 Portofolio 

layanan 

bank adalah penyedia 

layanan umum 

Penyedia beragam 

kecil 

 Otomatis 
proses memerlukan langkah 

manual 

Proses sepenuhnya 

otomatis 

 IT-Arsitektur 
sistem monolitik, 

pengembangan internal 

Sistem modular, 

API 

Sumber: Venkatraman (1994) dalam Alt et al. (2018) 
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Dari tiga tingkat transformasi teknologi keuangan pada 

lembaga keuangan sebelum dan sesudah tahun 2008-an tersebut 

di atas dapat dipahami bahwa salah satu hal penting era ini adalah 

kemudahan menggunakan tekonologi finansial (TekFin) sehingga 

mampu merubah mainstream di sektor bisnis dan keuangan. 

Menurut Alt et al. (2018), bahwa konfigurasi tiga-sub bidang 

FinTech di atas dapat menghasilkan matrik tiga kategori, yaitu 

BankTech, InsurTech, dan RegTech). 

Gambar 2. Tingkatan Transformasi Finansial Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Alt et. (2018) 

Perkembangan FinTech Syariah di Indonesia 

Perkembangan inovasi digital yang ditandai dengan revolusi 

industri keempat (Industri 4.0) pasti akan memberikan dampak 

yang luas dan mendalam pada hampir semua sektor bisnis. 
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Menurut Anshari et al. (2020), bahwa FinTech merupakan salah 

satu teknologi terdepan di ranah Industri 4.0. Bauer et al. (2015), 

menegaskan bahwa integrasi pemangku kepentingan utama 

seperti pelanggan, mesin, termasuk teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) tetap terhubung melalui Industri 4.0 untuk 

mencapai manajemen proses bisnis kompleks yang selalu 

berubah. Menurut Müller et al. (2018), bahwa Industri 4.0 ber-

maksud untuk mengatasi tantangan kontemporer dengan meni-

ngkatkan persaingan bisnis secara global, mengelola pasar dan 

permintaan fluktuatif dalam menghadapi kebutuhan yang dinamis 

dan menantang. 

FinTech merupakan salah satu sektor yang muncul di 

Industri 4.0, sehingga ruang lingkup FinTech sangat luas, men-

cakup hampir setiap aspek sistem keuangan. Menurut Anshari et 

al. (2020), ada kemampuan dan mode baru untuk meningkatkan 

kemajuan bisnis keuangan, seperti untuk asuransi, transaksi uang, 

keamanan digital, investasi, analisis data, crowdfunding dan lain-

lain. FinTech menawarkan berbagai produk ramah pengguna 

yang memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan pada 

saat yang sama mengurangi biaya transaksi. FinTech telah ada 

selama bertahun-tahun dan ada kesenjangan yang sangat besar 

sejak masyarakat kita mulai membangun sistem. 

Organisasi jasa keuangan yang ada melakukan investasi 

yang cukup besar pada sektor FinTech, sementara juga ber-

investasi dan berkolaborasi dengan strategi menjanjikan yang 

dapat memberikan nilai tambah. Secara global dan Indonesia 

khususnya telah melihat peningkatan penggunaan perdagangan 

online dan perbankan online yang menghasilkan perluasan e-

commerce. Itu telah mengubah banyak aspek dari cara hidup 

masyarakat sekarang. Indonesia telah menjadi salah satu sistem 

keuangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Secara umum 

lanskap keuangan di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan 
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pendanaan, pinjaman dan tren kinerja, serta faktor pendorong. 

FinTech telah menciptakan ekosistem keuangan alternatif yang 

tersedia untuk pelanggan dan bisnis. Itu ada untuk bersaing 

dengan sektor keuangan tradisional dan mapan dalam bentuk 

layanan, produk, dan pengiriman. 

Dalam lima tahun ke depan, menurut catatan Cekindo (2018 

dalam Anshari et al., 2020), diperkirakan US$500 miliar akan 

diinvestasikan untuk mengembangkan infrastruktur yang diper-

lukan bagi FinTech di Indonesia. Sejak 2015, startup FinTech di 

Indonesia telah tumbuh hingga 78% dengan meningkatnya pasar 

pinjaman, kartu, dan pembayaran. Amartha, GoPay dari Go-Jek, 

Finansialku, Midtrans, T-Cash, dan Doku adalah beberapa 

perusahaan FinTech yang terlihat di Indonesia yang menawarkan 

layanan keuangan. Sementara itu, di sektor perbankan dan 

keuangan yang mapan di Indonesia didominasi oleh Empat Bank 

Besar, tiga adalah bank milik negara, Bank Mandiri, Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), dan 

satu bank swasta-Bank Central Asia (BCA). 

Menurut Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menyatakan 

bahwa empat besar mengambil 41% dari kepemimpinan nasional 

(Cekindo, 2018). Selanjutnya, bank komersial yang lebih besar 

adalah CIMB Niaga, Danamon, Permata, Maybank Indonesia, 

Bank Tabungan Negara (BTN), dan Panin Bank dengan 16% 

pinjaman ritel dan korporasi di Indonesia. Sedangkan bank 

komersial kecil lainnya yang 33% dari pinjaman nasional adalah 

9 cabang bank milik asing, 12 bank campuran, 27 bank pem-

bangunan daerah, 13 Bank Syariah, dan 44 bank konvensional 

(Cekindo, 2018). Selain itu, terdapat 1.630 Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 

merupakan 2% dari penyaluran kredit nasional di Indonesia. 

Akhirnya, Multifinance Companies 8% dari pinjaman nasional 

mereka dibangun hingga lebih dari 200 multifinance di 
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Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini, berdasarkan catatan 

Cekindo (2018) memiliki lisensi untuk menawarkan leasing, 

pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, dan layanan 

pinjaman lainnya. Perusahaan-perusahaan ini adalah Adira 

Dinamika Finance, Clipan Finance, BFI Finance, dan Astra 

Sedaya Finance. 

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 

menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 

77/FSAR.01/2016 berkenaan Layanan Pinjam Meminjam Ber-

basis Teknologi untuk memberikan landasan hukum bagi kegia-

tan FinTech, khususnya layanan dengan peer to peer lending 

model. Bahkan FinTech di Indonesia tidak hanya digunakan 

untuk memfasilitasi pinjam meminjam, tetapi juga digunakan 

untuk model bisnis seperti, bisnis start-up, investasi, dan kegiatan 

sosial, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pinjam 

meminjam. Di sisi lain, kata Abubakar & Handayani (2018), 

pengembangan TekFin di Indonesia diharapkan mampu meng-

hasilkan kontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

dalam memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk 

mendapatkan akses keuangan.  

Hal ini karena keunggulan TekFin antara lain efisiensi biaya 

dan kemudahan akses pembiayaan, namun di sisi lain terdapat 

beberapa kendala dan risiko yang berpotensi muncul, seperti 

risiko kredit, ketidakcukupan teknologi, penyalahgunaan dana 

dan data pengguna/konsumen serta perlindungan terhadap kepen-

tingan nasional seperti pencucian uang serta gangguan stabilitas 

moneter. Oleh karena itu, selain perlu regulasi yang kompre-

hensif, aspek pengawasan oleh otoritas jasa keuangan sangat 

dibutuhkan untuk menjadikan tekfin sebagai bagian dari sektor 

jasa keuangan (Abubakar & Handayani, 2018). 

Dengan demikian, dilihat dari perkembangan FinTech di 

Indonesia cukup besar selama 18 bulan (Januari 2018 – Agustus 
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2019). Perkembangan ini, menurut Safitri (2020), memper-

lihatkan bahwa kemajuan rekayasa teknologi keuangan (TekFin) 

di Indonesia sangat tinggi dalam membantu masyarakat, diiringi 

dengan minat masyarakat menggunakan FinTech juga besar 

mengingat tingginya jumlah peminjam selama setahun terakhir. 

Masyarakat Indonesia begitu familiar dalam menggunakan dan 

memanfaatkan TekFin karena teknologi yang satu ini lebih 

efisien dan efektif bila dibandingkan dengan jasa keuanggan 

lainnya, sehingga masyarakat terdorong untuk memanfaatkannya. 

Berdasarkan catatan BI penggunaan FinTech dalam jangka 

panjang dan dipastikan meningkat bahkan mampu mendorong 

pertumbuhan PDB per tiga tahun, dimana persentase PDB pada 

tahun 2013 hingga tahun 2015 mencapai 5,1 %, tahun 2016 ke 

tahun 2018 meningkat satu digit sebesar 5,2 %, sementara di 

tahun 2019 sampai tahun 2021 yang diperkirakan meningkat tiga 

digit tembus 5,5%. Hal ini tentu adanya kecenderungan positif 

kemajuan negara Indonesia di sektor penggunaan FinTech untuk 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 

Tabel, 2. Perkembangan FinTech dalam Memajukan PDB 

Sumber: BI (2021) 

Tabel 2 di atas menunjukan bahwa pertumbuhan GDP dari 3 

(tiga) tahun terakhir meningkat, sementara dari bulan ke bulan 

juga menunjukan laju yang sangat meningkat tajam. Menurut 

Safitri (2020) perkembangan FinTech Indonesia begitu tinggi 

sebagaimana ditunjukan data dari bulan ke bulan. Hal ini terlihat 

dari jumlah akun yang digunakan baik dari pemberi pinjaman 

(kreditor) maupun peminjam (debitor). Artinya, masyarakat 
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pengguna di Indonesia telah menyadari kegunaan FinTech untuk 

memudahkan berbagai kegiatannya. 

Grafik 1. Akun FinTech Indoensia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Safitri (2020) 

Grafik 1 menunjukan bahwa pesatnya penggunaan FinTech 

terlihat mulai melejit pada bulan Desember 2018 sampai Agustus 

2019. Menurut Safitri (2020) bahwa penggunaan Fintech di 

Indonesia lebih banyak pada sektor pembiayaan, yakni melalui 

pinjaman peer-to-peer Fintech kemudian diikuti dengan pertum-

buhan pemberi pinjaman peer-to-peer pemula, terutama per-

mintaan dana oleh orang-orang yang tidak memiliki kriteria 

peminjaman di bank. Di sisi lain, Fintech memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kinerja UKM dalam meningkatkan efisi-

ensinya. Upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk mem-

berikan akses kepada UKM pertumbuhan dan untuk memberikan 

bantuan terkait dengan Fintech, lengkap dengan inklusi keuangan 

yang baik di sektor UMKM, selain itu Pemerintah wajib 

memberikan izin yang ditujukan untuk keamanan di bidang 

FinTech bahwa mereka dapat diakses lebih murah, lebih cepat, 

dan lebih mudah. 
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Perkembangan FinTech di Indonesia sedemikian cepat 

seiring dengan penggunanya yang sudah mencapai 250 juta 

pengguna internet, pemerintah harus segera memberikan rasa 

aman bagi masyarakat pengguna FinTech. Menurut Nuryakin et 

al. (2019), paling tidak agar pengguna FinTech di Indonesia me-

rasa aman dan nyaman diperlukan adanya sinergitas dari 

pemerintah sebagai regulator, pemberi peminjaman. 

Gambar, 3. Integrasi 4 Pelaku Pengguna Platform FinTech di 

Indonesia 

Sumber: OJK, (2018) 

Kontribusi penting dari empat pilar seperti pada Gambar 3 di 

atas bukan saja dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

pengguna FinTech di Indonesia, apalagi bagi mayoritas Muslim 

dimana regulator, seperti Kominfo, BI (PBI No. 19/12/PBI/ 

2017), dan OJK (POJK No. 13/POJK.02/2018) yang berperan 

sebagai perwakilan pemerintah juga perlu kekuatan moral yang 
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ditunjukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) sebagai representasi dari Umat Islam. 

Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 berkena-

an dengan Layanan Pembiayaan Berbasis IT sesuai dengan 

Prinsip Syariah. Pada dasarnya, kata Nastari (2020) bahwa kebe-

radaan FinTech Syariah di Indonesia tidak lepas dari FinTech 

pada umumnya yang telah berkembang pesat seiring dengan 

pengguna internet yang demikian massif. 

Yarli (2018), dalam tulisannya menegaskan bahwa kebera-

daan FinTech pada umumnya akan berimbas pada perkembangan 

FinTech Syariah pada khususnya, dimana secara spesifik 

FinTech syariah harus mampu mengedepankan akad-akad yang 

berbasis syariah. Keberadaan FinTech sebagai inovasi dari 

rekayasa teknologi tidak bisa dihindari dalam percaturan bisnis 

yang telah merambah pada seluruh sektornya, tetapi dalam 

FinTech Syariah perlu menekankan pada prinsip dasarnya, yaitu 

tetap mengedepankan akad ijab qabul dalam setiap perjanjian 

secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan. 

Menurut Aziz et al. (2022) bahwa dalam rangka memanfaat-

kan FinTech di era digital (Industri 4.0) dan masyarakat 5.0 perlu 

memanfaatkan Crowdfunding dalam bentuk e-zakat, e-infak, e-

shadaqah, dan e-wakaf sebagai sebuah kebutuhan dharariyah di 

era FinTech sekarang. Bahkan menurut Abdul Aziz (2022), 

keberadaan FinTech di era digital tidak bisa dihindari, akan tetapi 

perlu dimanfaatkan penggunannya untuk kepentingan yang lebih 

besar, namun perlu disesuaikan dengan prinsip syariah sebagai-

mana telah dijelaskan di atas. 
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Pendahuluan 

Sistem keuangan yang dibangun secara bertahap seiring 

berjalannya waktu, dengan institusinya sendiri, otoritas 

regulasinya telah menjadi universal dan telah dianggap demikian 

sampai model lain muncul yang diatur oleh prinsip yang berbeda. 

Maraknya Lembaga keuangan, khususnya di industri perbankan, 

merupakan salah satu perkembangan ekonomi Indonesia. Lem-

baga keuangan di Indonesia sejak awal keberadaannya bersifat 

konvensional, berdasarkan sistem bunga dengan tujuan mem-

peroleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Memburuknya sis-

tem perbankan selama krisis moneter 1998 disebabkan oleh 

pengaturan bunga ini. Karena kenaikan suku bunga pinjaman, 

bank konvensional mulai gagal. Pelaku usaha yang menggunakan 

dana dari bank syariah tidak terpengaruh dengan fenomena bank 

konvensional bangkrut. Karena bank syariah adalah sistem bagi 

hasil daripada berbasis bunga, pengusaha yang menggunakan 

jasanya tidak perlu membayar puluhan persen (Balapradhana, 

2020). 

Masalah ini akhirnya membawa bank syariah menjadi 

perhatian mereka yang berusaha menghindari pembayaran bunga 

yang benarbenar merugikan. Masalah itu semakin penting karena 

sistem keuangan konvensional telah banyak dikritik setelah 

berbagai krisis keuangan. Dalam konteks itu, prinsip dan mode 
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operasi system keuangan Islam memberikan tampilan yang ideal. 

Gagasan keadilan dan keadilan yang dimiliki system keuangan 

Islam tampaknya memberikan potensi untuk membuat kegiatan 

ekonomi lebih bermoral. Sebagai konsekuensinya, apakah 

keuangan syariah harus dipertimbangkan sebagai alternatif model 

yang bisa menjadi acuan reformasi sistem global. 

Sistem Keuangan Islam di Indonesia 

Menurut Abdul Wahab Khalaf keberadaan Maqashid 

Syariah penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk 

memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah menyelesaikan 

argumen yang saling bertentangan dan yang paling penting, 

menetapkan hukum dalam ketentuan hukumnya. Jika studi 

semantik digunakan, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan 

Sunnah. Di sinilah peran Maqasid Syariah dalam aktivitas 

ekonomi dan keuangan modern, terlepas dari perbedaan norma 

perbankan syariah di seluruh negara, berperan. Sejauh ini 

dominasi fiqh klasik sebagai landasan bagi aktivitas keuangan 

dan perbankan Islam sangat nyata dan realistis. Fiqh, di sisi lain, 

merupakan hasil rasionalisasi kreatif para ulama pada masanya. 

Sebagai contoh, hampir semua item transaksi yang ditawarkan 

oleh perbankan syariah sebagai lokomotif pergerakan ekonomi 

Islam mengacu pada jenis transaksi kontrak dalam fiqh klasik. Di 

sisi lain, penyusunan bangunan keilmuan ekonomi Islam banyak 

diadopsi dari teori-teori ekonomi konvensional dengan melaku-

kan sedikit penyesuaian. Akibatnya, apa yang disebut dengan 

ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konven-

sional plus fikih saja. Untuk itu perlu kiranya rekontekstualisasi 

fikih, agar tetap bisa seirama dengan perjalanan dinamika zaman 

yang selalu melahirkan banyak persoalan yang berbeda satu sama 

lain, termasuk permasalahan terkait dengan sistem keuangan 

Islam. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Maqasid Syariah merupakan 

koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, 

praktek, bahkan produk perbankan syariah di era multidemensi 

sekarang. Tatanan Maqasid Syariah dinilai oleh mayoritas ulama 

sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam 

menjawab persoalan dinamis, karena berdasarkan pada kemas-

lahatan dan kesejahteraan. Konsep maslahah merupakan tujuan 

utama dari ditetapkannnya hukum Islam. Ada beberapa poin 

penting dalam topik ini yang harus ditekankan dan diulas dalam 

Islam, khususnya konsep maqashid al-syariah, yang menunjuk-

kan bahwa Islam diciptakan untuk dan memelihara kemaslahatan 

umat. Maqashid syariah adalah pedoman utama dalam praktik 

Islam bagi umat Islam. Pendekatan atau pengertian maqashid 

syariah, menurut As-Syatibi, terdiri dari tiga konsepsi kenis-

cayaan: dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Kasmir, 1999). 

Konsep dharuriyah adalah kebutuhan yang mendasar (asasi), 

yaitu semua kebutuhan yang sangat penting dan akan dipenuhi 

dalam memenuhi kehidupan dan kebutuhan umat. Kebutuhan ini 

sangatlah diperlukan agar kemaslahatan umat manusia bisa 

tercapai denganbaik dan sesuai dengan ajaran Islam. 

As-Syatibi, membagi maqashid Syariah menjadi tiga kate-

gori. Pertma al-dharuriyah al-khamsah yaitu perlindungan 

terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua hajiyah 

memiliki tujuan agar menjadikan lima unsur tersebut lebih baik 

lagi dari sebelumnya dan apabila tidak dipenuhi tidak sampai 

mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat manusia. 

Sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam konsep ini agar bisa 

dipenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan. Ketiga, 

tahsiniyah mempunyai tujuan untuk menyempurnakan dari 

konsep sebelumnya agar lebih baik terhadap ulasan-ulasan untuk 

memelihara lima unsur yang ada dalam maqashid syariah (Azhar, 
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2017). Dalam konsep tahsiniyah tidak terlalu membahayakan 

atau dengan kata lain tidak begitu berpengaruh apabila konsep ini 

tidak dilakukan dengan baik. Pada potensi lembaga keuangan 

syariah Indonesia, pemanfaatannya belum maksimal untuk 

meningkatkan perekonomian umat. Bahkan di tengah pandemi 

COVID-19 saat ini, dana sosial yang ada di lembaga keuangan 

syariah dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar 

jika digunakan dan ditangani dengan baik. Dana sosial tersebut 

dapat dimanfaatkan dengan lebih baik melalui Lembaga keua-

ngan syariah di Indonesia. 

Pembahasan 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia 

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya 

terutama berbentuk aset keuangan (financial assets) atau tagihan 

(claims), seperti saham dan obligasi. Lembaga keuangan terdiri 

dari beraneka ragam lembaga yang bergerak di sektor finansial. 

Konsep lembaga keuangan dapat dirumuskan dalam beberapa 

definisi tergantung dari sudut mana melihatnya. Definisi pertama, 

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya 

melakukan kegiatan ekonomi finansial. Dalam kaitan dengan 

dikotomi perekonomian, unit ekonomi hanya dibedakan menjadi 

dua macam, tetapi tidak dapat dipisahkan, yaitu: unit ekonomi 

nyata (real economic units) dan unit ekonomi finansial (financial 

economic units). Unit ekonomi nyata melakukan kegiatan 

ekonomi nyata (real economic units). Kegiatan ekonomi nyata 

menghasilkan barang atau jasa nonfinansial. Unit ekonomi  

finansial melakukan kegiatan ekonomi finansial (financial 

economic units). Kegiatan ekonomi finansial menghasilkan jasa 

finansial (financial service), yaitu jasa yang berkaitan dengan 

uang. Berdasarkan definisi ini, dengan mudah dapat dinyatakan 

bahwa bank sentral, rumah gadai dan money changer termasuk 
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lembaga keuangan karena kegiatan ekonomi finansial merupakan 

kegiatan utama ketiga lembaga keuangan tersebut. Lembaga 

keuangan merupakan perusahan finansial (financial business 

firm). Sebagai perusahaan finansial, lembaga keuangan ber-

operasi dengan modal utang (debtcapital). Modal utang tersebut 

diperoleh lembaga keuangan dari masyarakat dalam berbagai 

bentuk. Definisi ketiga, Lembaga keuangan adalah lembaga yang 

sebagaian besar kewajibannya (passivanya) berupa kewajiban 

finansial (financial liabilities). Kewajiban finansial beberapa atau 

sebagian dari lembaga keuanagan merupakan kewajiban moneter 

(monetary liabilities). Kewajiban moneter suatu lembaga ke-

uangan kepada sektor swasta domestik dinamakan uang beredar. 

Lembaga keuangan kewajiban finansialnya merupakan kewajiban 

moneter tergantung pada konsep uang beredar yang dianut untuk 

suatu keperluan yaitu M1, M2, M3 atau M4.  

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya 

bergerak dibidang keuangan (finance). Bidang keuangan tersebut 

dapat dibedakan  antara keuangan perorangan (personal finance), 

keuangan perusahaan (corporate finance), keuangan pemerintah 

(public finance), dan keuangan international (international 

finance). Jika money changer  tidak digolongkan sebagai lem-

baga keuangan, berarti money changer harus digolongkan se-

bagai unit ekonomi nyata. Seperti diketahui money changer tidak 

menghasilkan barang atau jasa non finansial, tetapi jasa finasial. 

Dengan demikian, money changer  merupakan unit ekonomi 

financial, yang berarti lembaga keuangan (Metwally, 1995). 

Fungsi Lembaga Keuangan 

Lembaga keungan merupakan bagian dari sistem keuangan 

dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa 

keuangan (financial market), institusi, sektor usaha, rumah 

tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga 
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sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem 

keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi pokok sistem keuangan 

adalah mengalihkan dana (loanable funds) dari penabung atau 

unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Fungsi lembaga 

keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu sebagai berikut 

(Ahyani, 2021). 

1. Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari sisi jasa 

penyedia finansial. Diantara fungsi lembaga keuangan 

ditinjau dari sisi-sisi jasa penyedia finansial, antara lain: 

a. Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga 

keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah 

pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi. 

b. Fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang 

diperjual belikan pasar uang dan pasar modal men-

yediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu 

dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki disamping 

menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. 

c. Fungsi transmutasi kekayaan. Merupakan fungsi dimana 

lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji 

memberikan imbalan kepada pemilik dana. 

d. Fungsi likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemam-

puan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. 

Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen 

keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui meka-

nisme pasar keuangan. 

e. Fungsi pembiayaan atau kredit. Disamping untuk 

menyiadakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan 

menjadi investasi dalam rangka penyimpanan harta 

kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan 

kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan inves-

tasi dalam ekonomi. 
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f. Fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan me-

kanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. 

Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, 

bilyet, kartu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam 

perbankan. 

g. Fungsi diversifikasi risiko. Pasar keuangan menawarkan 

kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, 

kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian 

h. Fungsi manajemen portofolio. Fungsi manajemen porto-

folio yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat 

memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, 

kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah dan 

pajak pendapatan. 

i. Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instru-

men pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 

melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan 

mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. 

2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan 

lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Lembaga ke-

uangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan 

dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian yang 

terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki 

kewenangan dalam mengeluarkan uang giral  (penciptaan 

uang) dan dalam deposito (time deposits). Perbankan mela-

kukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 

disamping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa per-

bankan baik dalam negeri maupun diluar negeri. 

a. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan 

lembaga keuangan dalam sistem moneter. Lembaga 

keuangan berfungsi sebagai pencetak uang. Tujuan 

kebijakan moneter Islam dengan tujuan kebijakan 

moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata 
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uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga 

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. 

b. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan 

lembaga keuangan dalam sistem finansial. Lembaga 

keuangan berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang 

terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada 

dalam sistem ekonomi. 

Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan 

yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah 

Islamiah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-

Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah 

dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non 

bank. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar 

dari riba, gharar dan maisir. Hal- hal tersebut sangat diharamkan 

dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Tujuan 

utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menu-

naikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta 

membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang 

dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta 

menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, 

bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, 

tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Mene-

rapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermas-

yarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia 

ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah 

Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan 

produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional 

sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan 

bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur 
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kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi 

sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan 

syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang di-

wujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

tersebut (Hidayat, 2020). Unsur legalitas operasi sebagai lembaga 

keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewe-

nangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang meng-

atur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat.  

2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang 

mengatur dan mengawasi koperasi.  

3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwe-

nang mengatur dan mengawasi koperasi.  

Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak per-

bedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja 

dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang tidak 

sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan ber-

dasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.  

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua,  yaitu 

Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Non 

Bank. Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah 

lembaga keuangan syari‟ah dalam dunia keuangan bertindak 

selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasa-

bahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada 

umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pe-

merintah. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tidak diper-

kenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya 
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bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi 

keuangan, sedangkan lembaga non bank merupakan tidak 

termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan 

dimaksud. 

Prinsip Lembaga Keuangan Syariah 

Beberapa prinsip operasional dalam LKS yaitu mencakup 

(Ismail, 2021). 

1. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar 

penjualan yang sebenarnya berdasarkan konstribusi dan 

resiko masing-masing pihak. 

2. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak 

yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor 

dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan, sebagai 

mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh 

keuntungan.  

3. Transparansi, LKS diharuskan memberikan laporan 

keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada 

nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar 

dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. 

4. Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan 

memberikan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat 

dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip 

Islam sebagai rahmatan lil alamin.  

Dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan 

kepada hal-hal berikut ini:  

a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang 

berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan 

sebelumnya tidak diperbolehkan.  

b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan 

kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang 

meminjam dana.  
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c. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari 

uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan 

bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.  

d. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diper-

kenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan 

baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah 

transaksi.  

e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang 

tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman 

keras tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. 

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah 

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di ber-

bagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang 

semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun 

dan dapat diakses (Rukmana, 2020). Fungsi lembaga keuangan 

syariah sama seperti lembaga keuangan yaitu: 

1. Penghimpunan Dana 

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. 

Dalam fiqh Islam dikenal dengan barang wadi’ah, dan dalam 

praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam 

bentuk Tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah dapat digunakan 

oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, 

dengan izin pemiliknya, atau biasa disebut dengan wadi’ah yad 

dhamanah.  Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai 

pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang tersebut 

untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif. Wadi’ah dalam 

sistem Islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, 

emas, perak, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Praktek 

wadi’ah dapat dijumpai dalam sejarah awal Islam, dan menurut 

para ulama hal ini diperbolehkan. Selain produk wadiah, 

penghimpunan dana oleh LKS dapat dilakukan dengan prinsip 
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mudharabah dan ijarah. Bahkan pada prakteknya saat ini, 

mayoritas produk penghimpunan dana yang laku di masyarakat 

adalah produk yang menggunakan prinsip mudharabah. Hal ini 

disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip mudhara-

bah dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi 

hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan 

tabungan yang menggunakan prinsip wadiah yang hanya 

memberikan bonus yang belum tentu ada di setiap waktu. 

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat 

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah 

terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan 

Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak 

yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan 

untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran SPP, 

maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun 

bunga. Dalam sistem perbankan Islam simpan pinjam ini, 

sebagaimana telah disebutkan di atas, dinamakan dengan qirodh 

atau mudharabah. Selain itu, perbankan syariah juga melaksana-

kan pelayanan jasa lainnya, seperti wakalah, qardh al hasan, dan 

sebagainya. 

3. Fungsi Sosial Kemasyarakatan 

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, 

Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada 

pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan 

ataupun imbalan. Lembaga keuangan Islam, sebagaimana aturan 

perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan 

shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkannya. Perannya hampir sama dengan pihak „amil‟, 

dimana ketentuannya mendapatkan hak 1/5 dari jumlah dana 

ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu 

pembeda LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum. 
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Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia 

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu lembaga keuangan depositori syariah (depository financial 

instituation syariah) yang disebut lembaga keuangan bank 

syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (non 

depository financial instituation syariah) yang disebut lembaga 

keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan 

syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (financial 

intermedition) antara pihak yang kelebihan dana atau unit surplus 

(ultimate lenders) dan pihak yang kekurangan dana atau unit 

defisit (ultimate borrowers). Lembaga keuangan syariah non 

depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, 

antara lain bersifat kontraktual (contractual instituations), yaitu 

menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk 

memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Berikut-

nya adalah lembaga keuangan investasi syariah (syariah invest-

ment instituation), yaitu lembaga keuangan syariah yang 

kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar 

modal syariah. Bagian ketiga adalah pegadaian syariah, Baitul 

Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), 

koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura 

syariah (syariah finance company) yang menawarkan jasa sewa 

guna usaha (leasing), kartu kredit (credit card) (Rivai, 2018).  

Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank 

Berdasarkan kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah 

menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada mas-

yarakat, maka perbedaan bank dan lembaga keuangan bukan 

bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut. 

Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang 

memiliki kegiatan meliputi menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat 
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dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa 

keuangan lainnya. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank 

kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. 

Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam 

bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, 

perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang 

modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dana 

dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang 

bergerak. 

Lembaga Keuangan Bank dapat secara langsung meng-

himpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, 

deposito berjangka. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank 

tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Bank 

Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi 

jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan 

masyarakat yang berupa giro, di samping dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan meng-

gunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat 

dipergunakan untuk menciptakan uang giral. Sedangkan 

Lembaga Keuangan Non Bank tidak dapat menciptakan uang 

giral. 

Tujuan utama penyetoran uang ke bank adalah untuk 

pendapatan bunga, keamanan, dan kenyamanan. Sedangkan 

tujuan utama penyetoran ke lembaga keuangan non bank adalah 

untuk mendapat penghasilan tambahan, investasi, pembelian, dan 

lain sebagainya. Aktivitas yang dilakukan oleh bank berupa 

pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu 

kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Sedangkan 

aktivitas yang dilakukan non bank berupa penjualan saham, 

pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan 

keuangan yang disetujui menteri keuangan.  Bank memberikan 
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pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pen-

didikan, dan lain-lain. Sedangkan non bank memberikan pin-

jaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para 

pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Perbankan 

berperan sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi, 

seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan valas. 

Sedangkan non bank berperan sebagai perantara perusahaan yang 

berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan 

modal untuk pengembangan usahanya. 
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Pendahuluan 

Perkembangan digital yang semakin luas di Indonesia ikut 

merambat sampai ke bidang ekonomi. Dalam hal ini, internet 

sudah menciptakan dunia virtual yang sudah menyerupai segala 

aspek di dunia nyata diantaranya di bidang sosial, politik serta 

ekonomi juga mempengaruhi dalam kemudahan dalam ber-

transaksi. Pada bidang ekonomi secara khusus, keberadaan 

internet sangat memberikan dampak yang penting dalam tran-

saksi keuangan sehingga membuata individu pada lokasi yang 

berbeda bisa terhubung antara satu sama lain yang bisa mem-

berikan layanan yang cepat dan mudah. Seiring bertambahnya 

jenis layanan yang memberikan kemudahan dalam bentuk 

aktivitas ekonomi akan memberikan dampak kepada perubahan 

sistem pembayaran, dan juga ikut memberikan pengaruh kepada 

pola perilaku ekonomi masyarakat (Putra, 2005). 

Masyarakat yang kondisi keuangannya dalam keadaan 

surplus, tentu akan mencari investasi yang tepat agar dana yang 

dimiliki bisa memberikan keuntungan. Pada saat sekarang ber-

bagai jenis investasi baru tengah booming menyikapi permintaan 

pasar yang semakin meningkat. Disertai dengan pada saat era 

revolusi 4.0 yang membawa masyarakat pada dunia baru, yang 
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mana termasuk ekonomi (Huda, 2020). Perkembangan zaman 

juga bisa memberikan dampak juga kepada kegiatan ekonomi 

dan bentuk uang menjadi terus berubah dari waktu ke waktu yang 

mana setelah logam mulia seperti emas yang digunakan sebagai 

bahan utama untuk alat pembayaran, cek serta uang kertas yang 

yang juga digunakan sebagai alat dalam pembayaran yang mana 

di anggap sebagai uang. Globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan 

masyarakat akan kecepatan, kenyamanan serta keamanan dalam 

melakukan transaksi keuangan semakin meningkat, sehingga 

memberikan kemudahan dalam hal sistem pembaayaran (Yonifia, 

2021).  

Semakin canggih teknologi, maka juga ikut mempengaruhi 

bentuk pembayaran sistem ekonomi yang memberikan dampak 

terhadap masyarakat. Pada saat sekarang masyarakat akan lebih 

suka menggunakan sistem pembayaran elektronik dibandingkan 

dengan sistem pembayaran secara tunai, hal tersebut dikarenakan 

terdapat kemudahan yang diberikan oleh sistem pembayaran 

tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut orang membuat kripto 

yang merupakan sebuah mata uang baru. Kemajuan dalam hal 

dunia teknologi ikut dirasakan oleh umat Islam (Nouruzzaman, 

2021). Perubahan pelaksanaan tersebut tergambar dengan jelas 

karena adanya perubahan pola dan minat investasi masyarakat 

dari yang post-tradisional seperti: deposito, properti, emas, reksa 

dana, obligasi serta saham menjadi bentuk investasi yang 

diminati oleh kelompok digital yaitu dikenal dengan investasi 

cryptocurrency (Davis, 2021).  

Cryptocurrency yang sering dikenal dengan istilah uang 

digital, merupakan sebuah teknologi yang berbasis blockchain 

yang biasa digunakan sebagai mata uang digital. Adapun terkait 

dengan peran serta fungsinya mata uang digital ini sama dengan 

mata uang lainnya. Namun cryptocurrency tidak mempunyai 

bentuk fisik seperti mata uang konvensional, melainkan hanyalah 
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sebuah block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya 

(Bhiantara, 2018). Fenomena terkait dengan invetasi dalam ben-

tuk cryptocurrency beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi 

fenomenal. Meskipun rumor yang beredar terkait dengan crypto-

currency merupakan sebagai investasi beresiko yang tinggi, dan 

investasi yang dilarang didalam Islam, yang mana informasi 

tersebut beredar diberbagai media elektronik, namun tidak 

menghalagi investasi baru untuk ikut bergabung (Hairudin, 

2020).  

Cryptocurrency menjadi solusi penyelesain permasalahan 

keuangan masyarakat, terkhusus untuk generasi millennial pada 

saat sekarang di negara ini. Namun tentu saja hal tersebut sangat 

berpotensi untuk pengembangan cryptocurrency tetapi bisa juga 

menjadi ancaman atau permasalah bagi umat Islam jika memang 

ternyata cryptocurrency dilarang pelaksanaan dalam Islam dan 

tidak menutup kemungkinan banyak umat Islam akan bergabung 

dalam investasi dalam bentuk aset digital tersebut. Islam adalah 

agama yang fleksibel, dinamis serta adaptif dengan perkem-

bangan zaman, namun ciri-ciri tersebut mempunyai batasan etika 

serta mempunyai prinsip bahwa nilai-nilai di dalam ajaran Islam 

harus menjadi landasan dasar dalam setiap aktivitas manusia, 

terutama di dalam aktivitas ekonomi masyarakat  (Yusuf, 2015).  

Pembahasan 

Crypto-Assets 

Cryptocurrency atau dikenal dengan istilah uang kripto 

merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai 

media didalam penukaran yang menggunakan kriptografi yang 

aman untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol 

proses pembuatan unit tambahan serta menverifikasi terhadap 

transfer aset (Idrus, 2021). Cryptocurrency merupakan uang 

digital transaksinya bisa dilakukan dengan menggunakan jarring-
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an online). tidak sepeti mata uang kertas yang ada pada saat ini, 

mata uang cryptocurrency ini di desain dengan memcahkan soal-

soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang crpytocur-

rency ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi supaya tidak 

mudah untuk digandakan atau berpindah kepada pihak lain yang 

bukan pemiliknya serta tidak memiliki akses terhadapa mata 

uang tersebut (Tejosusilo, 2019). Cryptocurrency merupakan se-

buah mata uang digital yang menggunakan sistem enskripsi, serta 

sudah berbagai macam bentuk mata uang digital tersebut tersebar 

seluruh dunia. Cryptocurrency sebagai mata uang digital mem-

punyai fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya, tetapi 

yang membedakan dengan mata uang lainnya adalah mata uang 

cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk fisik uang seperti mata 

uang kartal atau kertas, melainkan hanya berbentuk block data 

yang diikat oleh hasil sebagai validasi.  

Penggunaan Cryptocurrency  

Adapun yang membedakan antara uang digital dengan uang 

kertas dan koin yaitu sumber uang kertas tersebut dan uang koin 

bersumber dari bank sentral suatu negara yangsudah diakui 

secara internasioal. Sedangkan uang elektronik dikeluarkan oleh 

pihak yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Uang digital 

tidak tunduk kepada hukum serta peraturan internasional, maka 

oleh sebab itu banyak penyeludup menggunakan uang tersebut. 

Hal tersebut dapat membuat transaksi diluar bank menjadi sulit 

sulit untuk dilacak dan dipantau. Nilai mata uang tersebut 

berfluktuatif dan bervariasi di dalam waktu yang singkat secara 

drastis. Uang digital tersebut banyak dipengaruhi oleh kekuatan 

ekonomi suatu negara serta jauh lebih stabil dibandingkan 

dengan uang digital. Uang digital pada dasarnya hanyalah sebuah 

perangkat lunak pada komputer yang dirubah menjadi objek nilai, 

uang digital merupakan perangkat lunak komputer yang dijadikan 

sebagai uang (Franco, 2015). 
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Cryptocurrency yang salah satunya sering digunakan adalah 

dalam bentuk bitcoin, bitcoin dan uang digital lainnya tidak 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan 

uang yang diterbitkan haruslah berasal dari negara yang 

mendapatkan pengawasan dalam standar nilai yang dijamin oleh 

negara dalam transaksi. Uang harus juga di-backup dengan emas, 

sedangkan uang hanya terbatas pada angka-angka yang mana 

diikat oleh pemerintah yang mana pemerintah menjamin uang 

bisa ditukar dengan emas. Bitcoin adalah hasil dari peng-

embangan cryptocurrency yang mana berbentuk komoditas yang 

mana tidak bisa diketahui serta tidak aman, dan rentan terhadap 

penipuan, berbagai macam bentuk kejahatan, misalnya penye-

ludupan, pencucian uang dan dalam bentuk lainnya. Bitcoin 

terdapat pada negara-negara besar seperti amerika serikat untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam untuk negara. Maka ber-

dasarkan itu dapat disarankan agar tidak membelinya dikarena-

kan terdapat dalam dalil syar‟I ataupun hukum Islam yang 

melarang jual beli barang yang tidak jelas dan mengandung unsur 

penipuan (Fatarib, 2020).  

Cryptocurrency banyak dijadikan oleh beberapa orang 

menjadi sebagai pengganti uang tunai ataupun non tunai ketika 

dibutuhkan. Penggunaan cryptocurrency yang modern, cepat 

serta mudah merupakan sebuah alasan bahwa cryptocurrency 

digunakan oleh beberapa orang. Pemanfaatan serta penggunaan 

cryptocurrency dapat dilakukan dengan beberapa cara, adapun 

diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama: pembayaran me-

lalui cryptocurrency walaupun di Indonesia tidak dilegalkan 

pembayaran melalui bitcoin, akan tetapi pada situs-situs online 

yang ada mulai melirik metode pembayaran dengan mata uang 

kripto. Kedua: investasi dengan menggunakan cryptocurrency, 

kata investasi adalah kata adopsi dari bahasa inggris, yaitu 

investment yang artinya adalah menanam. Di dalam kamus istilah 
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pasar modal dan keuangan, kata investasi adalah penanaman 

uang ataupun modal dalam sebuah perusahaan ataupun proyek 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan tujuan 

investasi adalah untuk memperoleh sejumlah keuntungan. 

Indonesia penggunaan mata uang kripto yang merupakan 

sebagai alat pembayaran di dalam negeri merupakan alat pem-

bayaran yang tidak sah. Berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 

2011 tentang mata uang, bahwa pada pasal 1 ayat 1 di jelaskan 

terkait alat pembayaran yang diterima dan dianggap oleh Negara 

Indonesia hanya mata uang rupiah. Terkait dengan larangan 

tersebut juga dipertegas oleh peraturan bank Indonesia No. 

18/40/PBI/2016 mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi 

pembayaran. Namun dengan demikian, keberadaan cryptocur-

rency di Indonesia bukan merupakan barang yang ilegal. 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui bank Indonesia 

memperbolehkan penggunaan cryptocurrency untuk di simpan 

atau diperjualbelikan sebagai asset dengan memiliki risiko yang 

harus di tanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan 

dengan dikeluarkan izin tentang pendirian bitcoin Indonesia yang 

mana dikenal dengan digital asset exchange (Indodax). adapun 

terkait dengan payung hukum penggunaan mata uang kripto 

sebagai aset investasi dan perdagangan, yaitu dengan dikeluarkan 

oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Indonesia 

atau dikenal dengan BAPPEBTI. Peraturan nomor 5 tahun 2018 

tentang perubahan peraturan nomor 99 tahun 2012 mengenai 

penerimaan nasabah secara elektronik On-line di bidang 

perdagangan berjangka komoditi (Atiah, 2021). 

Investasi Cryptocurrency Dalam Islam 

Cryptocurrency sebagai uang virtual di dunia maya yang 

tengah berkembang pesat di era digitalisasi saat ini. Cryptocur-

rency muncul disebabkan oleh globalisasi ekonomi serta bisnis 
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digitalisasi menuntut adanya kemudahan dalam melakukan 

pembayaran transaksi melalui pembayaran nontunai. Keberadaan 

cryptocurrency lebih memudahkan, baik dari aspek waktu 

maupun dari aspek biaya dikarenakan transaksi yang dilakukan 

secara online tanpa ada melibatkan pihak ketiga, seperti bank dan 

yang lainnya, serta ditambah dengankemajuan teknologi digital 

yang yang juga sebagai faktor pendukung didalam penggam-

bangan Cryptocurrency (Prasetiyo, 2022). Namun dengan adanya 

kemajuan teknologi tersebut, yang terdapat pada cryptocurrency 

perlu dikaji lebih dalam terkait dengan apakah investasi tersebut 

sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau belum. Maka 

berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat pada penjelasan berikut 

(Prasetiyo, 2022). 

Aspek Material  

Perkembangan cryptocurrrency masih masih banyak 

problem, hal tersebut dikarenakan Bank Indonesia selaku otoritas 

moneter di Indonesia belum mengakui keberadaan dari crypto-

currency tersebut. Bank Indonesia juga menyampaikan pelarang-

an penggunaan bitcoin yang merupakan bagian dari mata uang 

cryptocurrency dikarenakan tidak termasuk alat pembayaran 

yang sah di Indonesia. Berdasarkan undang-undang No.7 tahun 

2011 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: mata uang merupakan 

uang yang dikeluarkan oelh negara kesatuan Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut rupiah. Disamping itu, secara hukum 

positif cryptocurrency membingungkan dikarenakan tidak 

memiliki klasifikasi yang jelas, apakah sebagai mata uang atau 

sebagai komoditas. Jika dilihat dari sisi aset, bahwa cryptocur-

rency tidak mempunyai aset yang mendasari atau dikenal dengan 

istilah underlying asset, serta juga tidak dibawah pengawasan 

otoritas jasa keuangan (OJK), maka hal tersebut tidak aman dan 

tidak ada jaminan atas investasi tersebut (Ausop, 2018). 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa cryptocurrency 
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tidak memenuhi syart investasi di dalam ekonomi Islam jika 

dilihat dari aspek material atau finasial, hal tersebut dikarenakan 

pada aspek material atau finasial ini harus terdapat fungsi 

perencanaan, pengendalian, pemerikasaan, serta fungsi pelaporan 

(Ausop, 2018). 

Aspek Halal 

Aspek terkait dengan kehalalan adalah kunci utama dalam 

setiap kehidupan umat Islam. Termasuk hal tersebut didalam 

berinvestasi, halal menjadi syarat yang mutlak, namun jika 

terdapat unsur haram didalam kegiatan investasi, seperti haram 

zatnya dan prosedurnya maka kegiatan tersebut menjadi 

bertentangan dengan investasi didalam ekonomi Islam (Rahman, 

2021). Cryptocurrency masih dicirikan dengan spekulasi yang 

tinggi, seperti pada bitcoin yang mana memiliki volatalitas 

terhdap harga dan ketidakstabilan yang tinggi. Sehingga hal 

tersebut menyebabkan adanya unsur gharar (Umam, 2020). Hal 

ini sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

bahwa Cryptocurrency tidak diperbolehkan untuk diperdagang-

kan (Jazeera, 2018). Cryptocurrency jika dikatakan sebagai uang, 

maka syarat tersebut tidak memenuhi untuk syarat sebagai uang, 

dikarenakan tidak memenuhi kreteria uang dapat diterima dan 

diketahui, mudah untuk dibawa, tahan lama, nilainya stabil serta 

dapat dibagi-bagi dan kontinuitas (Kusuma, 2019). Selain dari itu 

tidak terdapat legalitas yang diberikan oleh negara terhadap 

Cryptocurrency tersebut yang pada akhirnya berdampak aktivitas 

tersebut di dalam ekonomi Islam jatuh pada transaksi haram. 

Kewajiban mengurusi penerbitan mata uang baru serta legalitas 

terhadap investasi merupakan kewenangan negara. 

Aspek Sosial dan Lingkungan 

Dalam ekonomi Islam investasi tidak dapat dipisahkan 

dengan filantropi atau dikenal dengan istilah Islamic social 
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finance, artinya keberadaan cryptocurrency harus bisa 

memberikan dampak perubahan untuk lingkungan. Bank 

Indonesia pernah menyampaikan kepada para pengguna crypto-

currency atau pihak yang bermain bitcoin dapat berhenti 

menggunakan dan berinvestasi dengan menggunakan mata uang 

dalam bentuk virtual ini. Volatilitas serta peredaran nilai tukar 

bitcoin yang semakin tinggi akan berdampak terhadap stabilitas 

moneter serta sistem keuangan dan sistem pembayaran di 

Indonesia. Padahal pada stabilitas sistem keuangan memegang 

peran yang sangta penting didalam menjaga stabilitas per-

ekonomian (Bank, 2022). Negara Arab Saudi dan UEA Bank 

Sentral negara tersebut memberikan peringatan kepada warganya 

terkait resiko perdagangan bitcoin dan belum memberlakukan 

secara langsung.  

Aspek Illahi 

Pada aspek ini investasi pada hakikatnya hanya meng-

harapkan ridha dari Allah SWT, sebagai instrumen investasi, jika 

tidak terpenuhinya di atas maka tentu membuat aspek illahi tidak 

terpenuhi. Spekulasi yang tinggi dalam cryptocurrency dalam 

ekonomi Islam membuat investasi ini mengandung unsur 

maytsir, hal tersebut dikarenakan sifatnya adalah untung-

untungan. Bank Indonesia menyebut sebagai gambling tran-

saction. Berdasarkan hal tersebut sehingga penggunaan crypto-

currency sebagai investasi dalam ekonomi Islam adalah haram 

lighairihi atau haram karena faktor luar (gharar dan maytsir). 

Pihak-pihak yang masih meragukan keharaman cryptocurrency 

sebagai investasi maupun penggunaan transaksi bisnis, paling 

tidak cryptocurrency harus diberi status/label syubhat. Syubhat 

adalah setiap apa yang tidak eksplisit apakah haram atau halal 

dan tindakan ini harus ditinggalkan.  
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Hal ini juga sejalan dengan Hadis Nabi Saw yang 

berdasarkan terjemahan hadisnya adalah sebagai berikut: 

“Barangsiapa yang berhati-hati terhadap syubhat, maka ia telah 

menjaga agama dan kehormatannya. Jika melakukan syubhat, 

maka jatuhlah agama dan kehormatannya.”Menahan diri dari 

tindakan syubhat adalah bentuk kehati-hatian dan hidup 

sederhana (sikap wara’) (Ausop, 2018). 

Implikasi Crypto-Asset Terhadap Keuangan Islam 

Terkait cryptocurrency, salah satu contohnya bitcoin secara 

kepemilikan pusatnya tidak ada yang memilikinya. Tidak ada 

negara yang mengatur terkait dengan keberadaan aset ini. Lebih 

lanjut mengenai nilai interinstiknya bahwa cryptocurrency 

dianggap menjadi suatu mata uang karena adanya idealisme dan 

kepercayaan akan penggunaan mata uang ini, berbeda dengan 

mata kertas resmi yang secara hukum diatur oleh bank sentral 

dan wajib dipakai serta legal untuk transaksi, yang meng-

khawatirkan ialah kemungkinan menjadikannya sarana pencucian 

uang dikarenakan identitas pemilik dan penerima dapat 

dirahasiakan. Hal tersebut akan menimbulkan tindakan korupsi 

yang otoritas pemerintah sulit melacaknya dan pembekuan aset 

tersebut juga sulit dilakukan. Semakin bitcoin banyak digunakan 

sebagai alat untuk pembayaran, maka bitcoin dapat menjadi mata 

uang yang tunggal. Misalkan kita ke singapura, maka kita harus 

menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang dollar yang bisa 

mengakibatkan kerugian kurs.  

Namun dengan menggunakan bitcoin maka hal tersebut 

dapat diatasi yang menyebabkan bisa mengurangi biaya transaksi 

dan perjalanan. Secara lengkap bitcoin bisa menimbulkan 

kesulitan di dalam hal regulasi serta perlindungan terhadap 

konsumen, nilai bitcoin terbukti sangat tinggi dan mudah berubah 

terlebih bitcoin tidak mendapatkan dukungan dari Bank Sentral 
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atau distandarkan dengan mata uang tertentu. Penggunaan bitcoin 

bisa memperoleh keuntungan dan kerugian yang tidak bisa 

diduga, maka hal tersebut membuat transaksi dengan meng-

gunakan bitcoin memiliki resiko (Fitriani, 2018). Terkait dengan 

regulasi bitcoin di Indonesia, kemampuan bagi pengguna bitcoin 

di dalam transaksi yang dilakukan akan menimbulkan potensi 

transaksi illegal, seperti tindak pencusian uang.  

Bank sentral sebagai regulator juga menyampaikan ke-

khawatiran terhadap penggunaan bitcoin yang semakin 

melambung tinggi sehingga mata uang nasional di suatu negara 

tersebut tidak lagi menjadi alat pembayaran yang efektif di dalam 

mengelola perekonomian negara. Tidak adanya otoritas yang 

mengawasi bitcoin makan tidak mungkin ada pembekuan dana, 

tidak akan ada yang bertanya dari mana sumber dananya dan 

untuk apakah transaksi tersebut digunakan. Resiko yang terdapat 

pada bitcoin, pemerintah diminta untuk mengambil tindakan 

dalam hal kebijakan untuk transaksi pada bitcoin. Bank Indonesia 

menganggap bahwa bitcoin serta mata uang virtual lainnya 

bukanlah sebuah mata uang atau alat pembayaran yang sah untuk 

digunakan di Indonesia dikarenakan alat pembayaran yang sah 

adalah mata uang rupiah. 

Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil 

alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak hal yang belum 

dibahas seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan 

permodalan, investasi, peredaran mata uang. Selain itu belum ada 

payung hukum tbitcoin. Semakin merebaknya transaksi yang 

menggunakan bitcoin dilakukan sebagian masyarakat, serta 

berdasarkan keamananan perlu menjadi pertanyaan, maka dari itu 

perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, 

sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Penggunaan 

bitcoin sebagai mata uang, menjadi pembahasan yang menarik 

dari perspektif Islam. Kemunculan fenomena baru dalam 
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perekonomian harus diikuti kesesuaian dengan syariat Islam. Di 

dalam ekonomi Islam terdapat empat aspek yang dapat terkait 

dengan bitcoin. 

Bitcoin memiliki nilai yang volatik sebagaimana dalam 

pembahasan diatas. Bitcoin memiliki nilai volatik yang cukup 

mendadak. Ketika naik bisa 1000% dan ketika turun bisa 1000%. 

Hal ini membuat pengguna bitcoin bisa untung besar dan bisa 

rugi besar. Ketika ingin menggunakan digital currency sebagi 

uang, maka volatilitas uang harus dihindari karena dalam syariah 

Islam uang haruslah bersifat stabil. Mengandung unsur spekulasi, 

bitcoin bukanlah sarana investasi karena di dalamnya meng-

andung unsur spekulasi yang tinggi, karena pengguna bitcoin 

mayoritas mengandalkan volatitilitas nilai yang tajam. Sebagi 

contoh misalnya dalam satu hari bitcoin mampu menaikkan ride-

nya mencapai 20- 30% dan penurunannya juga demikian. Maka 

jelas ini mengandung unsur yang disebut dengan maysir atau 

perjudian di mana volatilitas rentan digunakan dalam spekulasi 

jika pergerakan naik hingga ratusan persen, maka dapat 

dipastikan penurunan akan dengan angka yang sama akan terjadi. 

Umumnya pengguna bitcoin berharap mendapat untung dari 

selisih yang besar, ini menjadikan bitcoin berpotensi menjadi 

investasi bodong dan ini menjadi catatan dari sisi syariah. 

Uang harus memiliki underlaying asset untuk dijadikan 

dasar transaksi. Minimal asset harus dapat dijamin oleh otoritas, 

sedangkan bitcoin tidak ada underlaying. Sebab berdasarkan 

syariah, uang itu harus ada underlaying minimal dapat ber-

sentuhan dengan barang dan jasa yang real. Resiko sistemik 

besar, jika terjadi default sistem atau kegagalan sistem ketika 

banyak penduduk Indonesia menjadi pengguna bitcoin, maka 

sistem ini jadi berbahaya. Dampak yang terjadi adalah resiko 

sitemik yang merugikan perekonomian. Jadi untuk kondisi 

sekarang bitcoin lebih banyak madharatnya dari pada manfaat 
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dan kemashlahatannya. Terkait cryptocurrency, salah satu 

contohnya bitcoin secara kepemilikan pusatnya tidak ada yang 

memilikinya. Tidak ada negara yang mengatur terkait dengan 

keberadaan aset ini. Lebih lanjut mengenai nilai interinstiknya 

bahwa cryptocurrency dianggap menjadi suatu mata uang karena 

adanya idealisme dan kepercayaan akan penggunaan mata uang 

ini, berbeda dengan mata kertas resmi yang secara hukum diatur 

oleh bank sentral dan wajib dipakai legal untuk transaksi, adapun 

yang mengkhawatirkan ialah kemungkinan menjadikannya 

sarana pencucian uang dikarenakan identitas pemilik dan 

penerima dapat dirahasiakan. Hal tersebut akan menimbulkan 

tindakan korupsi yang otoritas pemerintah sulit melacaknya dan 

pembekuan aset tersebut juga sulit dilakukan.  

Bitcoin banyak digunakan sebagai alat untuk pembayaran, 

maka bitcoin dapat menjadi mata uang yang tunggal. Misalkan 

kita ke singapura, maka kita harus menukarkan mata uang rupiah 

dengan mata uang dollar yang bisa mengakibatkan kerugian kurs. 

Namun dengan menggunakan bitcoin maka hal tersebut dapat 

diatasi yang menyebabkan bisa mengurangi biaya transaksi dan 

perjalanan. Secara lengkap bitcoin bisa menimbulkan kesulitan 

dalam hal regulasi serta perlindungan terhadap konsumen, nilai 

bitcoin terbukti sangat tinggi dan mudah berubah terlebih bitcoin 

tidak mendapatkan dukungan dari Bank Sentral atau distandarkan 

dengan mata uang tertentu. Penggunaan bitcoin bisa memperoleh 

keuntungan dan kerugian yang tidak bisa diduga, maka hal 

tersebut membuat transaksi dengan menggunakan bitcoin 

memiliki resiko. 

Terkait dengan regulasi bitcoin di Indonesia, kemampuan 

bagi pengguna bitcoin dalam transaksi akan menimbulkan 

potensi transaksi illegal, seperti tindak pencusian uang. Hal 

tersebut dikarenakan adanya kemudahan bitcoin dapat ditukar 

dengan mata uang nasional. Bank sentral yang sebagai regulator 
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juga menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan bitcoin 

yang semakin melambung tinggi sehingga mata uang nasional di 

suatu negara tersebut tidak lagi menjadi alat pembayaran yang 

efektif di dalam mengelola perekonomian negara. Tidak adanya 

otoritas yang mengawasi bitcoin makan tidak mungkin ada 

pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana sumber 

dananya dan untuk apakah transaksi tersebut digunakan. Resiko 

yang terdapat pada bitcoin, pemerintah diminta untuk mengambil 

tindakan dalam hal kebijakan untuk transaksi pada bitcoin. Bank 

Indonesia menganggap bahwa bitcoin serta mata uang virtual 

lainnya bukanlah sebuah mata uang atau alat pembayaran yang 

sah untuk digunakan oleh Indonesia karena alat pembayaran yang 

sah adalah mata uang rupiah.  
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Pendahuluan 

Kondisi yang mendasari industri jasa keuangan bertrans-

formasi saat sekarang adalah adanya inovasi pada teknologi, 

inovasi teknologi mendorong jasa keuangan membuat gelombang 

baru berupa finansial teknologi atau FinTech. Peningkatan 

industri pada fintech semakin berkembang dan bertambah baik 

pada industri perbankan ataupun pada lembaga keuangan di 

seluruh dunia, hal ini disebabkan karena ada kendala kendala 

pada sistem tradisional perbankan dan lembaga keuangan yang 

berkaitan dengan ketatnya aturan dan terbatasnya pelayanan 

terhadap masyarakat di daerah. Masyarakat saat ini banyak 

beralih minat mengubah haluan pada pembiayaan pembiayaan 

menggunakan penerapan demokratis, transparansi, budget yang 

minim dan masyarakat yang ada di pelosok pelosok juga 

terjangkau (Muhammad & Sari, 2020). 

Dalam pertumbuhan yang menggembirakan diperlukan suatu 

model yang harus dilaksanakan untuk sempurnanya system 

keuangan syariah pada perbankan (Zainur, 2020). Beragam 

strategi yang di lakukan untuk mengembangkan financial 

teknologi di Indonesia, dengan menyediakan berbagai kemu-

dahan mendapatkan pembiayaan, dengan menawarkan proses 

yang lebih mudah dan mampu menjangkau masyarakat luas. Hal 
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ini sejatinya menjadi ancaman  untuk perkembangan perbankan 

syariah yang juga menyediakan layanan pembiayaan yang dinilai 

masyarakat prosesnya rumit dan tidak mampu mencapai kepada 

masyarakat masyarakat yang ada di daerah (Damayanti, 2022). 

Menurut OJK hingga per 5 Januari 2023 keseluruhan 

FinTech yang memiliki izin dari OJK untuk melaksanakan 

kegiatan penyelenggaraan fintech ada 102 perusahaan dan  

diantaranya adalah fintech yang kegiatan operasionalnya berbasis 

Syariah. Dari keseluruhan fintech yang mendapatkan izin dari 

OJK Ada satu usaha syariah yang dihentikan oleh OJK yaitu PT 

Investree Radika Jaya yang melaksanakan operasional konven-

sional sehingga fintech syariah yang mendapatkan izin operasi-

oanl yang awalnya berjumlah 8 menjadi 7. Diantaranya adalah 

Duha Syariah, Dana Syariah, Alami, Ammana, Qazwa, 

PAPITUPI Syariah dan Ethis (OJK, 2023). 

Financial Technology merupakan bentuk inovasi pada 

perbankan dengan memanfaatkan kemajuan teknology terbaru 

yang berguna memberi solusi pada permasalahan keuangan (Atik 

Abidah, 2022). Adapun yang memberikan hasil terhadap adanya 

permodelan usaha, pengaplikasian, pemrosesan atau output 

terbarukan yang memberikan dampak berupa materi dan berhu-

bungan pada perbankan (Damayanti, 2022). Berbeda dengan 

financial technologi konvensional, finansial teknologi syariah 

melaksanakan kegiatan dengan prinsip ekonomi Islam, tidak 

boleh ada tambahan atau riba, skema akad, dilarang melakukan 

(gharar), yang akan membahayakan pada pelakunya, diperlukan 

adanya hal yang jelas antara yang melakukan pembelian dan 

yang melakukan penjualan. Di dalam Islam syariah mengajarkan 

tentang kehidupan umat manusia yang pada akhirnya penciptaan 

manusia untuk di hantarkan pada kesenangan dunia menuju 

akhirat (falāḥ) melewati ayat ayat Al Quran yang diserukan 

dalam kandungan al-Qur‟an dan al-Ḥadis (Maulidizen, 2018). 



 

59 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

Pembahasan 

FinTech dan Layanan Keuangan Islam 

Finansial teknologi yang berbasis syariah di Indonesia sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pem-

biayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah. Dari fatwa diatas, finansial teknologi berbasis syariah 

ialah pelayanan jasa pada bidang keuangan dengan prinsip 

syariah yang menjadi perantara bertemunya para pelaku usaha 

sebagai yang menerima pembiayaan dengan yang memberi 

pembiayaan, ketika terlaksana akad pembiayaan lewat system 

elektronic dengan memanfaatkan jaringan internet. 

DSN MUI membuat ketetapan fatwa No: 117/DSN-MUI/ 

II/2018 yang isinya tentang pembahasan layanan pembiayaan 

berbasis teknology informasi syariah. Hal yang dilakukan ini 

dalam kerangka mendapatkan pendanaan dengan segera, 

gampang, dan efisien. Yang mana untuk fasilitas fintek syariah 

detik sekarang juga lagi diciptakan pelayanan pembiayaan 

berbasis teknologi untuk perusahaan mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) (Muchtar & Najma, 2019). 

Dalam ketentuan fatwa MUI disebutkan bahwa yang di-

maksud dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan 

layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang 

mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan 

dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad 

pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan 

jaringan internet.  Perkembangan financial teknologi di Indonesia 

sekarang ini ada tiga sektor yaitu Bank Digital atau Layanan 

Digital Perbankan, Pembiayaan dan Investasi, dan Sektor 

Asuransi. Bank Indonesia mendefinisikan Tekhnology Financial 

merupakan penggunaan teknology dalam system keuangan 
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dengan hasil produk, layanan, teknologi, dan/atau strategi usaha 

baru serta yang berdampak kepada kestabilan keuangan, 

kestabilan system moneter, dan/atau efisien, lancar, aman, serta 

andal pada system saat membayar (Yolanda, 2022). 

Dalam ketentuannya fintek syariah mengacu pada sistem 

elektronik. System Elektronic adalah serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronic dan memiliki fungsi menyiapkan, pengum-

pulan, pengolahan, menganalisa, penyimpanan, penampilan, 

pengumuman, pengiriman dan/atau penyebaran informasi 

elektronik pada bidang pelayanan jasa keuangan yang mana di 

dalamnya mengandung informasi informasi penggunanya. 

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, meng-

analisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa 

keuangan.  

Fatwa MUI tentang financial tekonologi juga terdapat 

penjelasan tentang penyelenggara. Penyelenggara adalah badan 

hukum Indonesia sebagai penyedia, pengelola, dan pengoperasi 

pelayanan pembiayaan mengacu pada Technology Informasi. 

Selanjutnya juga di jelaskan tentang pengguna. Pengguna adalah 

yang memberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang 

menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Infor-

masi (Fatwa DSN MUI). Financial teknologi syariah adalah 

inovasi baru pada saat ini berkembang sangat pesat (Abadi et al., 

2021). Aturan yang menjadi dasar sistem keuangan Islam, 

diantaranya dilarang adanya riba (bunga/interest), dilarang 

adanya maysir (judi/gambling) dan di larang gharar 

(ketidakpastian). Prinsip lain yang menjadi dasar Keuangan Islam 

ialah bertransaksi menggunakan beberapa komoditas yang 

terlarang atau yang diharamkan dalam Islam (Ahyar, 2018). Pada 

ketentuan Fatwa DSN MUI  diatur mengenai Pedoman umum 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan 
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prinsip syariah, di dalamnya diatur bahwa para pihak wajib 

mematuhi pedoman umum sebagai berikut:  

1. Penyelenggara pelayanan pembiayaan berbasis teknologi 

informasi dilarang bertentangan dengan prinsip Syariah, 

seperti harus menghindari riba, gharar, maysir, tadlis, 

dharar, zhulm, dan haram. 

2. Akad Baku yang di gunakan oleh penyelenggara harus 

memenuhi prinsip seimbang, adil, dan wajar sesuai 

menurut aturan syariah dan aturan undang-undang yang 

diberlakukan;  

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penye-

lenggara pelayanan Pembiayaan berbasis tekhnologi 

informasi harus berupa akad yang selaras dengan 

karakteristik pelayanan pembiayaan, antara lain akad al-

Bai, al-Ijarah, al- Mudharabah, al- Musyarakah, al- 

Wakalah bil Ujrah, dan al- Qardh.  

4. Tandatangan elektronik pada sertifikat elektronik yang 

dibuat oleh Penyelenggara wajib diterapkan dengan 

syarat terjamin validitas dan autentikasinya mengacu 

pada aturan undang-undang yang berlaku. 

5. Penyelenggara diperbolehkan mengenakan biaya (ujrah/ 

rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistim 

dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis 

Teknologi Informasi, dan  

6. Apabila ada informasi yang berbeda pada pembiayaan 

atau jasa yang ditawarkan melalui media electronik 

dengan yang  diungkapkan pada dokumen electronik, 

adanya perbedaan dengan kenyataannya, maka pihak 

yang dirugikan mempunyai hak untuk menghentikan 

transaksi transaksi. 

Kelebihan dan Kekurangan Fintech 
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Kemunculan fintech ditengah masyarakat Indonesia mem-

berikan pengaruh pada industri keuangan perbankan, asuransi, 

dan dana pensiun. Dibawah ini adalah beberapa kelebihan 

financial teknologi (Wahyuni dkk, 2022). Pertama, finansial 

teknologi memberikan layanan kepada masyarakat yang belum 

mendapat bantuan dari sektor perbankan, karena aturan yang 

ketat dan terbatasnya sektor perbankan. Kedua, finansial 

teknologi adalah solusi masyarakat yang butuh dana dengan 

akses yang mudah. 

Untuk selanjutnya ada beberapa kelemahan yang ada pada 

finansial tekhnologisebagai berikut: 

a. Finansial teknologi adalah pihak yang tidak memiliki izin 

untuk memindahkan dana. 

b. Finansial teknologi sangat terbatas didalam menjalankan 

usaha dengan modal yang lebih minim, jika dibandingkan 

dengan bank pada ummumnya. 

c. Financial tekhnologi kurang memiliki pengalaman pada  

pelaksanaan prosedur terkait sistem keamanan keuangan 

dan integritas produk yang ditawarkan. 

Perkembangan FinTech di Indonesia 

Perkembangan Finansial Tekhnologi yang ada di Indonesia 

masa sekarang ini terdiri dari tiga sektor, yakni Digital Banking 

atau Layanan Perbankan Digital, Pembiayaan dan Investasi, dan 

Sektor Asuransi (Yolanda, 2022). Bank Indonesia sendiri 

memberikan defenisi Finansial Teknologi adalah menggunakan 

tekhnologi pada sistem keuangan untuk menghasilkan produk, 

layanan, tekhnologi, dan/atau model bisnis baru serta mampu 

memberikan dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem 

keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan ke-

andalan sistem pembayaran. Bisnis finansial tekhnologi  meng-

alami perkembangan yang pesat di Indonesia disebabkan dengan 
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adanya Financial Technologi banyak memberi kemudahan pada 

masyarakat yang butuh dalam melakukan transaksi keuangan, 

seperti pembayaran, jual beli saham, pinjaman, dan transaksi 

yang lain dengan tekhnologi.  

Apapun hal yang dilakukan manusia yang mempunyai 

maksud untuk memberi kemudahan manusia lain  merupakan 

salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai pada firman-

Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang Artinya: “Allah 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu” maksud dari ayat tersebut adalah Allah 

memberi ketegasan bahwa aturan Nya itu adalah untuk memberi 

kemudahan kepada  manusia dan bukan untuk memberi kesulitan 

manusia sehingga Allah SWT memberi perintah kepada  manusia 

untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-

orang bersyukur.Teknologi Finansial mulai beralih dari yang 

awalnya beroperasi secara konvensional ke bentuk kegiatan 

operasional berbasis syariah. Dengan adanya perubahan opera-

sional kegiatan ini, menjadikan masyarakat diharuskan mencari 

pengetahuan yang banyak tentang rambu- rambu syariah di area 

Financial Technology, dimulai dari akad, syarat, rukun, hukum, 

administrasi pajak, akuntansi hingga audit, agar terhindar dari 

unsur riba dan maupun gharar. Seperti diberlakukan Cashback 

juga pemberian diskon yang diberikan kepada investor juga harus 

hati-hati, karena ini sifatnya adalah investasi jangan sampai 

terjadi ketidakjelasan skemanya. Sebagai umat Islam harus tahu 

perkembangan dari Fintech masa kini. Sebelum menggunakan 

kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam peru-

sahaan, diperlukan pengetahuan agar apakah Fintech yang ada 

sesuai dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga 

tidak bertentangan dengan hukum Islam (Kusuma et al., 2017). 

Dalam perkembangannya, ada faktor yang seharusnya 

ditingkatkan dan dikembangkan oleh perusahan fintek di 
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Indonesia, agar memiliki kualitas pelayanan pada para langganan 

dan nasabah semakin meningkat. Langkah awal yang perlu 

dilaksanakan adalah tentang permasalahan sumber daya manusia 

(SDM). Masalah SDM di lembaga Fintek disebabkan karena 

masih banyaknya pekerja di bidang keuangan yang belum 

memahami tekhnologi. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki 

maka fintek syariah memiliki peluang untuk didorong sebagai 

ujung tombak pertumbuhan dan berkembangnya industri 

keuangan syariah. Produk fintek syariah saat ini sudah begitu 

berkembang baik di dalam maupun di luar negeri seperti halnya 

payment solutions, remittances, wallets, crowdfunding, peer to 

peer lending, currency exchange, insurtech, dan artificial 

intelligence: robo advisers. 

Kenyataannya pada sisi lainnya, masih di dapati per-

masalahan dan adanya tantangan dalam rangka mendorong fintek 

sebagai ujung tombak industri keuangan syariah. Beberapa 

tantangan yang menjadi catatan bersama bagi pelaku industri 

fintek syariah seperti menciptakan ekosistem fintek syariah yang 

memadai yang terintegrasi dan tercipta sinergi antara pemerintah, 

regulator, pelaku usaha fintech syariah, dunia pendidikan dan 

konsumen (Sumartini, Arifin, n.d.) 

Sistem Layanan Keuangan Islam 

Sebuah system perekonomi terkandung dua sektor, yakni 

sektor riil dan keuangan. Pada kenyataannya sektor keuangan 

dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor 

riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan 

Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi 

industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian 

nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di 

berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat 

terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasi-
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litasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas 

keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian 

integral dalam sistem keuangan internasional(Arafah, 2019). 

Sistem keuangan Islam memiliki tujuan untuk memberikan 

jasa keuangan yang halal pada komunitas muslim, di samping itu 

juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi 

tercapainya tujuan sosio ekonomi Islam. Yang menjadi target 

utama adalah perekonomian rakyat sejahter, kesempatan kerja 

luas, tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya, adil sosio ekonomi 

dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai 

uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pemba-

ngunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan 

(bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.  

Sistem keuangan Islam diharapkan memiliki kemampuan 

sebagai alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan mas-

yarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan 

Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena 

bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas 

dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus 

bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama 

dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai 

lembaga perantara keuangan (financial intermediary), namun 

juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (financial industry) 

dan instrumen kebijakan moneter yang utama. 

Keuangan Islam secara umum mengandung pengertian 

sebagai instrumen keuangan yang mengacu pada prinsip syariah, 

yaitu terbebas dari riba dan berbagi risiko dalam pelaksanaannya 

(Mahri et al., 2021). Pertumbuhan keuangan Islam berjalan se-

iring dengan semakin bertambah dan berkembangnya umat 

Islam. Sekarang ini masyarakat terutama yang beragama Islam 

mempunyai kesadaran beribadah terutama dalam bilang ber-

muamalah. Dalam yang di nilai adalah aspek kesesuaian dengan 



 

66 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

prinsip syariah merupakan aspek yang fundamental dan menjadi 

pembeda mendasar antara penyedia layanan konvensional dan 

penyelenggara layanan syariah. Karena dalam syariah tidak 

hanya dalam hal profit oriented, namun juga falah oriented 

dimana maksudnya ialah tidak hanya keuntungan semata yang 

diperoleh, namun keuntungan di dunia dan di akhirat(Marcelina 

& Putri, 2022). 

Regulasi pada sistem layanan keuangan berbasis Islam  

dilakukan pembaharuan dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini 

diiringi juga dengan hadirnya berbagai pemikiran dengan 

gagasan segar dari ahli ekonomi Islam. Proposisi utama keuangan 

Islam adalah pembagian risiko dan larangan transaksi berbasis 

bunga. Islam memberikan solusi dalam bentuk pertukaran benda 

atau jasa yang setara (al-bay‟); satu set hak milik seseorang 

dipertukarkan dengan yang lain, sehingga memungkinkan kedua 

pihak untuk berbagi risiko transaksi(Ibrahim et al., 2021). Pada 

pelaksanaan transaksi keuanga Islam harus terhindar dari riba dan 

sejatinya keuangan Islam itu pada waktu yang bersamaan 

membangkitkan semangat berwirausaha dengan memberikan 

penjelasan  bahwa bersama profit terdapat risiko (Abdul Qoyum 

dkk, 2021). Pandangan ini berimplikasi bahwa setiap per-

tukaran/transaksi dalam ekonomi harus didasari pada sifat saling 

rida di antara para pihak (an taradhim minkum) yang terlibat 

dalam transaksi tersebut. 

Islam dan Lembaga Keuangan Syariah 

Menurut Islam, kegiatan perekonomian yang sesuai dan 

dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. 

Beberapa perintah dalam dua hal tersebut telah disampaikan 

didalam Al-Qur‟an dan juga Sunah Rasulullah SAW. Dari dua 

pegangan hidup umat manusia tersebut dapat dilihat bahwa 
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sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan 

untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia 

dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan 

tingkat kesejahteraan umat manusia (Fajria, 2019). Sistem 

keuangan Islam merupakan bagian dari system ekonomi yang 

mengemban amanat yang sama dengan apa yang diharapkan 

mewujudkan konsep system ekonomi Islam. System ekonomi 

Islam tidak terlepas dari Bank dan lembaga keuangan. Lembaga 

keuangan merupakan suatu identitas di dalam sistem ekonomi 

dan merupakan instrumen yang menerapkan aturanaturan dalam 

system ekonomi itu sendiri. Kegiatan lembaga keuangan itu 

sendiri tidak lepas dari bidang keuangan. Oleh sebab itu uang dan 

lembaga keuangan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. 

Peranan uang sangat penting dan lembaga keuangan diperlukan 

untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi yang melekat pada uang 

(Dzikra, Mensari, 2017). Inovasi yang ditawarkan oleh peru-

sahaan Finansial Technologi mampu memberikan dampak positif 

pada konsumen maupun perbankan. Bagi konsumen, dengan 

adanya Fintek, biaya transaksi yang dikeluarkan lebih rendah dan 

pelayanannya lebih cepat dibandingkan bank. Sedangkan bagi 

perbankan, dengan adanya Fintek, maka terdapat peningkatan 

dan efisiensi dalam proses pelayanan perbankan. 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas 

Muslim dengan sumber daya manusia beragam, diantaranya 

penyandang disabiltas yang didefinisikan International Labour 

Organization/ILO (2014) sebagai seseorang dengan kelainan 

fisik, indera, intelektual atau psikososial yang mempengaruhi 

kemampuan menjalani kegiatan rutinnya. Dalam istilah lain 

menurut Chhabra (2016) dikategorikan sebagai kemampuan 

berbeda (differently abled) dengan seseorang mengalami keca-

catan secara fungsional, batasan melakukan aktivitas atau 

kecacatan sosial.  

Data penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 

menyebutkan sebanyak 22,5 juta orang dengan pekerja disabilitas 

mencapai 7,67 juta (5,98%) dari total penduduk bekerja (BPS, 

2021). Kondisi tersebut menunjukkan penurunan pada tahun 

2022 masuk dalam kategori pekerja dengan disabilitas mencapai 

7,04 juta (5,37%) dari total penduduk bekerja (Roidatua et al., 

2022). Fakta tersebut disebabkan ada beberapa faktor diantaranya 

terjadinya pandemi Covid-19 adanya kebijakan social distancing 

mailto:ojixzy1979@gmail.com
mailto:fadhlixfathul@gmail.com
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menurunkan penghasilan atau bahkan pemberhentian kerja (Aulia 

et al., 2020). 

Selain itu faktor minimnya informasi lapangan dan pelatihan 

kerja, terbatasnya jumlah akses pelatihan kerja, jumlah bidang 

pekerjaan, rasa percaya diri yang rendah, stigma negatif serta 

tingkat pendidikan yang rendah (Didan et al., 2022). Dimana 

Mahkota (2020) menyebutkan bahwa 51 persen dari penyandang 

disabilitas sangat rentan tidak dilindungi oleh program per-

lindungan sosial, sedangkan 41 persen dari semua penyandang 

disabilitas menerima perlindungan sosial. Artinya, lebih dari 

separuh penyandang disabilitas paling rentan tidak menerima 

bantuan sosial di tengah guncangan ekonomi akibat pandemi 

Covid-19. 

Sepantasnya masyarakat melihat persamaan akan kedu-

dukan, hak, tanggung jawab, dan fungsi penyandang disabilitas 

dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari identik dengan 

orang Indonesia lainnya. Oleh karena itu, sangat penting semua 

warga negara mengakui dan mengakomodir hak-hak penyandang 

disabilitas dalam partisipasinya dalam kegiatan masyarakat 

sehari-hari. Secara umum, masyarakat orang lebih mengenal 

istilah difabel saat ini sekilas memiliki arti yang sama, namun 

akan terlihat berbeda oleh penderita ketika berinteraksi dalam 

konteks sosialnya, dimana label yang diberikan kepada mereka 

akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (2023) mendefinisikan 

cacat sebagai barang atau benda mati, atau disingkat Afkir. Tuhan 

Allah jelas tidak menciptakan manusia dengan karakteristik ini. 

Istilah penyandang disabilitas mengandung nilai-nilai yang 

cenderung berkonotasi negatif. Penyandang disabilitas dipandang 

sebagai kelompok individu yang lemah, tidak kompeten, dan 

bermasalah karena statusnya yang tercela atau cacat. 
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Pemanfaatan teknologi bagi penyandang diabilitas masih 

sangat terbatas terutama mendapatkan akses pembiayaan usaha 

atau akses perbankan. Salah satu peran pemberi pembiayaan baik 

perbankan atau lembaga keuangan lainnya memiliki kemampuan 

memberi akses individu keluar dari tingkat kemiskinan dan 

memperoleh akses usaha atau kerja. Kendala sebagian besar 

penyandang disabilitas tidak memiliki rekening bank, misalnya, 

individu dapat dikenai biaya transaksi yang lebih besar saat 

menggunakan penyedia layanan keuangan alternatif. Namun 

demikian, tidak semua layanan keuangan dapat diakses oleh 

penyandang disabilitas, tercatat 73,76% penyandang disabilitas 

tidak memiliki rekening bank. Apalagi, hanya 36,74% penyan-

dang disabilitas yang memiliki ponsel (Yulaswati et al., 2021).  

Kendala tersebut seharusnya semua komponen atau stake-

holder memiliki peran agar penyandang disabilitas dapat 

mencapai otonomi dan kemandirian finansial. Penyandang di-

sabilitas yang ingin mengembangkan kemandiriannya memiliki 

akses terhadap program pelatihan vokasi, pendampingan usaha, 

dan stimulus kredit lunak dari bank pemerintah, sedangkan dari 

sektor swasta, penyandang disabilitas memiliki akses terhadap 

berbagai program pemberdayaan, terutama dari dana tanggung 

jawab sosial/CSR (Abdi et al., 2020). 

Untuk itu, layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan 

tentu saja harus memudahkan penyandang disabilitas untuk 

memanfaatkan setiap aspek sistem keuangan. Era digital ini dapat 

memfasilitasi penyampaian layanan yang optimal oleh perbankan 

dan penyedia jasa keuangan. Hal ini merupakan langkah yang 

dapat meningkatkan kreativitas dalam penyediaan layanan 

keuangan di era digital, khususnya bagi penyandang disabilitas 

(Siregar, 2022). Dalam penelitian inklusi keuangan pada penyan-

dang disabilitas menunjukkan adanya peningkatan indeks inklusi 

keuangan di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang 
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sesuai pada keadaan mereka yang mengalami gangguan (Adib, 

2020). Karena penyandang disabilitas belum mencapai potensi 

penuh dalam hal pengetahuan dan kemampuan, mereka memer-

lukan program khusus keuangan syariah untuk mencapai tingkat 

literasi keuangan syariah. Hal ini dikarenakan penyandang 

disabilitas belum mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena 

itu, sangat penting bagi lembaga keuangan, baik yang dijalankan 

oleh pemerintah maupun yang dijalankan oleh pihak swasta, 

untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi 

keuangan Islam (Johari & Ramadhania, 2019). Selain itu pen-

yandang disabilitas fisik, khususnya mereka yang berusia remaja, 

memiliki kualitas hidup yang lebih baik ketika mereka mampu 

memiliki persepsi bahwa mereka menerima bantuan yang baik 

dari orang-orang di sekitar mereka di lingkungan sosialnya 

(Rahmah, 2017). 

Dukungan sosial berupa akses keuangan sosial Islam berupa 

zakat, infaq, shadaqah dan wakaf perlu menjadi perhatian serius, 

agar sumber dana tersebut dapat didistribusikan kepada yang 

membutuhkan sesuai dengan tingkatan golongan (ashnaf). Hal ini 

akan mengarahkan tingkat kesejahteraan sosial baik individu atau 

kelompok semata-mata untuk menjaga diri mereka sebagaimana 

konsep maqasid shariah yang mengukur pada tingkatan jiwa, 

harta, keturunan, akal dan harta (Fauzi et al., 2022). Maka perlu 

pendekatan program ekonomi produktif kepada penyandang 

disabilitas dengan tidak mungkin memisahkan peran pendam-

pingan dan pengembangan potensi penyandang disabilitas dari 

proses pemberdayaan penyandang disabilitas. Pendamping 

membantu memberikan bantuan dan memperkuat potensi diri 

setiap penyandang disabilitas untuk mengetahui potensi dirinya. 

Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program 

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bertujuan untuk memberdaya-

kan penyandang disabilitas yang dampaknya dapat dirasakan 
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langsung oleh penyandang disabilitas baik secara psikologis yang 

membantu mendorong penyandang disabilitas agar tidak lagi 

merasa terhina atas dirinya. Keberadaannya, dan juga dari segi 

ekonomi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi ke-

luarganya. Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui 

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) didirikan dalam 

rangka pemberdayaan penyandang disabilitas yang dampaknya 

dapat (Aesah et al., 2020).  Pemberdayaan ekonomi produktif 

bagi penyandang disabilitas sangat memungkinkan menggunakan 

akses keuangan sosial Islam dengan pemberdayaan zakat dalam 

program Disability Corner terdiri dari empat komponen yaitu 

pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pemberdayaan pendidikan, 

dan pemberdayaan sosial. Selain itu, implikasi program Disable 

Corner terhadap kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas 

berupa bantuan alat kebutuhan kerja di bidang ekonomi, bantuan 

pengobatan di bidang kesehatan, bantuan beasiswa di bidang 

pendidikan, dan bantuan penyediaan bantuan di bidang sosial 

(Hidayatullah, 2019).  

Perlu adanya sistem atau akses yang mudah bagi penyan-

dang disabilitas terhadap dana diberikan untuk membantu 

perekonomian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. 

Bantuan tersebut bukan untuk pinjaman dan harus dikembalikan. 

Penyaluran zakat masih bersifat insidental namun memiliki peran 

yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Juga mengingatkan 

lembaga zakat lainnya tentang penyandang disabilitas sebagai 

mustahik yang harus dibantu.(Alam et al., 2021). Penyandang 

disabilitas saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Masih adanya 

diskriminasi dan kurangnya ketersediaan pekerjaan merupakan 

tantangan yang dialami bagi penyandang disabilitas. Selain itu, 

angka melek teknologi di kalangan disabilitas berada pada angka 

yang tidak memuaskan. Sedangkan dilain sisi penyandang 

disabilitas memiliki kemampuan khusus melakukan aktivitas 
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ekonomi produktif bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan 

eksistensinya. Pentingnya memberikan kemudahan kepada mas-

yarakat untuk menciptakan akses dana ekonomi produktif kepada 

penyandang disabilitas dan sebaliknya dapat mudah diterima oleh 

penyandang disabilitas.  

Penulisan ini bertujuan menggunakan pendekatan sumber 

dana sosial Islam menjadi salah satu rujukan di Indonesia karena 

dapat memberikan solusi upaya pemberdayaan ekonomi pro-

duktif berbasis teknologi digital dan keuangan sosial Islam 

terhadap masyarakat disabilitas dengan menghadirkan inovasi 

atau aplikasi yang dimanfaatkan masyarakat yang bersumber 

dana keuangan sosial Islam terhadap ekonomi produktif 

penyandang disabilitas di Indonesia.  

Pembahasan 

Digital Technology  

Teknologi digital adalah bagian dari teknologi informasi 

yang mempromosikan computer atau tugas digital atas tenaga 

kerja manusia. Teknologi ini biasanya lebih mekanis dan 

kompleks, menggunakan sistem terkomputerisasi dalam format 

yang dapat dideteksi komputer (Dalleh et al., 2020). Teknologi 

digital pada dasarnya adalah sistem komputasi cepat yang 

mengubah semua bentuk data menjadi nilai numerik. Kemajuan 

teknis ini mengubah kualitas dan efisiensi kapasitas data yang 

dibuat dan ditransmisikan, seperti visual menjadi lebih jelas 

karena peningkatan kualitas, kapasitas menjadi lebih efisien, dan 

proses pengiriman menjadi lebih cepat. 

Teknologi digital menggunakan sistem bit dan byte untuk 

menyimpan dan memproses data (Arifianto & Juditha, 2017). 

Untuk menyimpan dan memproses data, sistem digital meng-

gunakan sejumlah besar sakelar listrik hanya dengan dua status 

atau nilai. (Biner 0 dan 1). Sistem ini menghasilkan sejumlah 
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kemajuan yang sangat signifikan di berbagai sektor seperti 

komunikasi, transformasi informasi, pemrosesan data, keamanan 

data, dan pengelolaan tugas yang lebih rumit. Kemajuan tek-

nologi digital di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga faktor: 

transformasi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur 

digital (Danuri, 2019). 

Keuangan Sosial Islam 

Keuangan sosial Islam mengandalkan Zakat, Infaq, Shodaq, 

dan Wakaf yang merupakan alat distribusi kekayaan dalam 

sistem ekonomi Islam (Ibrahim et al., 2021), sebagai salah satu 

sumber pendanaannya dengan tatanan nilai. Keempat instrumen 

itu masing-masing memiliki hukumnya sendiri, dan hukum itu, 

zakat, wajib bagi setiap Muslim. Sedangkan tiga sisanya merupa-

kan metode untuk berdonasi kepada umat Islam lainnya. Zakat 

merupakan salah satu rukun Islam, dan kewajiban membayar 

zakat setara dengan perintah shalat, namun pada hakikatnya zakat 

merupakan komponen kehidupan masyarakat (Hamzah, 2020). 

Pertama, zakat yang berkaitan dengan badan yang dikenal dengan 

zakat fitrah, dan kedua, zakat yang berkaitan dengan harta yang 

dikenal dengan zakat maal. Asal kata sedekah adalah kata 

(sadaqah), yang berarti kebenaran. Dalam bentuk persembahan 

yang berwujud, sedekah menandakan pembenaran atau bukti 

keimanan seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya (Jaelani, 

2018).  

Makna sedekah dalam konteks ini adalah bantuan yang tidak 

dibayar kepada orang yang membutuhkan. Sedekah memiliki arti 

yang sama dengan infaq, yaitu memberikan sesuatu dengan 

imbalan bunga. Sedekah bisa berupa materi dan non materi; 

kebajikan apa pun dapat dilihat sebagai sedekah. Berbeda dengan 

sedekah, infaq hanya berkaitan dengan barang-barang materi 

(Anggraini et al., 2013).  Wakaf berasal dari bahasa arab waqafa 
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yang berarti menahan atau mencegah, yaitu dengan menahan hak 

milik yang semula dimaksudkan untuk mencegah agar harta 

tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, di-

sewakan, dipinjamkan dan sebagainya (Juwaini, 2022). Sedang-

kan cara penggunaannya sesuai dengan keinginan pemberi wakaf 

tanpa ganti rugi. 

Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka 

panjang yang, ketika berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 

masyarakat, menciptakan hambatan yang mempersulit mereka 

untuk terlibat sepenuhnya dan efektif atas dasar kesamaan hak 

(Yulaswati et al., 2021). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 

tentang penyandang disabilitas mengklasifikasikan penyandang 

disabilitas ke dalam tiga kategori: cacat fisik, cacat mental, cacat 

ganda, dan cacat fisik dan mental. Sementara itu, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan penyandang 

disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam waktu yang 

lama ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan yang 

mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisi-

pasi secara penuh. dan efektif dengan warga negara lain atas 

dasar kesamaan hak. Keadaan ini merupakan dorongan yang 

signifikan bagi pengakuan hak penyandang disabilitas untuk 

memiliki hak yang sama dan kesetaraan untuk hidup bersama 

dengan warga negara lainnya, dan merupakan tanggung jawab 

negara, sebagai pihak yang wajib, untuk mewujudkan hak-hak 

tersebut sebagai bagian dari ketentuan yang diberikan Allah 

kepada manusia (Ridho, 2017). 
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Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas dan Keuangan 

Sosial Islam 

Membangun inovasi melayani kamu disabilitas perlu 

pendekatan kemudahan dengan Di-school atau Disability’s 

School for Hone Skill and Learn merupakan inovasi teknologi 

digital sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas 

berbasis keuangan sosial Islam guna mendukung pencapaian 

pembangunan berkelanjutan Inovasi aplikasi ini akan membantu 

para penyandang disabilitas untuk mengasah dan meningkatkan 

keterampilanya guna mempersiapkan mereka agar dapat bersaing 

di dunia kerja dan mendorong untuk menjadi seorang wirausaha. 

Dalam menjalankan program dari Di-school tentunya akan 

didampingi oleh para mentor dengan keahlian bidangnya masing-

masing serta pihak deaf interpreter yang bersertifikasi dan 

berpengalaman. Adapun skema inovasi Di-school berbasis 

keuangan sosial Islam dapat dijelaskan secara sederhana sebagai 

berikut; 

Gambar, 1. Aplikasi Di-School Berbasis Keuangan Sosial Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Desain Model oleh Haq, 2023 
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Konsep Aplikasi Di-school 

Hadirnya inovasi teknologi digital Di-school dapat menjadi 

solusi dalam memberdayakan para penyandang disabilitas untuk 

dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui edukasi dan 

pelatihan guna mengasah dan meningkatkan skill nya baik hard 

skill maupun soft skill. Adapun inovasi program yang disediakan 

aplikasi Di-school ada 7 fitur, yaitu:  

Gambar, 2. Prototype aplikasi Di-school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Desain Model oleh Haq, 2023 

Di-Learn 

Pada fitur Di-learn akan menyediakan program video 

edukasi yang menarik dan seminar online yang ditujukan kepada 

para penyandang disabilitas seperti tuna rungu (pendengaran), 

tuna wicara (bicara), tuna netra (penglihatan), dan tuna daksa 

(gerak tubuh). Fitur ini hadir untuk meningkatkan pemahaman 

dan skill dari para disabilitas agar dapat memiliki keahlian dan 

kredibilitas yang dibutuhkan di dunia pekerjaan dan wirausaha. 

 

 



 

81 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

Di-Labour 

Fitur Di-labour memiliki program dalam membantu menye-

diakan informasi lowongan pekerjaan yang ditujukan kepada para 

penyandang disabilitas. Artinya pihak penyedia lapangan 

pekerjaan melihat potensi dari para disabilitas bahwa mereka 

memiliki kredibilitas untuk bekerja. Fitur ini membantu dalam 

memaksimalkan potensi dari jumlah penyandang disabilitas 

khususnya di Kota Malang. 

Di-Market 

Fitur Di-market membantu dalam menyediakan platform jual 

beli, mempromosikan produk dari penyandang disabilitas, serta 

membantu produk dari penyandang disabilitas agar terjamin 

secara kualitasnya. Fitur ini berguna dalam meningkatkan 

perekonomian para penyandang disabilitas serta meningkatkan 

skill kewirausahaan mereka. 

Di-Chat 

Fitur Di-chat atau Disability Can Hear and Talk menye-

diakan program berupa pelatihan untuk mengasah komunikasi 

dan public speaking guna meningkatkan kepercayaan diri 

penyandang disabilitas yang akan didampingi oleh mentor-

mentor yang ahli dibidangnya. 

Di-Donation 

Fitur Di-Donation menyediakan fitur donasi berupa ke-

uangan sosial Islam yaitu Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf 

kepada usaha mikro dan kecil penyandang disabilitas yang 

membutuhkan permodalan untuk membangun usaha, memenuhi 

kebutuhan primer, serta kesehatan guna mencegah kemiskinan, 

pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup 

khususnya penyandang disabilitas. 
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Dalam menyalurkan hasil donasi kepada para disabilitas, 

fitur ini akan bekerja sama dengan lembaga zakat nasional selaku 

lembaga katalisator perzakatan di Indonesia. 

Di-Investasi 

Dalam program ini para investor dapat memberikan 

modalnya kepada penyandang disabilitas, yang nantinya 

penyandang disabilitas dapat mengembangkan usaha dengan 

bantuan modal dari pihak investor. Hasil penjualan akan dibagi 

sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak pada awal 

waktu. Fitur ini mendorong penyandang disabilitas untuk me-

ningkatkan skill kewirausahaan.  

Live Class 

Fitur ini merupakan fitur unggulan yang menyediakan 

program kelas private eksklusif baik online maupun offline. Pada 

sesi praktiknya terdapat sesi konsultasi yang akan membantu 

penyandang disabilitas untuk memiliki pekerjaan, bisnis, serta 

skill yang berkelanjutan. 

Program Pemberdayaan Disabilitas dan Ekonomi Produktif 

Inovasi Di-school memiliki peran dalam mendorong prog-

ram pencapaian pembangunan berkelanjutan Melalui program 

fitur Di-learn dan Live Class, penyandang disabilitas akan 

dibantu dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, keteram-

pilan, dan skill yang akan dibimbing oleh para mentor dan deaf 

interpreter. Fitur ini mendorong program pilar pendidikan 

bermutu dan mengurangi ketimpangan. Fitur Di-labour mem-

bantu para disabilitas untuk mendapatkan informasi lowongan 

pekerjaan, melalui fitur ini tentu akan mendorong pencapaian 

program pembangunan berkelanjutan dengan pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi. Fitur Di-investasi mendorong para 

investor untuk memberikan bantuan permodalan kepada usaha 
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mikro dan kecil penyandang disabilitas untuk dapat membangun 

usaha, kemudian hasil pendapatannya akan dibagi sesuai kese-

pakatan antar kedua pihak yang mendukung pilar pertumbuhan 

ekonomi.  

Kemudian fitur Di-donation akan membantu penyandang 

disabilitas yang membutuhkan dan mengalami kesulitan untuk 

diberikan bantuan donasi berupa donasi melalui keuangan sosial 

Islam, melalui program ini tentunya akan mendorong pilar 

menghapus kemiskinan. Fitur Di-market membantu dalam men-

yediakan wadah bagi penyandang disabilitas untuk menjual 

produknya serta membantu agar produk dari penyandang 

disabilitas dapat terjamin secara kualitasnya. Fitur ini mendorong 

pencapaian pilar konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 

dan pertumbuhan ekonomi. Fitur Di-chat hadir dalam mem-

berikan solusi kepada penyandang disabilitas untuk dapat melatih 

skill komunikasi guna meningkatkan rasa percaya diri mereka 

sehingga mendorong program pilar mengurangi ketimpangan. 

Pemberdayaan ekonomi produktif penyandang disabilitas di 

Indonesia menjadi perhatian penting mendorong kemandirian 

bangsa. Instrumen keuangan sosial Islam menjadi pokok dasar 

pembangunan pemanfaatan nilai perintah Allah yang mem-

berikan implikasi pada penguatan masyarakat yang lemah. 

Di-school merupakan sebuah terobosan baru berbentuk 

aplikasi yang digunakan sebagai solusi dan bantuan terhadap 

pihak penyandang disabilitas guna meningkatkan skill mereka 

yang pastinya dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, Di-

school juga ingin mewujudkan program pembangunan penyan-

dang disabulitas, khususnya pilar pembangunan sosial yang 

berarti tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang 

berkualitas secara adil dan setara.  Aplikasi ini juga bekerja sama 

dengan lembaga zakat nasional sebagai katalisator seputar zakat 

yang berperan penting dalam mengimplementasikan keuangan 
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sosial Islam secara berkelanjutan sehingga adanya aplikasi Di-

school akan membantu para penyandang disabilitas sekaligus 

mewujudkan program pilar pembangunan sosial. Implikasi 

optimalisasi teknologi digital meningkatkan ekonomi produktif 

penyandang disabilitas menggunakan dan memaksimalkan 

program inovasi platform Di-school yang tersedia. 
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Pendahuluan 

Globalisasi ekonomi dan keuangan menjadi sebuah per-

masalahan sekaligus tantangan baru bagi sistem keuangan 

Syariah. Walaupun keuangan Syariah telah berkembang pesat 

meski hanya bagian kecil dari pasar keuangan global. Segmen 

perbankan Syariah telah meningkatkan penetrasinya di banyak 

negara anggota International Monetary Fund (IMF) (Ledhem & 

Mekidiche, 2022). Secara sistemis, penerbitan Sukuk Global di 

Asia dan Timur Tengah berkembang dengan menjangkau emiten 

dan investor internasional yang luar biasa. Tren ini diperkirakan 

akan terus berlanjut, terutama didorong oleh pertumbuhan 

ekonomi yang kuat di negara-negara dengan populasi Muslim 

yang besar dan relatif tidak memiliki rekening bank. Hal ini 

berdampak pada pentingnya keuangan Islam dengan implikasi-

nya terhadap stabilitas ekonomi makro dan keuangan, serta 

memainkan peran kunci dalam pembentukan Islamic Financial 

Services Board (IFSB) (Abasimel, 2022; Millar & Anwar, 2019).  

IMF melibatkan anggotanya tentang implikasi keuangan 

Islam, dalam konteks saran kebijakan dan kapasitas pengem-

bangan khususnya dalam bidang pengaturan dan pengawasan 

bank Syariah, serta pengembangan pasar Sukuk dalam negeri 

mailto:budi.sukardi@staff.uinsaid.ac.id
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(Habib, 2018; M. Kabir Hassan et al., 2020). Sistem keuangan 

syariah di Indonesia sebagai sebuah sistem keuangan alternatif, 

secara kritis mengevaluasi sifat perlakuan etis dalam ekonomi 

dan keuangan. Analisis ini dilakukan dengan latar belakang 

ringkasan model fenomenologi dari kesatuan sadar Tauhid yang 

mengendogenkan etika (Muhammad, 2013). Analisa juga 

memiliki cara analitis dalam memeriksa beberapa agenda etis 

global dalam kerangka gagasan komprehensif tentang 

keberlanjutan manusia dan memberikan perspektif yang berbeda 

dalam teori etika dan sistem sosio-ilmiah, yang dikhususkan 

untuk ekonomi dan keuangan (Alam Choudhury, 2011). 

Pertumbuhan keuangan Islam ini juga telah menyebabkan 

peningkatan permintaan pada IMF. IMF telah membentuk 

Interdepartmental Working Group dengan tujuan untuk meng-

embangkan kelembagaan industri, membangun keahlian internal 

dan berkoordinasi lebih baik dengan berbagai pihak pemangku 

kepentingan (D. E. Hussey, 2007). Kelompok kerja ini meni-

ngkatkan analitis kinerja keuangan Islam di berbagai bidang 

utama, termasuk pengaturan dan pengawasan perbankan Syariah, 

kebijakan makro prudensial, jaring pengamanan, resolusi, inklusi 

keuangan, perlindungan konsumen, kebijakan moneter, pasar 

sukuk, manajemen keuangan publik, dan kebijakan pajak 

(Argyris, 2009; Whittingham, 2008). IMF membentuk kelompok 

penasihat eksternal, yang terdiri dari pembuat standar untuk 

keuangan Islam dan pakar internasional terkemuka, untuk mem-

bantu mengidentifikasi masalah kebijakan dan dalam meni-

ngkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang tertarik 

dengan keuangan Islam. 

Bank syariah yang memiliki ciri utama yaitu tidak 

membebankan bunga dalam operasi bank, telah menjadi bagian 

penting dari sistem keuangan pengekspor minyak negara Arab 

(Abdul-Rahman, 2014a, 2014b; Selim, 2020). Memiliki pengaruh 
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tertentu yang berfungsi pada sistem keuangan regional, mereka 

masih memainkan peran sekunder dengan praktik perbankan 

dunia. Ini dapat dijelaskan dengan baik oleh beberapa alasan, 

yaitu: 

1. Bank syariah merupakan fenomena baru di Indonesia dan 

kehidupan ekonomi dunia modern (Farag et al., 2018; 

Gundogdu, 2019). Menjadi agak spesifik, komunitas per-

bankan dunia merasa waspada dan mengadopsi pendekatan 

tunggu dan lihat. 

2. Bank syariah harus bersaing dengan tradisional bank 

komersial, mempertahankan kehadirannya yang kuat di 

struktur keuangan negara-negara Arab dan menjalin hubu-

ngan dengan bank-bank di seluruh dunia (Alam et al., 2019; 

Elfeituri & Vergos, 2019; Faizulayev et al., 2021; Hamid & 

Ibrahim, 2021; Hamza & Kachtouli, 2014; Meslier et al., 

2017). 

3. Bank syariah saat ini sedang dalam tahap institusional 

building pada tahap pengembangan organisasi, dan memu-

tuskan pada taktik dan strategi untuk beradaptasi dengan 

perbankan dunia (Guild, 2020). Oleh karena itu, pem-

bentukan organisasi dan dasar teknis perbankan syariah 

belum selesai. Seluruh sistem tampaknya mobile, sebagian 

tidak seimbang, dengan peluang dan potensi interaksi yang 

dimilikinya dengan tidak sepenuhnya mengeksploitasi 

struktur perbankan tradisional. Ideologi dan metodologi 

untuk fungsi lembaga perbankan Islam belum mapan, masih 

membutuhkan pengalaman dengan lingkungan keuangan 

(Askari et al., 2010, 2014; Iman, 2019; M. Iqbal et al., 1998; 

Z. Iqbal & Mirakhor, 2013). Beberapa alasan di atas, 

menjadikan pertimbangan sistem keuangan syariah saat ini 

mampu bertahan dan terus berkembang secara global. 
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Pembahasan 

Sistem Keuangan Syariah: Sejarah Perbankan Islam Global 

Inisiasi perkembangan Perbankan Syariah modern dimulai 

pada tahun 1963, praktik ini memulai debutnya pada tahun 1975, 

ketika bank didirikan dan diberi mandat untuk beroperasi sesuai 

dengan aturan dan prinsip Syariah (Sandwick et al., 2021). Sejak 

saat itu, Perbankan Syariah telah menjadi salah satu sektor 

dengan pertumbuhan tercepat di industri perbankan global 

(Choudhury, 2016). Geografi baru terus terbuka untuk Perbankan 

Syariah, prakiraan industri menunjukkan bahwa aset Perbankan 

Syariah yang dipegang oleh bank komersial secara global akan 

terus tumbuh. Laju pertumbuhan telah meningkat secara dramatis 

selama satu dekade terakhir didorong oleh kesadaran dan 

permintaan, serta akses yang lebih mudah ke layanan Perbankan 

Syariah. Di seluruh pasar dunia, dan khususnya di GCC, Asia 

Tenggara dan Asia Selatan (yang merupakan rumah bagi lebih 

dari 50% dari total industri Perbankan Islam), strateginya adalah 

memungkinkan sistem perbankan ganda (dual banking system), 

di mana Perbankan Islam berdampingan dengan perbankan 

konvensional (Habib, 2018; M. Anwar et al., 2020). 

Pertumbuhan industri Perbankan Syariah didorong oleh 

melonjaknya permintaan akan produk-produk syariah, tidak 

hanya dari pemodal di Timur Tengah dan negara-negara Islam 

lainnya, tetapi juga oleh investor di seluruh dunia, sehingga 

menjadikannya industri global (Edbiz Consulting Limited & 

Global Islamic Finance Report (GIFR), 2014; Sergie, 2015). 

Selain bentangan geografisnya yang luas, Perbankan Islam 

menyaksikan ekspansi yang cepat di seluruh spektrum kegiatan 

keuangan termasuk perbankan pribadi, asuransi, dan investasi 

pasar modal (Abduh & Azmi Omar, 2012; Hussain et al., 2016). 

Pertumbuhan berkelanjutan dalam industri perbankan syariah 

disebabkan oleh tiga faktor: meningkatnya permintaan dari 
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sejumlah besar komunitas Muslim (termasuk imigran Muslim ke 

negara-negara Barat); kekayaan minyak di negara-negara GCC; 

dan meningkatnya daya tarik layanan keuangan yang sesuai 

dengan Syariah bagi investor non-Muslim yang mencari investasi 

dan praktik perbankan 'etis' (Alam et al., 2021; Ali et al., 2010; 

Basov & Bhatti, 2016; Z. Iqbal & Mirakhor, 2013; Millar & 

Anwar, 2019; Warde, 2000). 

Tantangan Sistem Keuangan Syariah Global: Keterbatasan 

Produk dan Intermediasi Keuangan Berbasis Pasar 

Intermediasi produk dan keuangan Islam yang memiliki 

kekhususan dalam produk sesuai dengan Syariah telah berfungsi 

dalam model bisnis yang sama dan tanpa banyak inovasi dalam 

mode operasinya. Oleh karena itu, perantara keuangan harus 

berspesialisasi (memiliki kekhususan) dalam memobilisasi sim-

panan, identifikasi peluang investasi, penataan sistem keamanan, 

untuk mengisi adanya kesenjangan yang tersisa, menyediakan 

likuiditas dan pembagian risiko. Lembaga keuangan Syariah 

dapat terus mengembangkan lebih banyak produk, misalnya 

mengembangkan dua jenis pola penataan, yaitu: 1) Keuangan 

syariah harus melakukan penataan produk perbankan yang ada 

secara syariah (Ali et al., 2010; Aribi et al., 2019; Cham, 2018; 

Melewar & Alwi, 2017; Mohamed, 2021). 2) Penataan atau 

perubahan besar terhadap produk yang sudah ada (Habib, 2018; 

D. Hussey, 1998). 

Selain itu, perantara lembaga keuangan syariah memiliki 

proposisi nilai untuk meluncurkan produk dan pasar perbankan 

syariah. Sistem keuangan Syariah juga perlu menawarkan pilihan 

yang tepat dari produk keuangan Islam yang inovatif dengan 

keunikan yaitu pendekatan profesional yang tepat dan ketepatan 

waktu (Ezeh & Nkamnebe, 2020; Tanda & Schena, 2019; 

Wilson, 2020). Selain itu, sistem keuangan Syariah juga harus 
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menangkap pangsa Islam yang signifikan dalam pasar perbankan 

dengan strategi distribusi yang tepat. 

Keterbatasan Fungsi Manajemen Risiko 

Perbankan syariah membuat fungsi transfer risiko sangat 

terbatas, tidak seperti keuangan konvensional yang mengem-

bangkan mekanisme lindung nilai melalui produk derivatif secara 

efektif. Oleh karena itu, intermediasi keuangan Islam harus 

menangani manajemen risiko dengan baik dan mengembangkan 

pasar yang terorganisir untuk menghilangkan risiko guna men-

capai diversifikasi risiko (Klapper & Lusardi, 2020; Paltrinieri et 

al., 2021). Teknik pengalihan risiko antara lain penggunaan 

derivatif untuk lindung nilai, penjualan atau pembelian klaim 

keuangan dan perubahan persyaratan pinjaman. Penting untuk 

disebutkan bahwa sebagian besar instrumen derivatif konven-

sional tidak sesuai dengan hukum Islam (Al-Amine, 2008). 

Beberapa bahaya tidak dapat dihilangkan atau dialihkan dan 

harus diterima oleh bank. Awal mulanya karena kompleksitas 

risiko dan kesulitan membedakan aset. Risiko kedua ditanggung 

oleh lembaga keuangan karena ini adalah kunci bagi klien bank. 

Risiko ini diambil karena bank memiliki spesialisasi (keahlian) 

dalam menangani aset dan diberi imbalan yang sesuai. Contoh 

risiko tersebut adalah risiko kredit yang melekat pada aktivitas 

banking book dan risiko pasar pada aktivitas trading book 

(Zainordin et al., 2016).  

Ada kebutuhan untuk memperkenalkan budaya manajemen 

risiko di bank syariah. Salah satu cara untuk mewujudkan budaya 

ini adalah dengan memulai beberapa bentuk sistem evaluasi 

internal (Hanefah et al., 2020). Secara khusus, pembobotan risiko 

dari semua aset bank secara terpisah diperlukan dalam jangka 

menengah dan jangka panjang hal ini dapat berkembang menjadi 

pengaturan yang lebih canggih. Pemasangan skema semacam itu 
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dapat berperan penting mengisi kesenjangan dalam pengaturan 

manajemen risiko dan selanjutnya diatur oleh badan penilai 

kredit eksternal. Edukasi dan kampanye publik tentang konsep 

keuangan Syariah masih belum efektif untuk menyebarkan 

kesadaran industri keuangan Syariah (Masnita et al., 2019; Qadri, 

2019). Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah dan semua 

intermediasi keuangan Syariah harus lebih banyak memberikan 

pengetahuan dan menciptakan kesadaran kepada masyarakat 

mendapatkan banyak peluang meningkatkan sumber pelanggan. 

Pertama, lembaga keuangan Islam langsung berada di 

ambang tahap pertumbuhan baru. Lembaga keuangan Islam dapat 

melihat pengalaman yang berbeda dari standar peraturan dan 

pengawasan yang memberikan kontribusi untuk operasi 

keuangan yang unik kepada publik. Pada titik ini, selain pening-

katan kesadaran dan kesepakatan di antara komunitas keuangan 

internasional pada sifat yang berbeda dari perbankan Islam dan 

operasi fiskal (Sukardi, 2013). Kedua, Dewan Pengawas Syariah 

dapat lebih banyak berdialog dan hadir ke publik agar mereka 

lebih mendalami ilmu keuangan Syariah dan mendapatkan 

kepercayaan untuk berdagang. Misalnya, mereka dapat memper-

kenalkan pembangunan berkelanjutan dari keuangan Islam yang 

menawarkan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi, meng-

urangi kemiskinan dan memupuk kemakmuran bersama (Jan et 

al., 2019; Sukardi, 2013; Sukardi et al., 2022).  

Keuangan Islam dapat berkontribusi secara signifikan 

terhadap pembangunan ekonomi, mengingat keterkaitannya 

langsung dengan aset fisik dan ekonomi riil. Selain itu, peng-

gunaan pengaturan bagi hasil dan rugi mendorong penyediaan 

dukungan keuangan untuk usaha produktif yang dapat 

meningkatkan output dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, 

pemerintah dapat merekomendasikan instrumen syariah dan 

membantu memperkuat stabilitas keuangan (Choudhury, 2016; 
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Narayan et al., 2022). Instrumen dasar meliputi pembiayaan plus 

margin (murabahah), bagi hasil (mudharabah), leasing (ijarah), 

kemitraan (musyarakah) dan penjualan di muka (bay’salam). Ini 

merupakan blok bangunan dasar untuk mengembangkan beragam 

instrumen keuangan yang lebih kompleks. 

Tantangan Hukum 

Saat ini, ketiadaan regulasi kehati-hatian yang efektif 

menjadi salah satu kelemahan institusi lembaga keuangan Islam. 

Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus membuat 

kerangka pengawasan yang efektif untuk mengelola semua 

sistem keuangan untuk mendapatkan lebih banyak peluang (Al 

Mannai & Ahmed, 2019; Nomran et al., 2018; Nurkhin et al., 

2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dan bank sentral perlu 

disederhanakan dan diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

harus mewajibkan bank untuk mengungkapkan informasi penting 

kepada investor dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan. 

Pengawasan harus memperjelas titik-titik pengawasan, 

karena tidak selamanya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. 

Hal ini menuntut agar pengawasan menjadi lebih hidup dalam 

debat publik seputar struktur masa depan sektor keuangan. 

Dewan Pengawas Syariah berada dalam posisi yang aman untuk 

secara independen dan imparsial menunjukkan kemungkinan pro 

dan kontra dari berbagai pilihan reformasi sektor keuangan, tentu 

saja semata-mata karena hal ini berkaitan dengan stabilitas 

keuangan dan kemampuan pengawas untuk menjalankan man-

datnya secara efektif (Ben Bouheni & Ammi, 2015; Fatmawati et 

al., 2022; Prasojo et al., 2022). 

Modernisasi dan Pengembangan Sistem Keuangan Syariah 

Potensi pertumbuhan di ekonomi Asia mendukung perluasan 

keuangan Islam Indonesia, dengan prospek pertumbuhan yang 
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kuat, demografi yang unik, dukungan politik yang kuat, dan basis 

investor yang besar. Upaya kawasan menuju integrasi yang lebih 

besar, termasuk integrasi keuangan, memberikan pertumbuhan 

yang solid untuk industri keuangan Islam yang kuat dan mem-

berikan kepercayaan diri untuk mempromosikan Asia sebagai 

pemimpin masa depan keuangan Islam (Alam et al., 2021; 

Alshater et al., 2022). Ke depan, industri keuangan Islam global 

harus dibangun dengan karakteristik khas dan unik serta dasar-

dasar keuangan Islam yang ditetapkan, dipahami, dan di-

sebarluaskan. 

Sistem keuangan Islam dibangun dengan prinsip-prinsip 

syariah, menggabungkan beberapa faktor, yaitu mempromosikan 

disiplin pasar, stabilitas, ketahanan, dan keseluruhan praktik etika 

yang menanamkan kehati-hatian dan sehat dalam bertransaksi 

secara alami. Sebuah perbankan Islam dengan sistem mem-

promosikan hubungan mendasar yang unik antara deposan dan 

pemegang saham; menggunakan kemitraan dan kontrak pem-

bagian risiko (Muḍārabah), simpanan yang disusun sebagai 

rekening khusus memiliki kecenderungan untuk menyerap 

kerugian secara keseluruhan kepada pemegang saham. Ini 

memungkinkan rasio kecukupan modal bank syariah berada pada 

tingkat yang relatif lebih tinggi daripada bank konvensional 

sebagai properti penyerap kerugian rekening investasi khusus 

mengurangi beban atas modal ekuitas (Mahmood et al., 2018). 

Sementara itu, larangan syariah terhadap investasi yang 

melibatkan eksposur sangat berisiko dan ketidakpastian hasil 

kontrak merupakan sumber penting stabilitas keuangan (Askari et 

al., 2010; Salma & Younes, 2014). Dengan demikian, lembaga 

keuangan Islam terlindung dari investasi aset leverage dan 

beracun seperti sekuritisasi turunan dan produk eksotis keuangan 

konvensional lainnya. Selama awal krisis keuangan global, 

beberapa investasi bank konvensional ditemukan menjadi sangat 



 

98 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

leverage pada dana dari pasar uang dan kemudian menempatkan 

dana pinjaman ini pada investasi berisiko untuk keuntungan 

cepat. Mengambil risiko berlebihan adalah konsekuensi alami 

dari asimetris hubungan antara pemberian penghargaan dan 

timbulnya risiko di antara pemain keuangan konvensional. Jika 

terjadi penurunan pasar keuangan, risiko kepemilikan saham 

terbatas pada ekuitas dan ada rasa jaminan yang mendasari 

bahwa pemerintah melakukan bailout dengan menggunakan uang 

pembayar pajak (Askari et al., 2014; Z. Iqbal & Mirakhor, 2017). 

Namun, jika investasi berisiko terbayar, akan menghasilkan 

keuntungan yang besar bagi para pemegang saham dan 

manajemen investasi bank. 

Pada keuangan Islam, memanfaatkan dana pinjaman dari 

pasar uang bukanlah norma sebagaimana bank Islam biasanya 

memiliki likuiditas yang cukup dan kelangkaan aset produktif 

adalah akibat dari simpanan yang kurang menghasilkan. Akibat-

nya, keuangan Islam mengikuti proses pertumbuhan alami dan 

bukan tidak alami, karena tidak mengizinkan adanya diciptakan 

atau uang palsu. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap 

kepercayaan deposan yang relatif lebih kuat terhadap bank Islam 

dan secara luas dianggap bahwa selama puncak krisis, beberapa 

deposan keuangan konvensional mentransfer dana mereka ke 

bank syariah untuk diamankan (Anagnostopoulos et al., 2020).  

Sifat transaksi keuangan berbasis aset dan/atau jaminan aset 

dalam keuangan Islam membantu membangun hubungan dengan 

sektor ekonomi riil dan membatasi risiko yang tumbuh di luar 

proporsi di luar ekonomi riil. Selain itu, bank syariah tidak 

berpartisipasi pada penataan eksotis sekuritisasi aset yang secara 

mendalam mempengaruhi bank-bank konvensional besar (Hazli 

Zakaria & Ghafar Ismail, 2008). Eksotik produk seperti ke-

wajiban hutang yang dijaminkan, yang dihasilkan dari mengiris 

dan memotong berbagai pinjaman portofolio menjadi aset 
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keuangan terstruktur, akan tidak memperoleh kepatuhan syariah 

dari dewan pengawas bank syariah. Salah satu tantangan 

fundamental sistem keuangan Islam adalah kebutuhan untuk 

holistik dan penguatan ekosistem termasuk regulasi (Z. Iqbal et 

al., 2020). Seperti sistemnya masih secara bertahap membangun 

ketahanannya, dan regulasi sistem, standar, infrastruktur, dan 

kelembagaan mulai berkembang, sebagian besar masih belum 

teruji. Adopsi peraturan dan standar oleh bank sentral telah 

menjadi proses yang lambat dan terbatas hanya pada beberapa 

negara, bahkan di antara keanggotaan besar dari Islamic 

Financial Services Board (IFSB) (Komijani & Taghizadeh-

Hesary, 2019; Mehreen et al., 2020). Beberapa anggota IFSB 

telah menyatakan bahwa kendala yang mengikat adalah modal 

manusia yang terlatih dan berpengalaman kurang memadai. 

Pada sisi lain, industri keuangan syariah menghadapi 

tantangan krusial untuk menyeimbangkan antara mempertahan-

kan profitabilitas dalam lingkungan yang kompetitif dan mem-

pertahankan tanggung jawab sosial. Ada kekhawatiran bahwa 

setiap trade-off yang memperkuat tanggung jawab sosial dapat 

dicapai dengan biaya menghasilkan keuntungan bagi pemegang 

saham dan akun pemegang yang masih tetap menjadi alasan 

utama atas keberadaan bank-bank tersebut (Zainordin et al., 

2016). Sebaliknya, memperlemah tanggung jawab sosial dapat 

menyimpang dari ciri khas dan unik dari sistem keuangan 

syariah. Garis antara mengikuti nilai-nilai etika, yang merupakan 

proposisi inti keuangan Islam, dan mendapatkan pengembalian 

yang memadai di waktu yang sama di pasar yang bergejolak dan 

memiliki risiko kredit yang tinggi dan risiko bisnis lainnya sama 

sekali tidak mudah dan lugas. 

Risiko lain yang diidentifikasi dari praktik sistem keuangan 

syariah adalah pengelolaan lembaga keuangan Islam berkualitas 

buruk. Orang-orang yang dipercayakan dengan tugas mengelola 
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lembaga-lembaga ini terutama berasal dari latar belakang 

keuangan konvensional dan gagal menghadapi serangkaian 

kerumitan khusus dalam keuangan Islam (Muafi et al., 2017). 

Ketidakcukupan ini terlatih dengan kumpulan manajerial yang 

terfokus secara unik dan bakat manusia di seluruh industri 

keuangan syariah tetap menjadi hambatan bagi pertumbuhannya. 

Tantangan lainnya adalah menjadi kuat dan suportif sistem 

pemerintahan pada tingkat institusi secara individu. Bank syariah 

harus memastikan mereka menanamkan keyakinan dan memupuk 

kepercayaan di antara mereka pemangku kepentingan dengan 

mengadopsi praktik tata kelola terbaik yang menggabungkan 

fitur-fitur yang diperintahkan Syariah (Ridwan & Mayapada, 

2020). 

Setiap penyimpangan, penipuan, skandal, atau jalan pintas 

akan menempatkan langkah industri mundur. Dengan demikian, 

struktur insentif dan paket kompensasi harus dirancang dengan 

cara yang menghindari perangkap lembaga keuangan konven-

sional (yaitu, pembayaran bonus berlebihan berdasarkan indi-

kator yang digelembungkan). Bonus harus dibayarkan saat hasil 

aktual dari investasi yang dibiayai oleh bank menjadi tersedia dan 

tidak pada saat keuntungan triwulanan atau tahunan pada tingkat 

agregat diumumkan (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2019). 

Sistem Keuangan Syariah Global: Harapan dan Kenyataan 

Dalam 10 tahun ke depan, Asia memiliki triliunan dolar 

kesenjangan investasi yang perlu dibiayai. Ini kesenjangan 

investasi yang mungkin tidak didanai oleh keuangan konven-

sional saja. Sebaliknya, sifat keuangan Islam yang didukung 

penyediaan aset lebih cocok untuk proyek infrastruktur (Rarasati 

et al., 2014). Ada peluang luar biasa bagi Asia untuk memperluas 

industri keuangan syariah dalam rangka mendukung pertum-

buhan ekonomi daerah. Keuangan Islam mampu mendukung 
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berbagai bidang strategis seperti inklusi keuangan, kebutuhan 

investasi infrastruktur, dan penetrasi asuransi serta lebih menarik 

dana mengalir ke daerah. Pasar Asia adalah rumah bagi populasi 

Muslim yang besar, yang memfasilitasi pasar yang siap untuk 

pengenalan dan distribusi produk dan layanan yang sesuai 

dengan Syariah, khususnya untuk perbankan ritel dan Takaful. 

Itu kemajuan yang telah dibuat oleh negara-negara Asia lebih 

banyak kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan 

dari industri syariah yang berkembang pesat. 

Asia adalah bagian penting dari ekonomi global dan sistem 

keuangan Islam, beroperasi sebagai penggerak kekuatan per-

tumbuhan ekonomi dunia. Saat ini, lanskap keuangan Islam di 

Asia didominasi oleh perbankan syariah dan sektor Sukuk, yang 

mendorong lintasan pertumbuhan kuat di Asia baru-baru ini dari 

aset keuangan Islam global (Abubakar & Handayani, 2020; Alam 

et al., 2021). Manajemen aset syariah tetap merupakan industri 

yang baru lahir tetapi berkembang di Asia yang telah melihat 

pertumbuhan yang stabil mengikuti krisis keuangan. Industri 

Takaful menyumbang kurang dari 1,0% dari pertumbuhan aset 

keuangan syariah regional yang signifikan, menyoroti potensi 

pertumbuhan yang cukup besar demi masa depan (Komijani & 

Taghizadeh-Hesary, 2019; Suzuki & Dulal Miah, 2022). 

Peta jalan keuangan Islam untuk Asia perlu dimulai dengan 

membuat penilaian yang realistis dan mencatat kebutuhan dan 

persyaratan dari berbagai pasar. Maka akan layak untuk menco-

cokkan perbedaan solusi keuangan Islam dengan persyaratan 

pasar. Beberapa solusi ini sudah dicoba di ekonomi Islam dan 

bisa dimodifikasi dan diadaptasi. Pada kasus lain, solusi 

ditemukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di 

negara-negara ini. Peta jalan harus sesuai konstelasi kebijakan 

pembangunan, memiliki daya dukung lingkungan, mengembang-

kan hukum, penguatan kerangka peraturan, dan membuat 
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kemajuan dalam pembangunan kapasitas. Beberapa negara di 

Asia telah berkembang dengan baik dalam hal mengembangkan 

industri keuangan Islam karena dukungan promosi oleh bank 

sentral. Untuk contoh di Malaysia, Bank Negara Malaysia 

bermain peran sebagai perintis dalam membimbing dan 

mengarahkan proses perkembangan keuangan Islam. 

Kemajuannya adalah mengesankan dan keuangan Islam mewakili 

lebih dari 25,0% dari aset perbankan negara dan hampir 57,0% 

dari pasar modalnya (Liu & Lai, 2021; Tan & Mohamad Shafi, 

2021). Negara perlu menilai struktur dan kematangan pasar 

keuangan saat merancang dan menyampaikan peraturan 

keuangan Islam yang sesuai. Jika berhasil, ekosistem dari negara 

lain diperkenalkan di pasar tanpa pengujian atau penyelidikan, 

adaptasi ini mungkin tidak selalu berhasil. 

Untuk mengakhiri, keuangan Islam memiliki potensi untuk 

menjadi sebuah alternatif untuk sistem keuangan yang ada, tapi 

masih menghadapi banyak tantangan dan risiko yang harus 

dihadapi dikelola dan dikurangi terlebih dahulu. Asia adalah 

bagian penting dari ekonomi dan sistem keuangan Islam global. 

Ke depan, keuangan Islami memiliki kesempatan yang men-

janjikan untuk mengisi sebagian peran dalam menyediakan 

intermediasi keuangan yang diperlukan dan dibutuhkan khusus-

nya oleh Asia dan global secara umum. Sistem keuangan Islam 

menawarkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pasar 

negara berkembang untuk mendorong pembangunan ekonomi di 

berbagai bidang seperti kebutuhan infrastruktur, peningkatan 

hubungan perdagangan dengan negara-negara anggota OKI, 

mendukung belanja modal kebutuhan pemerintah, dan membantu 

untuk meningkatkan rasio inklusi keuangan berbagai yurisdiksi. 

Perkembangan keuangan Islam dalam hal ini diharapkan 

dapat lebih mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah. 

Namun, perlu lebih banyak usaha dilakukan untuk memfasilitasi 
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keuangan Islam yang memungkinkan industri dalam yurisdiksi 

baru dan untuk maju mengembangkan pasar keuangan Islam ke 

tingkat berikutnya. Penyempurnaan regulasi dan legislasi, 

perluasan kumpulan bakat Syariah, dan inovasi produk yang 

lebih besar untuk melayani kesadaran dan keberagaman kebutu-

han demografis penduduk Asia dan dunia, antara lain area kunci 

untuk perbaikan. Secara khusus, industri ini diharapkan dapat 

mengeksplorasi inovasi produk dan proses untuk menawarkan 

pembiayaan kemitraan yang paling cocok untuk memenuhi 

kebutuhan khusus masyarakat berpenghasilan rendah dan pada 

saat yang sama secara jelas mendefinisikan segmen pasar dan 

mengembangkan model penilaian risiko yang kuat menjadi lebih 

baik menembus segmen unbanked. 
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Pendahuluan 

Industri perbankan syariah merupakan industri keuangan 

yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital. Bagi 

bank syariah, teknologi digital menjadi sarana transaksi, peng-

olahan, dan juga penyimpanan data transaksi (Desky & Maulina, 

2022). Di era yang semakin masif teknologi ini, peran teknologi 

digital bagi bank syariah bukan lagi sekedar sarana operasional, 

namun teknologi digital sudah menjadi syarat vital untuk meni-

ngkatkan persaingan pasar (Amrani & Najab, 2020). Temuan 

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mendorong transformasi digital sektor perbankan setidaknya 

terdiri dari 3 hal, yaitu 1) digital opportunity; 2) digital 

behaviour; dan 3) digital transaction (Otoritas Jasa Keuangan, 

2021).  

Digital opportunity atau disebut dengan peluang digitalisasi, 

adalah sebuah kondisi yang menunjukkan adanya partisipasi yang 

meningkat dari masyarakat dalam menggunakan teknologi digital 

(Zouari & Abdelhedi, 2021). Peluang digitalisasi ini dapat dilihat 

dari penetrasi internet masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil 

survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), penetrasi internet masyarakat Indonesia Pada 

mailto:Irmayuliani82@iainponorogo.ac.id1
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tahun 2022 sebesar 77,02%, atau setara dengan 210 juta jiwa 

penduduk Indonesia (Pahlevi, 2022). Dari angka 77% tersebut, 

dominasi masyarakat yang telah menggunakan internet adalah 

masyarakat yang tinggal di pulau jawa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa wilayah di Indonesia yang memiliki peluang 

digitalisai paling besar pada sektor perbankan adalah wilayah 

jawa.  

Mengapa Perbankan Syariah Perlu Melakukan transformasi 

Digital?  

Digital behaviour juga termasuk dalam faktor penting yang 

melatarbelakangi munculnya transformasi digital pada sektor 

perbankan. Saat ini, hampir seluruh masyarakat di Indonesai 

telah memiliki gadget sebagai sarana komunikasi mereka. 

Bahkan menurut pandangan pasar global, Indonesia termasuk 

lahan basah dalam hal penjualan smartphone. Indonesia menem-

pati peringkat ke-empat sebagai pengguna smartphone terbanyak 

di dunia (Sadya, 2023). Posisi Indonesia persis berada di bawah 

urutan china, india, dan amerika serikat. Perilaku digital ini 

kemudian yang mendorong masyarakat Indonesia melakukan 

digitalisasi dalam transaksi perbankan.   

Faktor yang ketiga adalah digital transaction. Maraknya toko 

online atau biasa disebut dengan e-commerce mendorong per-

bankan perlu untuk melakukan digitalisasi. Bergesernya perilaku 

masyarakat dalam transaksi jual beli ternyata membawa 

multiplier effect dalam berbagai aspek (Santoso et al., 2019). 

Salah satunya adalah efek pada transaksi keuangan. Sistem jual 

beli yang terjadi pada e-commerce akhirnya memaksa pembeli 

untuk menyelesaikan pembayaran secara digital (Tripathi & 

Dave, 2022). Kondisi ini kemudian perlu direspon oleh perban-

kan agar mereka mampu memenuhi berbagai ekspektasi pelang-

gan dan mampu menyediakan proses pembayaran yang efisien 
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(Alfarizi, 2023; Rahmayati, 2021). Faktor-faktor diatas adalah 

faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya transformasi 

digital pada sektor perbankan. Perbankan syariah, sebagaimana 

lembaga keuangan yang lain, ia sangat perlu menyesuaikan 

terhadap perkembangan teknologi digital. Munculnya transfor-

masi digital menyebabkan perbankan syariah perlu bekerja lebih 

keras lagi. Sebab, persaingan pasar pada industri keuangan 

syariah tentu lebih ketat. Hal ini lantaran perbankan syariah tidak 

hanya bersaing dengan perbankan konvensional, namun muncul 

banyak lembaga keuangan berbasis digital yang telah bergerak 

cepat dan menawarkan produk ke pada masyarakat dengan 

prosedur yang lebih mudah.  

Selain faktor di atas, efisiensi pasar juga menjadi alasan 

utama mengapa perbankan syariah perlu melakukan transformasi 

digital. Berdasarkan beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa 

alasan yang mendorong bisnis pada industri perbankan syariah 

perlu melakukan transformasi digital adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi preferensi konsumen. Di era yang serba 

digital, sebagian besar konsumen membutuhkan sistem yang 

sederhana dan mudah untuk dijangkau. Transformasi digital 

menjadi solusi yang tepat bagi perbankan syariah untuk 

menyediakan sistem yang efisien. Dengan demikian, 

transormasi digital yang dilakukan oleh perbankan syariah 

diharapkan mampu memenuhi ekspektasi konsumen yang 

memiliki preferensi terhadap layanna online dan bersifat 

realtime. 

2. Meningkatkan efisiensi sistem operasional. Transformasi 

digital dapat membantu perbankan syariah menyederhanakan 

proses operasionalnya, mengotomasisasi proses, meminima-

lisir kesalahan transaksi berbasis human error, meningkatkan 

produktivitas, serta menghemat biaya dan meningkatkan 

pengalaman nasabah. Sebab, pelayanan berbasis digital 
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seringkali menempatkan konsumen sebagai subyek penuh 

dalam setiap transaksi. 

3. Meningkatkan market share perbankan syariah. Trans-

formasi digital memungkinkan bank syariah untuk men-

jangkau pasar lebih luas dan memperoleh nasabah baru. 

Bauran promosi yang awalnya hanya terdiri dari 4P (produk, 

price, promotion, place) kini telah bertransfromasi menjadi 

7P (people, physical evidence, process). 7P yang dikem-

bangan dalam bauran promosi tersebut merupakan 

konsekuensi dari adanya perkembangan tekonologi digital. 

dimana teknologi digital diyakini mampu memberikan efek 

efisiensi dalam proses promosi dan juga dapat memudahkan 

perusahaan dalam menggait nasabah baru.  

4. Mencapai keunggulan daya bersaing. Perbakan syariah perlu 

memperhatikan beberapa aspek kegiatan bisnisnya untuk 

mencapai keunggulan bersaing di era digital. Innovasi 

produk dan layanan, efisiensi biaya, peningkatan keamanan, 

kolaborasi, serta berupaya meningkatkan literasi keuangan 

syariah melalui pemanfaatan saluran digital adalah strategi 

yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk 

mencapai keunggulan bersaing.  

5. Memenuhi peraturan yang berlaku. Saat ini, regulasi 

technology (Regtech) dan supervisory technology (suptech) 

juga terus dikembangkan oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini 

merupakan inovasi pengawasan dan peraturan berbasis 

teknologi untuk meminimalisir terjadinya tindakan kriminal 

berbasis teknologi. Kasus cybercrime seperti pencurian data 

nasabah hingga pembobolan rekening bukan lagi kasus yang 

baru. Untuk itu, adanya inovasi regtech dan suptech 

diharapkan dapat mendorong perbankan syariah untuk 

mematuhi peraturan yang berlaku. 
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Prinsip Akselerasi Transformasi Digital Perbankan Syariah 

Transformasi digital pada perbankan syariah merupakan 

salah satu agenda besar pemerintah Indonesia dalam mendorong 

program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Guncangan 

terhadap stabilitas ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi 

covid-19 memaksa pemerintah untuk bekerja extraordinary 

dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, 

data inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang masih 

rendah, yaitu berkisar di angka 12,12%, tertinggal jauh dari 

inklusi nasional yang berkisar di angka 85,10% dan juga menjadi 

alasan pentingnya transformasi digital untuk diupayakan oleh 

industri perbankan syariah. Tujuan ini selaras dengan apa yang 

termaktub dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 

Tahun 2020-2025 (RP2I) yang telah mengarahkan perbankan 

untuk melakukan transformasi digital. Bank dipaksa untuk 

melakukan akselerasi transformasi digital, melakukan inovasi 

yang luar biasa, bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih 

produktif agar dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan 

nasabah di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Meski demikian, transformasi digital perbankan syariah 

tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak memperhatikan 

prinsip-prinsip penting dalam akselerasi transformasi digital 

perbankan syariah, diantaranya yaitu:  

1. Costumer centricity atau berfokus pada kebutuhan dan 

preferensi pelanggan. Adalah syarat penting untuk mencapai 

keunggulan bersaing di era transformasi digital.  Tujuan 

utama digitalisasi pada sistem perbankan tidak lain adalan 

untuk menjadi solusi yang inovatif bagi nasabah dalam 

transaksi pada perbankan syariah. peningkatan sistem digital 

diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan 

yang menyenangkan bagi nasabah.   
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2. Agility atau ketangkasan, prinsip ketangkasan pada dasarnya 

masih berhubungan erat denga nasabah. Adanya trans-

formasi digital pada sistem perbankan syariah diharapkan 

dapat menjadi sarana bagi perbankan syariah untuk dapat 

merespon berbagai permintaan pasar dengan cepat. 

Teknologi digital memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dari 

pada sistem manual. Sehingga tahapan untuk mencapai 

perubahan akan lebih mudah dicapai. 

3. Collaboration atau kerjasama juga menjadi prinsip penting 

dalam proses digitalisasi. Kolaborasi memiliki dampak yang 

cukup banyak bagi pengembangan perbankan syariah. 

kolaborasi dapat memperluas skala bisnis, meningkatkan 

ketahanan  bersaing, serta menciptakan produk dan layanan 

yang inovatif. Perbankan syariah perlu melakukan kerjasama 

dengan berbagai pihak. Misalnya kerjasama dengan fintech, 

startup, e-commerce, dan juga pelaku lain dalam ekosistem 

digital. 

4. Innovation adalah syarat vital yang harus dimiliki oleh 

sebuah perusahaan agar mereka mampu bertahan lebih lama 

dalam persaingan pasar. Teknologi digital menuntut inovasi 

yang sangat tinggi lantaran inovasi produk yang dilahirkan 

oleh pesaing.   

5. Security atau keamanaan, adalah bagian yang tidak terlepas 

dari perkembangan perbakan syariah di era digtial. Prinsip 

keamanan harus menjadi perhatian serius bagi perbankan 

syariah mengingat ancaman kejahatan berbasis siber yang 

terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis 

oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), total kejahatan 

maya yang terjadi di tahun 2022 mencapai angka 714. 

170.967 kasus. Sebagian besar kehatan siber tersebut 

didominasi oleh malware dengan modus tebusan. Dalam 

upaya menangani serangan siber tersebut, sebaiknya industri 

perbankan syariah mengutamakan untuk menggunakan 
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platform yang dapat menghentikan ancaman yang ter-

identifikasi sebagai malware. 

6. Compliance, meski era digital mengusung model bisnis baru 

bagi perbankan syariah, namun memenuhi kepatuhan prinrip 

syariah tetap harus menjadi fokus utama perbankan syariah. 

Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan 

kepatuhan prinsip syariah bahkan bisa menjadi solusi bagi 

bank syariah (Sutikno et al., 2022). Misalnya dengan cara 

mengembangkan Supervisory technology dan Regulatory 

technology berbasis syariah pada sistem operasional per-

bankan syariah.  

7. Talent, sumberdaya manusia adalah ujung tombak produk-

tivitas perbankan syariah. sumberdaya manusia yang kreatif 

dan memiliki produktivitas yang tinggi dapat mendorong 

akselerasi transformasi digital lebih cepat (Strohmeier, 

2020). Penjaringan SDM dengan kemampuan terhadap 

teknologi digital yang memadai bukan hal sulit. Perbankan 

syariah dapat meningkatkan kapasitas Sumber daya 

manusianya melalui berbagai pelatihan dan pengembangan 

bakat dalam mengelola platform digital. Disamping itu, 

sistem outsourcing dengan cara merekrut tenaga ahli sesuai 

dengan kebutuhan kerja juga bisa menjadi pilihan. Sistem 

outsourching bisa menjadi solusi yang baik guna menekan 

biaya operasional (Mufraini et al., 2021). Namun disisi lain, 

efek terhadap sistem outsourching ini juga perlu diper-

hatikan, misalnya potensi kebocoran data nasabah akan jauh 

lebih besar dibandingkan pegawai tetap perbankan syariah 

itu sendiri. 

Perbedaan Model Bisnis Perbankan Syariah Berbasis 

Tradisional dan Digital 

Transformasi digital sebagai model bisnis baru pada per-

bankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
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model tradisional (Utama, 2021). Banyak sekali aspek dalam 

kegiatan operasional perbankan syariah yang harus harus 

disesuaikan, yaitu meliputi area penghimpunan hingga pem-

biayaan (Widharto et al., 2020). Adapun perbedaan aktivitas 

bisnis pada perbankan berbasis tradisional dengan perbankan 

berbasis digtial adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Fitur Model Tradisonal dan Digital 

No Fitur 
Model 

Tradisional 
Model Digital 

1 

Akses 

terhadap 

layanan 

perbankan 

Hanya berbasis 

offline waktu 

pelayanan 

berdasakan jam 

buka kantor 

Berbasis offline 

dan online, 

sehingga layanan 

dapat diakses 

kapanpun dan 

dimanapus secara 

realtime 

2 

Kecepatan 

dan 

kenyamanan 

layanan 

Tergantung 

terhadap  

kemampuan 

sumber daya 

manusia (staff) 

Lebih cepat karena 

bantuan teknologi 

digital 

3 
Biaya dan 

bagi hasil 

Biaya transaksi 

lebih mahal dan 

bagi hasil lebih 

rendah 

Biaya transaksi 

lebih murah dan 

bagi hasil lebih 

tinggi 

4 

Interaksi 

nasabah 

terhadap 

perbankan 

syariah 

Interaksi dengan 

pegawai bank lebih 

sering, karena 

seluaruh transaksi 

harus dilakukan 

melalui staf 

perbankan. 

Interaksi terhadap 

pegawai 

perbankan lebih 

jarang dan hampir 

semua transaksi 

bisa dilakukan 

secara digital 

Sumber data: Penulis, 2023 

Perbankan syariah sebagai manifestasi dari implementasi 

sistem ekonomi Islam membutuhkan sikap yang responsif 
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terhadap perkembangan teknologi. Selain tantangan terhadap 

pemenuhan prinsip syariah, transformasi digital juga membawa 

tantangan yag lebih kompleks bagi perkembangan perbankan 

syariah (Siska, 2022). Untuk itu mitigasi peluang dan tantangan 

yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di era disrupsi 

teknologi harus dimonitoring terus menerus.   

Peluang dan Tantangan Transformasi Digital Perbankan 

Syariah  

Digitalisasi pada bisnis perbankan syariah telah merubah 

banyak tatanan baik dari sisi internal maupun eksternal per-

bankan. Meski digitalisasi secara singkat menunjukkan banyak 

sekali dampak yang positif, namun disisi lain juga ada beberapa 

tantangan yang lebih berat lagi untuk dihadapi perbankan syariah 

(Laldin & Djafri, 2019; Sutikno et al., 2022). Pada bagian ini 

akan dipaparkan peluang dan juga tantangan yang dihadapi oleh 

perbankan syariah selama memasuki era digital. 

Adapaun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan 

syariah melalui transformasi digital yaitu:  

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan 

layanan perbankan syariah. Teknologi digital memudahkan 

perbankan syariah dalam hal promosi maupun operasional, 

sehingga manfaat ini secara tidak langsung juga dapat 

membantu perbankan syariah meningkatkan literasi dan 

inklusi masyarakat terhadap perbankan syariah. Disamping 

itu, persaingan pasar yang semakin ketat mengharuskan 

setiap lembaga keuangan syariah berlomba-lomba menawar-

kan bagi hasil yang menarik (Rahmayati, 2021). Ketika 

perbankan syariah mampu menawarkan imbal hasil yang 

lebih besar dari pada lembaga keuangan syariah yang lain, 

maka minat masyarakat terhadap perbankan syariah akan 
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semakin besar. Transformasi digital juga membuat biaya 

operasional diperbankan menjadi lebih terjangkau.  

2. OJK sebagai regulator, evaluator, sekaligus protector di 

bidang keuangan syariah memainkan peran penting dalam 

menjamin keamanan dan kenyaman dalam bertransaksi di 

perbankan syariah. Atas peran tersebut maka OJK memiliki 

peluang besar dalam membangun sistem keamanan siber 

yang tangguh. Sehingga kejahatan berbasis siber bisa 

diminalisir. 

Selain peluang diatas, transformasi digital pada perbankan 

syariah juga dihadapkan oleh beberapan tantangan, diantaranya 

yaitu: 

a. Transformasi digital yang tidak disertai dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dapat melemahkan fungsi 

kelembagaan pada perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen maka 

diterbitkan POJK nomor 77 tahun 2016. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari praktik shadow banking dengan model 

P2P lending. Yakni pemanfaatan fintech sebagai pemberi 

pinjaman dan dicatat dalam neraca. 

b. Tren globalisasi mendorong pasar semakin terbuka dan tidak 

ada batasan antar negara. Konsekuensinya model fintech 

semakin beragam dan bersaing dengan sangat ketat. Salah 

satu dampak negatif dari globalisasi adalah pemanfaatan big 

data sebagai alat untuk melumpuhkan persaingan antar aktor 

usaha. Big data sangat berperan dalam menjelaskan tren 

pasar di masa yang akan datang. Sehingga, Institusi yang 

mampu menguasai big data sangat mudah untuk mem-

prediksi tren pasar dan mengoptimalkan proses bisnis 

mereka.  

c. Tantangan selanjutnya adalah kejahatan berbasis siber. 

Serangan hacker harus diperhatikan. Karena prinsip 
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perbankan syariah pada dasarnya adalah menyediakan sarana 

transaksi yang aman dan nyaman. Mitigasi risiko terhadap 

kejahatan siber perlu dilakukan sejak dini. Misalnya mitigasi 

terhadap risiko efek simultas dari pengaruh global dan 

kejahatan siber. Dengan demikian regulasi nasional maupun 

internasional yang ketat perlu sekali untuk dikembangkan.  

d. Kondisi perekonomian yang belum stabil juga perlu menjadi 

perhatian perbankan syariah dalam hal penyaluran 

pembiayaan. Banyak NPF perbankan syariah yang 

meningkat secara signifikan akibat mitigasi terhadap 

penyaluran pembiyaann tidak dilakukan dengan hati-hati. 
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Pendahuluan 

Saat ini, penggunaan digital dan media sosial oleh masyarakat 

Indonesia bukanlah hal yang baru, sehingga tidak heran 

perangkat teknologi ataupun alat komunikasi lainnya menjadi 

kebutuhan primer. Hal itu disebabkan oleh kemudahan akses 

komunikasi, informasi, serta transaksi keuangan dan bisnis. 

Berdasarkan data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 

2021, sebanyak 62,10 % populasi masyarakat di Indonesia telah 

mengakses internet dan sebanyak 90,54% rumah tangga di 

Indonesia telah memiliki atau menguasai minimal satu nomor 

telepon Seluler (BPS, 2021). Melihat fenomena tersebut, 

digitalisasi akan memiliki dampak yang luas bagi kemajuan dan 

keberlanjutan ekonomi dan keuangan Islam baik secara nasional 

maupun global. Terlebih pemanfaatan digital meningkat pesat 

tatkala pandemi yang terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk 

Indonesia. 

Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mengakibatkan 

masyarakat menggunakan teknologi informasi, komputer dan 

internet untuk menjalankan aktivitas, seperti pembelian makanan 

secara online dan melakukan transaksi perdagangan secara online 

serta potensi industri keuangan Islam berbasis perusahaan fintech 

mailto:nurulrahmah@staialbahjah.ac.id1
mailto:herukurniawan@staialbahjah.ac.id
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(finansial Technology) atau teknologi keuangan di Indonesia 

cukup terbuka. Oleh karenanya, Perkembangan teknologi dan 

digitalisasi tentunya sudah memberikan banyak perubahan, dalam 

gaya hidup bermasyarakat tidak terkecuali dalam melakukan 

aspek muamalah (KNEKS, 2022). 

Pembahasan  

Perkembangan Lembaga Keuangan Islam Di Era Digital 

Lembaga Keuangan Islam (LKS) mengalami perkembangan 

yang pesat dimulai pada munculnya UU No. 7 Tahun 1992 yang 

mengatur tentang lembaga keuangan Islam, yaitu perbankan 

Islam dimana saat itu masih berbentuk perkreditan Islam. 

Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan undang-undang melalui 

UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan Islam yang makin memperkuat landasan dibentuk nya 

lembaga keuangan Islam. Lembaga   Keuangan   Islam   adalah 

suatu badan usaha yang berprinsip syariah dalam kegiatan 

perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  

oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  

fatwa (Zahra, 2022), dimana keuangan Islam merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang memiliki pertumbuhan tercepat. 

Penggunaan teknologi mengalami perkembangan menyebab-

kan munculnya era digitalisasi yang memberikan kemudahan 

bagi seluruh sektor, tidak terkecuali pada sektor keuangan Islam. 

Hal tersebut terlihat dari aktivitas transaksi yang terus menerus 

dilakukan oleh masyarakat. Sektor perbankan Islam dan pasar 

modal adalah salah satu lembaga keuangan bank yang tak luput 

dari digitalisasi. Transformasi digitalisasi perbankan Islam se-

makin diperkuat oleh adanya pandemi Covid-19 yang membatasi 

aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis dan 

sebagai wujud kepuasan layanan kepada pengguna. Berdasarkan 

survei yang dilakukan Islamic Financial Services Board (IFSB), 
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sebanyak 77% perbankan Islam di Indonesia mengindikasikan 

peningkatan proses transformasi digital dan sebanyak 3% baru 

berencana untuk memulai digitalisasi (Zahra, 2022). Sehingga 

kolabolasi teknologi dan Fintech (finansial Technology) menjadi 

sebuah keharusan agar keuangan Islam dapat bertahan.  

Kemunculan Fintech (finansial Technology) adalah solusi 

bagi kemudahan transaksi keuangan yang praktis, efisien, dan 

efektif, serta mampu menjadi sarana akses modal keuangan yang 

mudah bagi pelaku UMKM, khusunya usaha mikro, seperti 

mengajukan pembiayaan dan akses produk keuangan lainnya 

yang memungkinkan dari jarak jauh. Bank Indonesia men-

definisikan fintech (finansial Technology)sebagai hasil gabungan 

antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah 

model bisnis dari konvensional menjadi moderat (Komite 

Nasional Keuangan Islam, 2018) 

Asosiasi  Financial  Technology Indonesia (AFI) yang men-

yatakan bahwa   sebanyak   63,9  % pelaku   usaha fintech  telah  

terkoneksi  dengan  bank  melalui Application Programming 

Interface (Nurzianti, 2021). Transformasi lembaga keuangan 

kearah digital bukan hanya terjadi di lembaga keuangan bank, 

akan tetapi juga di lembaga keuangan non bank, seperti pera-

suransian Islam  (Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Islam, Perusahaan   

Asuransi Umum Islam, dan Perusahaan Reasuransi  Islam), 

Perusahaan Pembiayaan Islam, Perusahaan Modal Ventura    

Islam, Perusahaan  Pembiayaan Infrastruktur  Islam,  Dana  

Pensiun  Islam, dan lembaga keuangan mikro, dan lembaga non 

bank lainnya. 
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Gambar 1. Pertumbuhan Transaksi digital di Indonesia 

Sumber: Komite Nasional Keuangan Islam, 2018s 

   

Berdasarkan gambar 1. perkembangan lembaga keuangan 

Islam yang bervariasi dan memiliki pertumbuhan yang cepat 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan 

bank dan non bank yang berprinsip Islam, memiliki potensi peran 

yang besar untuk untuk menopang perekonomian nasional, 

sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat, mengembangkan 

potensi ekonomi, dan pemerataan ekonomi (Risfandy et al., 

2023). 

Keuangan Digital Perspektif Islam 

Perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat 

dicegah seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 

instan di sektor jasa. Lembaga keuangan sebagai supply jasa 

tentunya akan mengutamakan kenyamanan serta kemudahan para 

konsumenya (Narastri, 2020). Pengetahuan masyarakat yang 

didukung dengan teknologi informasi meningkatkan pemahaman 

tentang keuangan digital dari mulai cara penggunaan hingga 

manfaat yang didapatkan. Hal ini menjadikan literasi keuangan 

menjadi bagian penting dalam mengatur tata cara penggunaan 

https://ikhac.ac.id/e-journal/index.php/iijse/article/view/513
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uang digital (Munthasar & Hasnita, 2021). Uang dalam literatur 

fiqih dinamkan Naqd, yang dalam pengertian para ulama fiqih, 

Naqd adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran yang 

diterima secara umum, apapun bentuknya dan dalam kondisi 

apapun media tersebut, selama disepakati dan dapat diterima oleh 

semua orang. Menurut Muhammad Rawas Qal'ah, Naqd adalah 

sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik 

terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan 

lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang 

otodtas. (DSN MUI, 2017).Islam memandang uang digital 

sebagai salah satu alat pembayaran yang sah jika memenuhi 

ketentuan sebagaimana yang di tuangkan dalam fatwa DSN MUI 

NO: 116/DSN-MUI/IX/2017. Salah satu ketentunya adalah 

nominal uang digital harus sesuai dengan jumlah uang yang 

disimpan di lembaga penerbit uang digital. (Hasan, 2018). 

Otoritas keuangan Sentral di Indonesia telah mengeluarkan izin 

uang elektronik pada tahun 2018 melalui peraturan Bank I 

ndonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang kemudian diikuti dengan 

keluarnya Fatwa Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia 

NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan ber-

basis teknologi informasi berdasarkan prinsip Islam, tentunya 

dengan keluarnya izin oprasional dari bank sentral terkait ijin 

lembaga keuangan digital maka untuk tetep menjaga ke halalan 

transaksi bagi muslim khususnya DSN MUI megeluarkan fatwa 

no 117 tahun 2028. (Hamin, 2020).  

Uang elektronik pada intinya adalah sama dengan uang pada 

umumnya, dengan fungsi dan tujuan yang sama yakni untuk 

bertransaksi, perbedaan terletak pada wujud yang dipegang oleh 

pengguna, uang elektronik cenderung mudah dibawa dalam 

jumlah besar sedang uang pada umumnya cenderung membutuh-

kan tempat unutk dibawa terutama dalam jumlah besar, tentunya 

anatara bentuk uang ini memiliki kelebihan dan kekuantan 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/10458
https://dsnmui.or.id/uang-elektronik-syariah/
http://journal.uinsi.ac.id/index.php/el-Buhuth/article/view/1199
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/225
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masing masing, seperti halnya uang pada umunya lebih mudah 

digunakan dalam transaksi di pasar rakyat karena tidak semua 

penjual di pasar rakyat menggunakan uang digital, begitupula 

dengan uang digital yang sulit di gunakan jika media yang kita 

gunakan seperti halnya Handhone tidak terdapat sinyal atau 

internet ( Anam, 2018) 

Uang digital dalam perspektif Islam telah diatur oleh fatwa 

DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dimana MUI 

memperbolehkan uang digital sebagai transaksi dengan ketentuan 

pengguna harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada 

lembaga keuangan atau penerbit uang digital yang kemudian 

terintegrasi antara penerbit, otoritas sentral dan pengguna. 

Sebagai catatan uang yang disetor bukalah titipan sebagaimana 

dalam undang-undang perbankan melainkan digunakan untuk 

melakukan transaksi jual beli termasuk untuk pembayaran zakat, 

infaq dan sedekah (fariz & Darisman at all. 2023). Dalam 

penerapanya uang digital harus terhindar dari segala jenis 

transaksi yang diharamkan  seperti hal nya riba, gharar, maysir, 

tadlis, risywah dan israf , selain itu dalam pelaksanaan dan 

produk baru berbasis digital harus mengacu kepada tujuan utama 

syariah yaitu maqashid Syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019). 

Adapun untuk  akad yang digunakan dengan pengelola adalah 

akad wadiah dimana uang tersebut tidak dapat digunakan untuk 

investasi Kembali tanpa seijin pemilik, jika pengelola meng-

investasikan dana tersebut maka akad berubah menjadi Qard, 

namun pada umumnya uang digital dapat dilaksanakan dengan 

beberapa jenis akad diantaranya akad wadi’ah, akad wadiah ini 

diperuntukan bagi pengguna yang bertujuan hanya untuk 

menyimpan dan bertransaksi, akad qard adalah akad yang 

bertujuan meminjamkan kepada pengelola untuk kemudian 

dikembalikan berdasarkan kesepakatan, akad Ju’alah merupakan 

akad yang digunakan untuk memberikan upah atas jasanya 

https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/24
https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4521
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kepada pengelola uang digital serta akad lainya seperti ijarah dan 

wakalah bil-ujrah. Hal tidak kalah penting adalah setiap peng-

elolaanya diawasi oleh otoritas pusat dan tidak melanggar 

prinsip-prinsip Islam selain itu jumlah nominal uang digital 

haruslah sama dengan jumlah uang yang dititipkan di lembaga 

keuangan (Solihah, 2014) 

Peran Dan Manfaat Keuangan Islam di Era Ekonomi 

Digital Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia 

Digitalisasi ekonomi pada era sekarang memberikan banyak 

kemudahan bagi kegiatan perekonomian Indonesia, seperti 

halnya mempermudah transaksi dalam segala jenis usaha untuk 

meningkatkan hasil produksi berskala nasional dan memudahkan 

alat pembayaran.  Dibalik segala kemudahan yang diperoleh, 

penggunaan digital pun memiliki dampak negatif, seperti efeiensi 

yang dihasilkan oleh digitalisasi, pelayanan yang menyebabkan 

tingkat penyerapan tenaga kerja menurun, meningkatnya 

penipuan serta peretasan dan plagiarisme yang semakin banyak. 

(Aysa, 2021).  

Peran ekonomi Islam dalam mengatur sistem keuangan di era 

digital mencakup dua aspek, yakni digitalisasi ekonomi mikro 

dan digitalisasi makro. Konsep keuangan mikro khususnya mikro 

Islam telah memerintahkan manusia untuk terus melakukan 

inovasi karena Allah telah menjadikan siang sebagai penerang 

bagi umat manusia untuk berinovasi dalam setiap aktivitas eko-

nomi agar manusia dapat menghitung segala kebutuhan dari masa 

kemasa. Hal ini tentunya selalu berpijak terhadap prinsip dasar 

bisnis Islam yang selalu berpijak terhadap nilai-nilai ruhiyah, 

memiliki pemahaham yang jelas terhadap bisnis halal dan haram, 

memastikan pengapliksian yang dilakukan benar secara syariah 

dan berorentasi pada dunia dan akhirat (Muhammad, 2022). 

https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/9430
https://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1963
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29686
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Konsep makro ekonomi Islam memberikan cara bagi sebuah 

negara dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, dalam 

prinsip dasar ekonomi Islam, penggunaan sumber ekonomi baik 

secara tradisional maupun digital haruslah mengutamakan prinsip 

ketauhidan yanng berarti penggunaan teknologi semata-mata 

mempermudah masyarakat dalam beribadah kepada Tuhan nya, 

prinsip keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen 

masyarakat, prinsip Amanah yang berakti seluruh pelaksanaan 

ekonomi diera digital haruslah dijaga dengan baik agar tidak 

merugikan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada 

rakyat, dan prinsip transparansi, dimana era digital haruslah 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses 

informasi serta memberikan kesempatan yang sama untuk 

mencapai kebaikan. Peran digital bagi ekonomi sebuah negara 

memberikan pengaruh positif dimana transaksi yang terjadi lebih 

cepat sehingga meningkatkan pendapatan nasonal (Nagri, 

2021).Peran ekonomi syari‟ah terhadap kemajuan ekonomi 

Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan 

Islam (LKS) di Indonesia yang begitu pesat.  

Cerminan peran ekonomi Islam adalah lembaga keuangan 

Islam baik bank maupun non-bank yang berperan dalam 

mensejahterakan rakyatnya. Hal itu tercermin dari konsep akad 

yang digunakan serta aturan-aturan yang memberikan keadilan, 

sebagai contoh ekonomi Islam tidak mematok keuntungan 

terhadap nasabah/konsumen tentang bagi hasil, sehingga dise-

suaikan dengan keadaan nasabah/konsumen guna berproduksi 

dalam memperbaiki ekonomi rumah tangga.  Semakin besar 

lembaga keuangan Islamnya, maka semakin besar manfaat eko-

nomi yang dapat diberikan. (Fitria, 2016). Lembaga keuangan 

Islam di era digital mempunyai peran penting dalam per-

ekonomian Indonesia yaitu memfasilitasi permodalan industry 

UMKM halal. Memberikan akses seluas-luasnya terhadap pelaku 

https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/view/25
https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/view/25
https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3/3
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bisnis dari semua kalangan. Melayani transaksi besar bertaraf 

global. Tentunya peran tersebut akan terwujud dengan dukungan 

pihak ketiga dalam hal ini adalah masyarakat, dimana masyarakat 

sebagai investor terbesar bagi pembangunan nasional dan 

lembaga keuangan Islam sebagai lembaga intermediasinya. 

Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk 

lembaga keuangan Islam, maka semakin besar kontribusi 

ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi negara dilihat 

dari pertumbuhan pembangunan di sektor rill serta kesejahteraan 

rakyatnya (Hasyim, 2016) dan tak lupa untuk terus 

memperbaharui pemanfaatan teknologi masa kini. 

Peluang dan Tantangan Keuangan Islam Pada Era Digital 

Proses digitalisasi ekonomi bermula dengan munculnya 

pandemi covid-19 yang menjadikan kegiatan bisnis dilakukan 

secara online melalui platform atau e-commerce (Kusuma & 

Diyana, 2021). Pada sektor keuangan, digitalisasi merupakan 

sebuah pengembangan untuk metode kerja, ruang lingkup kerja 

dan lingkuangan kerja (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Sehingga, 

proses komputerisasi memanfaatkan teknologi menjadikan 

Masyarakat yang memiliki daya beli barang tinggi semakin 

mudah melakukan transaksi dari jarak jauh. Menurut (Komite 

Nasional Keuangan Syariah, 2018)Pasar ekonomi digital secara 

global mencapai USD 1,9 triliun atau sekitar Rp 27.550 triliun 

pada tahun 2014 yang dihitung dari transaksi e-commerce dan 

belanja digital advertising.  

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (2018), aktivitas 

ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia, antara lain 

mencari harga 45,14%, membantu pekerjaan 41,04%, informasi 

membeli 37,82%, membeli secara online 32,19%, mencari kerja 

26,19% melakukan transaksi perbankan 17,04% dan perdagangan 

online sebesar 16,83% (Komite Nasional Keuangan Syariah, 

https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/1344
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2018). Meningkatnya transaksi bisnis online sangat 

memungkinkan lembaga keuangan Islam sebagai solusi alternatif 

yang efektif dan efisien dan tidak kalah bersaing dari keuangan 

konvensional. Keuangan Islam harus terus mengembangkan 

inovasi baru dengan membuat memberikan  pelayanan  yang 

terbaik , salah satunya menggunakan aplikasi berbasis digital 

yang aman, cepat, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan 

pengguna. Keamanan adalah hal yang paling utama untuk 

diperhatikan, mengingat banyak peretas dan kasus penipuan yang 

terjadi mengatasnamakan lembaga keuangan dan pencurian data 

nasabah untuk disalahgunakan.  
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Pendahuluan 

Industri keuangan Islam merupakan pendatang baru di dunia 

keuangan. Industri ini beroperasi sesuai dengan Syariah Islam. 

Prinsip ini tentunya berbeda dengan prinsip operasi industri 

keuangan konvensional yang dipraktikkan secara tradisional di 

Barat dan sudah lebih lama dikembangkan. Hal ini menimbulkan 

kebutuhan untuk mengembangkan instrumen dan layanan 

keuangan yang tepat untuk industri keuangan Islam. Tantangan 

utama yang dihadapi industri ini adalah bagaimana industri 

keuangan ini dapat mempertahankan keunggulannya dalam 

menyediakan layanan, memperluas cakupan kegiatan keuangan-

nya, dan memanfaatkan perkembangan pasar keuangan secara 

menguntungkan tentunya dengan landasan Syariah Islam. 

Lembaga keuangan Islam dapat mencapai keunggulan 

kompetitif melalui proses inovasi strategis yang membutuhkan 

pengembangan beberapa pengetahuan dan kemampuan baru. 

Mengingat pertumbuhan permintaan akan layanan dan produk 

perbankan Islam di kalangan nasabah bank, terdapat perdebatan 

yang berkembang dan sudut pandang yang berbeda tentang 

sifatnya, dan sejauh mana produk tersebut berbeda dari produk 

yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Beberapa 

produk syariah sulit dibedakan dengan yang disediakan oleh 
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lembaga konvensional. Ketidakjelasan atau kebingungan tentang 

apa yang Islami dan apa yang tidak, disebabkan oleh praktik 

beberapa bank yang terlibat dalam apa yang mereka anggap 

sebagai operasi Islami, padahal kenyataannya, mereka tidak 

Islami. Itu adalah bentuk penghindaran transaksi bunga atau riba, 

yang disebut oleh para cendekiawan Islam trik rabawiyya. 

Produk semacam itu lebih dekat dengan produk konvensional dan 

berbeda dari transaksi Islami yang telah dianggap sesuai dengan 

Syariah. Oleh karena itu, beberapa operasi saat ini yang 

disediakan bersifat Islami dapat dianggap non-Islami dan lebih 

dekat dengan produk konvensional. Perubahan nama atau judul 

atau sebutan untuk produk tersebut tidak mengubah sifat dan 

unsur pembeda antara yang Islami dan konvensional (Hafeth, 

2006; Middle East Economic Digest, 2007; International 

Financial Law Review, 2004). 

Masalah untuk menentukan dengan jelas produk Islam 

diperparah oleh interpretasi para ulama tentang Syariah, dan oleh 

karena itu, keputusan (fatwa) yang tidak jelas, dan perbedaan 

yang dihasilkan dari konsensus ulama Islam. Hal ini dapat 

menimbulkan pertanyaan tentang sertifikasi syariah dan 

autentikasi produk perbankan syariah. Seseorang tidak dapat 

mengesampingkan adanya kesamaan sebagian atau tidak lengkap 

antara produk Islam dan konvensional, karena itu bukan prasyarat 

bahwa operasi Syariah sepenuhnya atau 100 persen berbeda dari 

produk konvensional. Namun, ada perbedaan yang jelas antara 

produk-produk ini dalam bentuk dan substansi, dan hasil yang 

dihasilkan. 

Oleh karena itu bank syariah harus mengembangkan produk 

untuk mencapai tujuan syariah, dan pada saat yang sama 

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kritik terhadap 

konsep keuangan Islam tidak melihat adanya perbedaan antara 

ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dan jika ada, itu 
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bersifat artifisial dan tidak substantif sama sekali (Hafeth, 2006; 

Al Yasseen, 2007). Akibatnya, mayoritas nasabah produk syariah 

yakin bahwa produk syariah serupa dengan produk bank lainnya, 

dan karenanya, memisahkan operasi syariah dari non-Islam tidak 

realistis. Hal ini dapat mengakibatkan penyediaan layanan dan 

produk perbankan yang substansinya tidak Islami, di mana ada 

kebutuhan yang benar dan tulus untuk mengIslamkan operasi ini. 

Operasi semacam itu mengakibatkan kebingungan bagi pelang-

gan produk keuangan syariah, yang pada akhirnya akan 

mengarah pada penghindaran produk syariah dalam bentuk final, 

jika operasi semacam itu terus dilakukan di masa depan. Meng-

ingat penerimaan koeksistensi sistem Islam dan konvensional di 

bidang keuangan, beberapa ekonom Islam menyarankan bahwa 

bank konvensional tidak boleh menyediakan produk Islam untuk 

mencegah penghapusan sifat khas produk keuangan Islam (Al 

Alaywi, 2006; Tomlinson, 2007). 

Industri keuangan syariah awalnya memulai operasinya 

dalam bentuk bank syariah pada tahun 1970-an dan 1980-an, 

ketika memiliki akses ke kumpulan modal yang besar. Saat itu, 

pihaknya belum melihat perlunya mengembangkan instrumen 

keuangan untuk menarik dana, dan mengelola instrumen yang 

dianggap memadai dan menguntungkan. Namun pada tahun 

1990-an, sejumlah besar lembaga keuangan non-bank didirikan 

pada Kuwait, dan mengakibatkan persaingan yang kuat untuk 

mendapatkan dana. Hasil yang dihadapi lembaga keuangan Islam 

adalah kebutuhan untuk meminjam dana dari basis pasokan 

modal yang terbatas. 

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang unik, 

terutama dari aspek intelektual dan cara menangani masalah dan 

harapan masyarakat. Proyek investasi dianggap sebagai cara 

hidup, dan sarana untuk mengembangkan kemampuan masya-

rakat, memaksimalkan produksi, dan mencapai rencana 



 

142 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

pembangunan. Hal ini terlihat dari keragaman dan keragaman 

bentuk transaksi yang digunakan dalam berbagai produk dan 

layanan yang disediakan oleh lembaga Islam (Ameen, 2005; 

Zaher dan Hassan, 2001). Keuangan Islam menyediakan blok 

bangunan dasar yang dapat digunakan untuk membangun instru-

men yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan likuiditas dan 

menawarkan alat manajemen risiko. Beberapa contoh termasuk 

sekuritisasi aset dan transaksi swap yang sesuai dengan prinsip 

Islam. Inovasi dianggap signifikan dalam industri keuangan 

Islam. Industri keuangan syariah dapat mengembangkan ins-

trumen keuangan untuk pendanaan murah, yang menunjukkan 

kemampuan lembaga tersebut untuk berkembang dan berinovasi 

(El-Gamal, 2006; Chiu dan Newberger, 2005, 2006; Martin, 

2006).  

Dalam beberapa tahun terakhir, dana investasi Islam telah 

berkembang pesat di negara-negara Teluk dan Malaysia. Di 

antara berbagai kategori adalah dana ekuitas, dana real estat dan 

properti, dana Morabaha, dana komoditas, dan dana leasing. 

Serangkaian instrumen Islam juga digunakan di beberapa negara 

untuk mendanai proyek pemerintah tertentu dan untuk pengadaan 

barang dan jasa. Meluncurkan dana syariah mungkin merupakan 

cara yang efektif untuk bersaing dengan bank konvensional asing 

dan domestik (Hassoune, 2004). Pasar hutang Islam  baik asing 

maupun domestik  telah menjadi segmen keuangan Islam yang 

tumbuh paling cepat. Di Malaysia, misalnya, sekuritas syariah 

menyumbang 42% dari total surat utang swasta yang beredar 

pada akhir tahun 2004, dan sekuritas syariah menyumbang 25% 

dari total obligasi yang beredar (El Qorchi, 2005). 

Inovasi Instrumen Keuangan Syariah 

Beberapa instrumen keuangan telah dikembangkan dan 

dianggap sebagai inovasi dalam keuangan Islam. Commerce 
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International Merchant Bankers Berhad Islamic's Islamic profit 

rate swap, versi pertukaran suku bunga yang sesuai Syariah, 

dianggap sebagai inovasi dalam keuangan Islam. Itu tidak berasal 

dari perdagangan pertukaran suku bunga melainkan dari 

perdagangan aset riil. Selain itu, dihimpun dari beberapa sumber, 

inovasi instrumen keuangan Syariah yang lain diantaranya: 

1. Sukuk 

Perkembangan lain di bidang instrumen keuangan Islam 

adalah bentuk utang baru; Sukuk Islam, dalam keragaman dan 

kemampuannya menyediakan dana. Ini adalah obligasi Islami 

yang bertindak seperti obligasi biasa tetapi mematuhi aturan 

Syariah. Risiko mereka mirip dengan obligasi; mereka meng-

andalkan kesehatan keuangan penerbit. Sukuk adalah sertifikat 

investasi Islami, di mana setiap pemegangnya memiliki kepen-

tingan kepemilikan manfaat yang tidak terbagi dalam aset dasar. 

Akibatnya, pemegang Sukuk berhak untuk berbagi pendapatan 

yang dihasilkan dari aset tersebut, serta berhak untuk berbagi 

hasil realisasinya. Mereka dapat dianggap sebagai alat pembang-

unan dan bukan instrumen keuangan (Box, 2005).  

Sukuk dapat dianggap sebagai solusi ideal atas terbatasnya 

ketersediaan instrumen keuangan syariah di pasar lokal, di mana 

terdapat konsentrasi pada investasi Ijarah, Murabahah, dan 

Wakalah, selain sekuritisasi yang dianggap kontroversial oleh 

tokoh agama. Sukuk syariah dapat menjadi solusi ideal dalam 

mengembangkan pasar instrumen keuangan yang terintegrasi 

dengan berbagai tingkat risiko untuk memenuhi kebutuhan 

investor. Sukuk syariah akan meningkatkan kemampuan pasar 

untuk tumbuh, karena pertumbuhannya tidak tergantung pada 

ukuran institusi dan kemampuannya untuk meminjam, tetapi 

pada kemampuannya untuk menerbitkan Sukuk yang dihasilkan 

dari sekuritisasi aset. Mengizinkan lembaga untuk menerbitkan 

Sukuk akan meningkatkan pengembalian keuangan mereka, 
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prospek pertumbuhan, dan menyebarkan risiko yang dihasilkan 

dari pinjaman lembaga dari sejumlah besar investor: mereka yang 

menerbitkan Sukuk, dan tidak membiarkannya ditanggung oleh 

bank. Dengan kata lain, akan meningkatkan peringkat kredit 

lembaga yang menerbitkan Sukuk dan bank yang membiayainya. 

Bank syariah menerbitkan Sukuk sebagai mekanisme untuk 

memobilisasi tabungan, dan penerbitannya dapat didiversifikasi 

dan diperluas untuk memanfaatkan peluang yang ada pada 

instrumen pasar keuangan ini. Namun, pertumbuhan instrumen 

Sukuk hanya akan tercapai jika likuiditas tersedia bagi para 

pemegangnya. Sukuk akan mendukung aktivitas bank syariah, 

karena dianggap sebagai instrumen yang dapat diterima dari 

sudut pandang Syariah untuk menginvestasikan dana likuid, 

mencapai pengembalian, dan menurunkan risiko.  Penggunaan 

Sukuk sebagai instrumen keuangan dengan berbagai kemampuan 

cocok untuk berbagai aspek kinerja ekonomi dalam skala 

internasional. Beberapa keuntungan utama Sukuk adalah meni-

ngkatkan modal yang tersedia untuk mengembangkan proyek 

ekonomi besar, mengendalikan likuiditas, menggunakan dana 

secara optimal, dan meningkatkan ukuran pasar modal bagi 

investor (Box, 2005). 

Beberapa indeks dikembangkan untuk mengukur kinerja 

mereka di pasar keuangan. Indeks Pasar Islam Dow Jones dan 

Indeks Sukuk Dow Jones Citigroup mengukur kinerja Sukuk. Di 

Kuwait, Al Madar Finance Company mengembangkan Seri 

Indeks yang Kompatibel dengan Syariah; serangkaian 12 indeks 

yang sesuai dengan Syariah untuk pasar ekuitas Kuwait. 

2. Pasar Modal Islam  

Munculnya pasar modal Islam berakar pada penerbitan 

Sukuk perdana pemerintah Malaysia pada tahun 2002. Sejak 

tahun 2002, pasar telah tumbuh secara eksponensial dan ukuran 

pasar ini diperkirakan sekitar $8 miliar. Yang lain memper-
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kirakannya mencapai $15 miliar secara global (Box, 2005; El 

Qorchi, 2005). Pemerintah Malaysia, Qatar, Pakistan, Bahrain 

dan Negara Bagian Saxony-Anhalt Jerman (penerbit Sukuk non-

Islam pertama) telah memanfaatkan pasar ini. Baru-baru ini, 

sejumlah korporasi di Gulf Cooperation Council telah mulai 

memasuki pasar Sukuk (lihat Tabel I–masalah Sukuk). Seiring 

dengan meningkatnya infrastruktur keuangan dan pendidikan di 

wilayah tersebut dan kumpulan aset yang cocok untuk sekuri-

tisasi berkembang, seperti aset pembiayaan konsumen, pelaku 

pasar mencari struktur transaksi sekuritisasi yang tidak dijamin, 

non-recourse, sesuai Syariah (Box, 2005).  

Sukuk memiliki nilai tambah melalui pembentukan pasar 

sekunder yang baru dan dinamis, menyediakan sumber dana 

jangka panjang, mengurangi beban pengelolaan aset likuid, dan 

menghasilkan imbal hasil yang lebih menarik daripada deposito 

bank, dan memungkinkan untuk digunakan sebagai hipotek bila 

diperlukan. Sukuk dapat memenuhi persyaratan keuangan dan 

kebutuhan proyek yang direncanakan di kawasan Teluk dalam 

lima tahun ke depan, sebesar $1 triliun, dengan pembiayaan saat 

ini sebesar $800 miliar. Rumah Keuangan Kuwait berpartisipasi 

sebagai manajer utama dan peserta dalam beberapa penerbitan 

Sukuk senilai $2,8 miliar dalam proyek-proyek besar di Kuwait, 

kawasan dan seluruh dunia.  

3. Dana pensiun syariah  

Inovasi layanan keuangan lainnya diperkenalkan oleh 

HSBC, yang menjadi UK bank pertama yang menawarkan dana 

pensiun yang memenuhi persyaratan Syariah. Dana Pensiun 

HSBC Life Amanah adalah tambahan terbaru untuk portofolio 

produk yang ditawarkan oleh HSBC Amanah Finance, divisi 

layanan keuangan Islam global Grup, didirikan pada tahun 1998 

untuk memberikan alternatif Islam untuk perbankan konven-

sional (HSBC, 2004).  
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4. Sekuritisasi 

Inovasi keuangan telah mengubah bisnis perbankan. 

Kecenderungan yang paling terlihat adalah kecenderungan dalam 

proses pemberian pinjaman adalah gerakan ke arah sekuritisasi 

dan aktivitas berbasis biaya (Kwan, 2001). Sekuritisasi adalah 

metode pembiayaan yang diadaptasi untuk mematuhi hukum 

Islam. Bankir, pengacara, dan regulator sekarang menginvestasi-

kan sumber daya yang cukup besar dalam pengembangan pasar 

modal Islam. 

Fokus khusus adalah pada area di mana sebagian besar 

pelaku pasar percaya bahwa tahap pengembangan selanjutnya 

adalah pengembangan pasar sekuritisasi syariah. Pasar sekuri-

tisasi memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan diperkirakan 

akan tumbuh dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tujuan dari 

layanan sekuritisasi adalah untuk menyediakan perusahaan 

dengan layanan keuangan yang off balance sheet dengan biaya 

lebih rendah daripada yang disediakan oleh sumber lain di pasar. 

Ini pada akhirnya akan menurunkan beban pada neraca 

perusahaan. Layanan seperti itu akan menghasilkan pengem-

balian yang lebih tinggi, dan risiko yang lebih rendah akibat 

jaminan tambahan kepada investor (Box, 2005).  

Contoh peluang sekuritisasi di dunia Muslim adalah di pasar 

modal Arab Saudi yang mengembangkan transaksi Caravan I, 

sekuritisasi pembiayaan kendaraan yang sesuai Syariah. Contoh 

lain adalah di UEA di mana Barclays Bank mengatur masalah 

sekuritisasi yang didukung oleh pembayaran di bawah 

pengaturan keuangan real estat dan sewa jangka panjang sehu-

bungan dengan properti yang berlokasi di salah satu Pengem-

bangan Dubai Palm. Contoh lain dalam sekuritisasi adalah di 

Qatar, Indonesia, dan Malaysia (International Financial Law 

Review, 2005) 
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Kesempatan dan Tantangan Inovasi Instrumen Keuangan 

Syariah 

Terlepas dari inovasi dan pengembangan instrumen 

keuangan ini, dan pertumbuhan permintaan instrumen tersebut, 

masih ada beberapa masalah utama, sudut pandang yang berbeda, 

dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan Islam. Muncul 

pertanyaan tentang sifat produk keuangan Islam dan sejauh mana 

mereka berbeda dari produk dan layanan yang disediakan oleh 

bank konvensional. Masalah utama adalah mengembangkan 

operasi bank dan lembaga keuangan Islam yang sesuai dengan 

Syariah. Beroperasi menurut syariah merupakan wilayah yang 

menjanjikan dan menguntungkan, namun tidak terlayani secara 

memadai. Selain itu, globalisasi memiliki dampak yang besar 

pada penyebarannya. Namun, tantangannya adalah mengembang-

kan produk yang sesuai dengan Syariah. Pengawasan syariah 

berperan besar dalam perkembangan bank dan institusi syariah. 

Perannya sangat penting dalam mendirikan bank dan lembaga 

dan mengendalikan operasi mereka dengan menerapkan Syariah 

Islam, mendukung transformasi bank tradisional ke lembaga 

Islam, dan memberikan kepercayaan dan kredibilitas dalam 

operasi lembaga-lembaga ini dengan pelanggan mereka. 

Memberikan solusi Islam yang inovatif untuk masalah keuangan 

sebagai landasan Islam, mulai dari kebutuhan finansial dan 

mengembangkan solusi pendanaan yang tepat (Boodai, 2006).  

Pengelolaan Manajemen Lembaga Keuangan 

Pengembangan manajemen yang tidak matang menyebabkan 

tidak adanya tata kelola yang sehat atau bijaksana di lembaga 

keuangan Islam. Ketiadaan itu akan berdampak negatif pada 

kinerja industri, dan pada akhirnya akan membuat kelangsungan 

hidupnya menjadi kecil. Tata pemerintahan yang baik menempati 

tempat paling penting dalam industri keuangan Islam (Rifaat, 
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2006). Selain itu, mengembangkan produk menurut syariah lebih 

memberatkan dan lebih sulit daripada produk tradisional. 

Pembangunan bukanlah tugas yang mudah karena komite syariah 

membutuhkan waktu untuk bekerja. Lembaga keuangan yang 

lebih besar maju dalam mengembangkan komite Syariah. Mereka 

juga memiliki infrastruktur, kemampuan, pengalaman, dan 

sumber daya yang tepat.  

Isu Keseragaman Interpretasi Syariah 

Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa negara meng-

eluarkan undang-undang yang berkaitan dengan industri 

keuangan Islam, masih ada tantangan organisasi yang dihadapi 

lembaga-lembaga ini karena kurangnya ukuran standar. Adanya 

“berbagai kecenderungan” masyarakat di mana bank-bank ini 

beroperasi, membuat kriteria Syariah yang terpadu dan 

kompetensi profesional menjadi keharusan untuk mempertahan-

kan posisi unik bank syariah. Islam tidak diatur oleh teologi 

monolitik; ada empat pusat yurisprudensi Islam yang bersaing, 

memutuskan apa yang pantas dan apa yang tidak untuk keuangan 

Islam. Pendapat mereka dapat sangat bervariasi mengenai hal-hal 

seperti apa yang merupakan bunga (yang dilarang), dan apa yang 

merupakan keuntungan (yang diperbolehkan). Hal ini dapat 

menimbulkan ketidakpastian. Kurangnya keseragaman di antara 

lembaga-lembaga Islam untuk interpretasi Syariah pada isu-isu 

tertentu dapat menghambat struktur transaksi pembiayaan proyek 

(Yasseen, 2005).  

Menentukan Instrumen Keuangan yang tepat  

Salah satu kendala dan masalah paling menonjol yang 

dihadapi industri keuangan Islam adalah ketidaksesuaian banyak 

instrumen keuangan tradisional ketika menerapkan syariah. 

Untuk satu hal, bank syariah tidak dapat mengelola likuiditas 

dengan cara yang mirip dengan bank tradisional yang berinves-
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tasi dalam catatan atau sekuritas perbendaharaan negara. Juga, 

tidak ada alternatif Syariah di pasar dan pada ukuran yang tepat. 

Faktor-faktor di atas menghilangkan bank syariah dari instrumen 

keuangan yang dapat digunakan bank untuk mengelola kesen-

jangan jatuh tempo dengan risiko serendah mungkin. Juga, laya-

nan keuangan Islam memiliki sifat yang berbeda dan berbeda dari 

yang disediakan oleh lembaga tradisional, baik dalam transaksi 

atau kegiatan yang memerlukan persetujuan komite Syariah. 

Inilah perbedaan utama antara operasi lembaga tradisional dan 

Islam (Rifaat, 2006).  

Operasi moneter  

Merancang instrumen Islami untuk operasi moneter telah 

terbukti sulit secara konseptual. Di negara-negara dengan sistem 

perbankan ganda, kurangnya sekuritas tanpa bunga telah 

membatasi ruang lingkup pengelolaan moneter. Sifat likuid dari 

kewajiban bank, terkait dengan dominasi simpanan yang jatuh 

tempo jangka pendek, membuat sistem memiliki aset likuid yang 

besar dan kelebihan cadangan. Hal ini pada gilirannya meng-

hambat intermediasi keuangan dan pendalaman pasar. Lembaga 

keuangan syariah tidak inovatif, dan pengembangan produk 

keuangannya rendah. Ada juga masalah tidak adanya indeks 

untuk mengukur kinerja. Kesulitan dalam menentukan tingkat 

pengembalian instrumen ini juga menghambat perkembangan 

pasar uang dan antar bank (Mishaal, 2006). 

Pasar untuk instrumen syariah dan sekuritas pemerintah tetap 

dangkal dan pasar keuangan Islam internasional yang terorganisir 

masih baru lahir. Sektor ini harus meningkatkan jangkauan dan 

kecanggihan kelas aset dan liabilitas dan mengembangkan inst-

rumen baru dan teknik keuangan yang memungkinkan bank 

syariah untuk mendiversifikasi neraca mereka. Agar negara mana 

pun dapat menjadi pusat layanan keuangan dan manajemen risiko 
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yang canggih, regulator perlu memuaskan selera yang terus 

meningkat akan produk baru (El Qorchi, 2005). 

1. Risiko tingkat pengembalian  

Risiko tingkat pengembalian merupakan masalah yang 

dihadapi lembaga keuangan Islam. Paparan neraca terhadap 

risiko tingkat pengembalian, membutuhkan solusi Islami yang 

cocok untuk instrumen ini. Penolakan untuk menjual hutang dan 

jaminan investasi adalah salah satu prinsip utama kegiatan 

perbankan Islam. penjualan hutang dapat dianggap dapat diterima 

dengan syarat bahwa penjualan tersebut tidak menghasilkan 

transaksi bunga. Risiko tingkat pengembalian dapat dikelola oleh 

berbagai instrumen yang sesuai dengan Syariah, meskipun 

beberapa dari instrumen ini sedang dipelajari untuk menaik-

kannya ke standar dapat diterima secara internasional dalam 

risiko pengembalian (Arbuna, 2006). 

2. Bank internasional 

Masuknya bank internasional dalam industri keuangan 

syariah akan meningkatkan tingkat layanan dan kualitas bank 

lokal. Masuknya bank asing dalam industri keuangan syariah 

memiliki dua aspek yang bertolak belakang. Sisi positifnya 

adalah difusi pengetahuan tentang pembiayaan syariah. Namun, 

aspek negatifnya adalah bahwa bank-bank ini, karena latar 

belakang pendidikannya, mungkin tidak dapat meningkatkan 

fungsi keuangan Islam secara berarti. Hal ini akan berdampak 

negatif bagi perkembangan produk syariah dalam hal pemenuhan 

syariah.  

3. Bunga bank  

Isu penerimaan transaksi bunga bank (riba) merupakan hal 

yang kontroversial. Syekh Al Azhar di Mesir membuat fatwa 

bahwa membebankan bunga bank tidak melanggar syariah. 

Namun, masalah seperti itu harus diputuskan dengan konsensus 
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para ulama Islam, dan konsensusnya adalah bahwa bunga bank 

merupakan pelanggaran terhadap syariah. Beberapa ulama di Al 

Azhar menentang Fatwa dari Iran yang mengatakan bahwa 

membebankan bunga bank tidak melanggar Syariah (Al Alaywi, 

2006). Perbedaan di antara ulama Islam tentang masalah itu 

belum terselesaikan. 
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Pendahuluan 

Bab ini, akan membahas secara komprhensif tentang ruang 

lingkup pengembangan industri halal. Bab ini disusun secara urut 

dan runut untuk memudahkan pembaca dalam memahami segala 

tentang pengembangan industri halal, dengan berdasarkan 

fenomena dan literatur pasar industri halal, terutama dalam 

konteks nasional. Bab ini, terbagi beberapa bagian. Bagian 

pertama tentang halal dan haram tentang industri. Bagian kedua 

overview industri halal. bagian. Bagian ketiga potret industri 

halal global dan nasional dalam tinjauan ekonomi. Bagian 

keempat pengembangan ekosistem industri halal dan bagian 

kelima langkah stategis pengembangan industri halal. 

Pembahasan 

Halal dan Haram Industri  

Secara etimologi, halal adalah sesuatu yang dibolehkan 

menurut syariat Islam (Qal‟aji & Qanaybi, 1985; al-Jurjani, 1985; 

Merriam-Websteir.com Dictionary n.d; KBBI Versi Online, n.d ). 

Sedangkan haram adalah seusuatu yang dilarang/tidak diizinkan 

menurut syariat Islam (Al-Imadi, n.d; Merriam-Websteir.com 

Dictionary n.d; KBBI Versi Online, n.d). Dalam terminologi, ada 

banyak definisi yang diberikan tentang halal dan haram, tapi 
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memiliki makna dan kandungan yang sama. Halal adalah sesuatu 

yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, 

diusahakan. Sementra haram kebalikan dari definisi tentang halal 

(Al-Imadi, n.d; al-Baghawi, 1997; al-Qaradhawi, 2003; al-Sa‟di, 

2000; al-Syawkani, 2007). 

Status hukum halal dan haram, dapat melekat dari perbuatan 

(perilaku) dan benda, dimana ada perilaku yang dibolehkan/ 

dilarang untuk dilakukan dan ada juga benda yang dibolehkan/ 

dilarang untuk dikonsumsi (Sukoso et al, 2020). Misalnya dalam 

konsumsi haruslah mengkonsumsi makanan yang Thayyib;, dan 

menghindari yang Khabits;, serta perlu dilihat dari cara 

memperolehnya (Ritonga et al, 2020). Hal ini senada, apa yang 

telah ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam tentang halal dan 

haram, yang secara umum bisa dilihat dari dua faktor, yaitu 

pertama, faktor internal yang berkaitan dengan zat bendanya, 

seperti pengharaman mengkonsumsi sesuatu yang jijik/kotor; dan 

mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan). Kedua, faktor 

eksternal yang berkaitan dengan aspek lain di luar zat benda 

tersebut, seperti tercampurnya dengan materi haram dan cara 

memperoleh dari hasil kejahatan (Sukoso et al, 2020). 

Dalam hukum Islam, terdapat nilai-nilai esensial yang 

bersifat prinsipil dalam mengatur dan memandang konsepsi halal 

dan haram. Pertama, hukum asal segala sesuatu adalah 

diperbolehkan. Kedua, menetapkan halal haram semata-mata 

merupakan hak Allah SWT. Ketiga, mengharamkan perkara halal 

dan menghalalkan perkara haram sama saja dengan menye-

kutukan Allah SWT. Keempat, mengharamkan perkara yang 

telah ditetapkan halal hanya akan menimbulkan keburukan dan 

mudarat. Kelima, perkara yang halal tidak membutuhkan perkara 

yang haram. Keenam, sesuatu yang mengantarkan kepada 

perkara haram, maka sesuatu itu adalah haram. Ketujuh, 

menyiasati perkara haram hukumnya adalah haram. Kedelapan, 
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niat yang baik tidak dapat membebaskan perkara yang haram. 

Kesembilan, tujuan menjauhi perkara syubhat adalah takut 

terjatuh pada perkara haram. Kesepuluh, perkara yang haram 

berlaku untuk semua orang. Kesemua konsepsi ini, meng-

isyaratkan hubungan yang diametral antara penegasan hukum 

halal dengan hukum haram. Perkara halal selalu berhubungan 

erat, baik antagonis maupun protagonist dengan perkara haram 

sehingga keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain (Miftah, 

2019). 

Overview Industri Halal 

Konsepsi halal, justru menjadi pemicu perkembangan 

industri halal (Sukoso et al, 2020). Konsep industri halal 

merupakan gabungan dari istilah industri dan halal. Industri halal 

adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan 

menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan/diperbolehkan 

oleh syariat Islam. Definisi ini merupakan kesimpulan antara 

definisi industri (Lihat dalam Merriam-Websteir.com Dictionary 

n.d; bandingkan dalam KBBI Versi Online, n.d) dan halal (Lihat 

dalam Qal‟aji & Qanaybi, 1985; al-Jurjani, 1985; Al-Imadi, n.d; 

al-Baghawi, 1997; al-Qaradhawi, 2003; al-Sa‟di, 2000; al-

Syawkani, 2007). 

Dalam terminologi, industri halal sesuatu usaha yang dapat 

menghasilkan produk (barang dan jasa) sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. Definisi ini, banyak dimuat oleh berbagai literatur 

yang ada, dan disertai ramainya permintaaan produk halal di 

dunia (Sukoso et al, 2020). Secara global, ruang lingkup industri 

halal dalam tataran global, terdiri dari sektor makanan dan 

minuman; kosmetik dan perwatan pribadi;, pariwisata;, pem-

biayaan Islami;, layanan perhotelan; fashion; dan logistic; 

(Sukoso et al, 2020). Dalam konteks nasional, sektor industri 

halal terdiri dari sektor makanan dan minuman halal;, pariwisata 
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halal;, fesyen halal media dan rekreasi halal;, farmasi dan 

kosmetika halal (KNKS, n.d; Izzudin & Adinugraha, 2021; 

Faried, 2019; Hidayat, 2018; Junaidi, 2020). Sementara dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal (UU JPH) sektor industri halal mencakup makanan dan 

minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk 

biologi dan produk rekayasa genetic. Juga mencakup tentang jasa 

halal, termasuk pariwisata, travel, media, dan entertain. 

Perintah untuk menggunakan produk halal telah menjadi 

salah satu dasar fundamental bagi syariah. Secara implisit, arahan 

untuk menggunakan produk halal dapat dipahami sebagai 

perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menghindari 

yang diharamkan. Hal ini menjadi petunjuk bagi para pelaku 

industri halal untuk dapat mengimplementasikan konsep halal ke 

dalam produknya yang menjadi kebutuhan umat Islam khususnya 

(Kamali, 2013). Industri halal kerap dikaitkan dengan ekonomi 

halal. Menurut Rahim dan Syafii (2016) bahwa ekonomi halal 

adalah konsep bersama dengan industri halal. Ini dikarenakan 

fondasi pada industri sejenis (ekonomi halal dan industri halal) 

bersumber dari hukum normatif, yang diambil dalam Al-Quran, 

Hadits, Qiyas, Ijma‟ dan Ijtihad.  

Selain itu, industri halal juga diatur dalam hukum positif. 

Banyak negara yang telah melucnrukan peraturan perundang-

undangan untuk mengatur jalanya industri halal, misalnya di 

Indonesia peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum UU 

JPH yang dibahas di DPR. Diantara peraturan tersebut, yaitu: (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (3) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen”. (4) “Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan”. (5) “Instruksi Presiden (Inpres) 

Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan 
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Produksi dan Peredaran Makanan Olahan”. (6) “Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/ 

SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label 

Makanan”. (7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas 

Kepmenkes No.82/Menkes/SK/I/1996. Berdasarkan peraturan-

peraturan ini, tampak bahwa regulasi produk halal di Indonesia 

sudah sejak lama diperlukan, baik dalam konteks perlindungan 

kosumen muslim maupun peredaran barang terkait kegiatan 

ekspor maupun impor. 

Pada fase selanjutnya, eksistensi UU JPH merupakan payung 

hukum bagi pengaturan produk halal di Indonesia. UU JPH 

memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga 

bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan 

bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasar-

kan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana 

membuat informasi produk halal kepada konsumen. Sebelum 

lahirnya UU JPH sertifikasi halal masih ber-sifat sukarela, 

sementara melalui UU JPH sertifikasi halal merupakan 

kewajiban) yang harus dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, 

maka status produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di 

wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal. 

UU JPH mengamanahkan bahwa produk yang wajib 

tersertifikasi halal tidak hanya terbatas pada makanan, obat dan 

kosmetik tetapi juga mencakup produk kimiawi, produk biologi, 

produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, 

digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, 

sebagai penanggungjawab sistem jaminan produk halal (SJPH), 

Pemerintah menugaskan Kementerian Agama untuk membentuk 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri 

Agama. 
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Potret Industri Halal Global Dan Nasional Dalam Tinjauan 

Ekonomi 

Industri halal global dan nasional berkembang dan 

diperkirakan perkembangannya semakin pesat. Perkembangan 

tersebut ditandai oleh banyak faktor yang membuat industri halal 

semakin berkembang. Diantara faktor tersebut yaitu faktor 

populasi Muslim yang tumbuh cepat, baik di Indonesia maupun 

Global. Populasi global ditetapkan mencapai 8,3 miliar dan pada 

saat itu populasi Muslim diproyeksikan menjadi 2,1 miliar (Latif, 

2017). Namun, data terakhir menunjukkan populasi Muslim 

sudah mewakili yang berjumlah 2,18 miliar (Muslim Population 

in the World, n.d). Selain itu, milenial (Generasi Y), juga sebagai 

faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan industri halal 

global. Mereka dapat menjawab kebutuhan kaum milenial 

Muslim dan menetapkan merek dengan membawa perubahan di 

seluruh ekonomi ritel. Mereka adalah kekuatan pendorong dalam 

hal kewirausahaan, inovasi, kecerdasan teknologi, dan potensi 

kekuatan. Pada saat yang sama, milenial di antara negara-negara 

OKI akan mencapai 0,7 miliar dengan peningkatan usia rata-rata 

28,2 yang lebih kecil dari usia populasi muda global (Latif, 

2017). Sebagai agama dengan pertumbuhan tercepat dalam hal 

jumlah penduduk, Islam diproyeksikan menjadi agama paling 

populer pada tahun 2070, yang merupakan tanda signifikan 

lainnya dari pertumbuhan industri halal (LIPKA, 2017). 

Faktor kedua, gesekan ekonomi syariah tumbuh pada tingkat 

yang lebih cepat dibandingkan ekonomi global. Petumbuhan ini, 

secara lansung menciptakan pasar besar untuk peningkatan 

ekosistem halal. Berdasarkan laporan IMF, 57 negara yang 

sebagian besar adalah anggota Muslim dari OKI melaporkan 

PDB di 2015 sebesar USD 3, 8 triliun dan diperkirakan memiliki 

pertumbuhan rata-rata sebesar 4.19% dibandingkan dengan sisa 

pertumbuhan PDB dunia antara 2015-2021 (State of the Global 
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Islamic Economic Report 2016/17). Faktor ketiga, produk halal 

juga diminati oleh non-Muslim, misalnya pada negara Inggris 

tercatat sebanyak 5 persen dari populasi penduduk Inggris 

mengkonsumsi produk halal, baik Muslim maupun non-Muslim 

(Ahmed, 2008).  

Faktor keempat, pertumbuhan perdagangan diantara negara-

negara anggota OKI merupakan pendorong utama dalam 

memfasilitasi pengembangan ekosistem halal. Diprakarsai oleh 

Islamic Development Bank (IDB). Negara anggota OKI 

mendapat layanan sebagai kelompok pembiayaan multilateral 

sehingga meningkatkan pertumbuhan perdagangan negara-negara 

OKI (MIFC, 2015). Faktor kelima, nilai pasar produk halal 

global terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk Muslim dunia. Pada 2019, jumlah penduduk muslim 

dunia mencapai 1,8 miliar, dan diperkirakan terus bergerak 

meningkat lebih dari 30% sehingga pada tahun 2060 jumlahnya 

mencapai 2.9 miliar. Tahun 2019, penduduk Muslim dunia telah 

membelanjakan uangnya untuk konsumsi di 6 sektor ekonomi 

senilai tidak kurang dari SD 2.2 triliun dengan pertumbuhan 

5,2% pertahun (State of the Global Islamic Economic Report 

2019-2020). 

Faktor keenam, adanya motivasi konsumen Muslim untuk 

menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka semakin 

mendorong gaya hidup dan praktik bisnis. Hal ini, akan berakibat 

pada selera konsumen untuk produk dan layanan halal ber-

kembang pesat baik di sektor barang konsumsi dan layanan ritel, 

sehingga pada akhirnya memicu kebutuhan akan ekosistem halal 

(Muhammad et al, 2016). Faktor ketujuh, negara maju juga 

memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan pasar halal dan 

merupakan beberapa pasar sumber utama untuk produk halal ke 

negara-negara anggota OKI. Hal ini justru ekosistem halal 

memiliki pasar yang menjanjikan dan sebagian besar belum 
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dimanfaatkan untuk tumbuh (State of the Global Islamic 

Economic Report 2016/17). Faktor kedelapan, produk dan 

layanan halal menjadi identik dengan nilai-nilai universal lainnya 

seperti kesehatan, kebersihan, dan kekejaman non-hewani. 

Dengan demikian, sentimen global dan bisnis sadar sosial lainnya 

terus tumbuh, serta ekosistem halal semakin menguntungkan 

akibat dari tren konsumerisme yang semakin sadar tersebut 

(Lancaster, 2011). Faktor kesem-bilan, partisipasi perusahaan 

multinasional global semakin memacu pengembangan ekosistem 

halal dan telah memberikan kredibilitas global pada penawaran 

halal. Merek-merek global terkemuka di bidang makanan, 

keuangan, mode, perjalanan, farmasi dan sektor kosmetik 

semakin menunjukan kepatuhan pada ketentuan agama dan terus 

memastikan proses produksi produk dan layanan yang sesuai 

dengan syariah (Alt Talib et al, 2015). Faktor kesepuluh, 

perkembangan teknologi mobile internet, e-commerce yang aman 

dan media digital telah memberikan dorongan besar untuk 

mengembangkan pasar dan produk-produk halal sehingga 

terdistribusi secara global dan terfragmentasi. Ini adalah kekuatan 

pendorong utama untuk pengembangan ekosistem halal baik di 

tingkat global maupun nasional (KNKS, n.d). 

Dalam konteks nasional, kinerja industri halal semakin baik. 

Indonesia menduduki ranking 5 pada tahun 2019/2020 diban-

dingkan tahun 2018/2019 masih berada pada rangking 10 secara 

global. Rangkin Indonesia ini,  masih di bawah Malaysia, UAE, 

Bahrain, dan Saudi Arabia (State of the Global Islamic Economic 

Report 2019-2020).  Hal ini menunjukan bahwa peluang dan po-

tensi ekonomi syariah Indonesia terbuka lebar. Jumlah penduduk 

Muslim yang tidak kurang dari 256,82 juta orang atau 86,39% 

dari total populasi penduduk, menjadikan pasar produk halal di 

Indonesia sangat besar. Pangsa itu belum memperhitungkan 

penduduk non-Muslim yang juga turut mengkonsumsi produk 
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halal yang ada (KNKS, n.d). Data BPS (2015) menunjukkan 

bahwa konsumen halal Indonesia akan mencapai 262,733 juta 

jiwa pada periode 2025-2030, dan 267,038 juta jiwa pada periode 

2040-2045. Perkembangan potensi konsumsi halal ini diperkira-

kan akan semakin besar dengan adanya dukungan bonus demog-

rafi, yang akan mencapai puncak pertumbuhan pada tahun 2034. 

Pada tahun tersebut, penduduk dengan usia produktif mendo-

minasi, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi yang 

diperkirakan akan mencapai kurang lebih 60%. Namun, pasar 

yang besar ini ternyata belum diimbangi dengan ketersediaan 

produk lokal yang dihasilkan oleh industri halal di Indonesia. 

Indonesia cenderung masih menjadi negara konsumen produk 

halal dunia, dengan nilai konsumsi yang cukup tinggi (State of 

the Global Islamic Economic Report 2019-2020). 

Untuk sektor makanan minuman halal, tahun 2019 posisi 

masih nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman masih 

banyak dipenuhi oleh komoditi impor. Sementara itu, sektor 

farmasi dan kosmetika, meskipun pada tahun 2019 sudah dalam 

posisi net ekspor, namun tahun sebelumnya (2018) masih 

mengalami nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor. Tren ini 

menunjukkan belum konsistennya kemampuan pemenuhan 

kebutuhan farmasi dan kosmetika dari industri dalam negeri 

(Kementerian Perdagangan, 2019). 

Dari sektor pariwisata kunjungan pariwisata mancanegara 

masih didominasi oleh wisatawan asal Malaysia, Tiongkok, 

Singapura, Australia. Dominasi wisatawan itu belum diisi oleh 

wisatawan dari Timur Tengah yang artinya Indonesia belum 

menjadi destinasi wisata utama bagi wisatawan Timur Tengah 

(Kementerian Pariwisata, 2019). Dengan demikian, fenomena di 

atas menunjukan prioritas evaluasi dan pengembangan industri 

halal Indonesia. Perlu menyusun langkah strategi pengembangan 
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industri halal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produk halal 

masyarakat dengan potensi sendiri, dan diharapkan juga menjadi 

rujukan bagi industri halal global. 

Pengembangan Ekosistem Industri Halal 

Ekosistem halal mencakup semua jaringan bisnis, institusi, 

dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Konteks 

ekosistem halal mengacu pada sistem bisnis halal, yang 

merupakan bentuk kolaborasi antara pelaku industri halal untuk 

mengoptimalkan peran masing-masing sektor dengan melihat 

nilai-nilai keIslaman dan pengembangan industri halal. Proses 

ekosistem halal diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi 

yang kemudian bermuara pada nilai sosial. 

Rachman & Syamsuddin (2019) mengungkapkan bahwa 

industri halal masih perlu dikembangkan dan didukung oleh 

pemangku kepentingan. Masih ada ketidakseimbangan antara 

produk, permintaan, pasar dan stuktur kelembagaan dalam 

industri halal. Terkait dengan jaminan halal, upaya sertifikasi 

halal masih difokuskan pada produk makanan, obatobatan dan 

LKS, sementara produk terkait dengan industri pariwisata dan 

media informasi masih belum tersentuh. Dalam cakupan 

ekosistem halal adalah integrasi berbagai sektor dalam industri 

halal, dan aktor lain yang terlibat. Hal ini didasarkan pada 

penerapan prinsip syariah yang mendasar pada produk dan jasa, 

selain faktor lain seperti segmen pasar yang saling terkait bahkan 

dalam bidang produksi yang berbeda. Degan demikian, 

pengembangan ekosistem halal mengacu pada keterkaitan antara 

industri halal dalam mencapai tujuan bersama.  

Di Indonesia, ekosistem yang dibutuhkan dalam peng-

embangan industri halal diperlukan mengadopsi tiga pendekatan, 

yaitu pasokan (Supply), permintaan (Demand), dan pendukung 

(Enabler) (KNKS, n.d; bandingkan dalam Sukoso et al, 2020). 
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Pertama, dari sisi Supply keberadaan sektor industri halal 

Indonesia (makanan, pariwisata, fesyen, obat-obatan, media, dan 

energi terbarukan) telah menyediakan berbagai produk halal yang 

dapat dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan 

yang diharapakan dari sisi supply ini, yaitu kualitas dan 

kontribusi dari ketersediaan SDM yang baik, infrastruktur yang 

menjamin proses produksi, distribusi yang lancar, dukungan 

untuk pengembangan riset produk halal Indonesia, serta 

kemudahan akses dan aktivitas pendanaan yang mudah dan 

memadai.  

Kedua, dari sisi Demand keberadaan industri halal yang 

didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar menjadikan 

Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi pengembangan 

industri halal. Berkembangnya industri halal nasional dapat 

menjadi proteksi bagi masyarakat Muslim terhadap risiko 

mengkonsumsi produk yang tidak halal. Oleh karena itu, 

membangun peluang dan mendapatkan kinerja dari sisi Demand 

yang dapat mengimbangi sisi Supply, perlu dilakukan pening-

katan awareness terhadap produk halal dan perilaku konsumsi;, 

peningkatan pemahaman terhadap orientasi konsumsi halal 

masyarakat dan preferensi prioritas produk halal;. Selanjutnya, 

memberikan iklim yang kondusif bagi interaksi Supply dan 

Demand dalam ekosistem industri halal diperlukan adanya sistem 

rantai pasok yang baik. Mulai dari tersedianya bahan baku yang 

cukup, berkualitas, kompetitif, sistem logistik yang baik, sistem 

distribusi yang memadai, dan pemanfaatan sistem informasi 

secara optimal. Selain itu, dibutuhkannya peranlembaga 

pendukung lainnya seperti lembaga perbankan, industri keuangan 

non-bank (IKNB), asosiasi pelaku usaha, dan institusi keuangan 

syariah. 

Ketiga, dari sisi Enabler, dukungan pemerintah baik sebagai 

regulator, eksekutor maupun evaluator diperlukan sebagai elemen 
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pengungkit (enabler) dalam ekosistem industri halal Nasional. 

Pemerintah dapat mendorong akselerasi perkembangan industri 

halal Indonesia melalui kebijakan, bantuan pendanaan, hingga 

pendampingan. Dengan kata lain, pemerintah berperan dalam 

menyiapkan dasar-dasar regulasi. Oleh karena itu, perlu kolborasi 

antar pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Agama, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM 

berkewajiban melindungi dan melakukan mediasi baik kepada 

industri halal maupun kepada konsumen. Selanjutnya, 

Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, 

Kementerian KUKM perlu terlibat dalam eksekusi kebijakan 

pengembangan industri halal. Selain itu, peran lembaga 

pengawas (dalam hal ini diwakili oleh OJK, BPOM, BPJPH) dan 

lembaga konsultasi, perlu didorong agar industri halal Indonesia 

memiliki pijakan dan arahan yang jelas. Dengan adanya 

kolaborasi masing-masing elemen dalam ekosistem, keberadaan 

industri halal bisa berkembang sebagai industri yang mandiri dan 

Tangguh, serta selain itu mampu meningkatkan kesejahteraan 

pelaku usaha, khususnya UMKM, yang pada akhirnya 

memberikan kontribusi besar pada ekonomi nasional. 

Langkah Strategis Untuk Pengembangan Industri Halal 

Di Indonesia disusun suatu pendekatan strategi pengem-

bangan industri halal dengan sasaran, tujuan dan inisiatif strategis 

yang spesifikasi. Langkah startegis itu, dikenal dengan istilah 

singkatnya “GRIPS” (Global Hub, Research & Regulation, 

Industrialization, Preference, Small Medium Enterprise). Strategi 

pengembangan industri halal tersbut, dibangun dengan 3 

pertimbangan, yaitu  visi dan misi pengembangan industri halal 

Indonesia;, kondisi dan potensi pasar halal Indonesia dan global;, 

framework ekosistem industri halal dan analisa kesenjangan di 

Indonesia; (KNKS, n.d). 
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Global Hub sebuah strategi untuk menciptakan Indonesia 

sebagai Halal Hub Internasional dalam produksi dan perdagangan 

produk halal dan memberikan arah dalam mengoptimalkan 

potensi keunggulan halal hub di masing-masing daerah sehingga 

Indonesia menjadi pemain utama dalam industri halal global. 

Strategi ini, juga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan penanaman modal asing. Ada beberapa 

langkah strategis yang perlu dilakukan, yaitu kolaborasi dengan 

pelaku industri dunia; integrasi rantai pasok halal, sertifikasi halal 

yang diakui dunia, dan Traceability System Nasional dan Global. 

Selanjutnya, Research dan Regulation. Peran riset sangat penting 

khususnya riset di bidang substitusi bahan non-halal yang 

menjadi tantangan pengembangan industri halal Indonesia yang 

sebagian besar pasokannya masih menggunakan material bahan 

impor ataupun produksi dalam negeri yang masih diragukan 

kehalalannya. Regulasi dan insentif dari pemerintah untuk 

mendukung pengembangan ekonomi syariah dan industri halal 

masih belum maksimal atau tepat sasaran diantaranya dimana 

belum adanya standarisasi sertifikat produk halal nasional serta 

konsistensi peraturan penguatan perundangundangan. Ada 

beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, yaitu Research 

& Development Non-Halal Substitution berbasis bahan produksi 

dalam negeri dan penerapan regulasi bahan industri halal, 

penguatan layanan pada pelayanan laboratorium;, dan Intervensi 

Pemerintah dalam penetapan standar biaya sertifikasi halal, 

penguatan lembaga, penguatan UU JPH dan turunanya, serta 

penguatan fatwa halal dan standar halal. 

Disamping itu, Industrialization. Strategi ini, diperlukan 

untuk menjawab tantangan bahwa produksi barang dan pelayanan 

jasa industri halal masih dihasilkan dengan cara yang 

tradisional/konvensional serta mendukung untuk terbentuknya 

pemetaan klasterisasi halal baik di kawasan industri maupun non-
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kawasan industri. Berikut adalah aktivitas penting dalam 

pengembangan strategi ini, yaitu pengembangan kawasan industri 

kalal dan non-kawasan industri halal, peningkatan kompetensi 

SDM pekerja industri;, klasterisasi produk kalal. 

Selain ke tiga diatas, lebih lanjut juga diperkenalkan sebuah 

startegi Preference, dengan bertujuan untuk meningkatkan 

preferensi halal dengan pendekatan sosial kemasyarakatan dan 

social engineering. Strategi ini, diperlukan untuk menjawab 

tantangan bahwa masih ada konsumen Indonesia yang belum 

mengutamakan kehalalan produk dalam membeli produk/jasa 

halal, awareness dari produsen dan konsumen yang masih rendah 

terhadap pengertian halal (perbedaan halal dan haram). Adapun 

kunci startegi ini, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, 

yaitu penyamaan terminologi kehalalan dan pemahaman serta 

manfaat sistem jaminan halal, pelaksanaan halal awareness 

program; pengembangan program Halal Lifestyle, dan penigkatan 

kepatuhan (Compliance). 

Strategi terakhir adalah Small Medium Enterprise. Strategi 

pengembangan UMKM difokuskan menciptakan upgrading kelas 

UMKM untuk menjadi pemain global industri halal, meng-

hasilkan produk halal berstandar internasional dan meningkatkan 

keberlangsungan usaha dengan keuangan syariah. Strategi ini, 

juga diharapkan dapat menjawab tantangan UMKM Indonesia 

yang masih belum memiliki daya saing yang baik; baik dari 

aspek keahlian, kontinuitas, kualitas, dan kuantitas produksi serta 

menjawab tantangan akses keuangan /permodalan yang tanpa 

riba. Aktivitas kunci yang perlu dilakukan yaitu digitalisasi 

ekonomi, pembiayaan syariah dan pembinaan usaha. 
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Pendahuluan  

Keuangan konvensional yang menggunakan kontrak pin-

jaman meminjam telah dipraktikkan selama berabad-abad. 

Kontrak ini yang pada zaman modern menjadi cikal bakal 

munculnya perbankan. Sementara itu, keuangan Islam yang 

bebas bunga sudah dipraktikkan sejak Islam muncul dan 

menawarkan bebarapa kontrak investasi dan keuangan. Namun 

perbankan Islam baru muncul setelah tahun 1975. Keuangan 

Islam tumbuh dengan menawarkan solusi bagi keuangan 

konvensional (Visser, 2009).  

Keuangan Islam didasarkan aturan sederhana yaitu meng-

hindari perdagangan uang sekarang untuk uang di masa depan 

dengan harga premium. Secara efektif, dalam keuangan Islam 

melarang utang berbasis bunga. Meskipun pemberian pinjaman 

tanpa bunga untuk tujuan amal tentu saja diperbolehkan. Pem-

biayaan diberikan melalui penyertaan modal atau profit and loss 

sharing (PLS) dengan imbalan hak untuk berbagi dalam proporsi 

keuantungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan juga 

diberikan melalui penjualan dan penyewaan aset sebagai imbalan 

atas komitmen untuk membayar kembali nilainya atau hak pakai 

hasilnya di kemudian hari. Pembiayaan juga diberikan dengan 
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komitmen untuk mengirimkan atau memproduksi komoditas. 

Bagian pertama bab ini menjelaskan teori moneter, perbankan, 

dan keuangan yang berkaitan dengan keuangan Islam. Bagian 

kedua menjelaskan struktur pasar keuangan Islam. Bagian ketiga 

menjelaskan keuntungan keuangan Islam berdasarkan teori dan 

struktur pasar tersebut. Bagian keempat membahas masalah yang 

terkait dengan sistem perbankan dan keuangan campuran dan 

bagaimana mengatasinya. Bagian terakhir menggambarkan reko-

mendasi kebijakan. 

Pembahasan 

Teori Moneter, Perbankan, dan Keuangan Islam  

Teori tentang hubungan antara tingkat bunga dan optimalitas 

alokasi sumber daya menyimpulkan bahwa tingkat bunga 

nominal nol adalah kondisi yang diperlukan untuk alokasi 

sumberdaya yang optimal (Friedman, 1969; Samuelson, 1958). 

Pada sistem keuangan yang menggunakan uang kertas, penam-

bahan satu unit tambahan saldo riil tidak membebani per-

ekonomian dengan sumber daya riil. Tingkat bunga yang positif 

merupakan biaya penggunaan uang yang positif. Hal ini 

mengarahkan para pedagang untuk menghemat penggunaan uang 

dalam transaksi sehingga menggagalkan mereka untuk men-

dapatkan keuntungan penuh dari alat tukar dalam meminimalkan 

biaya transaksi.  

Volume transaksi dijaga dengan mengganti sumber daya riil 

dengan uang. Substitusi tersebut menarik sumber daya riil dari 

sektor produksi ke sektor transaksi yang mengarah pada tingkat 

output yang tidak optimal. Menurunkan tingkat bunga menjadi 

nol menghilangkan semua insentif untuk mengganti sumber daya 

riil dengan uang. Oleh karena itu, tingkat output optimal dapat 

dipertahankan. Penggunaan model ekuilibrium umum menunjuk-

kan bahwa tingkat bunga nol diperlukan dan cukup untuk 
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efisiensi alokatif. Hasilnya ditemukan signifikan dalam berbagai 

model (Al-Jarhi, 2017). Milton Friedman menyarankan bahwa 

aturan terakhir untuk jumlah uang yang optimal akan dicapai 

dengan tingat deflasi harga yang membuat tingkat bunga sama 

dengan nol. Aturan Friedman tersebut menunjukkan bahwa 

kontraksi jumlah uang beredar setara dengan preferensi waktu 

rumah tangga yang representatif (Ireland, 2003). Aturan 

Friedman juga memaksa tingkat deflasi yang optimal pada 

perekonomian. Hal ini merupakan gejala dari penolakan manfaat 

stabilitas harga dan pengabaian terhadap inefisiensi dan efek 

redistribusi dari inflasi maupun deflasi (Adams, 1994). Aturan 

Friedman beralih kepada target inflasi. Bank sebntral umumnya 

mengadopsi target inflasi tetapi tidak pernah secara serius 

memilih kebijakan deflasi jangka Panjang (Wolman, 1997). 

Tingkat bunga nol dapat mengancam ekonomi dalam 

jebakan likuiditas. Hal ini dapat dihindari ketika kebijakan deflasi 

Friedman dilakukan secara asimtotik (Cole & Kocherlakota, 

1998). Jika kondisi asimtotik tidak terpenuhi, Batasan jangka 

pendek pada kebijakan moneter dapat berfungsi (Ireland, 2003). 

Ketika tingkat bunga sangat rendah, otoritas moneter memiliki 

lebih sedikit kelonggaran untuk menyesuaikan kebijakan dalam 

menghadapi resesi (Goodfriend, 2000). Namun, suku bunga 

rendah belum bisa memberi jaminan selama krisis keuangan 

internasional tahun 2007-2012. Para ekonom yakin bahwa 

masalah konseptual dan praktis terkait dengan tingkat bunga nol 

dapat diatasi, terlepas dari efek efisiensi dan redistribusi deflasi. 

Di sisi lain, inefisiensi akibat suku bunga positif tiak dapat 

dihilangkan dengan aturan kebijakan moneter. Perubahan ca-

dangan total tidaklah cukup untuk menghilangkan inefisiensi 

yang terus menerus akibat deflasi. Di dalam sistem ekonomi 

Islam, suku bunga bukan merupakan konsep yang dapat diterima 

karena pembagian risiko merupakan wujud dasar yang diguna-
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kan. Di sektor keuangan, rumah tangga menyediakan dana 

kepada lembaga keuangan berdasarkan PLS. Lembaga keuangan 

memberikan dana kepada pegguna dengan kontrak PLS dan 

kontrak jual-beli. Keuangan Islam terkadang disamakan dengan 

olahraga di mana perlu partisipasi aktif setiap anggota yang 

bermain dengan adanya sistem pembagian risiko. Berbeda 

dengan keuangan konvensional yang disamakan dengan olahraga 

tontonan di mana risiko ditanggung pemain, sedangkan penonton 

tidak mengambil risiko apapun (Al-Jarhi, 2004). 

Pembagian risiko yang difasilitasi oleh lingkungan hukum 

dapat menguntungkan bagi sistem keuangan. Hubungan positif 

antara tingkat spesialisasi anggota kelompok, provinsi, negara 

bagian dan jumlah risiko yang dibagi dalam kelompok. Hal ini 

dapat meningkatkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan. 

Pada sistem ekonomi Islam, pembagian risiko tidak hanya pada 

kegiatan di pasar modal saja. Pembagian risiko harus lazim 

melalui struktur pasar keuangan, menghasilkan lebih banyak 

spesialisasi dan efisiensi keseluruhan yang lebih besar (Kalemli-

Ozcan et al., 2000). 

Pada keuangan konvensioanal, hampir tidak ada pembagian 

risiko. Di sisi mobilisasi sumber daya, pemilik dana menyediakan 

sumber keuangan berdasarkan kontrak pinjaman. Dengan 

demikian, bank akan menjamin pokok dan bunga atas simpanan 

nasabah. Di sini penggunaan sumber daya, bank mengambil 

risiko hanya pada gunan dan bukan pada aktivitas bisnis. 

Penggunaan agunan memungkinkan bank membatasi pemantauan 

peminjam tanpa meningkatkan risiko gagal bayar (Al-Jarhi, 

2017). 

Di pasar obligasi, penerbit menjamin pembayaran pokok dan 

bunga, sementara pemegang obligasi tidak berbagi risiko bisnis 

dan memantau penerbit obligasi. Perdagangan obligasi di pasar 

terbuka memberikan informasi yang dapat dikumpulkan dan 
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dianalisis oleh pemegang obligasi. Kegiatan memantau pasar 

obligasi tentu lebih murah dari pada memantau peminjam oleh 

bank. Hal ini yang menyebabkan pemegang obligasi bersedia 

menerima suku bunga yang lebih rendah dari pada suku bunga 

bank. Akibatnya, obligasi korporasi menjadi pesaing yang baik 

untuk utang bank (Contessi et al., 2013). Ketergantungan relatif 

pada obligasi akan bergantung pada faktor hukum dan kelem-

bagaan, perkembangan pasar keuangan, dan tingkat pengung-

kapan informasi tentang perusahaan (Fiore & Uhlig, 2011). 

Sementara itu, bank dan pasar obligasi bersaing untuk menyedia-

kan pembiayaan utang, pasar saham dan pemasok utang bersaing 

untuk mendapatkan pangsa pasar di bidang keuangan. 

Sebagian besar pembiayaan dalam ekonomi konvensional 

dilakukan melalui penerbitan instrument utang pemerintah dan 

rumah tangga serta pinjaman dari bank. Pada kegiatan ekonomi 

tersebut, pembiayaan dilakukan tanpa ada pembagian risiko. 

Pembagian risiko hanya ditemukan di pasar saham, di mana 

pemegang saham berbagi keuntungan dan kerugian dari saham 

yang mereka miliki. Namun, hampir semua perusahaan memiliki 

utang yang berarti pembagian risiko dalam banyak kasus akan 

terbatas. 

Struktur Pasar Keuangan Islam 

Ketika membahas tentang keuangan Islam, profitabilitas, 

efisiensi dan persaingan merupakan komponen dari kinerja dari 

keuangan Islam. Dari sisi persaingan, pengukuran persaingan 

sendiri dibagi menjadi dua yaitu pendekatan struktural dan 

pendekatan non-struktural. Pendekatan struktural menjelaskan 

bahwa konsentrasi pasar yang tinggi mengarah pada efisiensi 

Lembaga keuangan Islam yang lebih besar. Semakin efisien suatu 

Lembaga keuangan Islam akan mendorong perusahaan besar 

untuk berkolaborasi satu sama lain yang tujuannya untuk 
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mendapatkan kinerja pasar yang lebih baik (Bikker & Haaf, 

2002). Pendekatan struktural berfokus pada konsentrasi pasar 

dalam menentukan struktur pasar. Metode yang sering digunakan 

dalam pendekatan struktural ini antara lain concentration ratio 

(CR) dan Herfindahl-Hirschman index (HHI).  

CR merupakan kontribusi output (penjualan, simpanan, 

pembiayaan) dari perusahaan terbaik dalam suatu industri (Case 

et al., 2012). CR diperoleh dari rasio pangsa pasar yang dimiliki 

oleh k perusahaan terbesar dalam industri, di mana k adalah 

jumlah perusahaan tertentu. Seringkali dilakukan dengan melihat 

empat teratas dari perusahaan terbesar, namun tidak menutup 

kemungkinan digunakan jumlah yang lebih kecil maupun lebih 

besar. Rasio tersebut berguna dalam menentukan tingkat struktur 

pasar berdasarkan penguasaan pasar dari perusahaan-perusahaan 

terbesar dalam industri (Al-Muharrami et al., 2006). 

HHI sebagai indeks konsentrasi pasar diperoleh dengan 

menghitung jumlah kuadrat dari pangsa pasar untuk setiap 

perusahaan dalam industri (Case et al., 2012). Keunggulan utama 

HHI hanya memerlukan komputasi yang sederhana atau data 

yang moderat (Bikker & Haaf, 2002). Sebagai kesimpulan, 

semakin tinggi konsentrasi pasar, semakin dekat pasar tersebut 

dapat dianggap sebagai pasar monopoli (di atas 1.800), 

sedangkan skor HHI di bawah 100 menunjukkan pasar yang 

sangat kompetitif (Bikker & Haaf, 2002). 

Pendekatan untuk mengukur persaingan kedua adalah 

pendekatan non-struktural. Sebagian besar metode dalam 

pendekatan struktural didasarkan pada teori organisasi industri 

baru, di mana faktor yang paling penting untuk tingkat per-

saingan adalah struktur pasar (Molyneux et al., 2010). Metode 

pengukuran persaingan dengan pendekatan non-struktural yang 

umum digunakan antara lain model Iwata (Iwata, 1974), model 

Bresnahan (Bresnahan, 1982), dan pendekatan Panzar dan Rosse 



 

181 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

(Rosse, 1987). Sistem keuangan Islam tidak hanya terbatas pada 

perbankan saja tetapi juga mencakup pembentukan modal, pasar 

modal, dan semua jenis intermediasi keuangan (Iqbal, 1997). 

Namun sejauh ini, keuangan Islam masih didominasi oleh 

perbankan syariah. Dari sisi kinerja, para peneliti menyajikan dua 

hipotesis, yaitu hipotesis tradisional yang dianalisis meng-

gunakan Structure-Conduct-Performance (SCP) dan Relative-

Market-Power (RMP), serta hipotesis efisiensi.  

Pada hipotesis SCP, profitabilitas bank dipengaruhi oleh 

struktur pasar dan tingkat persaingan. Semakin rendah tingkat 

persaingan dan peningkatan konsentrasi pasar, semakin tinggi 

keuntungan yang akan diperoleh bank. Sedangkan pada hipotesis 

RMP, perusahaan dengan produk yang terdiferensiasi dengan 

baik dapat meningkatkan pangsa pasar mereka dalam menen-

tukan harga produk sehingga menghasilkan keuntungan super-

normal (Mirzaei et al., 2013). Pada hipotesis efisiensi mene-

kankan pada keunggulan dalam efisiensi merupakan faktor 

penentu profitabilitas perusahaan. Artinya semakin efisien suatu 

bank syariah maka semakin baik kinerja bank syariah yang 

ditunjukkan dengan profitabilitas perusahaan (Yudaruddin, 

2017). Berdasarkan hipotesis efisiensi, pasar yang tidak 

terkonsentrasi atau pasar dengan tingkat persaingan yang lebih 

tinggi akan meningkatkan kinerja bank (Chan et al., 2015). 

Reformasi dan liberalisasi sistem keuangan Islam di 

Malaysia terbukti mampu mendorong persaingan sehingga sistem 

keuangan menjadi lebih Tangguh, kompetitif dan dinamis (Basri, 

2020). Namun di Indonesia, meskipun struktur pasar perbankan 

syariah adalah oligopoli, kinerja industri perbankan syariah tidak 

didukung oleh hipotesis tradisional dan hipotesis efisiensi (Al 

Arif et al., 2020). Hal ini berarti tidak ada perilaku kolusi dalam 

industri perbankan syariah di Indonesia (Nur Rianto Al Arif & 

Awwaliyah, 2019). Serupa dengan pasar perbankan syariah, 
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berdasarkan CR dan HI, struktur pasar bank pembiayaan rakyat 

syariah (BPRS) menghadapi pasar persaingan yang tidak 

sempurna yaitu oligopoli. Namun hipotesis RMP terbukti pada 

kasus industri BPRS. Tingkat efisiensi operasi yang tinggi meni-

ngkatkan lebih banyak keuntungan dan pembiayaan bermasalah 

yang rendah menghasilkan lebih banyak keuntungan. Pada 

akhirnya meningkatkan biaya operasi adalah kunci dalam 

memanfaatkan kekuatan pangsa pasar BPRS (Widarjono & Anto, 

2020). 

Keuntungan Keuangan Islam Berdasarkan Teori Struktur 

Pasar 

Manfaat yang membedakan keuangan Islam dengan yang 

lain karena semua jenis ekonomi makro yang berada di luar 

perbankan dan Lembaga keuangan Islam. Keuangan Islam 

mengandung solusi bagi masalah ekonomi pasar kontemporer 

dalam perubahan kelembagaan sebagai berikut: 

1. Mengganti kontrak pinjaman klasik dengan kontrak 

keuangan yang sesuai dengan syariah. 

2. Monopoli eksklusif atas pengeluaran uang melalui bank 

sentral milik pemerintah. 

3. Semua uang yang dikeluarkan akan ditempatkan di bank 

dengan rekening investasi yang menggunakan kontrak PLS. 

4. Bank sentral menerbitkan sertifikat investasi sentral untuk 

dipegang oleh bank dan masyarakat serta diperdagangkan di 

pasar terbuka sebagai instrument makroekonomi dan 

kebijakan antar bank. 

5. Perdagangan utang serta penggunaan semua kontrak 

perdagangan berbasis risiko dilarang di pasar keuangan. 

6. Debitur akan diberikan penjadwalan ulang gratis dalam 

kasus kesulitan likuiditas sementara tetapi dikenakan sanksi 

dalam kasus tunggakan. 
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Solusi tersebut telah diadopsi secara langsung dari 

bagaimana fitur-fitur yang berkontribusi dalam sistem keuangan 

Islam. Hal ini juga yang menyebabkan sistem keuangan Islam 

kurang rentan terhadap krisis (Al-Jarhi, 2017). 

Masalah Sistem Perbankan dan Keuangan Campuran 

Keuntungan keuangan Islam yang disebutkan di atas 

tampaknya merupakan eksternalitas yang bertambah pada sistem 

secara keseluruhan tetapi tidak bertambah secara langsung ke 

bank atau lembaga keuangan Islam mana pun. Hal ini mencip-

takan masalah insentif, dimana bankir Islam tidak akan cukup 

termotivasi untuk mengikuti paradigma keuangan Islam secara 

keseluruhan. Masalah insentif dapat diselesaikan melalui bebe-

rapa metode internalisasi manfaat eksternal. 

Pada sistem campuran dengan tidak adanya sarana 

internalisasi, bankir Islam harus bersaing dengan bankir kon-

vensional yang menggunakan kontrak pinjaman, yang lebih 

sederhana, membutuhkan prosedur yang lebih sedikit dan 

dokumentasi yang lebih sedikit daripada model keuangan Islam. 

Mengikuti paradigma keuangan Islam secara ketat akan men-

yebabkan kerugian kompetitif bagi bank dan lembaga keuangan 

Islam. 

Peningkatan keunggulan kompetitif perlu dilakukan dengan 

cara mempertahankan nama merek nominal bank dan keuangan 

Islam dan meniru keuangan konvensional. Hal ini memungkin-

kan bank dan keuangan Islam untuk merampingkan prosedur dan 

dokumentasi serta mengurangi biaya. Hal ini memerlukan 

peraturan khusus untuk memaksa bank syariah agar sesuai 

dengan lisensi perbankan syariah mereka. Tanpa peraturan seperti 

itu, keuangan Islam tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan 

cita-citanya (Al-Jarhi, 2015). 
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Rekomendasi Kebijakan 

Struktur pasar keuangan Islam terutama perbanan syariah 

adalah pasar persaingan tidak sempurna. Namun karena kinerja 

industri perbankan syariah tidak didukung oleh hipotesis 

tradisional dan hipotesis efisiensi, berarti tidak ada perilaku 

kolusi dalam industri perbankan syariah di Indonesia.  

Keuntungan penting dari keuangan Islam tidak cukup untuk 

mendorong para bankir Islam agar setia pada paradigma 

keuangan Islam. Namun ketika lisensi perbankan Islam 

ditegakkan secara ketat oleh regulator moneter, para bankir Islam 

akan menghindari meniru keuangan konvensional dari sisi 

operasional dan pengembangan produk keuangan Islam. 
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Pendahuluan  

Dewasa ini, transformasi digital berkembang pesat di seluruh 

dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data dari World 

Bank, (2021) Indonesia merupakan negara dengan porsi ekonomi 

digital terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi digital 

mempengaruhi munculnya model-model bisnis baru yang dapat 

meningkatkan pengalaman pelanggan (customer experience), hal 

ini kemudian berdampak pada kegiatan ekonomi yang makin 

efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar (Bachtiar et al., 

2020). Ekonomi digital bermakna keadaan sosiopolitik dan 

sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah 

ruang intelijen, mencakup informasi, berbagai akses instrumen, 

kapasitas, dan pemesanan informasi, yang mana letak geografis 

sudah tidak lagi relevan, adanya platform tertentu yang menjadi 

kunci utama dan berkembangnya jejaring kerja serta penggunaan 

big data (Tapscott, 1995). 

Ekonomi digital menjadi aspek ekonomi yang berbasiskan 

pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan 

komunikasi digital. Ada lima teknologi yang paling potensial 

memicu pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara 

termasuk Indonesia, kelima hal tersebut antara lain mobile 

mailto:1dania.hellin@upnyk.ac.id
mailto:2tiara.juniar@upnyk.ac.id
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internet, big data, internet of things, automation of knowledge, 

dan cloud technology (Prastyaningtyas et al., 2018). Ekonomi 

digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 

2021 menjadi USD146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi 

akan terus meningkat. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara 

yang mengalami perkembangan ekonomi digital terbesar di 

antara negara Asia Tenggara, namun transformasi ekonomi 

digital Indonesia masih harus dioptimalkan agar dapat menjadi 

pendorong pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, 2022). 

Munculnya inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi 

melalui media sosial ataupun shopping application, akan mem-

pengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Maharani & 

Ulum, 2019). Sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah 

(UMKM) merupakan sektor terpenting yang harus diperhatikan, 

karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB 

dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, serta 

mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi 

(Bahtiar & Saragih, 2020; Ridwansyah et al., 2021). Setidaknya 

ada empat keuntungan dari digitalisasi UMKM. Pertama, 

keuntungan finansial melalui peningkatan penjualan. Kedua, 

tercipta lapangan kerja. Ketiga, keuntungan bagi pembeli dengan 

peluang 11-25 persen dari harga ritel. Terakhir, kesetaraan sosial, 

yaitu kesempatan perempuan untuk beraktivitas dan memperoleh 

pendapatan melalui kegiatan di wahana perdagangan elektronik 

(Das et al., 2018; Nagel & Muljani, 2022). Meski saat ini 

Indonesia memiliki perekonomian digital yang berkembang 

paling pesat di Asia Tenggara, suatu tindakan perlu diambil 

untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, 

terutama mereka yang tergolong paling rentan, dapat mengakses 

berbagai teknologi dan layanan digital serta memperoleh 

manfaatnya (World Bank, 2021). 
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Pembahasan 

Transformasi digital membawa dampak besar khususnya 

pada perkembangan perekonomian. Jika dilihat dari sisi daya 

saing digital berdasarkan IMD World Digital Competitiveness 

Ranking 2022, Indonesia termasuk dalam peringkat renc yaitu 

peringkat ke-56 dari 63 negara di dunia atau peringkat 10 besar 

terbawah pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022, 

peringkat Indonesia naik menjadi peringkat ke-51. Peringkat 

tersebut terpantau cukup jauh di bawah negara tetangga Malaysia 

yang berada di peringkat ke-31. 

Tabel 1. Digital Competitiveness Ranking Asia 2018 – 2022 

Negara 2018 2019 2020 2021 2022 

Singapura 2 2 2 5 4 

Malaysia 27 26 26 27 31 

Thailand 39 40 39 38 40 

India 48 44 48 46 44 

Indonesia  62 56 56 53 51 

Filipina  56 56 57 58 56 

Sumber: IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2022. 

 

Berdasarkan data daya saing digital tersebut, Indonesia 

sebenarnya memiliki teknologi dan kesiapan dan future readiness 

dalam digitalisasi yang cukup baik, akan tetapi dari sisi 

pengetahuan (knowledge) dalam mendorong digital/ techno-

logycal skills masih jauh daripada negara Asia Tenggara lainnya, 

bahkan terendah ketiga. Walaupun dari sisi talent sudah cukup 

baik (peringkat 45), akan tetapi kurangnya training&education 

(peringkat 62) seperti pencapaian pendidikan tinggi, rasio murid-

guru, jumlah wanita dengan gelar, belanja pendidikan, dan paten 
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teknologi menjadi pekerjaan besar untuk faktor knowledge. 

Selanjutnya, dari faktor future readyness, sub-faktor IT 

integration seperti e-government, regulasi, pembajakan software, 

dan kapasitas cyber-security pemerintah dinilai menjadi 

penghambat kompetisi digital di Indonesia yang bahkan 

kondisinya tidak berubah selama 5 tahun terakhir (peringkat 60) 

(International Institute for Management Development, 2022).    

Gambar 1. Peringkat Faktor-faktor Digital Competitiveness 

Negara Asia Tahun 2022 

 

Sumber: IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2022. 

Digitalisasi yang bertransformasi akan melahirkan aliran 

pendapatan dan produk serta model bisnis baru yang meng-

adaptasi teknologi digital jauh lebih menyeluruh dan membu-

tuhkan perubahan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa inti 

transformasi digital adalah manusia itu sendiri, bukan sekadar 

penggunaan teknologi digital (Bachtiar et al., 2020), yang 

memiliki karakteristik berbeda dengan digitisasi dan digitalisasi 

(Savić, 2019). 
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Tabel 2. Karakteristik Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi 

Digital 

Aspek Digitisasi Digitalisasi 
Transformasi 

Digital 

Fokus Mengonversi 

data 

Memproses 

informasi 

Memperkuat 

pengaruh 

pengetahuan 

Tujuan Mengubah data 

dari format 

analog ke 

format digital 

Mengoperasika

n dan 

memproses 

bisnis secara 

otomatis 

Mengubah 

budaya 

lembaga, mulai 

dari cara kerja 

dan kerangka 

pikirnya 

Kegiatan Mengonversi 

salinan 

dokumen, foto, 

mikrofilm, dan 

film ke format 

digital 

Menciptakan 

proses kerja 

yang 

seluruhnya 

berbasis digital 

Mengubah 

perusahaan atau 

menciptakan 

perusahaan 

digital baru 

Alat Komputer dan 

alat 

konversi/pengo

dean 

Sistem 

teknologi 

informasi (TI) 

dan aplikasi 

komputer 

Matriks 

teknologi digital 

yang baru atau 

disruptif 

Tantang

an 

Volume (yang 

berkaitan 

dengan 

material)  

Harga (yang 

berkaitan 

dengan 

kemampuan 

finansial) 

Penolakan 

untuk berubah 

(berkaitan 

dengan SDM) 

Contoh Formulir 

registrasi 

berbasis kertas 

yang dipindai 

Proses 

registrasi 

secara 

elektronik yang 

menyeluruh 

Semua serba 

elektronik, 

mulai dari 

registrasi 

sampai 

penyerahan 

konten 

Sumber: Savic (2019) 
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Era ekonomi digital sebenarnya, sudah berlangsung sejak 

tahun 1980an atau dikenal dengan old digital economy, dimana 

digitalisasi didorong oleh peningkatan penggunaan personal 

computer (PC) dan internet sebagai penggerak utama dari 

efisiensi bisnis yang memberikan akses bagi individu dalam 

perkembangan digital dan menjadi awal dari perkembangan e-

commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan 

transformasi digital akhirnya era new digital economy dimulai 

sejak tahun 2000an, dimana digitalisasi pada era ini didorong 

oleh mobile technology, akses internet yang tidak terbatas, 

penggunaan teknology cloud dalam penyimpanan, analisis dan 

pengembangan aplikasi (Van Ark, Bart, Abdul Erumban, Carol 

Corrado, 2016). Ekonomi digital Indonesia pada 2021 men-

yumbang sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) 

(Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

2022). Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami 

perubahan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, 

dimana 49,6 persen konsumen mencari informasi produk secara 

online sebelum melakukan pembelian (Alvara Strategic 

Research, 2019; Fuadi et al., 2021).  

Kerangka pengembangan ekonomi digital meliputi empat 

pilar untuk mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertama, 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya talenta 

digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. 

Kedua, infrastruktur digital dan fisik yang kuat untuk mening-

katkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua 

sektor tersebut.  Ketiga, penyederhanaan berbagai birokrasi 

melalui kebijakan, aturan, dan standar yang mendukung dan 

mengurangi hambatan inovasi. Keempat, riset dan inovasi digital 

yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan 

mengurangi ketergantungan sumber daya alam (Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, 2022).  
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Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2022, ekonomi digital 

Indonesia memiliki nilai gross merchandise value (GMV), yakni 

nilai penjualan kotor barang dan jasa selama periode tertentu, 

tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar US$77 miliar dan dapat 

menyentuh angka $130 miliar pada 2025. Selisih nilai GMV 

Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya terbilang relatif 

signifikan, contohnya, Thailand dengan total GMV hanya sebesar 

US$35 miliar, Vietnam US$23 miliar, dan Malaysia US$21 

miliar. Besarnya nilai ini menjadikan Indonesia sebagai negara 

tujuan investasi ekonomi tertinggi setelah Singapura di 2022. 

Dengan pertumbuhan GMV 22% yoy, nilai terbesar GMV 

Indonesia mayoritas berasal dari sektor e-commerce dengan nilai 

US$59 miliar. Kemudian, sektor ekonomi digital lainnya seperti 

transportasi, food delivery, video-on-demand, dan supermarket 

online juga juga menjadi pendorong ekonomi digital Indonesia. 

Adapun jasa transportasi online, food delivery, layanan 

perjalanan online, dan media online masing-masing memiliki 

GMV di bawah US$10 miliar dan diprediksi tumbuh pesat di 

tahun 2025. 

Gambar 2. Nilai GMV Ekonomi Digital di Beberapa Negara 

Asia Tenggara (US$ miliar) 

 

Sumber: Google, Temasek, dan Bain & Company, 2022.  
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Indonesia sendiri diperkirakan akan menjadi sentral bagi 

pertumbuhan dan investasi ekonomi digital di tahun-tahun 

mendatang bersama dengan Vietnam dan Filipina. Hal ini 

didukung oleh meningkatnya digital savviness dan affluence di 

negara-negara tersebut (Google et al., 2022; Google Temasek dan 

Bain & Company, 2021). 

Gambar 3. Persentase Adopsi oleh Pengguna Digital di Wilayah 

Perkotaan, 2022 

 
Sumber: Google, Temasek, dan Bain & Company, 2022.  

Posisi Indonesia sebagai pasar terbesar ekonomi digital di 

Asia Tenggara tentunya tidak terlepas dari perkembangan 

teknologi yang begitu pesat, dimana hampir seluruh aktivitas 

masyarakat bergantung dan melibatkan sistem Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan jumlah populasi 

terbesar ke empat di dunia, Indonesia menyimpan potensi digital 

yang besar seiring berkembangnya teknologi dan media sosial.  

Menurut Don Tapscott (1995), ekonomi digital mempunyai 

12 atribut, antara lain: (1) Knowledge, inovasi-inovasi unggul 

lewat kesempatan baru untuk menciptakan keunggulan 
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menjadi barang virtual dimana modal intelektual dikonversikan 

menjadi modal digital; (4) Molecularization, dimana heavy 

organization di organisasi tradisional berubah menjadi light 

organization yang fleksibel, organisasi multidivisional (M-form) 

bergeser menjadi ecosystem organization (E-form) yang mudah 

beradaptasi dengan lingkungan; (5) Internetworking, mengguna-

kan jaringan internet untuk membangun interkoneksi membentuk 

jaringan ekonomi; (6) Disintermediation, transaksi dapat di-

lakukan secara langsung (peer-to-peer) atau tidak diperlukan lagi 

perantara; (7) Convergence, terkait komputasi, komunikasi, dan 

konten untuk membentuk multimedia interaktif yang menjadi 

platform yang penting; (8) Innovation, imaginasi dan kreativitas 

manusia sebagai sumber-sumber utama untuk membentuk 

inovasi ekonomi; (9) Prosumption; aspek kunci di ekonomi 

digital adalah mass customization dan setiap konsumer dapat juga 

menjadi produser; (10) Immediacy, perbedaan waktu saat 

memesan barang dengan saat diproduksi menyusut secara drastis 

disebabkan kecepatan proses digital technology; (11) Globali-

zation, tidak ada batas untuk transaksi global (tidak ada batasan 

wilayah); dan (12) Discordance, muncul jurang pemisah antara 

yang memahami teknologi dengan yang tidak memahami 

teknologi sehingga perlu adanya literasi teknologi. 

Adanya hubungan yang kuat antara layanan e-commerce 

dengan kinerja rantai pasok UMKM, dengan tujuh indikator yang 

memberikan kontribusi tinggi terhadap kesiapan (dan bahkan 

akselerasi) digitalisasi UMKM di Indonesia yaitu peningkatan 

komunikasi, hubungan jangka panjang, berbagi informasi, 

kesadaran, komitmen, kelincahan, dan kepuasan keseluruhan 

(Kilay et al., 2022). Teknologi digital internet (smartphone) ter-

hadap UMKM dan perilaku konsumen sebagai pengguna 

menunjukkan bahwa masih ada beberapa masalah dengan regu-

lasi, kolaborasi, dan infrastruktur yang perlu ditangani sehingga 
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tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan stabilitas 

sistem keuangan di Indonesia. Teknologi digital terbukti 

memainkan peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa 

dengan cara yang nyaman, praktis, lebih murah, lebih cepat, 

hemat waktu dan padat karya. Tersedianya perbankan/non 

produk dan layanan perbankan yang menggunakan teknologi 

digital sangat tinggi diapresiasi oleh masyarakat, baik individu 

maupun bisnis pelaku, termasuk UMKM (Tayibnapis et al., 

2018). Namun, sampai sekarang tingkat penetrasi internet belum 

merata secara nasional. Pada 2022 tingkat akses internet di DKI 

Jakarta sudah mencapai 84,65 persen, sedangkan di Papua hanya 

26,32 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). 

Menurut Kominfo (2019), dengan adanya perkembangan 

ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis 

baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis 

pada sektor yang sudah ada. Sektor-sektor tersebut antara lain 

sektor finansial; sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi 

kreatif; sektor pertanian; serta sektor agrologistik. Perubahan dan 

inovasi model bisnis, serta adanya penggunaan teknologi baru 

dalam keempat sektor ini merupakan salah satu potensi yang 

dimiliki oleh sektor-sektor tersebut sehingga dapat berkembang 

seiring dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia 

(Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

2019). 

Terdapat 3 tantangan digital di Indonesia saat ini, yaitu 

penanaman talenta digital, promosi penelitian dan Inovasi digital 

dalam bisnis, dan pembentukan infrastruktur digital dan fisik 

(Nasional et al., 2022). Terdapat tiga gesekan dalam ekonomi 

digital Indonesia. Pertama, gesekan antara pedagang daring 

(online) dan luring (offline). Hal tersebut terjadi lantaran 

konsumen mulai beralih dari luring ke daring dalam memenuhi 

kebutuhan sehar-hari. Sebagai contoh, 78% konsumen kini 
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memilih memesan makanan secara daring. Kedua, adanya 

pesaingan antarpedagang daring. Platform digital memberikan 

banyak pilihan kepada konsumen, sehingga mendorong ada-

nya winners takes all. Ini dapat dilihat dari 10% penjual teratas 

mendapatkan hampir 80% dari total pendapatan di e-commerce. 

Ketiga, terdapat gesekan antara pekerja dan pengusaha. Platform 

digital cenderung tidak memberikan kekuatan kepada pekerja, 

sehingga memiliki tuntutan kerja yang tinggi. Selain itu, 

Indonesia masih memiliki kesenjangan kapasitas talenta digital. 

Tercatat sebanyak 60% pekerja di tanah air memiliki pendidikan 

rendah (World Bank, 2021; databoks, 2021). 

Ekonomi digital di Indonesia dapat membawa banyak 

dampak positif yaitu memotong rantai intermediari perdagangan, 

namun juga memiliki beberapa tantangan terlebih dalam 

usahanya untuk mendukung iklim pasar yang kompetitif dalam 

perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah 

satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia namun 

memiliki tantangan yang harus dibenahi secara optimal terkait 

kesenjangan penggunaan internet antar provinsi di Indonesia, 

literasi digital terkait pengembangan bisnis, regulasi pemerintah 

terkait keamanan, kebijakan, dan aturan hukum dalam berinternet 

untuk masyarakat.  

Untuk menyongsong peluang bonus demografi di 2030, 

penguasaan teknologi digital terutama oleh generasi muda perlu 

diantisipasi agar dapat mendorong masyarakat untuk menjadi 

lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini tentunya 

membutuhkan peran serta pemerintah dan integrasi seluruh 

stakeholders untuk menyusun kerangka regulasi dan kebijakan 

yang dapat mengakomodir proteksi konsumen maupun efisiensi 

bisnis dengan keleluasaan partisipasi pasar untuk menjadikan 

ekonomi Indonesia lebih maju. Percepatan digitalisasi UMKM di 

Indonesia agar proyeksi ekonomi digital Indonesia menjadi yang 
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terbesar di Asia Tenggara untuk menopang pertumbuhan 

ekonomi agar dapat menjamin produktivitas dan menjadi fondasi 

yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dapat tercapai. 
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Pendahuluan  

Abad 21 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan 

teknologi digital telah merubah percaturan bisnis global, 

sehingga para pelaku usaha harus mampu membaca pangsa pasar 

yang lebih luas (Rahayu et al., 2022) agar bisnis ke depannya 

dapat bertahan, tumbuh dan berkembang (Banjamahor et al., 

2023). Upaya untuk bertahan di era digital ini tentu para pelaku 

bisnis baik perusahaan besar maupun kecil harus mampu 

beradaptasi sesuai dengan masanya, yaitu transformasi bisnis 

berbasis digital (Sartono, 2021). 

Transformasi digital di era revolusi teknologi tak bisa 

dihindari bagi para pelaku bisnis karena percepatan informasi 

dalam bisnis terus berubah. Di tambah dengan krisis global yang 

melanda dunia akibat pandemic Covid-19 di tahun 2020 

membuat persaingan bisnis demikian berat. Para pelaku usaha 

besar semakin meroket kapitalisasi bisnisnya, sementara pelaku 

usaha kecil semakin terpuruk sekaligus menambah deretan 

kemiskinan semakin ekstrim. Di Indonesia, misalnya, menurut 

catatan BPS (2021) di tahun 2020 terjadi kenaikan 10,19 % 

dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 0,97 % (meningkat 

0,41 %). Kompas (2021) mendata di bulan September 2020, 

mailto:omanfathurohman2@gmail.com
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jumlah penduduk miskin tercatat 27,55 juta, meningkat 1,13 juta 

dibanding bulan Maret 2020, bahkan lebih tinggi jika disbanding-

kan pada bulan September 2019, yaitu sebesar 2,76 juta (Nengsih 

et al., 2021). 

Tren peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia ini tentu 

pemicu utamanya adalah karena terpuruknya kondisi ekonomi 

akibat krisis global pandemic Covid-19 (Purwaningrum, 2022). 

Namun ada harapan ditengah krisis ini yaitu perlunya kebang-

kitan ekonomi, disektor kewirausahaan dengan memanfaatkan 

transformasi digital (Bahagia et al., 2023). Meskipun sektor 

kewirausahaan, seperti IKM, UMKM, dan sejeninsya menjadi 

objek pertama yang terdampak, tetapi juga menjadi peluang 

mereka untuk segera bangkit. Melalui Gerakan Kewirausahaan 

Nasional (GKN), para pelaku usaha seperti IKM, dan UMKM 

dengan kewirausahaanya diminta untuk bangkit memanfaatkan 

digitalisasi melalui berbagai bentuk transformasi, seperti startup, 

e-commerce, marketplace, e-business dan lainnya (Magdalena et 

al., 2019; Prakosa et al., 2023). 

Hal ini dapat dilihat pada 1.500 perusahaan rintisan berbasis 

teknologi di masa pandemic Covid-19 dapat tumbuh dan ber-

kembang secara eksponensial, mendapat basis pelanggan yang 

kuat, bahkan menjadi pemain utama bisnis (Agarina et al., 2020). 

Perusahaan rintisan berbasis teknologi transformasi digital 

kewirausahaan perlu inovasi-inovasi melalui akselerasi start-up 

(Ghonisyah & Irawan, 2023). Jadi, peluang wirausaha di era 

digital adalah keberaniannya dalam inovasi wirausaha digital 

sehingga sangat berpotensi untuk menjadi perusahaan rintisan 

(startup company) di era generasi milenial (Hayat & Caniago, 

2019). Apalagi di era new-normal pandemic Covid-19 kewi-

rausahaan berbasis start-up digital berpelung besar dalam mengisi 

ceruk pasar Indonesia yang potensial besar dan bahkan bisa 

menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan memajukannya. 
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Pembahasan 

Kewirausahaan Digital 

Secara umum, kewirausahaan dimaknai sebagai kedisiplinan 

(Croci, 2016) yang berarti sesuatu yang berbeda, menjadi disiplin 

dengan caranya sendiri. Menurut Croci (2016) bahwa kewira-

usahaan dengan otonomi disiplin yang dapat beroperasi secara 

mandiri maupun interdisipliner. Barot (2015) mengartikan 

kewirausahaan sebagai suatu kegiatan yang dimulai dengan 

tindakan dan penciptaan organisasi baru. Jadi, kewirausahaan 

merupakan kunci sukses dan setiap individu yang menciptakan 

organisasi bisnis baru berarti memasuki paradigma baru 

kewirausahaan. Sementara Chang et al. (2015) menegaskan 

bahwa kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang menggeser 

masa lalu menjadi kebiasaan baru dengan penuh disiplin dan 

mandiri. Kewirausahaan ialah seni. Kewirausahaan ialah suatu 

seni relatif baru terutama terkait pada suatu proses manajemen 

kewirausahaan seperti kreativitas dan otonomi, kapasitas untuk 

beradaptasi, dan mencipta seni serta nilai ekonomi dan sosial.  

Barot (2015) dan Hessels (2019), menyederhanakan peng-

ertian berwirausaha sebagai sebuah proses menuju sukses 

organisasi. Kewirausahaan mampu membangun pola pikir dan 

keterampilan. Kewirausahaan ialah menjadikan kesempatan kerja 

dan mengarah pada pembangunan ekonomi. Sedangkan, Chang et 

al. (2015) menyebut baha kewirausahaan harus mempekerjakan 

sumber daya tenaga kerja dengan bakat teknis dan keterampilan 

tenaga kerja dan manajerial. Lebih luasnya lagi, kewirausahaan 

merupakan titik temu dari suatu ekonomi pembangunan (Hessels, 

2019), sebagaimana dapat dilihat pada kurva berikut. 
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Kurva 1. Proses Kewirausahaan Menuju Pembangunan Ekonomi 

 

 

 

           Manajemen 

 

 

       Skill & Talent 

 

 

         Pengetahuan       

                                 Peluang        Proses     Belajar 

 

 

Di lihat dari kurva 1 di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

bahwa kewirausahaan sangat terkait dengan peluang pengakuan 

dan menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan 

sebagai dasar kemampuan kewirausahaan. Menurut Hessels 

(2019) kemampuan kewirausahaan dapat membawa inovasi ke 

pasar melalui proses kewirausahaan dan pembelajaran. Sedang-

kan Chen et al. (2018) menegaskana bahwa manajemen kewira-

usahaan akan menciptakan keberlanjutan dalam rangka men-

dorong pertumbuhan ekonomi. 

Shane & Venkataraman (2006) bahwa kewirausahaan 

melibatkan tindakan individu atau kelompok untuk menemukan, 

mengevaluasi, dan mengeksploitasi peluang. Oleh karena itu, 

kewirausahaan menjadi topik penting dalam perekonomian 

modern sekalipun, hal ini diakui Frese (2021); McMullen & 

Shepherd (2006) bahwa kewirausahaan akan semakin penting di 

masa mendatang. Apalagi kewirausahaan secara luas, dapat 

menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Meng-

ingat tantangan teknologi dan digital saat ini, khususnya kewirau-

sahaan digital merupakan fenomena yang sedang naik daun, baik 

melalui digitalisasi bisnis yang ada maupun penciptaan perusa-

Kemampuan Wirausaha 

Pembangunan Ekonomi 
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haan digital. Dengan demikian, kewirausahaan digital dapat 

dimaknai sebagai peluang kewirausahaan yang diciptakan dan 

dikejar melalui penggunaan platform teknologi dan peralatan 

komunikasi informasi lainnya (Giones & Brem, 2017; Davidson 

& Vaast, 2010). Kewirausahaan digital dapat masuk dalam 

banyak kategori bisnis (Gohmann, 2012; Hess et al., 2016). 

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tek-nologi, 

kategori-kategori ini (misalnya pemasaran, penjualan, produk, 

distribusi, manajemen pemangku kepentingan, operasi) dan 

kategori-kategori baru juga berpotensi dibentuk (Rashidi et al., 

2013). 

Jenis-Jenis Kewirausahaan Digital 

Barot (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada 

dua jenis kewirausahaan. 

1. Kewirausahaan berbasis peluang. Seorang pelaku usaha 

(wirausahawan) melihat peluang bisnis dan mengembangkan 

bisnis sebagai pilihan karirnya. Menurut Jinjian et al. (2019) 

dan Baptista et al., (2013) bahwa opportunity based 

entrepreneurship ialah memulai aktivitas usaha karena ide 

baru dan amplifikasi pribadi. 

2. Berdasarkan kebutuhan kewiraswastaan. Wirausaha baru 

tidak memiliki pilihan untuk menghasilkan kehidupan. 

Berwirausaha bukanlah bukanlah merupakan suatu pilihan 

melainkan keterpaksaan. Menurut Gries et al. (2011) bahwa 

orang-orang di tahap ini tidak menghargai kewirausahaan, 

karena situasinya ada ketika tidak ada pilihan pasar tenaga 

kerja lainnya. 

Menurut Aulet dan Murray (2013) membagi kewirausahaan 

menjadi dua kategori yaitu, kewirausahaan yang dibentuk oleh 

inovasi-driven. Kewirausahaan berbasis inovasi berbagi ide 

inovasi dalam bisnis dengan tujuan untuk mengejar peluang 
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global. Usaha kecil kewirausahaan atau usaha kecil menengah 

adalah jenis lain dari kewirausahaan yang memiliki akses terbatas 

ke pasar global, melayani pasar lokal dengan cara tradisional 

keunggulan kompetitif yang rendah.  

Welter et al. (2016) mengkategorisasikan kewirausahaan 

berbeda-beda. Misalnya, wirausaha didukung dengan partum-

buhan tinggi, didukung teknologi, dan didukung modal ventura, 

seperti Yahoo, Google, Apple, Amazon, dan lain-lain yang 

berfokus pada bisnis teknologi dan pertumbuhan untuk memung-

kinkan pemiliknya menghasilkan miliarder, menciptakan ribuan 

pekerjaan, dan menyediakan barang dan jasa dalam jangkauan 

luas pada waktu yang tepat (Diandra & Azmy, 2020). Sementara 

itu, Davidson & Vaast (2010) mengkategorisasikan kewirau-

sahaan digital sebagai multi-segi dan merupakan kombinasi dari 

kewirausahaan bisnis, pengetahuan, dan kelembagaan yang 

bekerja secara simbiosis.  

Cuervo (2007) dan Shane & Venkataraman (2000) menjelas-

kan bahwa kewirausahaan bisnis merupakan suatu bentuk 

kewirausahaan yang paling sering didengar dan dibicarakan, 

meliputi pembuatan produk atau layanan baru, identifikasi dan 

penggunaan bahan mentah, penciptaan industri baru, bentuk 

bisnis baru, dan lainnya. Menurut Rowley (2000) baha kewi-

rausahaan pengetahuan dikategorikan oleh identifikasi dan 

pencarian informasi atau prospek berbasis pengetahuan dan 

mencakup perluasan basis pengetahuan yang ada serta 

pengembangan yang baru. Sedangkan, Maguire et al. (2004) 

memaknai kewirausahaan institusional mencirikan tindakan 

pengusaha yang memanfaatkan sumber daya dalam upaya 

menciptakan organisasi baru atau meningkatkan yang lama.  

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kewirausa-

haan digital merupakan kombinasi dari ketiga praktik kewira-

usahaan di atas. Menurut Davidson & Vaast (2010) dan Hull et 
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al. (2007) bahwa pengusaha digital sinergis menggabungkan 

kewirausahaan bisnis, kelembagaan dan pengetahuan dan 

kombinasi ini membentuk dasar untuk dapat mengambil praktik 

tradisional, seperti kategori bisnis yang tercantum di atas, dan 

mengubahnya secara digital. Adapun jaringan kewirausahaan 

digital (lihat Gambar 1) mencakup berbagai model. 

Gambar 1. Jaringan Kewirausahaan Digital 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Fernandes et al. (2022) 

Dari gambar di atas terlihat bahwa jaringan kewirausahaan 

digital mencakup berbagai dimensi dan arah, seperti proses, 

koordinasi pada peluang, blockchain, bisnis online, start-up, 

transformasi digital, sosial media, internet dan lain sebagainya 

(Abdul Aziz et al., 2023). Akan tetapi paling tidak, kata 

Fernandes et al. (2022) kewirausahaan digital dibangun atas lima 

kekuatan (lihat Gambar 2), yaitu 1) model kewirausahaan digital, 

2) factor-faktor keberhasilan kewirausahaan digital, 3) berbagi 

platform kewirausahaan digital, 4) ekosistem kewirausahaan 
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digital dan kota pintar, serta 5) platform digital tentang kreasi 

bersama kewirausahaan sebagaimana telah digambarkan di atas. 

Gambar 2. Lima Kekuatan Kewirausahaan Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Fernandes et al. (2022) 

Dari Gambar 2 di atas nampak indikator-indikator kekuatan 

pembentuk kewirausahaan digital yang tercakup pada 5 dimensi 

kekuatan. Fernandes et al. (2022) menegaskan bahwa di era 

digital paling tidak model kewirausahaan digital yang paling 

menonjol adalah adanya perusahaan-perusahaan perintis (digital 

start-ups), dan inovasi-invaso bisnis model lainnya. Menurut 

Bican dan Brem (2020) kehadiran digital teknologi di era industri 

4.0 dan masyarakat 5.0 menjadikan model bisnis bertransformasi 

(lihat Gambar 3). Digitalisasi model bisnis kewirausahaan telah 

bertransformasi mulai dari inovasi digital dan transformasi 
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digital. Jadi, digitalisasi bisa dikatakan saat ini menjadi kekuatan 

paling penting dalam kewirausahaan dan inovasi. Dalam hal ini, 

kata von Briel et al. (2018) bahwa kewirausahaan, transformasi 

dan inovasi, teknologi digital bisa digunakan sebagai pendorong 

eksternal yang merangsang dan mendorong proses atau hasil 

yang memungkinkan. Teknologi digital dapat mengambil peran 

dan manifestasi yang berbeda dalam berbagai bentuk seperti 

produk (Lyytinen et al., 2016), platform produk atau layanan 

(Tiwana et al., 2010), alat atau sistem infrastruktur (Aldrich, 

2014), dan aplikasi digital, komponen, atau konten media (Ekbia, 

2009).  

Start-Up 

Menurut Ghezzi & Cavallo (2020) bahwa startup digital 

pada tahap awal perkembangannya sering mengalami inovasi 

pada arsitektur nilai dan model bisnis mereka. Serangkaian 

metode pragmatis yang mengacu pada prinsip penting dan cepat 

baru-baru ini diusulkan untuk mendukung pengusaha digital 

menghadapi Inovasi Model Bisnis (BMI), yang dikenal sebagai 

Lean Startup Approaches (LSAs). Nugraha & Wahyuhastuti 

(2017) mempertegas bahwa pemicu utama bisnis startup digital 

tentu berkenaan dengan banyaknya pengguna internet yang 

semakin banyak dan mudah diakses hampir oleh setiap orang. 

Selama bertahun-tahun, startup telah menemukan tempatnya di 

dunia bisnis dengan mendisrupsi pasar melalui transformasi 

digital. Menurut Lisa et al. (2020) bahwa startup dipandang 

sebagai aktor kunci dalam lanskap inovasi saat ini. Sebutan 

Startup semakin banyak digunakan, meksipun terkadang kurang 

jelas. Memang, sebuah perusahaan baru yang menggunakan 

teknologi baru tidak cukup untuk mendapatkan sebutan startup. 

Steve Blank memaknai startup sebagai suatu organisasi yang 

dirancang untuk mencari model bisnis yang berulang dan terukur. 

Untuk menjadi startup, perusahaan harus memenuhi empat 
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karakteristik, yaitu 1) temporer, 2) pencarian model bisnis, 3) 

industrialisasi dan reproducible, dan 4) scalable.  

Perusahaan startup harus mampu memberikan nilai kepada 

pelanggan dengan produk atau layanan yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Dan tantangan dari sebuah startup adalah 

menemukan dan membangun Model Bisnis yang sesuai 

dengannya, dan itu tidak dimodelkan pada struktur yang ada. 

Karakteristik lain dari sebuah startup, kata Lisa et al. (2020) 

adalah karena skalabilitasnya. Tujuannya adalah memiliki model 

bisnis yang memungkinkan pertumbuhan eksponensial, yaitu 

semakin banyak pelanggan bertambah, semakin besar marginnya. 

Pelanggan pertama harganya lebih mahal dari yang berikutnya, 

dan seterusnya. Skalabilitas menggambarkan bahwa modelnya 

dapat direproduksi, yang memungkinkan startup tumbuh begitu 

cepat sejauh ini, dalam waktu singkat, dibandingkan dengan 

bisnis yang lebih tradisional. 

Menurut catatan Masyarakat Industri Kreatif Teknologi 

Komunikasi (MIKTI) bahwa pada tahun 2018 startup di 

Indonesia mencapai 992 (55 %) yang tersebar di Jakarta, Bogor, 

Tangerang, Depok dan Bekasi, sekitar 12 % tersebar di Sumatera, 

dan 12 % di Jawa Timur, DIY hanya 6 %, sementara 15 % 

tersebar di wilayah Jawa Barat, Bali & NTB, Kalimantan dan 

Sulawesi. Jumlah startup sebesar 65 % didirikan dari tahun 2013-

2018, dan sisanya 18 % dibentuk dari 2007-2012 sehingga rata-

rata usia stratup sudah mencapai 5-6 tahun. Berdasarkan 

penelusuran data diketahui bahwa sekitar 35,48% dari startup di 

bidang e-commerce, 5,34% di bidang financial technology, 

5,54% di bidang game/hiburan. Sisanya 53,63% terlibat dalam 

bidang lain seperti media sosial, pertanian, makanan dan 

minuman, pemasaran, voucher. Sedangkan startup yang bergerak 

di bidang kecerdasan buatan saja di bawah 5%. 
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Meskipun demikian, kata Maulina et al. (2020) beberapa 

startup terkemuka di Indonesia diketahui menerapkan teknologi 

AI untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. 

Perkembangan startup di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 

2022 tidak banyak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 

karena selama 2 tahun, mulai dari tahun 2020-2021 terjadi krisis 

global akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada runtuhnya 

sektor ekonomi, baik industri besar maupun kecil, sehingga efek 

tersebut secara langsung berimbas pada menurunnya jumlah 

stratup (lihat Gambar 3).  

Gambar 3. Jumlah Startup di Indonesia berdasarkan Penyebaran 

Kota Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.statista.com 

Dari gambar 3 di atas, menunjukan sebua fenomena 

pengguna internet di Indonesia yang semakin banyak, sebesar 

https://www.statista.com/
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95% pengguna Internet Indonesia saat ini mengkonsumsi konten 

internet di perangkat seluler. Baik itu video, musik, sosial, atau 

konten yang berhubungan dengan game, konsumen di Indonesia 

menikmati – dan lebih memilih dibandingkan dengan platform 

lain – kenyamanan yang dibawa oleh ponsel. Menurut Helmy 

Rianda, Pendiri dan COO di DOOgether, sebuah aplikasi seluler 

yang memungkinkan pengguna untuk memesan kelas untuk apa 

pun di Jakarta mulai dari Zumba hingga sesi sepak bola dalam 

ruangan, mengutip ini sebagai faktor besar kesuksesan 

DOOgether, menyatakan bahwa 80% pengguna memesan kelas 

olahraga secara online. Tren ini juga terbukti dalam adopsi 

Mobile Legends: Bang Bang dari Shanghai Moontoon 

Technology di seluruh wilayah, MOBA seluler populer yang 

mengingatkan pada League of Legends dari Riot Games. Mobile 

Legends telah bertahan di 1% aplikasi teratas di iOS dan Play 

Store Indonesia – berfluktuasi antara posisi dari waktu ke waktu, 

tetapi tetap konstan di #2 atau #3 dalam hal unduhan dan 

peringkat keseluruhan menurut App Annie (lihat Gambar 4). 

Gambar 4. Pengguna Internet di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.failory.com/startups/Indonesia 
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Dari gambar 4 di atas menunjukan bahwa transfomasi digital 

di sektor bisnis stratup sangat terbuka peluang sukesnya, ter-

utama yang berkait dengan e-commerce. Menurut Goole et al. 

(2020) perusahaan rintisan (startup) dapat dibedakan menjadi 7 

(tujuh) bidang, yaitu: 

a. E-commerce (marketplaces, malls direct to consumer) 

b. Transport & Food (transport & food delivery) 

c. Online Media (advertising, gaming, video and demand, 

music, and demand) 

d. Online Travel (flight, hotel, vacation rentals) 

e. Financial Service (payment, remittance, lending, insurance, 

inevsting) 

f. HealthTech, dan 

g. EdTech. 

Tujuh perusahaan rintisan (startup) di era digital sangat 

memanjakan para pelaku usaha. Menurut laporan Bank Indonesia 

Triwulan I dan II 2021 tercatat nilai transaksi e-commerce 

meningkat sebesar Rp186,75 triliun (63,3 %, y-o-y), e-money 

(uang elektronik) menembus angka Rp132,03 triliun (41,01 %, y-

o-y), dan e-banking (digital bankig) mencapai Rp17.901,76 

triliun (39,39%, y-o-y). Akibat pencapaian ini, Stratup Ecosystem 

Ranking Index 2021 yang dirilis StartupBlink melaporkan bahwa 

ekosistem startup Indonesia menduduki urutan 45 dengan score 

3.657 dalam urutan ekosistem stratup global. Peringkat puncak 

masih didominasi Amerika Serikta dengan perolehan score 

124.420, kedua diduduki Inggris dengan score 28.719, diperi-

ngkat tiga ada Israel dengan score 27.741 yang diikuti oleh 

Kanada dan Jerman. Pemeringkatan tersebut diukur dari tiga 

aspek, yaitu 1) quantity (jumlah startup), 2) quality (kualitas 

stratup), dan 3) business environment (lingkungan bisnis, seperti 

infrastruktur, kebijakan dan undang-undang). (Kharisma, 2021) 
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Pendahuluan 

Inovasi digital telah menjadi bagian dalam kehidupan 

masyarakat saat ini. Banyak harapan dan ekspektasi muncul 

sejalan dengan berkembangnya inovasi digital. E-health dapat 

meningkatkan pelayanan medis, E-Banking, digital payment dan 

E-wallet juga merupakan inovasi digital yang dapat memper-

mudah pelayanan keuangan. Dapatkah era digitalisasi ini mampu 

mendorong penguatan ekonomi dan keuangan Islam di 

Indonesia? Pada bab ini tidak hanya fokus membahas bagaimana 

era digital berkembang dan menciptakan inovasi-inovasi unik dan 

bermanfaat untuk masyarakat. Akan tetapi, bagaimana berkem-

bangnya era digital mampu mendorong penguatan sistem ke-

uangan Islam yang mana mampu menggeser perspektif menuju 

masyarakat yang berkelanjutan dan berperan sebagai supporting 

system penguatan ekonomi suatu negara. 

Komite Nasional Keuangan Syariah (2018) mendeklarasikan 

Indonesia Islamic Economy Master Plan 2019-2024 bahwa 

ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi berdasar pada prinsip 

shariah, mencakup seluruh sektor ekonomi yang ada, baik sektor 

keuangan maupun sektor riil dan harus memberikan manfaat 

yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen ekonomi. 

mailto:Linda.putri@umk.ac.id
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Konsep dasar perbankan dan keuangan Islam berasal dari aspirasi 

komunitas Islam untuk meninggalkan unsur riba. Transformasi 

sistem keuangan Islam dimulai pada akhir abad ke-19 ketika 

terjadi momentum protes terhadap pembayaran bunga yang 

terjadi ketika Barclays Bank membuka cabang di Kairo untuk 

mendanai pembangunan Suez Canal dimana sistem pendanaan ini 

bertentangan dengan nilai Islam (Kettell 2010). Indonesia 

merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

adalah muslim. Sistem keuangan Islam di Indonesia menempati 

peringkat ke 6 dari top 10 industri keuangan Islam secara global 

(Sakinah et al 2022). Sistem keuangan Islam menekankan pada 

seluruh instrumen financing harus sesuai pada hukum syariah. 

Prinsip fundamental lain dari keuangan Islam adalah fitur 

pembagian risiko dan keuntungan dari transaksi keuangan Islam 

seperti contohnya kontrak Mudharabah atau Musyarakah. 

Perbankan syariah adalah sektor utama dari keuangan Islam yang 

memiliki pangsa 76% dari total asset keuangan Islam secara 

global diikuti dengan pasar sukuk. Selanjutnya, keuangan Islam 

memiliki kemampuan untuk mendorong inklusi keuangan dengan 

mendukung segmen masyarakat miskin melalui pembiayaan 

berbasis aset dan pembagian risiko, sehingga pada akhirnya 

mengurangi risiko sistematis dan membuat ekonomi lebih stabil 

(Kammer et al. 2015). 

Akhir dekade pertama tahun 2000-an sektor keuangan sudah 

ada yang telah menggunakan sistem dan infrastruktur teknologi 

informasi (TI) terbaru dan terkuat untuk layanan pelanggan 

(Heidmann 2010).  Pada awal tahun pertama munculnya internet, 

bank dan sektor keuangan lainnya memegang posisi terdepan dan 

menawarkan layanan melalui internet kepada pelanggan mereka 

seperti informasi pengenalan bank, daftar cabang dan jam 

operasional serta nilai tukar harian (Cokcetin 2017). Seiring 

berkembangnya TI, sistem keungan Islam perlu adaptif dan 
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inovatif mengikuti arus perkembangan TI yang bergitu dinamis 

seperti munculnya smartphone dengan sistem andoid ataupun 

IOS yang merubah perilaku pelanggan terkait pelayanan bank 

maupun institusi sektor keuangan lainnya. Setelah krisis ke-

uangan global pada tahun 2008, sektor financial technology (Fin-

Tech) telah menjadi salah satu bidang wirausaha yang tumbuh 

paling cepat untuk start-up yang bertujuan untuk mendisrupsi 

sektor keuangan tradisional. Fintech mampu menawarkan 

layanan keuanga lebih cepat dan bisa nihil biaya terhadap 

pelangganya. Fintech bisa menjadi saingan maupun mitra 

sekaligus bagi sektor industri keuangan yang ada sebelumnya. 

Penguatan keuangan Islam di Indonesia perlu beradaptasi dan 

bermitra dengan sistem fintech untuk dapat menjangkau 

pelanggan lebih luas, mudah dan pelanggan puas. Selanjutnya, 

bab ini akan menjabarkan lebih rinci bagaimana tantangan dan 

peluang keuangan Islam digital, pengembangan financial tech-

nology Islam, dan bagaimana penguatan sistem keuangan Islam 

ini mampu menguatkam perekonommian. 

Pembahasan 

Peluang dan Tantangan Keuangan Islam di Era Digital 

Berkembangnya sektor keuangan Islam diiringi dengan 

munculnya platform crowdfunding, teknologi blockchain, serta 

dorongan terhadap social impact investing menjadikan tantangan 

dan juga peluang tersendiri bagi sektor keuangan Islam. Salah 

satu yang menjadi peluang bagi keuangan Islam adalah dengan 

mengembangkan instrumen wakaf dan menyediakan sumber 

pembiayaan yang berkelanjutan dengan menghubungkan 

platform online yang biasa disebut dengan crowdfunding hal ini 

dapat mempercepat volume penggalangan dana wakaf (Laldin et 

al 2018). Platform Crowdfunding memberikan manfaat baik pada 

sisi investor maupun sisi pengusaha.  
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Bagaimanapun, pengembangan crowdfunding ini perlu 

didukung dengan hukum dan regulasi yang kuat. Disisi lain, bank 

syariah memiliki peluang untuk menawarkan aplikasi perbankan 

berdasarkan internet yang sesuai dengan prinsip syariah. Peluang 

yang dapat dikembangkan oleh industri keuangan Islam lainnya 

adalah zakat berbasis teknologi dengan memanfaatkan inovasi 

blockchain. Konsep dapat dipahami terkait dengan pengembang-

an aplikasi zakat adalah memungkinkan memberi kemudahan 

terkait dengan proses pelacakan dana zakat dimulai pada titik 

awal donasi hingga distribusi dana. Sistem aplikasi ini dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kegiatan zakat. 

Sehingga, kegiatan dengan aplikasi zakat ini menjadi lebih efektif 

dan efisien dan akan meningkatkan total pendistribusian zakat 

yang pada akhirnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat 

(Laldin et al 2019). 

Peluang industri keuangan Islam yang telah disebutkan 

sebelumnnya tentu masih tidak luput dari tantangan dan perlu 

dihadapi untuk kemudian menciptakan inovasi. Pertanyaan 

pertama yang bisa menjadi tantangan adalah bagaimana tingkat 

literasi keuangan Islam di masyarakat dan seberapa besar pangsa 

pasar keuangan Islam? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 

bahwa tingkat literasi keuangan Islam di Indonesia masih 

tergolong rendah yaitu sebesar 9.14% pada tahun 2022. Literasi 

keuangan merupakan faktor penting untuk memperkuat industri 

keuangan Islam di Indonesia. Meningkatnya indeks literasi 

keuangan Islam akan meningkatkan inklusi keuangan Islam hal 

ini dapat dijelaskan bahwa semakin masyarakat mengetahui 

produk dan layanan keuangan Islam akan mendorong masyarakat 

untuk dapat masuk sebagai pelanggan di industri keuangan Islam. 

Terkait pangsa pasar keuangan Islam di Indonesia, OJK mencatat 

bahwa pangsa pasar keuangan Islam masih menjadi perhatian. 

Pasalnya, pangsa pasar keuangan Islam masih sangat rendah dan 
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masih terdapat gap yang besar dengan pangsa pasar keuangan 

konvensional. Hasil Survey National Literasi dan Inklusi 

Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022 mendapati data bahwa 

indeks inklusi keuangan Islam di Indonesia mencapai12,12% 

tertinggal jauh dengan indeks keuangan konvensional yang 

mencapai 85.19%.  

Hal ini mengindikasikan bahwa literasi dan inklusi keuangan 

Islam masih menjadi tantangan besar dan perlunya inovasi agar 

layanan keuangan Islam dapat menggaet masyarakat.Tantangan 

lainnya yang perlu diperhatikan oleh industri keuangan Islam 

adalah bagaianan penerapan strategi digital ini mampu meni-

ngkatkan literasi dan inklusi keuangan Islam. Mengingat perilaku 

pelanggan kini telah bergeser pada kemudahan dengan sistem 

digital, sistem layanan keuangan Islam perlu dinamis mengikuti 

model bisnis digital. Bagaimanapun, masalah atau tantangan 

muncul tidak hanya dari sisi literasi dan perikaku konsumen yang 

telah berubah. Muryanto (2018) menjelaskan bahwa Indonesia 

memiliki beberapa faktor terkait dengan inovasi Islamic financial 

technology seperti; Regulasi yang tidak memadai terkait fintech 

Islam, Prosedur perizinan yang rumit, Penyalahgunaan fintech 

untuk kejahatan pendanaan teroris serta Maraknya bisnis fintech 

illegal. Masalah serius ini masih terjadi tugas bersama demi 

meciptakan sistem keuangan Islam yang unggul dan mampu 

memimpin perekonomian Islam di dunia yang saat ini dipimpin 

oleh negara Malaysia. Oleh karena itu, setiap investasi yang akan 

dilakukan untuk masuk dalam model bisnis ini perlu dilakukan 

secara bijak. 

Peluang Islamic Finance Technology di Indonesia 

Financial technology (Fintech) merupakan industri yang kini 

berkembang begitu pesat dan dinamis. Kesempatan ini menjadi-

kan momentum keuangan Islam turut andil mengambil bagian 
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untuk berinovasi terkait dengan financial technology yang sesuai 

dengan syariat Islam atau bisa disebut dengan Islamic Financial 

Technology. Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 117/DSN-

MUI/II/2018 mendefinisikan Islamic fintech terdiri dari peng-

gunaan teknologi dalam layanan keuangan baik industri bank 

maupun non-bank. Beberapa area layanan yang bisa diinovasikan 

oleh Islamic Fintech antara lain layanan keuangan sosial, 

asuransi, wealth management¸bahkan layanan simpan pinjam 

(Muryanto et al 2021). Sejauh ini, Islamic Fintech di Indonesia 

telah mengalami kemajuan, saat ini terdapat 241 perusahaan saat 

ini di pasar. Sektor ini diperkirakan akan meningkat dari sekitar 

US$49 miliar pada tahun 2020 menjadi US$128 miliar pada 

tahun 2025 (berdasarkan estimasi transaksi volume) (Dinar 

Standart 2022). The Global Islamic Fintech (GIFT) merupakan 

index yang merepresentasikan negara mana yang lebih konduktif 

menumbuhkan Market Islamic Fintech. 

Data index GIFT ini menunjukkan bahwa Indonesia berada 

di peringkat empat dan masuk dalam top 10 setelah Malaysia, 

Saudi Arabia dan United Arab Emirates (Lihat gambar 1). Secara 

global, Indonesia merupakan negara yang unggul dalam sisi 

tangkat demografi bahwa Indonesia memiliki populasi muslim 

yang besar yang memiliki jumlah institusi keuangan Islam yang 

tinggi yaitu lebih dari 5000 institusi keuangan Islam di Indonesia 

(Dinar Standard, 2019; Indonesian Ministry of Finance, 2020). 

Oleh karena itu, dari data dan fakta yang ada telah merepresen-

tasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpeluang 

besar untuk mengembangkan sistem keuangan Islam termasuk 

Islamic Fintech. Peluang ini ditangkap oleh pemerintah Indonesia 

dengan Menyusun masterplan yang menjadikan Indonesia 

sebagai pusat regional dan global ekonomi Islam yang tertuang 

dalam masterplan Islamic economy Indonesia 2019–2024 

(MEKSI) (Hendartyo, 2021). Revolusi industri 4.0 telah men-
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dorong teknologi meningkatkan ataupun mendisrupsi layanan 

keuangan Islam pada abad ke 20. Oleh karena itu, pengembangan 

Islamic Fintech harus seuai dengan inovasi teknologi yang ada 

terkait operasi bisnis, model bisnis, dan perlu strategi untuk 

customer engagement.  

Gambar 1. Negara Top 20 oleh GIFT Index Scores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinar Standart (2021) 

Islamic Financial Technology Framework 

Keuangan Islam saat ini menjadi industri senilai $3 triliun 

dengan permintaan yang terus meningkat, hal ini meningkatkan 

peluang Islamic Fintech yang akan terus berkembang, mengingat 

industri ini sedang meningkat (Laporan Pengembangan Ke-

uangan Islam, 2019). Menurut Thakor, (2020), FinTech bertujuan 
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untuk mengungkap cara yang lebih murah untuk mengatasi friksi 

kontrak keuangan dan menurunkan biaya jasa keuangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan konsumen. Di sisi lain, D. K. C. Lee 

dan Teo (2015) mendefinisikan lima prinsip FinTech antara lain: 

margin laba rendah, light asset, kemampuan ekspansi, inovasi, 

dan easy compliance, yang semuanya sejalan dengan prinsip 

syariah.  

Islamic Fintech Framework (Kerangka iFintech) dari data 

Dinar Standart (2021) mengembangkan iFintech kedalam tiga 

bagian layanan yaitu Give&Protect, Save & Invest, serta 

Finance.  Kerangka kerja iFintech ini dapat dilihat dari gambar 2 

di bawah ini. Layanan Give & Protect lebih rinci menyediakan 

terkait social finance seperti wakaf, zakat, dan shodaqah, 

kemudian asuransi yang terdiri dari insure tech dan Taka Tech. 

Kedua, terkait save & Invest dirincikan menjadi wealt 

management seperti layanan dana pensiun dan deposit &lending 

seperti layanan Mortgages, personal finance, dan student finance. 

Terakhir. Layanan Finance dapat berupa peer 2 peers, 

crowdfunding, payments, sukuk, investing & trading, dan lain 

sebagainya. Semua layanan yang menjadi kerangka inovasi 

ifintech ini harus didukung dari segala faktor seperti penggunaan 

teknologi yang canggih (Machine Learning, Data & Analytics, 

Big Data, Blockchain, Biometrics, Cloud dan lain sebgainya). 

Teknoloi yang canggih saja tidak menjamin keberhasilan inovasi 

ifintech. Hukum dan regulator serta unsur lain seperti institusi 

riset, asosiasi Fintech, serta institusi edukasi dan trainingyang 

dapat mendukung keberhasilan inovasi iFintech. Lalu bagaimana 

kondisi regulasi iFintech di Indonesia? 
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Gambar 2. Kerangka Islamic Financial Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinar Standart (2021) 

Regulasi iFintech di Indonesia 

Peluang besar terkait pengembangan inovasi iFintech se-

bagai upaya penguatan keuangan Islam menjadikan isu tersendiri 

bagi hukum dan regulasi untuk mendukung kerangka hukum di 

sektor iFintech. Hukum dan regulasi ini diperlukan untuk men-

cegah dari berbagai risiko potensial dan menguatkan perlin-

dungan konsumen serta mempercepat pertmbuhan Islamic 

Digital Economy (Kharisma, 2020). Saat ini, Bank Indonesia dan 

OJK telah meregulasi Fintech di Indonesia. Bank Indonesia telah 

meregulasi terkait payment dan sistem moneter sedangkan OJK 

meregulasi terkait P2P Lending atau crowdfunding. Islamic 

Fintech perlu dukungan tambahan dengan fatwa dari MUI karena 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan fintech konvensional 

yaitu mengedepankan konsep syariah seperti contohnya Fatwa 
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MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan 

Berdasarkan Prinsip Syariah Berbasis Teknologi Informasi; dan 

Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik 

Syariah. Gambar 3 menjelaskan terkait kondisi Fintech dan 

iFintech serta regulasi yang sudah ada. Regulator yang berperan 

adalah Bank Indonesia dan OJK dengan menginisiasi regulasi 

empat layanan layanan Lending, Crowdfunding, payments, dan 

E-money.Beberapa contoh sektor kunci yang telah beroperasi 

mendukung perkembangan inovasi iFintech di Indonesia adalah 

Kitabisa.com bergerak dibidang sosial, Salam pada layanan 

raising fund, Danadidik pada layanan deposits dan lending.  

Gambar 3. Profil regulasi dan contoh Fintech di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinar Standart (2021) 

Kondisi regulasi terkait dengan iFintech saat ini masih perlu 

dilakukan inovasi untuk mengembangkan dan memperkuat 

iFintech di Indonesia. Contoh kasus yang mungkin bisa terjadi di 

Indonesia ketika Islamic Fintech menawarkan electronic money 
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dan kredit online harus mendapatkan persetujuan dari empat 

lembaga berbeda seperti Bank Indonesia, OJK, Kementrian 

Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), dan terakhir MUI. 

Kondisi tersebut menjadikan iFintech sulit untuk menjalankan 

bisnis dan investasinya dibidang Fintech karena terbentur pada 

empat regulasi yang bisa jadi berbeda. Muryanto et al (2021) 

mengkritisi terkait aspek regulasi terkait dengan iFintech di 

Indonesia. Penelitian yang telah di lakukan oleh Muryanto et al 

(2021) menekankan pada pembenahan regulasi yang sudah ada 

dan belum ada kemudian memberi masukan regulasi ideal yang 

seharusnya ada, seperti contohnya terkait dengan tipe regulasi, 

selama ini di Indonesia sudah ada peraturan Bank Indonesia dan 

Peraturan OJK, Fatwa Mui dan Peraturan Kementrian Komu-

nikasi dan Informasi.  

Tipe regulasi ideal yang seharusnya ada untuk mendukung 

berkembangnya iFintech di Indonesia adalah bahwa peraturan 

dari Lembaga yang sudah ada sebelumnya perlu di khususkan 

pada aturan mendasar terkait Islamic Fintech seperti peraturan 

Bank Indonesia Islamic Fintech, peraturan OJK Islamic Fintech, 

Peraturan Kominfo Islamic Fintech, dan Fatwa MUI terkhusu 

Islamic Fintech. Disisi lain, idealnya perlu dukungan regulasi 

dari pemerintah terkait iFintech, serta adanya Islamic Fintech 

Act. Indonesia belum menerapkan regulasi terkait mitigasi risiko 

krisis sistem keuangan digital. Idealnya, mitigasi risiko terkit 

potensi isu iFintech dan krisis sistem keuangan digital ini perlu di 

kembangkan dan diperjelas terkait substansi hukum antara lain: 

Koordinasi pengawasan dan pemeliharaan stabilitas sistem 

keuangan Islam berbasis digital, penanganan masalah iFintech 

sistematis yang berasal dari penyedia layanan fintech itu sendiri 

dalam situasi normal maupun krisis (Muryanto et al 2021). Selain 

itu, Pemerintah dan juga Lembaga negara yang berwenang perlu 

melakukan regulasi dan sanksi yang jelas terkait kejahatan 
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kriminal iFintech. Dengan didukung oleh regulasi dan jelas dan 

kuat peluang besar Indonesia memimpin sistem ekonomi syariah 

memungkinkan sangat bisa terjadi. 

Bagaimana Islamic Fintech mampu menguatkan institusi 

keuangan Islam? 

Adopsi praktik Islamic Fintech tentunya berpengaruh 

terhadap kinerja lembaga keuangan Islam, khususnya bank Islam 

dan lembaga keuangan mikro. Mustafa Raza Rabbani dan Khan 

(2020) menggarisbawahi bahwa Islamic Fintech dapat secara 

signifikan menurunkan biaya operasional perbankan syariah, 

yang akan memungkinkan untuk menawarkan produk yang lebih 

kompetitif. Selain itu, Selim (2020) menyatakan bahwa pene-

rapan Islamic Fintech dalam transaksi mata uang asing oleh bank 

syariah akan meningkatkan pangsa pasar mereka. Sebagai 

imbalannya, perbankan Islam bisa menyediakan transaksi tanpa 

bunga secara real-time dan tanpa riba. Oleh karena itu, bank 

syariah harus sepenuhnya meningkatkan kemampuan mereka 

untuk mengadaptasi Islamic Fintech yang sesuai dengan Syariah. 

Diskusi mengenai Islamic Fintech terkait dengan kasus 

keuangan Islam mikro, S. A. Shaikh (2021) menjelaskan bahwa 

Islamic Fintech akan memungkinkan keuangan mikro syariah 

untuk mendapatkan penyedia dana yang lebih luas, meningkatkan 

transparansi, menurunkan biaya transaksi, mendukung proses 

pemantauan pelanggan, dan meningkatkan akurasi dalam kriteria 

penyaringan. Pembuat kebijakan semestinya harus melakukan 

upaya keras untuk membangun lingkungan investasi yang 

mendukung bagi bank syariah untuk mengadopsi Islamic 

Fintech. Singkatnya, adopsi Islamic Fintech akan meningkatkan 

pengembangan dan efisiensi lembaga keuangan Islam, yang akan 

mengarah pada peningkatan peran lembaga keuangan Islam 

dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi yang 
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solid di antara para pemangku kepentingan sangat penting. 

Terlepas dari pertumbuhan besar-besaran Islamic Fintech, sesuai 

yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu kendala terbesar 

adalah kurangnya regulasi hukum khusus terkait Islamic Fintech 

dari pembuat kebijakan. Pada kenyataanya, Islamic Fintech di 

Indonesia masih tertinggal dari segi regulasi, hukum, dan aturan 

operasional dibandingkan dengan fintech konvensional. Ketidak-

pastian hukum fintech syariah juga berdampak pada lemahnya 

keamanan data nasabah dan meningkatnya jumlah fintech ilegal. 

Selain itu, peran pengawas syariah yang tidak efektif sebagai 

otoritas pengatur juga menjadi alasan utama yang menghambat 

pertumbuhan start-up fintech (Ilyas et al., 2020). Oleh karena itu, 

mengingat manfaat Islamic Fintech yang begitu potensial dapat 

menguatkan keuangan Islam dan ekonomi di era digital. Pem-

benahan tidak hanya pada menciptakan inovasi saja, akan tetapi 

pembenahan struktur regulasi dan perlindungan konsumen perlu 

ditingkatkan. 

Penguatan Ekonomi Melalui Keuangan Islam Di Era Digital 

Negara berkembang seperti Indonesia terkadang tidak luput 

dari masalah ketidaksetaraan dan struktur kelembagaan yang 

cacat. Mohamed dan Ali (2019) menyatakan bahwa kepercayaan 

adalah dasar untuk nilai-nilai social dan proxy untuk ekonomi 

riil. Kepercayaan pada manusia berfungsi secara timbal balik 

untuk menciptakan niat yang baik. Amanah dan dapat dipercaya 

merupakan tindakan yang dapat menimbulkan timbal balik yang 

positif antar manusia. Dengan kepercayaan, pertumbuhan eko-

nomi dan kerjasama antar negara dapat dicapai (Chong, 2021). 

Oleh karena itu, dalam pengembangan inovasi terkait iFintech 

perlu mengembangkan sistem yang dapat dipercaya untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Produk dan layanan yang 

ditawarkan melalui platform iFintech harus sesuai dengan aturan 

Al-Qur‟an dan Sunnah untuk mendorong kepercayaan konsumen 
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(Mohamed dan Ali, 2019). Penguatan ekonomi di era digital 

tidak terlepas dari inovasi layanan keuangan Islam berbasis 

digital seperti IFintech dan tingkat literasi serta inklusi. 

Munculnya berbagai platform iFintech tidak akan berhasil 

apabila masyarakat kurang literasi akan layanan iFintech dengan 

begitu tingkat inklusi keuangan syariah juga tidak akan 

maksimal. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan merupa-

kan bagian yang perlu diperhatikan setelah menyusun dan 

memperbaiki regulasi terkait inovasi keuangan Islam. Bank 

Indonesia, (2021) menyatakan bahwa literasi keuangan Islam 

merupakan pengetahuan dasar terkait sumber keuangan dan 

perilaku keuangan berdasarkan pada arahan agama. Chong 

(2021) menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan literasi ke-

uangan syariah, maka inklusi keuangan Islam juga akan meni-

ngkat. Walaupun persentase inklusi keuangan syariah masih lebih 

rendah dari inklusi keuangan konvensional, OJK menemukan 

korelasi positif antara literasi keuangan Islam dan inklusi 

keuangan Islam. Fintech syariah memberikan solusi di berbagai 

spektrum kebutuhan keuangan, mulai dari wakaf digital dan 

monetisasi inventaris hingga keuangan UKM dan potensi aplikasi 

super untuk keuangan Islam. Kasus penggunaan baru ini menun-

jukkan hal yang penting bergeser ke arah peningkatan inklusi 

keuangan. 

Meningkatnya inklusi keuangan Islam dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Beberapa literatur telah membahas terkait dengan peng-

embangan Islamic Fintech serta dampaknya terhadap lembaga 

keuangan Islam. Rabbani et al (2020) melakukan kajian literatur 

sistematis untuk mensintesis Islamic Fintech; mereka menemu-

kan bahwa tiga topik dominan telah dibahas secara luas antara 

lain: peluang dan tantangan FinTech Islam, cryptocurrency/ 

blockchain compliance syariah, dan aspek hukum/peraturan 



 

237 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

inovasi fintech. studi ini menggarisbawahi bahwa FinTech 

menawarkan layanan keuangan yang lebih hemat biaya daripada 

keuangan dan perbankan tradisional. Dengan demikian, Islamic 

Fintech dapat meningkatkan efektif dan efisiensi yang kemudian 

mampu memperkuat ekonomi di era digital. Berdasarkan tingkat 

negara Muryanto et al. (2021) menyatakan bahwa Indonesia 

sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

memanfaatkan Islamic FinTech. 

Gambar 4. Global Islamic Indikator: Top 15 Ranking Negara 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinar Standart, (2022) 

Seiring berkembang dan menguatnya keuangan Islam di 

Indonesia, kini Indonesia menempati peringkat ke empat. 

Setelah isu merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia 

menjadikan momentum yang menguntungkan dalam menguat-

kan ekonomi terkait dengan sistem keuangan Islam. Sektor 

keuangan syariah di Indonesia akan diuntungkan secara 

signifikan dari merger antara PT Bank Mandiri, PT Bank 

Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Pengem-

bangan di sektor keuangan syariah juga telah dilakukan dan 

masih terus berlangsung. Indonesia adalah rumah bagi 31 

perusahaan fintech yang terdiri dari 17 Platform pinjaman 

UKM P2P yang sesuai Syariah pada akhirnya diharapkan dapat 

berkembang menjadi bank digital. Berdasarkan perkembangan 
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keuangan Islam yang telah dilakukan, Indonesia siap men-

dorong pertumbuhan dan inovasi dalam keuangan Islam 

Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, siap 

menjadi pendorong utama ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan 

dengan telah menerbitkan sukuk paling berdaulat di dunia, 

membentuk komite keuangan syariah nasional khusus, dana 

baru untuk mendukung jamaah haji, dan mendukung keuangan 

syariah berbasis teknologi jasa, Takaful, dan manajemen asset 

(Dinar Standart, 2022). 

Era digitaliasi ini telah mendorong perubahan banyak aspek. 

Berkembangnya revolusi industri 4.0 tidak hanya merubah pola 

operasional sektor manufaktur saja, akan tetapi berimbas pada 

inovasi-inovasi yang muncil diseluruh sektor termasuk 

keuangan. Keuangan Islam berkembang sejalan dengan ber-

kembangnya inovasi digital. Dengan tingkat literasi dan inklusi 

keuangan Islam yang masih cukup tertinggal dengan keuangan 

konvensional, perkembangan digital menjadikan peluang 

sekaligus tantangan bagi sektor keuangan Islam apakah akann 

terdisrupsi atau mampu berkolaborasi. 

Islamic Financial Technology(iFintech) merupakan inovasi 

mutakhir sektor keuangan Islam di era digital.  Meskipun 

iFintech) di Indonesia masih mengalami bebrapa tantangan 

seperti regulasi yang kurang, dan perizinan yang rumit serta 

munculnya fintech illegal. Peluang yang dimuliki oleh sektor 

keuangan Islam dalam pengembangan iFintech sangat besar 

(Dinar Standart, 2022). Beberapa strategi harus dilakukan 

keuangan Islam di Indonesia untuk menghadapi tantangan yang 

ada. Seperti, membenahi dan memperjelas regulasi yang ada, 

menciptakan Islamic Fintech Act yang harus mencakup sub-

stansi hukum seperti sanksi pidana, prosedur sertifikasi 

terpusat, pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi dan 

sinergi antar otoritas, pencegahan dan mitigasi krisis keuangan 

digital, mekanisme penyelesaian sengketa dan lembaga alter-

natif penyelesaian sengketa Fintech. Berkembangnya Islamic 
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Fintech di Indonesia tentunya meningkatkan kekuatan sektor 

keuangan Islam di Indonesia yang pada akhirnya mampu 

menciptakan perilaku masyarakat berkelanjutan yang dapat 

menguatkan ekonomi Indonesia. 
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Pendahuluan 

Perkembangan global beberapa tahun terakhir ditandai 

dengan pengenalan massal terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi di semua bidang pembangunan ekonomi. Imp-

lementasi teknologi digital ikut mendorong perkembangan 

bidang keuangan dan institusi keuangan. Istilah “ekonomi 

digital” menunjukkan penggunaan teknologi digital paling 

canggih di berbagai sektor ekonomi dunia. Saat ini, transformasi 

digital terjadi di hampir semua bidang pembangunan ekonomi, 

misalnya fintech di sektor keuangan.  

Sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang didukung 

oleh teknologi, fintech merupakan salah satu bentuk digitalisasi 

yang tumbuh pesat karena pandemi covid-19 memperkuat 

pentingnya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan layanan 

keuangan selama masa social distancing. Perilaku konsumen pun 

juga berubah karena pandemi –mengarah ke digitalisasi. Gambar 

1 merupakan grafik pergerakan unduhan aplikasi keuangan baru 

di seluruh dunia dari 100 aplikasi keuangan terpopuler di 125 

negara (Didier et al., 2022). Grafik ini menunjukkan adanya 

peningkatan penggunaan layanan digital finance, terutama pada 

aplikasi keuangan nonbank selama puncak pertama pandemi. 

Unduhan aplikasi keuangan nonbank meningkat sebesar 45%, 

dari rata-rata sekitar 7 juta unduhan per hari selama kuartal 

terakhir 2019 menjadi lebih dari 10 juta pada 15 April 2020. 

Waktu tersebut bersamaan dengan puncak langkah-langkah 

kebijakan yang diambil untuk membatasi mobilitas masyarakat. 
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Gambar 1. Unduhan Aplikasi Keuangan di Seluruh Dunia 

Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Didier et al. (2022) 

Disamping itu, masuknya fintech ke industri jasa keuangan, 

didorong oleh perluasan akses internet dan penggunaan smart-

phone yang dikombinasikan dengan komputasi dan penyimpanan 

data berbiaya lebih rendah. Hal ini membuat semakin ber-

kembangnya produk keuangan, pembayaran, model bisnis dan 

bahkan konsep uang itu sendiri. Di era digitalisasi ini, perusahaan 

telekomunikasi dan teknologi informasi besar, ritel, dan 

perusahaan start-up kecil bergabung dengan bank dan lembaga 

nonfinansial dalam menyediakan layanan. 

Layanan digital finance memainkan peran penting dalam 

mendukung pemulihan ekonomi. Modernisasi ini juga dapat 

menciptakan peluang baru untuk membuat sistem keuangan 

global menjadi lebih efisien dan inklusif dengan mengatasi 

hambatan geografis dan fisik terhadap layanan dan dengan 

membuat informasi tersedia lebih luas bagi konsumen dan 

penyedia. Namun, di sisi lain transformasi digital juga telah 

menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan inovasi dengan 

menjaga persaingan, stabilitas dan integritas keuangan, 
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perlindungan konsumen, dan privasi data. Untuk membantu 

menginformasikan peran digital finance dan fintech dalam 

perekonomian secara global, chapter ini mengeksplorasi 

transformasi digital yang sedang berlangsung dalam layanan 

keuangan dan implikasinya terhadap dunia bisnis dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Pembahasan 

Fenomena Covid-19 membuat layanan keuangan digital 

menjadi semakin penting. Tahun 2020 saat hampir semua negara 

menerapkan lockdown dan social distancing, menjadi titik 

dimana kebutuhan akan layanan keuangan non-kontak meningkat 

secara drastis. Paradigma industri keuangan konvensional ikut 

berubah didukung adanya aplikasi teknologi informasi generasi 

baru seperti big data, cloud computing, dan artificial intelligence. 

Sementara itu, bentuk dan model layanan keuangan baru 

bermunculan dan berkembang pesat.  

Fintech yang merupakan penerapan teknologi digital pada 

layanan keuangan, membentuk kembali masa depan keuangan. 

Teknologi digital ini merevolusi pembayaran, pinjaman, inves-

tasi, asuransi, serta produk dan layanan keuangan lainnya. 

Digitalisasi layanan keuangan dan uang tidak hanya berperan 

dalam membantu menjembatani kesenjangan konsumen dalam 

mengakses layanan keuangan, namun juga membantu perusahaan 

dan pembangunan ekonomi. Transaksi pembukaan rekening, 

misalnya, telah beralih dari layanan customer service tatap muka 

ke digital. Sebelumnya, nasabah harus ke kantor cabang atau 

pusat untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening 

yang selanjutnya diproses oleh pegawai bank. Sekarang, rekening 

bank dapat dibuka baik melalui lokasi fisik atau melalui aplikasi 

seluler kapanpun dan dimanapun. 
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Digital Finance dan Fintech 

Digital finance didefinisikan sebagai layanan keuangan yang 

dikirimkan melalui infrastruktur digital, yaitu jaringan yang 

terdiri dari perangkat cerdas seperti smartphone, personal 

computer, dan pad (Manyika et al., 2016). Teknologi ini biasanya 

disediakan oleh lembaga keuangan atau perusahaan internet. 

Digital finance memiliki potensi manfaat diantaranya meng-

urangi asimetri informasi dan biaya transaksi serta meng-

optimalkan alokasi sumber daya. Melalui aplikasi yang ter-install 

atau e-wallet yang terhubung ke instrumen pembayaran yang 

dapat diandalkan, masyarakat dapat menggunakan teknologi 

digital untuk kepentingan pembiayaan, pembayaran, investasi, 

dan bisnis keuangan baru lainnya. Hal ini menyebabkan 

penggunaan uang tunai dan layanan keuangan tradisional saat ini 

cenderung rendah. 

Fintech yang berasal dari kata “financial” dan “technology” 

secara neologisme berhubungan namun berbeda dengan digital 

finance. Gomber et al. (2017) menjelaskan bahwa kedua istilah 

tersebut (digital finance dan fintech) menggambarkan proses 

perubahan dalam industri keuangan melalui penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi. Namun, ada sedikit perbedaan antara 

kedua istilah tersebut. Digital finance menggambarkan digitali-

sasi layanan keuangan yang meluas secara umum, sementara 

fintech lebih menekankan pada hubungan inovasi teknologi dan 

pengembangan teknologi dengan kegiatan komersial industri 

keuangan. 

Inovasi dalam keuangan digital beberapa tahun terakhir, 

seperti bentuk mata uang, metode pembayaran, dan model 

pembiayaan mencerminkan perubahan signifikan dalam ekonomi 

dunia. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan digital 

finance membantu jutaan pelanggan beralih dari transaksi tunai 

ke transaksi keuangan digital. Hal ini menunjukkan adanya 
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reformasi metode pembayaran. Dengan demikian, digitalisasi 

pembayaran menantang gagasan uang tunai sebagai bentuk uang 

yang paling definitif. Meskipun transaksi tanpa uang tunai 

menyebabkan hilangnya privasi karena meninggalkan jejak 

elektronik, namun hal ini tidak menjadi masalah bagi kebanyakan 

orang dan bisnis yang melakukan transaksi semacam itu secara 

legal. Selain itu, kebijakan yang mewajibkan pembayaran digital 

untuk transaksi yang lebih besar dari jumlah tertentu akan 

mengurangi transaksi yang tidak tercatat (off-book economy). 

Oleh karena itu, Subacchi (2021) berpendapat bahwa inovasi 

dalam sistem pembayaran dan digitalisasi mata uang menandakan 

masa depan yang sebagian besar bebas uang tunai. 

Menggabungkan teknologi digital dengan layanan keuangan 

menjadi semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi 

masyarakat, teknologi digital telah menjadi alat yang berharga 

untuk menyebarluaskan informasi mengenai barang dan jasa 

keuangan serta program inklusi keuangan (Chen et al., 2021). 

Bagi pembuat kebijakan, keuangan digital menguntungkan 

pemerintah dengan menyediakan platform untuk memfasilitasi 

peningkatan pengeluaran secara keseluruhan, yang kemudian 

menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dari pening-

katan transaksi komersial (Manyika et al., 2016). 

Sementara keuangan digital membawa manfaat besar bagi 

masyarakat, penyebaran fintech telah menantang rezim peraturan 

yang ada yang ditentukan oleh Bank Sentral (J. Wang, 2021). Ini 

adalah tantangan besar bagi pemerintah untuk mengelola risiko 

keuangan di era big data (Yang et al., 2022). Keuangan digital 

dapat didukung oleh infrastruktur yang mampu mengumpulkan 

data masyarakat, yang memungkinkan perusahaan untuk 

menghasilkan uang secara legal dan digunakan pemerintah untuk 

pemantauan politik (Jain & Gabor, 2020). Namun, jika data 

digunakan secara ilegal, itu akan menyebabkan serangkaian 
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masalah, seperti kebocoran privasi, penipuan keuangan, dan 

pencucian uang. Oleh karena itu, sistem lembaga, termasuk 

standar regulasi, organisasi, dan normatif, harus dibangun untuk 

memperkuat kontrol atas digitalisasi keuangan. Dalam hal ini, 

pemerintah memainkan peran penting dalam mempromosikan 

pengembangan infrastruktur pengawasan, yang berfungsi sebagai 

tulang punggung industri digital dan membantu memecahkan 

masalah (Arner et al., 2019). 

Dampak Digital Finance dan Fintech Terhadap Sektor 

Ekonomi 

Bisnis adalah tulang punggung untuk mendorong partum-

buhan ekonomi riil, dan layanan keuangan adalah pendorong 

pengembangan bisnis. Perkembangan keuangan digital dapat 

mengurangi asimetri informasi di pasar kredit dan memfasilitasi 

akuisisi kredit perusahaan (Ma et al., 2021). Keuangan digital 

dapat mengatasi tantangan yang biasanya dihadapi saluran 

offline, seperti akses, jarak geografis, dan kurangnya modal 

sosial, sehingga memenuhi kebutuhan modal beberapa bisnis (W. 

Wang et al., 2019). Selain itu, teknologi digital menawarkan 

banyak informasi, terutama bagi investor individu yang membuat 

keputusan berdasarkan serangkaian informasi online terbuka 

(Butticè & Vismara, 2022). 

Dari dimensi produksi dan konsumsi di pasar, keuangan 

digital bermanfaat bagi bidang kewirausahaan. Hal ini karena 

skala jejaring sosial secara positif mempengaruhi pembukaan 

bisnis (Yueh, 2009). Selain itu, teknologi digital juga memiliki 

potensi untuk membentuk platform Bersama yang memung-

kinkan hubungan antara sumber di berbagai tingkatan dan 

integrasi ide dari berbagai disiplin ilmu / bidang (Bogusz et al., 

2020). Yin et al. (2019) membuktikan bahwa keuangan digital 

memiliki dampak signifikan dan positif pada kemungkinan 
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kewirausahaan rumahan dengan meningkatkan toleransi risiko 

masyarakat, memperkaya jejaring sosial mereka, dan memper-

besar saluran pembiayaan mereka. Di sisi lain, keuangan digital 

membuat konsumsi lebih nyaman, sehingga membantu mening-

katkan frekuensi dan kuantitas konsumsi. Melalui kajian empiris, 

Li et al. (2020) berpendapat bahwa keuangan digital dapat 

menjadi pendorong konsumsi rumah tangga yang signifikan. 

(Apiors & Suzuki, 2018) membuktikan bahwa pengguna akhir 

cenderung mengirim dan menerima volume pembayaran dan 

pengiriman uang yang lebih besar melalui keuangan digital. Dari 

sisi utang rumah tangga, pembiayaan digital inklusif berkon-

tribusi dalam mendorong tingkat konsumsi rumah tangga dan 

mengurangi kendala likuiditas (Ji et al., 2021). 

Dalam konteks ekonomi digital, digitalisasi perusahaan, 

sebagai akselerator penting dari pembangunan ekonomi dan 

sosial baru, tidak dapat dipisahkan dari dukungan beberapa 

sumber daya keuangan. Dengan menganalisis survei terhadap 

185 perusahaan manufaktur AS dan Eropa, Abou-foul et al. 

(2021) memberikan bukti empiris bahwa digitalisasi secara lang-

sung mempengaruhi kinerja perusahaan. Keuangan digital dapat 

mengurangi kendala pembiayaan perusahaan dan memacu 

inovasi, sehingga memfasilitasi transformasi digital mereka (Luo, 

2022). Keuangan digital terutama meningkatkan nilai perusahaan 

strategis yang sedang berkembang melalui tiga saluran: menye-

diakan dana tambahan, mengurangi risiko operasional, dan 

mempromosikan inovasi (Tang et al., 2022). Selain itu, keuangan 

digital memainkan peran positif yang signifikan dalam membantu 

UKM berinovasi yang dicapai terutama dengan mengurangi 

kendala pembiayaan perusahaan (Yao & Yang, 2022). Ini berarti 

bahwa, perkembangan keuangan digital mampu membantu 

mengurangi tingkat kendala pembiayaan yang dihadapi oleh 

UKM dan dengan demikian meningkatkan alokasi sumber daya 
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keuangan yang rasional. Misalnya, crowdfunding dapat memu-

dahkan startup untuk mengakses pembiayaan dalam skala yang 

lebih besar dengan tarif yang lebih rendah.  

Perkembangan keuangan digital telah secara dramatis 

meningkatkan ketersediaan dan kenyamanan layanan keuangan, 

terutama bagi kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses 

ke layanan keuangan. Sistem keuangan digital seperti mobile 

payment dan pinjaman online memiliki potensi yang luar biasa 

untuk mendorong inklusi keuangan (Traynor et al., 2017). 

Dengan cara ini, keuangan digital telah mengkatalisasi lahirnya 

keuangan digital inklusif, yang membantu meningkatkan 

kesejahteraan individu, bisnis, dan pemerintah. Subacchi (2021) 

berpendapat bahwa fintech dapat menawarkan layanan keuangan 

berbiaya rendah kepada semua bagian masyarakat, termasuk 

warga pedesaan yang berpenghasilan rendah. Fernandes et al. 

(2020) menegaskan peran penting teknologi digital dalam inklusi 

keuangan, khususnya dalam meningkatkan akses dan penggunaan 

sarana untuk meningkatkan akses keuangan mereka. Keuangan 

digital inklusif dapat meningkatkan pengeluaran konsumen (Li et 

al., 2020) dan membantu mempersempit perbedaan pendapatan 

perkotaan-pedesaan (Ji et al., 2021). Bagi pemerintah daerah, 

akan bermanfaat untuk mempromosikan efisiensi pembiayaan 

utang (Wang et al., 2022). 

Selama beberapa tahun terakhir, keuangan digital inklusif 

telah mencapai kesuksesan luar biasa di beberapa negara seperti 

China. Perubahan baru yang menarik terjadi karena evolusi 

keuangan digital yang inklusif. Dampak positif dari keuangan 

digital, menurut (Ozili, 2018), dapat diringkas menjadi tiga 

aspek: (1) meningkatkan akses ke layanan penting bagi mas-

yarakat berpenghasilan rendah dan miskin, menghasilkan inklusi 

keuangan yang lebih baik di daerah pedesaan; (2) berdampak 

positif terhadap profitabilitas bank dan inklusi keuangan di 
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masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin; (3) mendorong 

lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam keuangan digital 

melalui platform digital yang ramah pengguna. 

Namun, keuangan digital juga berdampak buruk pada inklusi 

keuangan. Misalnya, beberapa provider dapat menarik atau 

menghentikan pengiriman layanan keuangan digital tertentu di 

daerah pedesaan berisiko tinggi atau komunitas yang tidak 

memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mempertahankan 

layanan tersebut, yang mengakibatkan penurunan inklusi 

keuangan. Selain itu, mengingat keuangan digital inklusif masih 

merupakan konsep baru, pemantauan yang tidak memadai dapat 

dengan mudah menyebabkan proliferasi keuangan digital inklusif 

yang tidak terkendali yang justru mampu menghambat 

perkembangannya (Ji et al., 2021). Tidak hanya itu, Ozturk & 

Ullah (2022) yang melakukan studi tentang pengaruh inklusi 

keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian 

lingkungan di 42 negara di kawasan One Belt and Road Initiative 

(OBRI) selama tahun 2007 – 2019 juga menambah bukti 

pengaruh dari keuangan digital. Hasil penelitian tersebut secara 

empiris menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital mening-

katkan pertumbuhan ekonomi namun menurunkan kualitas 

lingkungan melalui lonjakan emisi CO2. Oleh karena itu, para 

pengambil kebijakan di daerah OBRI harus merumuskan 

kebijakan yang meningkatkan inklusi keuangan digital untuk 

mencapai kinerja ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

Disamping itu, secara komprehensif World Bank Group 

(Feyen et al., 2023) menyusun dan mempublikasikan kerangka 

konseptual fintech yang menggambarkan interaksi antara pasar, 

kebijakan, sampai pada bagaimana fintech berperan dalam 

pembangunan ekonomi.  
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Gambar 2. Kerangka Konseptual Fintech: Interaksi antara Pasar, 

Kebijakan, dan Pembangunan 

 

Sumber: World Bank Group, (2023) 

Secara garis besar, Gambar 2 menjelaskan bahwa digitalisasi 

layanan keuangan dan uang yang sedang berlangsung 

menciptakan peluang untuk membangun layanan keuangan yang 

lebih inklusif dan efisien serta mendorong pembangunan 

ekonomi. Negara-negara harus menangkap peluang ini dan 

menerapkan kebijakan yang memungkinkan untuk mendorong 

inovasi dan adopsi keuangan digital yang aman. Jika dibahas satu 
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per satu, dimulai dari fundamental fintech drivers, dua pendorong 

utama dari gelombang fintech ini adalah (1) connectivity, 

semakin tingginya konektivitas melalui perangkat seluler yang 

terhubung ke internet dan jaringan komunikasi; dan (2) 

computing, komputasi dan penyimpanan data berbiaya rendah. 

Keduanya, secara bersama-sama memungkinkan terbentuknya 

model bisnis baru untuk pengiriman teknologi seperti cloud 

computing. Aplikasi yang memanfaatkan kemajuan ini, seperti e-

commerce dan aplikasi seluler, menciptakan Big Data tentang 

pengguna dan transaksi. Komputasi dan penyimpanan berbiaya 

rendah memungkinkan data tersebut ditambang untuk meng-

hasilkan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan. 

Meskipun transformasi digital sektor keuangan masih dalam 

proses, namun hal ini sudah mengubah infrastruktur, produk, dan 

model bisnis keuangan yang membawa pendatang baru dan 

membentuk kembali kedudukan dan struktur pasar. Akibatnya, 

perilaku pelanggan berubah dan persaingan meningkat. Dengan 

demikian, ada potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, 

terutama di pasar negara berkembang dan negara berkembang 

dengan mengatasi hambatan fisik dan geografis untuk mengakses 

dan menutup kesenjangan informasi tentang kredit dan produk 

lainnya. Pemain lama dalam pasar dan pendatang baru sama-

sama menetapkan prioritas strategis untuk mendigitalkan channel 

pelanggan, proses internal, dan adopsi produk. Market outcome 

pada akhirnya akan tergantung pada berbagai faktor, meliputi 

skala dan ruang lingkup ekonomi; preferensi pelanggan untuk 

pilihan vs. kenyamanan; dan kerangka kebijakan, termasuk 

pendekatan regulasi untuk perizinan, data, dan persaingan. 

Sementara itu, jika perkembangan fintech dibiarkan semata-

mata didorong oleh kekuatan pasar pada akhirnya mungkin tidak 

akan sejalan dengan tujuan kebijakan inti. Tujuan ini termasuk 
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mempromosikan inovasi, efisiensi, dan inklusi keuangan sembari 

memitigasi risiko yang terkait dengan stabilitas dan integritas 

keuangan; risiko siber dan operasional; perlindungan data, 

konsumen, dan investor; persaingan yang adil; dan arbitrase 

peraturan lintas batas. Dengan demikian, dalam lingkungan ini, 

perlindungan kebijakan yang tepat menjadi semakin penting 

untuk menjaga persaingan yang adil dan mencegah penyalah-

gunaan kekuatan pasar mendukung pengembangan ekonomi. 
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Pendahuluan  

Kepemimpinan akan selalu berubah seiring mengikuti 

perkembangan zaman, termasuk memimpin di era society 5.0. 

Kepemimpinan adalah seni mengajak dan menggerakkan orang 

lain untuk bekerja menuju pencapaian tujuan. Ada empat gaya 

kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan otoriter, direktif, 

otoritarian dan otokratis. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya 

kepemimpinan demokrasi semu, gaya kepemimpinan laissez 

faire. Era Society 5.0 adalah masa di mana masyarakat yang 

berpusat pada sistem terintegrasi secara online memecahkan 

masalah sosial dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. 

Manusia yang unggul di era society 5.0 harus memiliki 4 

kompetensi yaitu Leadership, Language skill, IT Literacy, dan 

Writing skill (Imtinan 2021).  

Transformasi pasti terjadi di sektor manapun dan bagaimana 

perubahan tersebut terjadi, tentunya perubahan tersebut terjadi 

seiring dengan perubahan atau revolusi zaman. Jika saat ini kita 

sedang booming atau terkenal dengan istilah Revolusi Industri 

4.0, di negeri sakura istilah ini diganti dengan istilah baru yang 

sedang diperkenalkan yaitu Society 5.0. Di era sekarang ini, 

segala aspek kehidupan manusia akan dibantu oleh teknologi, 

mailto:fauzisayuti@alkhairat.ac.id
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misalnya memaksimalkan permainan harpa dengan bantuan robot 

di tangan agar lebih mudah, atau customer service di bandara 

menggunakan robot, dan berbagai hal lainnya . Dan ini bukan 

sekedar wacana belaka, karena sudah ada tempat wisata di negeri 

bambu yang menggunakan teknologi sebagai pengganti manusia. 

Era digital baru ini dimana proses globalisasi dan evolusi berjalan 

sangat cepat seperti Internet of Things (IoT) kemudian Artificial 

Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membawa perubahan 

signifikan pada lingkungan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Era 

ini juga disebut sebagai era ketidakpastian yang menantang 

(VUCA), karena banyak perubahan dan kebutuhan yang kom-

pleks tumbuh di era ini, dan sangat penting bagi kita untuk 

memanfaatkan ICT secara maksimal di berbagai sektor meng-

ingat di era ini ketidakpastian muncul karena evolusi teknologi. 

Melihat fakta sekitar kita, tentu saja tantangan pendidikan 

dan tuntutan akan sumber daya yang disediakan produksi akan 

semakin maju. Jika pada tahun 1900-2000 kita dituntut 

menguasai bahasa Inggris dengan baik, maka di tahun ini dan 

mendatang tidak hanya bahasa Inggris tetapi juga penguasaan 

teknologi dan data mulai dari pembuatan, pengolahan, moni-

toring, hingga evaluasi teknologi dan data. Era revolusi 4.0 dan 

masyarakat 5.0 adalah abad ke-21. Perkembangan pendi-dikan 

pada abad 21 berbeda dengan abad 20. Dalam Pendidikan Abad 

20, semua informasi bersumber dari buku hanya dalam skala 

lokal hingga nasional. Sedangkan pendidikan abad 21 tidak 

memandang usia dari balita hingga dewasa, pembelajaran tidak 

lagi terfokus pada buku saja, tetapi dari berbagai sumber lain, 

terfokus pada semua usia, setiap anak berada dalam komunitas 

belajar, belajar didapat dari berbagai sumber tidak hanya dari 

buku, tetapi juga bisa berasal dari internet, berbagai platform 

teknologi yang ada dan informasi serta perkembangan kurikulum 

secara global. Dalam menghadapi era masyarakat ada dua hal 
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yang harus dilakukan yaitu adaptasi dan kompetensi. Untuk 

beradaptasi dengan Society 5.0, kita perlu mengetahui perkem-

bangan generasi (know generation). Istilah baby boomer yang 

dimaksud mengacu pada tingginya angka kelahiran beberapa 

generasi, dari generasi X ke generasi ⍺, dimana terjadi trans-

formasi peradaban manusia. Untuk menjawab tantangan revolusi 

industri 4.0 dan masyarakat 5.0 di bidang pendidikan, diperlukan 

kecakapan hidup abad 21 atau yang lebih dikenal dengan 4C 

(Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration). 

Diharapkan guru menjadi pribadi yang kreatif, mampu mengajar, 

mendidik, menginspirasi dan menjadi panutan. Sedangkan pada 

abad 21, kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa adalah 6 

kemampuan Literasi Dasar (literasi numerasi, literasi sains, 

literasi informasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan kewar-

ganegaraan). Tidak hanya literasi dasar tetapi juga memiliki 

kompetensi lain yaitu mampu berpikir kritis, bernalar, kreatif, 

berkomunikasi, berkolaborasi memiliki kemampuan. 

Secara umum yang terpenting, memiliki perilaku (karakter) 

yang mencerminkan profil siswa Pancasila seperti rasa ingin 

tahu, inisiatif, ketekunan, kemampuan beradaptasi, jiwa kepe-

mimpinan, kepedulian sosial dan budaya. Dan hal ini ditambah 

dengan munculnya Sustainable Development Goals (SDGs) oleh 

United Nation pada tahun 2015 yang semakin menambah 

kompleksitas kebutuhan keterampilan manusia yang harus 

dipenuhi untuk mewujudkan SDGs dan bertahan di masyarakat 

5.0.3, demikian para pendidik juga harus memiliki keterampilan 

hidup abad. 21 yaitu memiliki leadership skills, digital literacy, 

communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global 

citizen, team working dan problem solving . Fokus keahlian 

bidang pendidikan abad 21 saat ini dikenal dengan 4C (Risdianto, 

2019) yang meliputi kreativitas, berpikir kritis, komunikasi dan 

kolaborasi. 
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Pembahasan 

Ambidextrous 

Ambidexterity adalah karakter dan kemampuan seseorang 

untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ambidexterity 

kontekstual adalah kapasitas perilaku untuk menggabungkan 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi secara bersamaan. Dalam 

konteks manajemen pengetahuan, aktivitas eksplorasi disamakan 

dengan perolehan pengetahuan, sedangkan aktivitas eksploitasi 

disamakan dengan berbagi pengetahuan. Mom, van den Bosch, & 

Volberda, (2009), menjelaskan dan membagi ambidexterity 

menjadi dua dimensi, yaitu eksploitasi dan eksplorasi. Ambidex-

terity adalah kemampuan untuk selaras dan efisien dalam 

menjalankan kebutuhan bisnis saat ini (eksploitasi), dan secara 

bersamaan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan 

(eksplorasi) (Gibson & Birkinshaw, 2004). 

Penelitian dan cukup menarik untuk dijadikan referensi 

terkait tema tulisan ini yaitu Ambidexterity yang memiliki 

keterkaitan dengan dunia keperawatan yang menghadapi berbagai 

permasalahan baik dengan pasien, keluarga pasien maupun 

peralatan rumah sakit. Hal ini menjadi salah satu hal penting bagi 

perawat dalam pelayanan rawat inap karena perawat menghadapi 

ketidakpastian dan keragaman dalam menjalankan tugas dan 

fungsi profesionalnya. Dalam eksploitasi, perawat diharapkan 

mampu memiliki kompetensi dan keterampilan agar dapat 

memberikan pelayanan keperawatan yang baik. Perawat dalam 

melaksanakan pekerjaannya juga harus siap menghadapi pasien 

dengan berbagai macam penyakit, menghadapi keluarga pasien, 

bekerja sama dengan rekan sejawat, dan menghadapi dinamika 

lingkungan baik internal maupun eksternal. Ambidexterity juga 

penting karena pasien dalam pelayanan rawat inap di rumah sakit 

sangat heterogen, baik dari segi usia, latar belakang, diagnosa 
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penyakit, dan sebagainya. Perawat juga membutuhkan eksplorasi 

dalam menjalankan profesinya. Perawat diharapkan untuk terus 

dapat meningkatkan keterampilannya dalam melakukan tindakan 

keperawatan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan, 

sehingga diperlukan pelatihan studi kasus penyakit dan pelatihan 

tindakan keperawatan. Perawat juga berinteraksi dengan per-

kembangan teknologi, seperti: penggunaan alat kesehatan yang 

canggih di rumah sakit. Tentunya hal ini harus disikapi oleh 

perawat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mem-

pelajari cara penggunaan alat kesehatan tersebut. Perawat 

membutuhkan pelatihan penggunaan alat kesehatan agar dapat 

terampil dalam menggunakan alat kesehatan yang ada untuk 

menunjang perawat dalam menjalankan pekerjaannya. 

Ekonomi Islam 

Sebagai kajian sains modern, ekonomi Islam baru muncul 

pada tahun 1970-an. Namun pada kenyataannya, pemikiran 

tentang ekonomi Islam sudah muncul sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW, karena rujukan utama ekonomi Islam adalah 

Alquran dan Hadits. Setelah masa Nabi, para ulama banyak 

menyumbang karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka 

sangat berbobot, yakni memiliki argumentasi religius sekaligus 

intelektual yang kuat dan sebagian besar didukung oleh fakta 

empiris pada masa itu. Banyak di antaranya juga sangat futuristik 

dan baru dipelajari oleh para pemikir barat ratusan abad 

kemudian. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir Muslim 

mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia di saat Barat masih 

berada dalam masa kegelapan. Saat itu dunia Islam justru 

mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang. 

Pembahasan dan perlu dibahas pada kesempatan lain dan 

untuk pemahaman ekonomi Islam yang lebih mendalam, tidak 

lepas dari bagaimana sejarah pemikiran ekonomi Islam? Sejarah 
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Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Pemerintahan Nabi 

Muhammad SAW. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada 

zaman Khulafaurrasidin. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 

Pasca Khulafaurrasidin. Periode pertama (periode awal Islam - 

450 H/1058 M). Periode Kedua (450- 850 H/1058 -1446 M). 

Periode Ketiga (850 -1350 H/1466-1932 M). Zaman Kontem-

porer (1930 Sekarang). Mazhab pemikiran ekonomi Islam 

kontemporer dan perkembangan pemikiran Islam ke barat. 

Kepemimpinan 

Ide sentral dari kepemimpinan ambidextrous adalah bahwa 

kompleksitas kegiatan inovatif perlu disesuaikan dan diselaras-

kan dengan pendekatan kepemimpinan yang sama kompleksnya. 

Oleh karena itu, teori kepemimpinan ambidexterity untuk inovasi 

mengusulkan bahwa interaksi antara dua perilaku kepemimpinan 

yang saling melengkapi – perilaku pembuka dan penutup – 

memprediksi inovasi individu dan tim, sehingga inovasi tertinggi 

ketika perilaku kepemimpinan pembuka dan penutup tinggi 

(Rosing et al, 2011). 

Dengan kata lain, pemimpin yang memiliki kemampuan 

untuk terlibat dalam perilaku membuka dan menutup harus 

menjadi yang paling berhasil dalam hal mendorong inovasi di 

antara para pengikutnya. Selain itu, ahli teori kepemimpinan 

ambidextrous berpendapat bahwa interaksi dari perilaku 

kepemimpinan yang saling melengkapi ini harus lebih efektif 

dalam hal mempromosikan inovasi individu dan tim daripada 

gaya kepemimpinan tunggal, seperti kepemimpinan transforma-

sional. Perilaku kepemimpinan terbuka telah didefinisikan 

sebagai perilaku pemimpin yang meningkatkan varians dalam 

perilaku pengikut dengan mendorong mereka untuk melakukan 

hal-hal yang berbeda dan bereksperimen, memberikan ruang bagi 

pengikut untuk berpikir dan bertindak secara mandiri, dan 
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mendukung upaya pengikut untuk menantang status quo (Rosing 

et al.., 2011). Teori kepemimpinan dalam hal ini terkait dengan 

teori kepemimpinan ambidextrous, yang berpendapat bahwa 

perilaku kepemimpinan terbuka mengarah pada aktivitas 

eksplorasi pengikut. Perilaku kepemimpinan penutup telah 

didefinisikan sebagai perilaku pemimpin yang mengurangi 

perbedaan perilaku pengikut dengan mengambil tindakan kore-

ktif, menetapkan pedoman khusus, dan memantau pencapaian 

tujuan (Rosing et al., 2011). Teori kepemimpinan Ambidextrous 

berpendapat bahwa menutup perilaku kepemimpinan mengarah 

pada kegiatan eksploitatif pengikut. Menggabungkan kedua jenis 

perilaku kepemimpinan, kepemimpinan ambidextrous didefinisi-

kan oleh Rosing et al. (2011) sebagai "kemampuan untuk 

mendorong perilaku pengikut yang eksploratif dan eksploitatif" 

dengan menambah atau mengurangi variasi dalam perilaku 

mereka dan secara fleksibel beralih di antara perilaku tersebut" 

(hal. 957). Perilaku membuka dan menutup terkait satu sama lain, 

tetapi berbeda dari konsep kepemimpinan transformasional yang 

lebih luas, karena perilaku yang diringkas di bawah payung 

kepemimpinan transformasional dapat bersifat membuka dan 

menutup (Rosing et al., 2011). Misalnya, seorang pemimpin 

transformasional dapat mengomunikasikan visi pengantar, yang 

berfokus pada percobaan dan pengembangan terobosan inovasi. 

Pada sisi lain, pemimpin transformasional dapat mengkomuni-

kasikan visi penutup yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang 

sangat spesifik dan tujuan yang jelas. 

Ambidextrous 

Organisasi yang dapat bertahan lama adalah organisasi yang 

tidak hanya mampu melakukan inovasi asploitatif dan eksploratif 

atau antara adaptability dan alignment, tetapi juga mampu 

melakukan kedua hal tersebut secara seimbang atau biasa disebut 

ambidexterity. Memang tidak mudah menerapkan ambidexterity, 
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terlalu fokus pada satu sisi bubutlah keputusan yang tepat. 

Misalnya, terlalu fokus pada keselarasan akan berdampak baik 

dalam jangka pendek karena memenuhi harapan pelanggan saat 

itu, tetapi perusahaan tidak akan siap ketika kebutuhan pelanggan 

berubah di masa mendatang. Maka untuk menjalankan 

perusahaan yang dapat bertahan di masa depan dan sekarang, 

perusahaan harus dapat menerapkan Ambidexterity dengan baik. 

Ada dua aplikasi ambidexterity yaitu ambidexterity struk-

tural dan ambidexteritas kontekstual. Konsep awal ambidex-

terity sendiri lebih condong ke Ambidexterity Struktural, yang 

menciptakan batasan berdasarkan aktivitas dalam organisasi, 

misalnya penetapan batas yang jelas antara konsumsi; produk 

pasar, departemen Litbang dan pengembangan bisnis. Pembatas 

yang jelas sangat diperlukan karena untuk kegiatan yang sangat 

berbeda akan kurang efektif jika berada di departemen yang 

sama. Namun sistem ini dapat mengisolasi antar departemen 

sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam memberikan 

masukan/ide kepada perusahaan karena kurangnya hubungan 

(komunikasi) antar departemen. Karena itu, lahirlah konsep 

ambidexterity lain, yaitu ambidexterity kontekstual. 

Membangun ambidexterity kontekstual akan memberikan 

kebebasan kepada karyawan untuk memilih aktivitas antara 

orientasi keselarasan atau orientasi adaptasi. Ambidexterity 

Kontekstual sangat berbeda dengan ambidexterity struktural, 

namun kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Banyak 

perusahaan telah berhasil menggabungkan dua pendekatan 

seperti HP, 3M dan Intel. Sebelum laboratorium;exterity 

Kontekstual dalam suatu organisasi, kita perlu mengenal individu 

ambidextrous. Secara individual, ambidexterity Kontekstual 

dikelompokkan menjadi empat tindakan. 

1. Individual ambidextrous dimana individu berinisiatif untuk 

mengembangkan suatu inovasi berdasarkan peluang yang 
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ada meskipun ia melakukan hal-hal yang bukan menjadi 

tugasnya. 

2. Ambidextrous individu dimana individu mengambil inisiatif 

untuk berkolaborasi dalam bidang departemen untuk 

mengembangkan inovasi berdasarkan peluang. 

3. Individu ambidextrous dimana individu tersebut bertindak 

sebagai broker atau perantara ketika mengetahui ada 

peluang. 

4. Ambidextrous individual dimana individu tersebut bekerja 

multitasking untuk mengembangkan suatu produk dan 

inovasi (masih menjadi jobdesk) 

Mengingat bahwa individu ambidextrous tidak hanya terdiri 

dari satu tindakan, itu adalah sebuah organisasi perlu membangun 

contextual ambidexterity dalam suatu organisasi seperti yang 

disampaikan oleh Ghosal dan Bartlett dan mengelompokkannya 

menjadi 4 atribut yaitu stretch, disiplin, support dan trust. 

Keempat atribut tersebut dibagi menjadi 2 dimensi yaitu 

manajemen kinerja, peregangan dan disiplin. 

Gambar 1. Jenis Organizational Context 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Organization, 2019 

https://i0.wp.com/hattabagus.com/wp-content/uploads/2015/11/org-context.png
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Pada gambar di atas kita dapat melihat bahwa ada 4 jenis 

Organizational Context: 

a. Kinerja tinggi. Organisasi telah mampu mengimplementasi-

kan Ambidexterity Organization 

b. Low Performance Context. Karyawan hanya melakukan 

Ambidextrous secara individu tanpa memperhatikan aspek 

Align dan Adaptive 

c. Konteks Burnout. Kinerja karyawan sangat baik tetapi 

meningkatkan tingkat turnover 

d. Konteks Country Club. Karyawan menikmati pekerjaan 

tetapi potensi karyawan tidak tergali dengan baik 

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan, organisasi yang 

ideal adalah organisasi yang memiliki Performance Management 

dan Social Support yang tinggi. Untuk membangun Ambidex-

trous Organization, ada lima yag harus dilakukan.  

1) Diagnosis konteks organisasi  

2) Fokus pada beberapa tuas dan kembangkan secara konsisten 

3) Membangun pemahaman ke semua level perusahaan 

4) Gabungkan ambidexterity kontekstual dan ambidexterity 

structural 

5) Ambidexterity kontekstual sebagai penggerak kepemimpinan 

bukan sebagai penggerak kepemimpinan 

Ekonomi Islam 

Dalam tiga dekade terakhir, ekonomi Islam mengalami 

kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademik di 

perguruan tinggi maupun dalam praktik operasional. Dalam 

bentuk pengajarannya, ekonomi Islam telah dikembangkan di 

beberapa perguruan tinggi baik di negara-negara muslim maupun 

di negara-negara barat, seperti USA, UK, Australia dan lain-lain. 

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan penerapan 

ekonomi Islam juga mengalami kemajuan pesat (Fitria 2016). 
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Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa 

perguruan tinggi negeri dan swasta. Perkembangan ekonomi 

syariah mulai mendapat momentum sejak berdirinya Bank 

Muamalat pada tahun 1992. Berbagai undang-undang yang 

mendukung sistem ekonomi ini juga telah disusun, seperti UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Padahal, tindakan dan pemikiran tentang ekonomi berdasar-

kan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Sekitar tahun 

1911 berdiri organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang berang-

gotakan tokoh-tokoh atau cendekiawan muslim pada masa itu, 

dan ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat 

Islam di dunia yaitu dalam al-Qur‟an yang mengatakan bahwa 

jika mau muamalah, tulislah dengan baik, dan biarkan orang yang 

berutang menuntutnya (apa yang akan ditulis), dan biarkan orang 

itu mengurangi hutangnya yang paling sedikit. Jika orang yang 

berutang itu lemah akalnya atau dalam keadaan lemah atau tidak 

mampu untuk memintanya, maka hendaklah walinya mengajukan 

tuntutan itu dengan jujur. Selain itu, saksi laki-laki juga harus 

dihadirkan dua orang. Jika tidak ada, maka satu laki-laki dan dua 

perempuan dapat menjadi saksi yang Anda inginkan, dan jangan 

segan untuk bersaksi ketika dipanggil, dan jangan bosan. 

menuliskan hutang, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu 

pembayaran. Kecuali muamalah adalah uang daganganmu, maka 

tidak ada dosa bagimu jika tidak menuliskannya. Dan bersaksilah 

ketika kamu berjual beli, dan jangan mempersulit penulis dan 

saksi (Q, S Al-Baqarah: 282). 

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak 

merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia, 

khususnya para pedagang, investor, bahkan berbisnis yang Islami 

dan diridhoi Allah SWT. Dukungan dan komitmen Bank 
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Indonesia dalam berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi 

syariah domestik juga merupakan jawaban atas hasrat dan 

kerinduan serta menjadi awal dari pergerakan pemikiran dan 

praktik ekonomi syariah di tanah air, serta pembaharuan 

ekonomi. perekonomian dalam negeri yang masih penuh dengan 

kerusakan, sekaligus awal dari kebangkitan ekonomi. Islam di 

Indonesia dan di seluruh dunia, contohnya di Indonesia, Bank 

Muamalat didirikan pada tahun 1992. Pada awal tahun 1997 

terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar pada 

goncangan lembaga perbankan yang berakhir dengan likuidasi 

dalam beberapa tahun terakhir. jumlah bank, Bank Syariah atau 

Bank Syariah bahkan tumbuh lebih pesat. Pada tahun 1998, 

sistem perbankan syariah dan pergerakan ekonomi syariah di 

Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Ekonomi Islam adalah istilah untuk sistem ekonomi yang 

dibangun di atas landasan dan tatanan Al-Qur'an dan Al-Sunnah 

dengan tujuan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia, 

sehingga dalam konsep dan prinsip ekonomi Islam tetap, namun 

dalam prakteknya untuk hal-hal situasi dan kondisi tertentu bisa 

fleksibel bahkan bisa berubah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam 

dapat diringkas dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, 

kehendak bebas, dan tanggung jawab. Produksi tidak berarti 

hanya secara fisik menciptakan sesuatu yang tidak ada, tetapi 

juga membuat barang yang dihasilkan dari beberapa kegiatan 

produksi dapat digunakan. 

Tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam produksi 

berkaitan dengan maqasid al-syariah sebagai prinsip produksi, 

diantaranya kegiatan produksi harus berdasarkan nilai-nilai Islam 

sehingga dalam memproduksi barang/jasa tidak boleh berten-

tangan dengan menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta, 

prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu 

dharuriyyat, hajyiyat dan tahsiniyat, kegiatan produksi harus 
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memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan 

wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal , tidak boros, 

tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan serta pembagian 

keuntungan hubungan yang adil antara pemilik dan pengelola, 

manajemen dan karyawan. Produksi tidak terlepas dari faktor-

faktor sebagai alat produksi berupa faktor alam/tanah, faktor 

tenaga kerja, faktor kapital (kapital), faktor manajemen, teknologi 

dan bahan baku (Turmudi, 2017). 

Prinsip dasar ekonomi Islam yang harus diketahui Ekonomi 

Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hukum 

Islam sebagai landasan teori dan implementasinya. Bentuk dan 

karakteristiknya berbeda dengan ekonomi konvensional pada 

umumnya. Sebagai sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan 

hukum Islam, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang 

berbeda. Prinsip ekonomi Islam secara garis besar mengajarkan 

bahwa kekayaan bukanlah satu-satunya tujuan hidup di dunia, 

tetapi kekayaan hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah 

kepada Allah SWT. Masih banyak prinsip dasar lainnya dalam 

ekonomi Islam. Berikut beberapa prinsip dasar yang perlu 

diketahui. 

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah berbagai sumber daya 

dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada 

manusia, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi 

Islam, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaan 

terencana untuk kemaslahatan umat, melarang segala bentuk riba. 

, menolak akumulasi kekayaan yang dikendalikan oleh segelintir 

orang kaya. sudah memenuhi batas atau nisab wajib dikeluarkan 

zakatnya. Prinsip ekonomi Islam secara detail jika ditelaah 

memiliki beberapa poin yang tegas dan berbeda dengan sistem 

ekonomi konvensional yang berkembang di dunia. Ekonomi 

Islam menjunjung tinggi tauhid dan takwa kepada Allah SWT. 

Namun, ekonomi Islam tidak hanya menambah kemaslahatan 
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bagi umat Islam, tetapi dapat diterapkan oleh semua kalangan. 

Berikut prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam secara rinci yang 

dirangkum dari berbagai sumber; 

1. Keyakinan. Dalam kegiatan ekonomi, baik individu maupun 

kelompok, harus berpegang pada prinsip ini agar perjalanan 

ekonomi sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam 

Islam. Jadi semua kegiatan ekonomi Islam harus mengacu 

pada tauhid, iman dan takwa kepada Allah SWT. 

2. Memberikan manfaat. Dalam ekonomi konvensional, 

prinsipnya adalah menggunakan sumber daya sesedikit 

mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. 

Akan tetapi, dalam perekonomian yang berdasarkan syariat 

Islam, terdapat tujuan yang lebih dari itu, yaitu memberi 

manfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

Kegiatan ekonomi syariah diharapkan mampu meningkatkan 

taraf hidup mereka lebih tinggi lagi. 

3. Sumber daya manusia. Dalam menjalankan ekonomi Islam 

setiap individu harus memperhatikan segala aspek agar tidak 

menyimpang dari nilai-nilai Islam. Segala bentuk kecura-

ngan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya dilarang 

dalam ekonomi Islam. 

4. Harta karun. Konsep yang diterapkan adalah kekayaan 

dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya, pada hake-

katnya semua itu milik Tuhan semata dan manusia hanya 

mendapat amanah dari Tuhan. 

5. Adil. Keadilan sangat ditekankan dan sudah menjadi 

kewajiban dalam setiap aktivitas. Keadilan di sini diartikan 

sebagai perilaku untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan 

tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus berlaku dan 

melayani semua orang tanpa memandang status sosial. 

Keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan agar semua orang 

dari semua golongan merasa nyaman dan setara. 
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6. Persaudaraan. Persaudaraan merupakan salah satu tujuan 

atau misi ekonomi Islam. Sangat dianjurkan untuk bekerja 

sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, 

jangan sampai ada yang ingin sukses sendiri, ingin kaya 

sendiri. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam lebih 

menekankan pada sosial bukan pada individu, karena pada 

dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan untuk 

kemaslahatan manusia dan menjaga hubungan persahabatan 

satu sama lain. 

7. Etika. Etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan 

ekonomi Islam atau Islam, etika yang sesuai dengan ajaran 

Islam sangat diperlukan dalam semua kegiatan ekonomi atau 

kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perlu kita ketahui, 

kegiatan ekonomi merupakan salah satu jenis ibadah di 

bidang muamalah. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi 

Islam harus dilandasi oleh etika atau norma yang baik sesuai 

dengan ajaran Islam. 

8. Melibatkan Pemerintah, Dalam menjalankan kegiatan 

ekonomi Islam pemerintah harus terlibat di dalamnya, selain 

itu ekonomi Islam atau Islam harus menaati peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah selama tidak menyimpang 

dari ajaran atau nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun 

pemerintahlah yang memiliki kekuasaan atau hak lebih 

untuk mengatur jalannya perekonomian, baik buruknya 

pembangunan suatu negara disebabkan oleh pemerintahnya. 

Maka bagaimanapun ekonomi Islam harus selalu melibatkan 

pemerintah dalam perjalanan ekonominya. 

9. Kebebasan dan Tanggung Jawab. Dalam perspektif ushul 

fiqh, kebebasan diartikan sebagai kebebasan yang harus 

disertai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung 

jawab tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Inilah 

prinsip ekonomi Islam. Manusia diberi kebebasan tetapi ada 

batasannya yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan. 
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Apapun yang terjadi dan telah dilakukan harus 

dipertanggungjawabkan. 

10. Kerja sama. Dalam ekonomi Islam, kerjasama merupakan 

salah satu hal yang wajib dilakukan, seperti halnya shalat 

berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yaitu 27 derajat. 

Begitu juga dalam ekonomi ketika semuanya dilakukan 

secara bersama-sama, maka nilai ibadah dan nilai kekayaan 

akan meningkat. Jadi dalam ekonomi Islam semua kegiatan 

dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niat yang 

baik sehingga dapat menghasilkan output yang baik pula. 

Ide Utama dari kepemimpinan ambidextrous dan yang kami 

fokuskan pada bidang ekonomi Islam adalah bahwa karena 

kompleksitas kegiatan inovatif yang perlu disesuaikan dan 

diselaraskan dengan pendekatan kepemimpinannya. Sehingga 

kepemimpinan ambidextrous yang kami bahas dalam buku ini, 

yaitu dengan bahasa lain kepeminan yang serba bisa atau multi 

talenta. Transformasi pasti terjadi di sektor manapun dan bagai-

mana perubahan tersebut terjadi, tentunya perubahan tersebut 

terjadi seiring dengan perubahan atau revolusi zaman. Jika saat 

ini kita sedang booming atau terkenal dengan istilah Revolusi 

Industri 4.0, di negeri sakura istilah ini diganti dengan istilah 

baru yang sedang diperkenalkan yaitu Society 5.0. 

Era digital baru ini dimana proses globalisasi dan evolusi 

berjalan sangat cepat seperti Internet of Things (IoT) kemudian 

Artificial Intelligence (AI). Sustainable Development Goals 

(SDGs) oleh United Nation pada tahun 2015 yang semakin 

menambah kompleksitas kebutuhan keterampilan manusia yang 

harus dipenuhi untuk mewujudkan SDGs dan bertahan di 

masyarakat 5.0 Uraian uraian pada pendahuluan dan dilanjutkan 

pada pembahasan yang juga dijadikan salah satu referensi 

terkaitan keperawatan karena begitu kompeknya permasalahan 

khusunya dalam ekonomi Islam. Namun apabila sesorang 
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pemimpin memahami konsep, ciri ciri, unsur unsur dan segala hal 

yang terkait denga eknomi Islam, ditambah memiliki tipe 

kepemimpina ambidextrous yang diharap mampun menyelesai-

kan berbagai masalah pada kepemimpinan itu sendiri dan segala 

aspek yang berkaitan dengan ekonomi khususnya ekonomi Islam. 

Pemahaman terkait ekonomi Islam yang perlu diperioritaskan 

oleh seorang pemimpin, baru kemudian kemampuan personal 

yang harus di upgrade kepada kepemimpinan ambidextrous atau 

kepemimpinan multi talenta. 
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PROSPEK DIGITAL EKONOMI DALAM 

PENGUATAN EKONOMI NASIONAL 

 
Noer Aida Triandini 

noeraidatriandinirahman@gmail.com 
 

Pendahuluan 

Digital ekonomi merupakan sebuah istilah yang menjelaskan 

fenomena aktifitas perekonomian yang terjadi akibat adanya 

teknologi digital. Digital ekonomi telah mengubah pola bisnis 

yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis dan 

mempercepat proses ekonomi. Beberapa karateristik dari digital 

ekonomi antara lain adalah transaksi yang dilakukan secara 

elektronik dimana berbagai aktivitas ekonomi dapat diakses 

menggunakan mobile, terkoneksi dan tervisualisasi. Perkembang-

an digital ekonomi yang semakin pesat mengubah hakikat 

ekonomi. 

Konsep ekonomi seperti pasar, modal, produksi dan aktor 

ekonomi lain mengalami perubahan makna secara signifikan. 

Menurut Google, Temasek and Bain & Company (2022), per-

kembangan digital ekonomi Indonesia terus meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2022, digital ekonomi Indonesia bertumbuh 

sebesar 22% di US$ 77 Miliar (1,197 Triliun rupiah). Pertum-

buhan tersebut berkontribusi sekitar 40% dari total belanja online 

di Asia Tenggara. Google memprediksi Indonesia menjadi negara 

dengan digital ekonomi nomor 1 di ASEAN pada tahun 2025 

dengan nilai transaksi digital ekonomi mencapai USD 135 Miliar 

dan memberi nilai tambah 10 persen terhadap PDB.  

mailto:noeraidatriandinirahman@gmail.com
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Besarnya potensi Indonesia dalam pemanfaatan digital 

ekonomi semakin diperkuat dengan pertumbuhan jumlah mas-

yarakat Indonesia yang mengakses internet. Berdasarkan Laporan 

Survei Internet APJII 2019-2020, terdapat peningkatan jumlah 

pengguna internet yang cukup signifikan pada tahun 2017-2019. 

Hal ini juga terus berkembang pada tahun 2020 dan 2021 seiring 

penggunaan digital platform selama pandemi Covid-19. Setiap 

tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan jumlah pengguna 

internet. Pemerintah harus memanfaatkan lonjakan pengguna 

internet untuk membentuk suatu sistem yang dapat mendukung 

roda ekonomi nasional. Berbagai tantangan perlu dihadapi agar 

pertumbuhan digital ekonomi dapat memberikan dampak positif 

kepada ekonomi Indonesia. Beberapa diantaranya adalah shadow 

banking, pencucian uang, penyalahgunaan data, dominasi produk 

impor dan serangan siber.  

Pada Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (Bank 

Indonesia, 2019), Bank Indonesia menyebutkan bahwa 91,3 juta 

masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet belum 

memiliki rekening bank. Beberapa dari mereka justru terhubung 

dengan dompet digital/fintech pembayaran yang tidak diawasi 

oleh pemerintah. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang di-

hadapi pemerintah untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi 

sehingga dapat menjaga transaksi dan mendorong kemanfaatan 

digital ekonomi. Selain itu, belum meratanya kualitas dan 

jangkauan internet di semua wilayah Indonesia juga menjadi 

tantangan besar pemerintah untuk dapat menggali potensi digital 

ekonomi.  

Pemerintah harus segera menetapkan isu strategis, arah 

kebijakan dan indikator yang cocok untuk pengembangan digital 

ekonomi. Adanya revolusi digital ekonomi telah membuat 

disrupsi kehidupan dalam bentuk kemanfaatan, tantangan, 

bahkan bisa juga risiko ancaman kepada individu, masyarakat, 
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kelembagaan dan juga kepada negara dalam berbagai bidang 

kehidupan termasuk bidang ekonomi, apabila tidak dilakukan 

antisipasi dan sikap kebijakan yang tepat.  Jika digital ekonomi 

dikelola dengan baik, peluang kerja baru, baik dari sisi 

perdagangan elektronik, finansial teknologi, maupun on-demand 

services akan terbuka. Dengan terbukanya kesempatan kerja 

baru, pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga dapat 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Digital  Economy merupakan  cabang   dari Communic Indonesia 

Broadcast yang  membahas  dampak  dan  potensi perkembangan  

ekonomi  digital. 

Pembahasan 

Potensi dan Masa Depan Digital Ekonomi sebagai Motor 

Penggerak Perekonomian Nasional 

Beberapa pemanfaatan digital ekonomi di Indonesia adalah 

financial technology (digitalisasi jasa keuangan), on demand 

services (digitalisasi jasa kebutuhan sehari-hari), internet of 

things (transfer data melalui internet), e-commerce (platform 

belanja digital), digital wellness services (layanan kesehatan 

digital), digitalisasi pasar tenaga kerja, digitalisasi pendidikan, 

dan digitalisasi pariwisata. Jika dilihat dari jenis usaha yang 

memiliki persentase paling besar pada digital ekonomi tahun 

2022 adalah e-commerce. 
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Gambar 1. Jumlah Usaha di Sektor Digital Ekonomi di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ecommerce, 2019 

E-commerce adalah salah satu contoh nyata dari per-

kembangan digital ekonomi yang menunjukkan bahwa perkem-

bangan transaksi jual beli masyarakat Indonesia cukup besar. 

Selain proporsi persentase yang besar, perkembangan nilai 

transaksi e-commerce di Indonesia juga selalu menunjukkan 

peningkatan (Gambar 2).  Pada tahun 2019, nilai transaksi e-

commerce melonjak hampir 2 kali lipat atau tumbuh 95% 

dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp205,5 triliun. 

Selanjutnya pada 2020, nilai transaksi e-commerce juga tetap 

mengalami peningkatan dengan tumbuh 30% dari tahun 

sebelumnya mencapai Rp266,3 triliun. 
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Gambar 2. Perkembangan E-commerce di Indonesia (IDR 

Triliun) 
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Sumber: BPS, 2021 

Terminologi e-commerce secara umum mengacu pada 

pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilaksanakan 

melalui jaringan elektronik, seperti internet. E-commerce mem-

berikan kebebasan bagi konsumen untuk melakukan perdagangan 

tanpa batasan waktu dan jarak. Melalui e-commerce, proses jual 
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beli menjadi sangat mudah. Bahkan penjual tidak harus memiliki 

toko/bangunan fisik dan pembeli tidak harus mengeluarkan biaya 

transportasi dan tenaga yang lebih untuk dapat melakukan 

transaksi.  

E-commerce mengisyaratkan timbulnya penghematan biaya 

di pasar grosir dan eceran dibandingkan dengan institusi berbasis 

fisik. Adanya keterbukaan harga yang terjadi pada e-commerce 

aka-n menyebabkan persaingan yang semakin ketat sehingga 

penjual cenderung menyesuikan dengan harga pasar dan 

mengambil margin yang semakin rendah. Selain industri men-

engah besar dan menengah, gerakan digitalisasi juga marak 

dilakukan oleh industri kecil. Gerakan yang paling banyak 

dilakukan saat ini adalah startup bisnis.  Mereka dengan mudah 

dapat menembus pasar global melalui platform digital. Melalui 

digital ekon-omi, memungkinkan industri kecil menjadi industri 

multinasional dan memberikan kesempatan kepada aktor pemula 

untuk bersaing dengan skala yang besar.  

Menurut perspektif bisnis, fenomena digitalisasi dalam 

global value chain (rantai nilai global) telah membuka kanal baru 

dalam menangkap kesempatan ekonomi lebih luas, baik secara 

nilai tambah maupun perubahan struktural. Adanya transaksi 

digital ekonomi juga mendorong perubahan pola pikir individu 

dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan 

transaksi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, digital eko-

nomi mendukung kondisi geografis Indonesia yang berbentuk 

negara kepulauan serta multi etnis dan budaya dengan teknologi 

yang berbasiskan internet dan media sosial sehingga pergerakan 

komunikasi dan transaksi keuangan, perdagangan, dan jasa dapat 

terselenggara lebih cepat, lebih murah dan lebih efisien. Adanya 

kemajuan digital ekonomi juga seharusnya menjadi pendukung 

dalam meningkatkan produk dan jasa domestik sehingga 

mendukung pula peningkatan kualitas kemandirian ekonomi 
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nasional. Melalui digital ekonomi, perkembangan sisi konsumen 

dan produsen mengalami perubahan. Konsumen yang sudah 

mengerti teknologi digital akan menjadi lebih sadar dan 

mengetahui kondisi pasar. Hal ini diantaranya akan berdampak 

terhadap produsen yang akan kehilangan sebagian dari kekuatan 

pasar mereka sehingga lebih sulit untuk meningkatkan margin 

mereka melalui kenaikan harga. Indikator berupa BIC (Better 

Informed-Consumer) ini setiap tahunnya mengalami peningkatan 

yang mengimplikasikan bahwa konsumen semakin massif dalam 

mengaplikasikan kecanggihan teknologi. 

Gambar 3. Perkembangan Sisi Konsumen dan Produsen 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google, Temasek and Bain & Company, 2021 

Teknologi digital juga dapat meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja/penghematan tenaga kerja. Menurut Charbonneau et 

al., (2017), terdapat beberapa kondisi dimana produktivitas 

berkaitan dengan teknologi. Pertama, pada saat terdapat kondisi 

dimana digitalisasi ekonomi bertindak sebagai pelengkap tenaga 

kerja, maka terdapat dampak ekonomi berupa disinflasi 

straightforward atau langsung terlihat. Produktivitas yang lebih 

tinggi berarti biaya produksi yang lebih rendah. Jika partum-

buhan produktivitas dipertahankan, maka dampak disinflasi juga 

akan bertahan hingga pembuat kebijakan mempertimbangkan 

Perkembangan Sisi Konsumen dan Produsen

Konsumen digital

• Peningkatan jumlah konsumen menjadi

21 juta orang, selama pandemi pada

tahun 2020 dan paruh pertama tahun

2021.

• 72% dari konsumen baru berasal dari

area non-metropolitan

Produsen digital

• 28% tidak bias bertahan tanpa platform 

digital

• 98% kini menerima pembayaran digital

• 59% kini menggunakan solusi pinjaman

digital
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pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dalam penilaian 

mereka terhadap potensi kapasitas ekonomi dan menyesuaikan 

kebijakan moneter. Kedua, dalam kondisi dimana digitalisasi 

menciptakan peningkatan produktivitas melalui substitusi tenaga 

kerja, seperti otomasi. Kemungkinan lain adalah bahwa teknologi 

digital baru dapat menekan permintaan untuk investasi fisik dan 

meningkatkan risiko disinflasi dengan menekan suku bunga 

netral. 

Selain sebagai pilar utama transformasi digital, digital 

ekonomi juga merupakan bagian dari strategi transformasi 

ekonomi Indonesia tahun 2045. Digital ekonomi telah men-

dukung pertahanan ekonomi dan memiliki peran besar untuk 

pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Digital 

ekonomi juga mendorong akses pasar baru dan perluasan akses 

pasar melalui partisipasi UMKM yang semakin banyak, 

penduduk desa, perempuan, dan marginal masyarakat lainnya.  

Pada tingkat individu, digitalisasi akan menguntungkan 

pekerja yang lebih terampil menggunakan teknologi jika disban-

dingkan dengan mereka yang kurang terampil. Beberapa operator 

berbasis teknologi juga memiliki keunggulan dalam hal biaya 

marginal yang lebih rendah. Kemudahan pencarian pekerja itu 

akan secara parsial mengimbangi peningkatan persaingan 

antarindividu yang kemudian juga berujung pada perbaikan 

distribusi dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, digital eko-

nomi juga mewujudkan public service delevery yang lebih efektif 

dan efisien dari pusat ke daerah yang berdampak terhadap 

percepatan dan pemerataan ekonomi.  

Penggunaan digital ekonomi dalam model bisnis seperti e-

commerce tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap indikator moneter 

seperti inflasi. Menurut Calson-Öhman (2018), dalam penelitian-

nya terhadap Negara-Negara Eropa pada tahun 2006-2017 juga 
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memperoleh hasil bahwa peningkatan penggunaan e-commerce 

berpengaruh negatif terhadap inflasi dalam jangka pendek. Hal 

ini terjadi karena e-commerce dapat meningkatkan persaingan 

yang selanjutnya berdampak pada penurunan harga. Semakin 

lambat kanaikan harga-harga barang akan semakin menekan 

tingkat inflasi. Gerdesmeier (2009) juga berpendapat bahwa 

peningkatan e-commerce dapat menurunkan harga dan mem-

bentuk tingkat keseimbangan (equilibrium) yang baru. 

Penelitian lain yang mendukung temuan ini adalah Coffinet 

& Perillaud (2017) yang mengidentifikasi bahwa digitalisasi 

dapat menyebabkan diinflasi pada jangka pendek maupun jangka 

menengah karena pertama, keterbukaan harga yang terjadi di e-

commerce akan menyebabkan persaingan yang semakin ketat 

sehingga penjual akan cenderung menyesuikan dengan harga 

pasar dan mengambil margin yang semakin rendah. Selain itu, 

internet mendorong terjadinya perdagangan internasional dan 

terjadinya pertukaran produk dan jasa secara global yang juga 

akan menyebabkan harga semakin rendah. Kedua, digitalisasi 

dapat menurunkan biaya produksi disisi lain meningkatkan 

produktivitas. 

E-commerce berpengaruh terhadap inflasi karena dua hal. 

Pertama, jika banyak konsumen yang beralih ke pembelian 

online. Efek tersebut sering disebut sebagai bias outlet (bias 

perbedaan harga online dan offline). Keuda, munculnya penjual 

online dengan harga lebih rendah seperti Amazon semakin 

memudahkan konsumen membandingkan harga sehingga me-

maksa penjual offline untuk menurunkan harga mereka, bahkan 

jika e-commerce hanya merupakan bagian kecil dari penjualan 

ritel, maka akan terjadi efek spillover yang penting pada harga 

dan inflasi pada tingkat pengecer. Namun, seiring dengan 

peningkatan pangsa ritel online, perbedaan antara harga online 

dan offline akan berdampak pada inflasi. 
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Potensi Digital Ekonomi dalam Penurunan Inflasi 

Kurva Phillips menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap inflasi dalam jangka 

pendek. Komponen utama dan analisis kointegrasi lebih lanjut 

menunjukkan bahwa digitalisasi adalah pendorong utama tren 

inflasi yang lebih rendah. Digital ekonomi dapat berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap inflasi yang artinya semakin 

meningkat digitalisasi di suatu negara maka tingkat inflasinya 

akan semakin menurun. Hal ini telah banyak dibuktikan di 

berbagai negara, contohnya dalam penelitian Buchheim & Kedert 

(2016) terhadap 17 Negara di Eropa tahun 2004-2014 yang 

membuktikan bahwa digitalisasi ekonomi secara signifikan dapat 

menurunkan inflasi melalui jalur transmisi Cheaper ICT product 

for consumers, Automation, Better-informed consumers, dan E-

commerce. 

Hasil riset IMF (2019) juga menunjukan bahwa digitalisasi 

dalam perekonomian memberi pengaruh yang signifikan terhadap 

dinamika inflasi pada 36 negara maju dan negara berkembang 

yang menjadi sample penelitian dalam kurun waktu 2000 -2017.  

Penurun inflasi tersebut, terjadi melalui jalur penurunan biaya 

atau peningatan kompetisi. Digitalisasi ekonomi yang berpotensi 

pada penurunan inflasi akan menjadi bantalan yang baik ditengah 

peningkatan tekanan inflasi yang mulai meningkat pasca Covid-

19 pada 2021. Oleh karena itu, pamahaman yang menyeluruh 

mengenai jalur transmisi digitalisasi ekonomi terhadap inflasi 

sangat dibutuhkan mengingat proses adopsi teknologi oleh 

produsen dan perubahan prilaku konsumen terjadi secara 

bertahap dan membutuhkan waktu. Implikasi penelitian men-

yarankan bahwa untuk menurunkn tingkat inflasi, suatu negara 

perlu meningkatkan investasinya dibidang TIK, membuat 

kebijakan untuk mendorong akses internet dengan mudah dan 

murah, serta meningkatkan jangkauan internet ke semua daerah.  
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Digital ekonomi mempengaruhi inflasi melalui perubahan 

struktur pasar dan kondisi persaingan. Seiring dengan penetrasi 

teknologi digital ke hampir seluruh sektor mengakibatkan 

terjadinya perubahan sebagian besar tatanan ekonomi mulai dari 

perilaku konsumen, preferensi konsumen, jaringan pasar yang 

semakin luas, produk yang semakin beragam, dan munculnya 

pasar-pasar abstrak. Hal ini menciptakan perubahan elastisitas 

permintaan terhadap harga (pricing power) yang selanjutnya 

mempengaruhi tingkat dan perilaku inflasi.  

Gambar 4. Mekanisme Digitalisasi Ekonomi Terhadap Inflasi 

Sumber:  Bank of Canada (2017) dan IMF (2019) 

Melalui struktur pasar dan persaingan, perkembangan 

internet dan teknologi telah menciptakan pasar global dimana 

akan sangat mudah bagi pemain baru untuk memasuki pasar yang 

berakibat pada meningkatnya persaingan. Perusahaan kecil, 

perusahaan khusus, dan perusahaan baru kini dapat memasuki 

perdagangan global dan menjangkau pelanggan potensial lebih 

cepat dengan biaya yang lebih rendah. Penjual lokal tidak dapat 

lagi mempertahankan monopoli di wilayah mereka secara 

geografis sehingga terpaksa akan menurunkan harga (race to the 
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bottom). Disisi lain, perkembangan digital juga dapat mendorong 

terjadinya perubahan struktur pasar kearah monopoli. Perusahaan 

teknologi raksasa seperti amazon, facebook, google dengan 

kekuatan pasar yang besar akan lebih mudah untuk memonopoli. 

Besarnya dampak kemunculan perusahaan besar terhadap 

peningkatan persaingan dan perubahan struktur pasar berbeda-

beda untuk setiap negara dan bahkan setiap industri.  

Teknologi digital berperan penting dalam keberhasilan 

perusahaan, melalui jaringan sosial (social network), mesin 

pencari, dan penyedia platform perangkat lunak memungkinkan 

mereka untuk meningkatkan jangkauan pasar dan dengan cepat 

meningkatkan jumlah pengguna. Besarnya jaringan digital 

membawa efek jaringan yang langsung memberi keuntungan 

berupa besarnya skala dan ukuran ekonomi. Dengan demikian, 

mereka dapat langsung mendominasi pasar. Selain itu, teknis 

perdagangan digital yang lebih efisien memungkinkan harga 

kompetitif yang tentu memikat lebih banyak konsumen.  

Konsekuensi lain dari berkembangnya digital ekonomi 

adalah semakin meningkatnya informasi mengenai barang atau 

jasa untuk konsumen maupun produsen secara individual. 

Penggunaan internet telah berdampak pada meningkatnya 

interaksi antara konsumen dan produsen, contohnya saja social 

media atau e-commerce yang memungkinkan konsumen dapat 

secara intesif berinteraksi dengan produsen dan mendapatkan 

informasi. Teknologi memberikan manfaat bagi konsumen 

berupa transparansi harga dan kemudahan komparabilitas. Efek 

transparansi dan komparabilitas harga itu sangat nyata terjadi di 

pasar online. 

Teknologi internet memungkinkan konsumen untuk melaku-

kan riset produk atau jasa dan mereview produk dari segi harga 

maupun kualitas. Jika konsumen semakin memiliki banyak 

pertimbangan dan informasi terkait dengan produk, maka pasar 
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akan kehilangan kekuatannya untuk meningkatkan margin dan 

harga. Perusahaan dipaksa untuk menyesuaikan kondisi ini 

dengan meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Hal 

ini dapat meningkatkan persaingan dan menekan harga atau 

tingkat inflasi. 
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Pendahuluan  

Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun 

2020-2022 membuat lanskape ekonomi berubah yang pada 

sebelum pandemi Covid, ekonomi digital belum menjadi fokus 

utama dalam ekspansi usaha, saat ini dengan masyarakat sudah 

terbiasa bertransaksi digital membuat pengusaha berlomba-lomba 

bertransformasi menuju ekonomi digital. Bukan saja dari segi 

komunikasi pemasaran tapi juga dari segi distribusi hingga ke 

pemasaran. Masyarakat kini sudah banyak yang tidak meng-

gunakan uang fisik dan beralih ke e-money untuk pembayaran 

dan juga berinvestasi.  

Contohnya adalah dengan adanya e-money saat ini pem-

bayaran transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, 

KRL dan pembayaran jalan tol menggunakan sistem E-money. 

Bahkan dengan ada Qris, pedagang kecil merasa diuntungkan 

dengan tidak perlu menanggung resiko membawa uang fisik 

banyak. Namun dengan Qris, uang penjualan akan masuk ke 

rekening penjual dan akan lebih aman dan memudahkan pem-

bukuan. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dan 

pemasaran adalah dengan menerapkan omnichannel. Manajemen 

omnichannel mengacu pada integrasi semua saluran titik kontak 



 

290 

BOOK CHAPTER | Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam 

perusahaan dan pelanggan ini, yang pada akhirnya menghasilkan 

kepuasan pelanggan melalui pengalaman layanan yang mulus. 

(Hossain et al., 2020). Meskipun sering disalaharti-kan dengan 

Pemasaran Multisaluran, Pemasaran Multisaluran berbeda 

darinya dalam berbagai dimensi, yaitu strategi peru-sahaan dan 

perilaku konsumen. Perbedaan mencolok dalam dimensi tersebut 

adalah bagaimana informasi dan pesan yang sama melalui 

saluran yang tersedia dengan cara yang seragam, tingkat basis 

data terpadu mengenai pelanggan dan inventaris, desain per-

jalanan pembelian konsumen, dan jumlah upaya yang diperlukan 

oleh pelanggan untuk berpindah melintasi saluran. (Berman & 

Thelen, 2018). 

Pembahasan 

Transformasi Ekonomi Digital Sebagai Pemulihan Ekonomi 

Nasional  

Dalam saluran omni, pembagian tradisional antara saluran 

komunikasi dua arah (interaktif). Oleh karena itu, penting untuk 

memperluas cakupan saluran ini secara eksplisit termasuk titik 

sentuh pelanggan. Titik kontak ini bisa singkat, interaksi satu 

arah atau dua arah antara pelanggan dan perusahaan, dan 

pertukaran bisa agak dangkal atau lebih intensif. Yang penting, 

poin kontak juga dapat melibatkan pelanggan ke pelanggan 

interaksi melalui, misalnya, media sosial serta komunikasi peer-

to-peer, yang dapat berdampak pada merek pertimbangan (lihat 

Baxendale, Macdonald dan Wilson edisi ini; Hennig-Thurau et 

al. 2010). Namun, pertukaran ini semata-mata informasional dan 

tidak termasuk transaksi. 

Sementara konsep pemasaran multichannel berbeda dengan 

omnichannel. Multichannel pun melibatkan saluran interaktif dan 

melibatkan pelanggan, namun tidak melibatkan saliran komu-

nikasi massa. Hanya jalur pemasaran saja yang memanfaatkan 
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saluran pemasaran baik offline maupun online. Berikut tabel 

perbedaan pemasaran multi-channel dan omnichannel. 

Tabel 1. Muli-Channel Vs Omni-Channel 

Channel 
focus 

Menggunakan 
interactive channel 

Menggunakan 
interactive channel 

dan media massa 

Channel 
scope 

store, 
online website, and 

direct marketing 
(catalog) 

Retail channels: store, 
online website, and 
direct marketing, 

mobile channels (i.e., 
smart phones, tablets, 

apps), social media 
Customer 

Touchpoints (incl. 

mass communication 
channels: TV, Radio, 

Print, C2C, etc.) 

Separation of 
channel 

Saluran terpisah 
dengan tidak 

tumpang tindih 

Salurannya 
terintegrasi 

Channel 
management 

Per-channel Tujuannya untuk 
meningkatkan traffic 

seluruh lintas saluran 
pemasaran 

Objectives Tujuan dari 
pemasaran 

multichannel adalah 
menaikkan 

performance per-
saluran pemasaran. 
Bukan terintegrasi 

Tujuan dari 
omnichannel adalah 

meningkatn 
pengalaman 

pelanggan untuk 
menikmati produk 
tersebut melalui 

integrasi seluruh 
channel pemasaran 

Sumber: (Verhoef dkk, 2015) 

Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan Omni-channel, 

salah satunya adalah Amazon Go.  
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Gambar 1. Perusahaan Amazon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Forbes, 2018 

 

Gambar 2. QR Code Mode Pembayaran Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Taspen, 2018 
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Scan QR Code diatas untuk mengetahui Amazon Go lebih 

jauh.  Berawal dari riset yang dilakukan oleh Amazon mengenai 

banyaknya orang yang malas mengantri untuk membayar pada 

kasir manusia atau mesin kasir otomatis. Maka Amazon melon-

curkan Amazon Go dimana orang dapat membeli barang tanpa 

mengantri untuk membayar. (CNBC, 2019). Ketika memasuki 

toko Amazon Go, rasanya seperti memasuki stasiun kereta bawah 

tanah. Sederet gerbang menjaga pintu masuk toko, Amazon Go, 

hanya mengizinkan orang yang memiliki aplikasi smartphone 

toko untuk masuk.(New York Times, 2018). Di dalamnya ter-

dapat pasar mini seluas 1.800 kaki persegi yang dikemas dengan 

rak makanan yang dapat Anda temukan di banyak toko serba ada 

lainnya - soda, keripik kentang, saus tomat. Ini juga memiliki 

beberapa makanan yang biasanya ditemukan di Whole Foods, 

jaringan supermarket yang dimiliki Amazon (New York Times, 

2018). 

Namun teknologi yang juga ada di dalamnya, sebagian besar 

tidak terlihat, memungkinkan pengalaman berbelanja yang tiada 

duanya. Tidak ada kasir atau register di mana pun. Pembeli 

meninggalkan toko melalui gerbang yang sama, tanpa berhenti 

untuk mengeluarkan kartu kredit. Akun Amazon mereka secara 

otomatis dikenai biaya untuk apa yang mereka keluarkan (New 

York Times, 2018). Tidak ada kereta belanja atau keranjang di 

dalam Amazon Go. Karena proses checkout otomatis, Sebalik-

nya, pelanggan memasukkan barang langsung ke dalam tas 

belanja yang akan mereka bawa keluar. (New York Times, 2018) 

Setiap kali pelanggan mengambil barang dari rak, Amazon 

mengatakan produk tersebut secara otomatis dimasukkan ke 

keranjang belanja akun online mereka. Jika pelanggan mengem-

balikan barang ke rak, Amazon akan menghapusnya dari keran-

jang virtual mereka. (New York Times, 2018). Teknologi yang 

digunakan oleh Amazon untuk mengembangkan Amazon Go 
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adalah visi komputer yang canggih dan perangkat lunak 

pembelajaran mesin serta ratusan camera CCTV yang dapat 

mengidentifikasi setiap barang yang akan diambil oleh kon-

sumen. Teknologi Amazon dapat melihat dan mengidentifikasi 

setiap item di toko, tanpa memasang chip khusus ke setiap kaleng 

sup (New York Times, 2018). 

Amazon membuat pengalaman belanja serasa sangat nyaman 

dimana konsumen diberikan kebebasan dan kemudahan belanja 

tanpa harus mengantri dan mengintegrasikan teknologi aplikasi 

amazon memudahkan belanja dengan memberikan kesederha-

naan pembayaran di toko. Selain amazon, terdapat start up E-

commerce yang berasal dari Indonesia yang menerapkan konsep 

Omni-channel dalam membentuk pengalaman belanja yang 

menyenangkan, yaitu sociolla. Sociolla pada awalnya adalah E-

commerce yang berfokus untuk menjual produk kecantikan 

seperti make up dan skincare. Namun pada beberapa tahun ter-

akhir konsep omni-channel banyak diminati oleh perusahaan 

untuk menciptakan pengalaman konsumen yang baik serta untuk 

meningkatkan citra brand tersebut.  

Maka Sociolla mendirikan offline store yang bertujuan selain 

untuk membuat keunikan dalam pengalaman konsumen 

berbelanja. Tapi juga Tidak hanya berbelanja, ini juga memberi-

kan informasi yang lebih lengkap dari biasanya mengenai 

masalah kecantikan. (Idn Times, 2020) Omni Channel di 

Sociolla ini dibarengi dengan penambahan inovasi perusahaan 

beauty tech yang dikembangkan oleh sociolla sendiri. Pelanggan 

tidak akan menjumpai kebingungan dalam belanja produk 

kecantikan, baik online dan offline.  
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Gambar 3. Perusahaan Socialla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Idn Times, 2019 

Pelanggan juga tak akan dibuat bingung dengan harga yang 

tertera dalam took online maupun offline. Karena di offline store 

Sociolla, terdapat price tag digital yang terhubung dengan online 

store Sociolla sendiri. Ketika harga yang tertera di online stor 

Sociolla berubah, sama halnya juga dengan offline store Sociolla 

yang akan otomatis berubah. Jika di online store Sociolla tertera 

rating untuk setiap produk, begitu pula rating yang tertera 

di price tag offline store Sociolla. Jadi, risiko pelanggan salah 

membeli produk itu sangat kecil. Kelebihan lainnya, pelanggan 

juga bisa membeli produk kecantikan di online store Sociolla dan 

kemudian mengambilnya sendiri di offline store. 

Selain itu juga, Sociolla meluncurkan aplikasi Soco, yang 

menjawab kebutuhan pelanggan yang terkadang ragu ketika 

berbelanja onlin. Offline store sociolla hadir membantu dan 

mengatasi permasalahan digitialsisasi perusahaan. Dengan 

memiliki aplikasi SOCO, pelanggan dimudahkan ketika 

berbelanja. 
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Gambar 4. Menu Store Sociolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Idn Times, 2019 

Salah satunya adalah dengan melakukan scan barcode pada 

produk-produk yang ada di offline store untuk mengetahui lebih 

lanjut ulasan dari produk tersebut. Pada offline store Sociolla, 

juga terdapat mesin yang bernama Beauty ATM. Mesin ini dapat 

digunakan untuk bermain game, lalu kita bisa mendapat-

kan voucher diskon untuk pembelian produk di Sociolla se-

telahnya. Tapi sebelum bermain, tentunya kita harus sudah 

memiliki aplikasi SOCO untuk scan barcode. 
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Gambar 4. Beauty ATM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Idn Times, 2019 
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Pendahuluan 

Jika diibaratkan perekonomian bagaikan organisme bernyawa, 

maka uang adalah “darah” yang bertugas untuk memastikan 

organisme itu tetap hidup untuk mengalirkan oksigen ke seluruh 

tubuh. Begitu pentingnya uang dalam berjalannya suatu per-

ekonomian menjadikannya sebuah komoditas yang aktif diper-

dagangkan melalui pasar valas, selain juga untuk penyimpan dan 

alat ukur nilai dan juga untuk alat tukar. Uang sebagai alat tukar 

berarti uang harus diputar untuk mendukung sektor riil dan tidak 

hanya di timbun saja. Untuk memenuhi tujuan ini, peran lembaga 

keuangan seperti perbankan, lembaga keuangan mikro, pasar 

modal, dan yang lainnya menjadi amat penting. Dengan adanya 

sistem keuangan tersebut akan mendorong efisiensi ekonomi 

menjadi lebih besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Burke, 2021).  

Seperti dikatakan Mishkin (2022), dalam perekonomian yang 

sehat dan hidup, dibutuhkan sistem keuangan yang dapat men-

yalurkan dana dari mereka yang memiliki kelebihan dana menuju 

mereka yang kekurangan. Atau bisa juga dari mereka yang 

menyimpan dana, menuju mereka yang memiliki proyek 

mailto:Kafa@lecturer.undip.ac.id
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investasi yang produktif. sehingga fungsi tabungan dan fungsi 

penyalur dana menjadi aspek terpenting dalam melihat kontribusi 

sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya dalam suatu 

perekonomian. 

Banyak penelitian yang menunjukkan hubungan jasa ke-

uangan dengan ekonomi nasional. Ambilah contoh penelitian 

yang dilakukan oleh Wong, et.al (2021) dan juga Khatun & Bist 

(2019) yang menemukan hubungan positif antara jasa keuangan 

dengan pertumbuhan ekonomi di Cina dan negara-negara BRICS.  

Selanjutnya, financial inclusion yang menggambarkan seberapa 

besar keikutsertaan masyarakat pada lembaga keuangan formal 

dapat dijadikan parameter adanya kontribusi lembaga keuangan 

terhadap perekonomian. Beberapa studi menemukan hubungan 

positif antara inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi 

seperti studi yang dilakukan oleh Sethi dan Acharya (2018); 

Shen, Hu dan Hueng (2021); Younas, Qureshi, dan Al-Faryan 

(2022); Ozturk dan Ullah (2022) ; Ozili, Lay dan Syed (2023) 

dan masih banyak lagi.  

Hasil survei yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 

tahun 2022 menunjukkan trend peningkatan indeks inklusi 

keuangan maupun indeks literasi keuangan sejak 2013 hingga 

2022. Dari survei tersebut, diketahui bahwa tingkat inklusi 

keuangan terbesar ada pada sektor perbankan sebesar 74,03%. 

Selain itu, yang menarik dari survei tersebut adalah dari tahun 

2019 hingga 2022, Jasa keuangan lainnya seperti Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) memiliki peningkatan terbesar, yaitu 

sebesar 4,81%, diikuti oleh pasar modal yang tingkat inklusinya 

meningkat sebesar 3,64%.   

Jika berbicara sektor ekonomi dan keuangan syariah, sektor 

tersebut hanya memiliki tingkat inklusi keuangan yang sangat 

rendah (sebesar 12,12% saja) jika dibandingkan dengan inklusi 

jasa keuangan konvensional. Namun, seberapapun kecilnya 
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tingkat inklusi keuangan tersebut, S&P Global rating mem-

prediski keuangan Islam akan bertumbuh, begitu juga Asian 

Development Bank (ADB) yang mengatakan bahwa keuangan 

Islam telah tumbuh dengan kuat di wilayah Asia.  Hal ini meng-

indikasikan prospek cerah perkembangan jasa keuangan syariah 

terkhusus sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan 

Lembaga keuangan Mikro syariah. 

Adapun tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontribusi 

jasa kuangan syariah terhadap perekonomian nasional terkhusus 

sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan Lembaga 

keuangan mikro syariah. Adapun pembahasan selanjutnya pada 

tulisan ini mendiskusikan tentang kontribusi sektor perbankan 

secara teori, yang didalamnya terdapat satu subbab yang mem-

bahasa kontribusi sektor perbankan syariah pada perekonomian 

nasional. Pembahasan dilanjutkan dengan kontribusi jasa 

keuangan lainnya yang didalamnya terdapat dua subbab, yaitu 

jasa keuangan lainnya yang berupa pasar modal syariah, dan jasa 

keuangan lainnya yang berupa keuangan mikro syariah. 

Selanjutnya, pembahasan ditutup dengan kesimpulan.  

Pembahasan 

Kontribusi sektor Perbankan: Model M-B 

Di Indonesia, UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah menjadikan Indonesia menerapkan dual banking system. 

Sistem ini menjadikan adanya duality pada sistem perbankan 

dimana bank Islam beroperasi sekaligus juga berkompetisi 

dengan bank konvensional (Saadaoui dan Hamza, 2021 dan 

Hutapea dan Kasri, 2020). Secara teori, kontribusi sektor per-

bankan dapat digambarkan melalui model M-B. Dalam bukunya, 

Makniw (2013) mengawali penjelasan model ini dengan 

memperkenalkan 3 variabel eksogen, yaitu: 
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1. Monetary Base, B, merupakan total uang yang dipegang oleh 

publik sebagai currency, C, dan disimpan oleh bank dalam 

bentuk dana cadangan, R. keduanya dikontrol oleh bank 

sentral. 

2. Reserve-deposit ratio, rr, merupakan persentase dari 

deposito yang ditahan oleh bank dalam bentuk cadangan, 

atau persentase dana bank yang tidak boleh di putar. 

Variabel ini dipengaruhi oleh kebijakan bank yang ber-

sangkutan dan aturan main yang mengatur hal ini. 

3. Currency-deposit ratio, cr, jumlah currency, C, yang orang-

orang tahan dalam bentuk demand deposit, D. variable ini 

menggambarkan preferensi rumah tangga tentang bentuk 

uang yang mereka genggang, apakah itu dalam bentuk cash, 

atau dalam bentuk simpanan di bank (salah satu contoh: 

demand deposit).  

Selanjutnya, model ini dapat dijelaskan dengan mende-

finisikan suplai uang sebagai M = C + D. Arti dari persamaan 

tersebut adalah bahwa suplai uang (M) terdiri dari currency, C 

(mata uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk cash) dan 

demand deposit, D (uang yang dipegang masyarakat yang ada di 

bank). Sedangkan monetary base atau basis kebijakan moneter 

(B) dapat dituliskan dengan B = C + R, yang artinya monetary 

base terdiri dari currency (C) dan dana cadangan bank (R). 

Langkah selanjutnya adalah dengan membagi M dan B, 

sehingga:  

 

 
 
   

   
 ….. Persamaan 1 

Jika sisi kanan dari persamaan diatas di bagi masing-masing 

dengan D, maka didapat: 
 

 
 

     

       
 ….. Persamaan 2 
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Pada bagaian awal sudah dijelaskan bahwa C/D merupakan 

currency-deposit ratio, atau cr, yang menjelaskan jumlah 

currency yang ditahan dalam bentuk simpanan bank (salah 

satunya demand deposit). Sedangkan R/D merupakan reserve-

deposit ratio, rr, yang merupakan persentase dana cadangan bank 

yang ditahan dan tidak boleh diputar. Dari persamaan 2, jika B di 

pindah ke sisi kanan persamaan, dan C/D dirubah menjadi cr, 

R/D menjadi rr, maka akan menjadi: 

  
    

     
     ….. Persamaan 3 

Dimana (cr+1)/(cr+rr) merupakan money multiplier, m. 

Sehingga persamaan diatas dapat ditulis menjadi: M = m x B. 

Dalam persamaan ini, jika dana cadangan bank yang tak boleh 

diputar (rr) diturunkan, maka suplai uang ke perekonomian akan 

meningkat. Jika cr meningkat, sebagai gambaran preferensi 

masyarakat dalam menggenggam uang (entah cash atau currency, 

atau demand deposit), maka suplai uang ke perekonomian menu-

run. Model diatas menekankan pentingnya peranan bank dan juga 

regulator sektor perbankan, yaitu bank sentral. Naik turunnya 

simpanan uang yang ada di bank, juga preferensi orang-orang 

dalam menggenggam uang akan menentukan kontribusi sektor 

perbankan pada perekonomian melalui suplai uang.  

Kontribusi Perbankan Syariah  

Kontribusi perbankan syariah pada perekonomian nasional 

dapat dilihat dari total pembiayaannya selain juga non-per-

forming financing (NPF) yang menggambarkan resiko dari 

pembiayaan yang diberikan (Damanhur, et al., 2018). Data yang 

bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa 

per November 2022 total pembiayaan yang disalurkan perbankan 

syariah sebesar 318,583 miliar rupiah.  Dari jumlah tersebut, 

mayoritas pembiayaan tersalurkan dengan akad murabahah, dan 

diikuti musyarakah. Adapun tingkat NPF nya sebesar 2,5 % per 
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November 2022, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,64 % 

per November 2021. Hal ini menandakan pembiayaan bank 

syariah tersalurkan dengan baik sehingga potensi terjadinya 

adverse selection dan moral hazard menurun secara signifikan. 

Kontribusi pembiayaan perbankan syariah juga dapat dilihat dari 

dampaknya pada faktor-faktor makroekonomi, terkhusus 

kestabilan harga yang tercermin dari inflasi dan nilai tukar. 

Maski, Kafabih dan Hoetoro (2018) menunjukkan pembiayaan 

musyarakah dapat menstabilkan harga dalam jangka pendek. 

Sedangkan studi yang dilakukan Kafabih, Darwanto dan Gojali 

(2021) menunjukkan pembiayaan musyarakah berpengaruh lebih 

besar pada nilai tukar rupiah dibandingkan dengan pengaruh 

yang diberikan oleh suku bunga antar bank.  

Pembiayaan Murabahah yang merupakan produk dari bank 

syariah paling poluler (Miah dan Suzuki, 2020) juga memberikan 

kontribusi tersendiri pada pelaku UMKM di Indonesia. OJK 

melaporkan bahwa pembiayaan murabahah perbankan syariah 

mencapai 181,083 miliyar rupiah (November 2022), atau sebesar 

56,8% dari total financing perbankan syariah. Pembiayaan 

berskema mark-up ini memiliki korelasi negatif dengan level 

kepercayaan (Wijaya dan Moro, 2022). Artinya, makin tinggi 

level kepercayaan yang dibangun antara UMKM dan perbankan 

syariah, maka makin menurun pula margin pembiayaan 

murabahah yang dikenakan.  

Anwar, et.al (2020), secara spesifik menemukan bahwa 

terdapat hubungan yang yang bersifat dua arah antara total 

deposito, total pembiayaan dan jumlah kantor bank syariah di 

Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka 

pendek dan juga jangka panjang. Begitu juga studi yang di-

lakukan oleh Yusof dan Bahlous (2013) yang meneliti hubungan 

bank syariah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Gulf 

Cooperation Council (GCC), Indonesia dan Malaysia. Penelitian 
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tersebut menggunakan persentase total pembiayaan bank syariah 

terhadap GDP sebagai penggambaran aktifitas bank syariah. 

Hasilnya, ditemukan bahwasanya bank syariah berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun 

jangka pendek. Menariknya, kontribusi aktifitas perbankan 

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan 

Malaysia memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan rata-

rata negara GCC.  Abduh dan Omar (2012), menemukan bah-

wasanya bank syariah, lebih spesifiknya total pembiayaan bank 

syariah di Indonesia, memiliki korelasi positif terhadap per-

tumbuhan ekonomi. Dalam studinya tersebut ditemukan bahwa 

dalam jangka panjang, peningkatan pembiayaan sektor per-

bankan syariah akan meningkatkan partumbuhan ekonomi di 

Indonesia sekitar 0,112 persen, sedangkan dalam jangka pendek 

peningkatan tersebut berkisar 0,331 persen.  

Kontribusi Industri Jasa Keuangan  

Menurut Kurt (2023), jasa keuangan didefinisikan sebagai 

layanan yang memungkinkan konsumen maupun bisnis mem-

peroleh akses keuangan. Dari definisi tersebut sebenarnya sektor 

perbankan merupakan bagian dari jasa keuangan, sehingga tak 

seharusnya dipisah. Namun di Indonesia maupun di beberapa 

negara lainnya terjadi pemisahan antara sektor perbankan dan 

sektor industri jasa keuangan lainnya. Mishkin (2022) menjelas-

kan bahwa pada dasarnya pemisahan tersebut terjadi dikarenakan 

beberapa aktifitas jasa keuangan dilarang dilakukan di sektor 

perbankan seperti larangan sektor perbankan untuk menjadi 

underwriter surat berharga perusahaan, atau terlibat dalam jasa 

broker, atau beberapa aktifitas lain. Adanya pemisahan beberapa 

aktifitas ini menjadikan adanya pemisahan secara kelembagaan 

antara sektor perbankan dengan sektor jasa keuangan lainnya. 

Dibawah ini didiskripsikan kontribusi industri jasa keuangan 
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lainnya yang berfokus pada pasar modal syariah dan lembaga 

keuangan mikro syariah.  

Pasar Modal Syariah  

Pasar modal syariah keberadaannya sangat diperlukan untuk 

pembangunan ekonomi terkhusus untuk masyarakat muslim. Hal 

ini dikarenakan pasar modal konvensional tidak mengakomodasi 

prinsip-prinsip muamalah yang berdasarkan nilai-nilai Islam 

(Yusfiarto, et al., 2022).  Pada saham syariah, situs resmi Bursa 

Efek Indonesia (2023) menjelaskan bahwa adanya saham syariah 

dan index saham syariah adalah untuk memberi kemudahan pada 

para investor dalam berinvestasi secara syariah di pasar modal. 

Sehingga, kontribusi pasar modal syariah di Indonesia dapat 

dilihat, salah satunya, melalui peningkatan jumlah investor 

syariah yang ada di Indonesia.  

Menurut data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, 

investor syariah di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. 

Sejak 2017 hingga 2022, perkembangannya telah mencapai 

400% lebih dari yang awalnya hanya berjumlah 23.207 investor 

muslim di tahun  2017, meningkat menjadi 117.942 di tahun 

2022. Peningkatan jumlah investor muslim ini menandakan 

terfasilitasinya kebutuhan investor yang menginginkan saham 

dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hkiri, et al 

(2017) menunjukkan bahwa index keuangan Islam merupakan 

safe haven yang menjadikannya salah satu pilihan investasi yang 

dapat menurunkan eksposure dari resiko pasar.  

Selain terfasilitasinya investor muslim yang menginginkan 

saham-saham yang dibelinya merupakan saham dari perusahaan 

yang beropresi sesuai dengan standar syariah, dan index 

keuangan syariah sebagai safe haven yang menarik minat para 

investor, kontribusi lain sektor pasar modal syariah dapat dilihat 
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pada total kapitalisasi pasar. Odogunde et al (2006) dalam 

Pavone (2019) menjelaskan bahwa kapitalisasi pasar memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pembanguna ekonomi. Data 

yang dihimpun dari statisitik OJK menunjukkan terdapat trend 

yang meningkat pada index saham syariah Indonesia (ISSI) yang 

menunjukkan kontribusi yang meningkat sektor pasar modal 

syariah untuk perekonomian Indonesia.  

Selanjutnya, bisa jadi pembayaran deviden yang stabil bagi 

sebagian investor muslim menjadi penting karena mereka dapat 

menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. 

Studi yang dilakukan Barros et al (2023) menunjukkan semakin 

tinggi nilai ESG akan meningkatkan probabilitas pembayaran 

deviden. Lebih spesifik, Duygun, Guney dan Moin (2018) men-

jelaskan hasil studinya bahwa perusahaan dengan konflik kepen-

tingan yang cukup besar antara manajer dan pemegang saham, 

maka pembayaran devidennya cenderung lebih rendah, dan 

perusahaan yang dimiliki negara (state-owned corporation) cen-

derung memberikan deviden lebih tinggi.  

Lembaga Keuangan Mikro Syariah  

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran amat 

sentral pada perekonomian mengingat fungsinya yang langsung 

terlibat di sektor mikro yang ada di masyarakat, terutama 

pemberdayaan UMKM. Seperti di ketahui UMKM berkontribusi 

amat besar pada perekonomian Indonesia terutama pada 

penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan lapangan 

pekerjaan. Sehingga pada titik ini, semakin baik kinerja Lembaga 

keuangan mikro, akan semakin besar pula kontribusinya pada 

perekonomian Indonesia. 

Dalam sebuah studinya, Fianto, Gan dan Roudaki (2018) 

menjelaskan bahwa pembiayaan keuangan mikro syariah dalam 

bentuk equity-based financing dan debt-based financing memiliki 
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pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah 

tangga masyarakat desa. Lebih lanjut studi tersebut juga mene-

mukan bahwa equity-based financing memiliki performa lebih 

baik daripada debt-based.  Lembaga keuangan mikro syariah 

dalam bentuk BMT, menurut Adnan dan Ajija (2015), juga 

secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui 

pembiayaan BBA dan mudarabahnya.  

Saat ini, dengan adanya isu Central Bank Digital Currency 

(CBDC) sebenarnya dapat dijadikan pemerintah untuk dapat 

meningkatkan pengawasan dan memaksimalkan potensi 

Lembaga keuangan mikro yang ada. Adanya private blockchain 

dalam CBDC memungkinkan identitas pengguna CBDC terikat 

dengan akun bank miliknya (Kemenkeu, 2022). Sehingga alur 

penggunaan uang dapat terdeteksi dan mencegah menyelewengan 

penggunaan dana. Pada titik ini, CDBC sangat berpotensi untuk 

digunakan sebagai insentif Lembaga keuangan mikro yang ada di 

Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dengan skema ini.  

Gambar 1. CDBC- BI Linked LKM 

 
Sumber data: Linked LKM, 2020 

Bank Indonesia -- 
CDBC 

LKM 1 LKM 2 LKM 3 

Unit Khusus 
Pengembangan dan 

pengawasan LKM 
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Gambar diatas menjelaskan bagaimana CBDC dapat di-

gunakan pemerintah sebagai pendorong Lembaga keuangan 

mikro yang ada di Indonesia untuk meningkatkan performanya. 

Semakin meningkat performanya dalam bentuk efisiensi 

organisasi, kemudahan administrasi, dan dampak yang ditimbul-

kan pada masyarakat sekitar, maka LKM tersebut akan diberikan 

reward berupa CBDC. Adapun tugas untuk menilai performa 

LKM di Indonesia dilakukan oleh unit khusus pengembangan 

dan pengawasan LKM, atau dalam hal ini bisa saja OJK. 

Kelebihan sistem ini adalah mitigasi krisis. Jika terjadi krisis di 

masa depan, Bank Indonesia dapat secara langsung meningkat-

kan supply uang dalam bentuk digital ke LKM dan LKM bisa 

langsung mendistribusikan nya ke berbagai pihak yang menjadi 

anggotanya. Penyaluran ini tentunya terawasi dan mencegah 

terjadinya praktik korupsi dikarenakan sifat private blockchain 

yang ada dalam digital currency. Dengan adanya system ini, 

sangat memungkinkan untuk memitigasi resiko berdampak pada 

sektor riil, terutama kepada masyarakat atau sektor UMKM 

ketika terjadi krisis ekonomi.  

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontribusi 

sektor perbankan dan jasa keuangan lainnnya pada perekonomian 

Nasional. Tinjuan literatur dari berbagai sumber mengkonfirmasi 

bahwa sektor perbankan syariah mampu memberikan kontribusi 

positif pada beberapa indikator ekonomi makro seperti inflasi, 

nilai tukar, dan tingkat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai 

skema pembiayaan yang ada. Lebih lanjut, pasar modal syariah 

memberikan kontribusinya pada perekonomian Indonesia melalui 

beberapa indicator seperti peningkatan jumlah investor muslim, 

peningkatan kapitalisasi pasar, dan pembagian deviden secara 

rutin. Terakhir, Lembaga keuangan mikro syariah mampu 

menunjukkan kontribusinya pada perekonomian nasional dengan 

skema pembiayaannya dan secara signifikan mengurangi tingkat 
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kemiskinan. Lebih lanjut, adanya rencana pemerintah untuk 

menerbitkan CBDC menjadikannya sebuah potensi yang bisa 

dijadikan insentif LKM baik syariah maupun tidak, yang ada di 

Indonesia, untuk meningkatkan performanya dan sebagai sarana 

baru pemerintah untuk memitigasi resiko krisis ke sektor riil yang 

mungkin terjadi di masa depan.  
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EKONOMI DIGITAL 
SISTEM EKONOMI ISLAM&

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia
saat ini berkembang pesat dalam berbagai bidang termasuk bidang
ekonomi, industri dan sistem keungan dengan teknologi yang berbasis
digital yang dikenal sebagai era industri 4.0 berbasis cyber physical system.
Ekonomi digital merupakan bagian industrialisasi teknologi menjadi
keniscayaan yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia yang
menganut sistem ekonomi terbuka. Ekonomi digital banyak membantu
dalam pengembangan usaha usaha kecil, mikro dan menengah (UKM)
melalui pelayanan perdagangan jaringan maya dan perbankan elektronis.
Adanya transaksi ekonomi digital dapat mendorong perubahan pola pikir
individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan
transaksi yang lebih efektif dan efisien.

Sistem keuangan syariah tidak hanya fokus pada pembahasan agama dan
keyakinan, akan tetapi kesejahteraan sosial masyarakat, etika, moral dan
hak asasi manusia merupakan ruang lingkup pembahasan yang harus lebih
serius untuk dikaji. Krisis global 2008 yang terjadi memberikan pelajaran
bahwa pentingnya saling tolong menolong. Kondisi ini menyebabkan
banyak negara mempraktekkan prinsip syariah agar dapat bertahan dari
krisis ekonomi. Pada konteks bisnis, diperlukan adanya transparansi untuk
menghasilkan keberlangsungan bisnis. Konsep akad dalam sistem
keuangan syariah mengajarkan pentingnya transparansi agar setiap pihak
tidak merasa dirugikan. Book Chapter ini hadir untuk membahas isu dan
problem tentang ekonomi digital dan sistem keuangan Islam. Selamat
membaca!





